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1.2.1.1 Informasi Umum

Dalam rangka mencapai Vvisi Provinsi  Sumatera Barat
yaitu 0 T E RWU J U CSNMANERA BARAT YANG MADANI, UNGGUL
DAN BERKEL ANmdyar padhorahun 2021 telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Nomor20 Tahun 2021tentang RencanaKerja PemerintalDaerah
(RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 25
Tahun 2022 tentang PerubahanRencanaKerja PemerintahDaerah (RKPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022
tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memedomani Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahur2R@Bldan RPJPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 268@5. Selain itu dalam penyusunan RKPD
Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
PembangunarDan KeuanganDaerah dan KeputusanMenteri Dalam Negeri
Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, DahNomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah dimana didalam kedua regulasi tersebut yang
mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan program dan kegiatan Tahun
2022 menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diatur
dalamPermendagrilanKeputusarMenteriDalamNegeritersebudiatas.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2022 melalui
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan tersebut dijelaskan
arahkebijakanperubahaRKPD 2022adalahsebagaberikut:

1. Penyesuaiatargetkinerjaindikatorpembangunadaerahlahun2022;

2. Pergeseranpenghapusanpenambaharanggarandan kegiatan, perubahan
lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil
daripad&egiatan;

3. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan SiLPA
berdasarkanhasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
SumaterdBaratTahun 202bleh BPK;

4. Mengakomodasi serta melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas
pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan visi, misi dan program unggulan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun2021:-2026;

5. Mengakomodasi kewajiban kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada

penyusunan APBD Tahun 2022 antara lain yadiang BagiHasil Pajak
kabupaten/kotdahun2021yang harus dibayarkan;
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BAB Il
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

BerdasarkanPeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022, dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung terhadap
pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi
dankondisimasingmasingdaeratyakni:

1. Ketahanarekonomiuntuk pertumbuhalyangberkualitasdanberkeadilan;
2. Pengembanganwilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

. Meningkatkarsumberdayamanusiayangberkualitasdanberdayasaing.

. Revolusimentaldanpembangunakebudayaan;

5. Memperkuatinfrastrukturuntuk mendukungoembangunaekonomidan
pelayanarmasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahatiklim; dan

7. MemperkuastabilitasPolhukhankandantransformaspelayanarpublik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pada RKPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022 difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu, pemulihan ekonomi melalui
sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan
UMKM sertasektorpariwisata.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan RKPD tersebut maka telah
dilaksanakansinkronisasikebijakan PemerintahDaerah yang dituangkandalam
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2022 yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai
upaya untuk membangukomitmen bersamaalam melaksanakapembangunan
dan memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyaarakat. Lebih lanjut
KUA ini akan menjadi dasar dalam penyusunanrancanganPeraturan Daerah
tentangAPBD Tahun2021.

Selanjutnya jika dilihat dari indikator makro pada Tahun 2022 yang menjadi
indikator kinerja utama gubernur yang menjadi alat ukur ketercapaian visi dan misi
sebagai RPJMD Tahun 202026 maka dapat dilihat dari capaian indikator Indeks
PembangunarManusia dan aspek PembangunarEkonomi yang diwakili oleh
indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini,
danTingkatKemiskinansebagaimandisajikanpadatabelberikut.

Tabel 2.1
Target dan Realisasilndikator Makro Daerah Tahun 2022

~ W

. L Target 2022 Target 2022 Realisasi 2022
No Indikator Kinerja Sasaran (RPIMD) (RKPD) Triwulan I
1. Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 72,74 72,74 73,26
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,40 3,40 4,36 %
’ 6,60 6,60 6,28 % (per
3. Tingkat Pengangguran terbuka (%) agustus 2022)
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2.2.

. L Target 2022 Target 2022 Realisasi 2022
No Indikator Kinerja Sasaran (RPIMD) (RKPD) Triwulan Il
4 Gini Ratio (Poin) 0,298 0,298 0,292
— m
5, | Kemiskinan (%) 6,28 6,28 6.04%

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPIMD 2025, Pergub Nomor 20 Tahun
2021tentangRKPD 2022danPublikasiBPS SumaterBarat Tahun2022.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator tolak
ukur keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup penduduknya seperti angka
harapan hidup, angka melek huruf, redta lama sekolah, dan pengeluaran riil per
kapita yang disesuaikan. Jika dilihat dari data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa
IPM Provinsi SumateraBarat Tahun 2022 adalah sebesar73,26 atau mampu
melewati target dari yang ditetapkan dalam target RPJMD maupun RKPD Tahun
2022 yaitu sebesar72,74. PeningkatanIlPM ini dikarenakansemuakomponen
pembentuk IPM Sumatera Barat mengalami peningkatan selama Tahun 2022. Selain
itu jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Sumatera Barat selalu diatas IPM
Nasional yang berada diangka 72,91. Ada 3 dimensi pembentuk IPM yaitu umur
panjang dan sehat (umur harapan hidup), pendidikan (Harapan Lama Sekolah/HLS
danRataRataLama Sekolah$ertaStandaHidup Layak (pengeluaraperkapita).

Sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari data BPS pada Tahun
2022, perekonomian Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan 4,36% atau
melampaui target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD
Tahun 2022 sebesar 3,40%. Pertumbuhan ini hampir terjadi pada semua lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air dan Jasa Kesehatan yang mengalami
kontraksi sebesar 0,23% dan 0,02%. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai
aktivitas ekonomi seperti acara atawenteventbesar yang diadakan di Sumatera
Barat yang dapat meningkatkankinerja lapanganusaha terutama Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintaharserta Jasalainnya,
sehingga mendorong peningkatan aktivitas pariwisata dan jasa angkutan terutama
angkutarudarayangmeningkatebih dari 200%dibandingkartahunlalu.

Jika dilihat dari tingkat kemiskinan yang juga menjadi salah satu tolak ukur
keberhasilan pembangunan suatu daerah karena dari tingkat kemiskinan
mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang
sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga
halnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan
dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Tingkat kemiskinan digambarkan dengan
prosentase penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada bulan
Maret Tahun 2022, angka kemiskinan Provinsi SumateraBarat adalah sebesar
5,92%. Halini merupakansuatu halyang menggembirakarkarena targetyang
ditetapkardalamRPJMDdanRKPD 2022 adalalsebesar 6,04%.

Kebijakan KeuanganDaerah PadaKUA 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
PedomarTeknisPengelolaaiKeuangarDaerahmenyatakan:
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1. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraanUrusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangamaerahdankemampuafPendapatan Daerabh;

2. Fungsi APBD antaralain yakni otorisasi, perencanaanpengawasanalokasi,
distribusi,danstabilisasidan

3. Prinsipprinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Selanjutnyadalam kedua peraturantersebutjuga dijelaskan bahwa dalam
penyusuna®\PBD didasarkarmprinsipsebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangaulaeraldan kemampuapendapatan daerah;

2. Tidak bertentangandengan kepentingan umum dan peraturan perundang
undangaryang lebihtinggi;

3. BerpedomampadaRKPD,KUA danPPAS;

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturarperundangundangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawaldengan memperhatikanrasa keadilan, kepatutan, manfaat
untukmasyarakatlantaatpadaketentuarperaturarperundangundangangan

6. APBD merupakardasar bagpemerintah daerah untuk melakukpanerimaan
danpengeluaranlaerah.

2.2.1.Kebijakan PeningkatanPendapatan

Kebijakan pendapatardaerahpada Tahun 2022 diarahkanuntuk meningkatkan
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dafailaipendapatan daerah yang
sah dengan melakukan berbagai kebijakan melalui kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi.

Untuk peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, Pemerintah Provinsi
Sumaterd8aratmelakukarberbagai upayaliantaranyadalahsebagaberikut:

a. Penyediaan titik layanafpayment pointyang efektif dan efisien (cepat, tepat,
mudah, murah dan tidak terbatas) yaitu pembukaan layanan pembayaran pajak
kendaraatahunarmelalui:

- JaringarelektroniksepertiATM, SMS Banking,internetbanking,mobile
banking

- Channelayanarmodern

- Geraimodern(MinangMidi, MinangMart)
- Geraie-commercéBukalapak,Tokopedia)
- PPOB(PaymenPointOnline Bank)

b. Samsat Malam dan Samsat CFD yang merupakan pengembangan jenis transaksi
PKB Tahunanpada seluruhtitik layanansecarafull online dan menyeluruh
termasuk SAMSATAnywheremelalui Samsat Terpusat dan Terintegrasi dengan
SAMOLNAS (SAMSAT OnlineNasional).

c. Melakukan evaluasiterhadapjenis pelayanandan melakukanperubahanpola
tarif terhadaptarif pungutanpajak daerahdan retribusi daerahyang masih
berlaku;
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d. Memperluadasisdanjenispelayanan;
e. Peningkatampelayanamelaluikegiatan:

1) Meningkatkansaranadan prarasarananelalui pembiayaandari APBD dan
APBN (danadekonsentragsiandanabagihasil cukaihasiltembakau);

2) Meningkatkansumberdayamanusiamelalui kegiatansosialisasibimbingan
teknisdanworkshop

3) Mengevaluastdan menyempurnakasistemdan prosedurpemungutan
(mekanismepersyaratalandokumen yangligunakan)gdan

4) Memanfaatkaneknologiinformasiuntuk pengelolaampenerimaampendapatan
daerah.

Peningkatapengawasadanpengendaliapenerimaarlaerah;

Pemberiampengurangarkeringanardanpembebasapajak;

Peningkatapendapatamelaluipemanfaatabarangbarangmilik daerah;

Membebaskaibiaya balik namakendaraarbermotorsecaraberkaladalam

rangkameningkatkan wajib pajak;

j- Penguatamodal daerakdanevaluaskinerjaBUMD;

k. Peningkatarpengelolaarmanajemerkas untuk mempertahankasaldokas
daeralratarataperbulandanmengoptimalkasaldokasdaeratyangbersifatidle;

I. Mengevaluasi aset daerah yang bersifieédan mengoptimalkan pengelolaannya;
dan

m. Mengevaluasbbjek-objek penerimaamegarayang berbagihasil dengandaerah

danmengkoordinasikannya dengan instaeskait.

@ =

2.2.2.Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan
pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Ubddagg Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undabimdang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja.
Selanjutnya dalam Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan daerah dijelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah
terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja
Transferdengan penjelasaebagaberikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

1) Merupakan belanja kompensasi,dalam bentuk gaji, tunjangan, serta
penghasilanlainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang
ditetapkansesuaidenganketentuanyang berlaku sertauang representasi
dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala
DaerahdanWakil Kepala Daerah.

2) Adapun alokasi Belanja Pegawai pada APBD Tahun 2022 sebesar
Rp2.187.152.775.751,0¢ang diperuntukkanuntuk Belanja Gaji dan

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022
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Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Profesi dan Tunjangan
Khusus Guru PNSD, PenunjangoperasionalKepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Gaji dan Tunjangan dan Biaya Operasional DPRD,
Tunjangan Komunikasi Insentif DPRD, Gaji ASN P3K, Gaji CPNS, Biaya
insentifpemungutan pajattanpemungutan retribusi.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan pengalokasian Belanja Barang dan Jasa diarahkan untuk mendanai
urusan pemerintahanyang menjadi kewenangandaerah yang terdiri dari

Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan dasar dan tidak
terkait Pelayanan Dasar) dan urusan pemerintahan serta mendanai pelaksanaan
unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, dan unsur pemerintahan
umum.

Kebijakan tersebut rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan
pemerintah daerah guna mencapai prioritas pembangunan daerah Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
2026danRKPD ProvinsiSumaterdaratTahun2022.

Adapun besaran alokasi anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa pada APBD
Perubahaifahun2022sebesaRp2.092.041.749.579,00.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga
jual atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga

dapat terjangkau oleh masyarakat. Adapun besaran alokasi anggaran untuk
BelanjaSubsidipadaAPBD Tahun2022sebesaRp1.300.000.000,00.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada PemerintahProvinsi SumateraBarat ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah
daerah sesuai dengan kepantingan daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan
memperhatikanasas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat. Oleh karena itu pada Tahun 2022 alokasi anggaran untuk Belanja
Hibah,dengan kebijakaantardain:

1) PenganggaranBelanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja untuk urusan pemerintahan
wajib dan urusapemerintahan pilihan;

2) Belanja Hibah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan
secara selektif dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah,
rasionalitasertaditetapkardengarkeputusarkepaladaerah;

3) Peruntukan Belanja Hibah Tahun 2022 diarahkan untuk menunjang
pencapaian sasaran program pemerintah daerah sebagaimana yang diatur
olehketentuaryangberlaku;

4) Belanja Hibah Tahun 2022 dialokasikan kepada Badan/Lembagayang
wajib sebagaimanatelah diatur oleh UndangUndang, seperti KONI,
PramukaPMI sertaBadan/Lembaggangtelahmemenuhimekanisme

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022
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penganggaranhibah sebagaimanadiatur dalam Peraturan Gubernur
Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian Hibah.
AdapunpadaAPBD Tahun2022dianggarkarsebesaRp71.552.898.148,00;

5) Selain itu, Belanja Hibah juga diarahkan pada Belanja Hibah kepada partai
politik yang merupakankewajiban bagi pemerintahdaerahyang harus
dialokasikan melalui KUAPPAS Tahun 2022 sesuai amanat Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Teknis Pengelolaan
KeuangarDaerahdan

6) Adapun Penganggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik
berpedomanpada PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimanatelah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
Adapun besaran Belanja Hibah kepada partai politik Tahun 2022 adalah
sebesaRp2.850.139.200,00.

e. Belanja Bantuan Sosial

Pada Kesepakatan KURPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat mengalokasikan bantuan sosial, baik yang sifatnya bantuan sosial yang
direncanakan,maupun bantuan sosial yang tidak direncanakansebesar
Rp11.050.800.000,00.

B. Kebijakan belanja modal
Belanja modal digunakanuntuk menganggarkampengeluaranyang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Aset Tetap memiliki
kriteriayaitu:
1) Mempunyaimasamanfaatebih dari 12 bulan;
2) Digunakandalamkegiatarpemerintatdaerah;
3) Batasminimal kapitalisasasset;
4) Berwujud;
5) Biayaperolehardapatdiukur secarandal;
6) Tidak dimaksudkamuntukdijual dalamoperasinormalentitas;dan
7) Diperolehataudibangundengarmaksuduntuk digunakan.

Berdasarkarkriteria diatas,makapadaAPBD Tahun2022 menganggarkan
belanjaAset Tetap sebagdierikut:

1) BelanjamodaltanahsebesaRp7.172.700.000,00;

2) BelanjamodalperalatardanmesinsebesaRp312.263.884.843,00;

3) BelanjamodalgedungdanbangunarsebesaRp286.908.412.567,00an
4) Belanjamodaljalan,jaringandanirigasi sebesaRp403.696.106.466,00.

Sedangkanuntuk Aset Tetap Lainnya digunakanuntuk menganggarkariset

Tetap yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset
Tetap Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset Tetap Lainnya berupa aset
tidak berwujuddengan kriteria:

1) Dapatdiidentifikasi;

2) Tidakmempunyaivujudfisik;

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022
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3) Dimiliki untukdigunakandalammenghasilkararangataujasaatau
digunakaruntuktujuanlainnyatermasulkhakataskekayaarintelektual,

4) Dapatdikendalikanolehentitas;dan
5) Memiliki manfaatekonomi.

Berdasarkarkriteria belanjamodal Aset TetapLainnyamakapadaAPBD Tahun
2022dialokasikan sebes&p42.528.469.660,00.

C. Kebijakan Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Digunakan untuk menganggarkardana bagi hasil yang bersumberdari
pendapatan provingkepadakabupaten/kota khususnhyzendapatarnyang
bersumber dari pajak daerah yang menjadi kewenangan preépsiti
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak BBNKB, Pajak PBBKB dan Pajak
Air Permukaan;

2) PenganggaranBelanja Bagi Hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota
didasarkan kepada targpenerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 dengan
memedomarketentuarperundangundangaryangberlaku;dan

3) Dianggarkan ke dalam Belanja Transfer dan dikelola oleh SKPD selaku
PPKD.

Berdasarkankebijakan tersebut maka pada APBD Tahun 2022 besaran
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kotapada Tahun 2022 sebesar
Rp1.123.088.172.256,00.

b. Belanja Bantuan Keuangan (BKK)

1. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/kota yang bersifat khapecfi€
grant) digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
PemerintahKabupaten/Kotapenerima bantuan keuangansesuai dengan
usulanpemerintatyangmenjadikewenangannya.

2. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan Bantuan Keuangan yang
diberikan oleh pemerintah provinsi yang peruntukannya sudah ditentukan
oleh pemberi bantuan. Kegiatan yang dibiayai dari BKK adalah kegiatan
yang menjadi prioritas bagi penerima bantuan dan Pemda tersebut tidak
memiliki sumbempendanaagangcukupuntukmembiayakegiatartersebut.

3. PemberiarBantuanKeuangaryangbersifatKhususkepadakabupaten/kota
lebih diarahkarkepadakegiatan yandpersifatbarang modalBelanjamodal)
yang padaintinya menambahkamsetbagi daerahpenerimabantuan
keuangan.

Berdasarkarkebijakan tersebutmaka pada APBD PerubahanTahun 2022
besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun
2022sebesaRp84.408.390.400,00.

D. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahutahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakasebelumnya.
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2. Alokasi Belanja Tidak Terduga tersebut diperuntukkan untuk mendanai
kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta mendanai tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta mendanai kegiatan
yang bersifat mendesak yang kriterianya sesuai dengan ketentuan perundang
undangaryang berlaku.

3. PenganggararBelanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya, dan memperhatikan
kemungkinanadanyakegiatanyang sifatnya tidak dapat diprediksi seperti
penanganan tanggap darurat dan pengeluaran mendesak yang harus dipenuhi
olehPemerintah Daerah.

4. Penganggaran Belanja Tidak Terduga juga mempertimbangkan dampak dari
PandemiCovid-19 yanghinggasaatini belumadakepastiarakanberakhir.

Berdasarkankebijakan tersebut maka pada APBD PerubahanTahun 2022
besararBelanjaTak TerdugapadaTahun2022sebesaRp16.144.188.106,00.

E. Kebijakan PembiayaanDaerah
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi defisit
anggararataupemanfaatadari surplus anggargmadaAPBD.
a. Kebijakan penerimaanpembiayaanuntuk Tahun 2022
1. Penerimaanpembiayaanyaitu semua penerimaanyang akan dibayarkan

kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran
berikutnyaPenerimaan pembiayaan terdiari:

a. Sisal.ebih PerhitungarAnggarantahunlalu;
b. Pencairardanacadangandan
c. HasilPengelolaaiKekayaarDaerahyangDipisahkan.

2. Dalam KUAPPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya
menganggarkarsumber penerimaanpembiayaanberasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar
Rp300.000.000.000,00.

3. Penganggaran Sisa LebiPerhitunganAnggaran tahurlalu tersebutsudah
didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2021, dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2021 yang tidak
dapat didanai akibat tidak tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
lalu yang direncanakan.

b. Kebijakan pengeluaranpembiayaanuntuk Tahun 2022

1. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali
dalam tahunanggaranberjalan maupundalam tahunanggaranberikutnya.
PengeluaraPembiayaan terdidari:

a. Pembentukadanacadangan;

b. Penyertaamodalpemerintatdaerabh;
c. Pembayarapokokhutang;dan

d. Pemberiampinjaman daerah;

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022
14



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

2. Dalam KUA-PPAS Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
menganggarkanpengeluaranpembiayaan untuk penyertaan modal yang
diperkirakan sebesar Rp20.000.000.000,00yang diperuntukkan bagi
penyertaamodalBank Nagari.

3. Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur
permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut
dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal
kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk modal inti guna memenuhi
rasiokecukuparmodalyangdipersyaratkawoleh Bankndonesia.

2.3. Kebijakan KeuanganDaerah PadaKUPA 2022
2.3.1Kebijakan PendapatanDaerah

A. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
untuk Tahun 2022

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan pada
Perubaha\PBD Tahun2022antardain:

1. Penganggaran pendapatdaerah terutam#@endapatan Asli DaerafiPAD)
pada PerubahanAPBD Tahun 2022 dilakukan secara rasional dengan
memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sampai Semester | tahun berjalan
danperkiraanyangmungkindapatdicapaisampaberakhirnyarahun2022;

2. Penganggaran pendapatan daerah didasari juga kepada pertimbangan keadaan
Pandemi Covid-19 yang terus membaik di SumateraBarat yang secara
langsung mempengaruhi akivitas perekonomian yang mengakibatkan
menurunnydingkatpendapatan masyarakat;

3. Penganggaranpendapatandaerah terutamanya PAD mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah Sumatera Barat sebagaimana
yangtelahdiuraikan paddagiansebelumnya;

4. Pendapatarnransfer yang terdiri dari pendapatartransfer dari pemerintah
pusat meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
Transfer Lainnya serta pendapatartransfer yangberasaldari antar daerah
dihitungberdasarkan informadari pemerintatpusat;dan

5. Lain-Lain PendapatarDaerahYang Sah yang merupakanpendapatan dari
dana hibah, baik hibah dari pemerintah pusat maupun hibah dari pihak swasta.
Pos pendapatanni penganggarannyaangattergantungkepada kebijakan
pemerintah pusat dan untuk hibah swasta tergantung kepada kondisi keuangan
pihakswasta tersebut.

B. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), PendapatanTransfer dan Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah

Pendapatan Daerah secara total pada Perubahan APBD Tahun 2022 diperkirakan
sebesar Rp2.821.838.323.784,00 atau mengalami kenaikan sebesar
Rp208.075.107.093,00 atau 8% dari alokasi APBD  sebesar
Rp2.613.763.216.691,00Kenaikan pendapatandaerah tersebut berasal dari

kenaikan pendapatan pajak daerah, penurunan pendapatan transfer dan penurunan
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Secara lebih rinci proyeksi pendapatan daerah
pada Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022
dapatdilihat padatabel2.2 berikut:
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Tabel 2.2

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada
APBD PerubahanTahun 2022

APBD 2022 APBD Perubahan 2022 Bertambah/
NO PENDAPATAN DAERAH %
(Rp) (Rp) (Berkurang) (Rp)
| PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.613.763.216.691,00 2.821.838.323.784,00 | 208.075.107.093,00 7,96
1 Pajak Daerah 2.014.441.883.000,00 2.190.456.460.711,00 | 176.014.577.711,00 8,74
2 Retribusi Daerah 26.799.762.012,00 16.149.762.012,00 | (10.650.000.000,00) (39,74)
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 102.737.922.173,00 100.908.864.555,00 | (1.829.057.618,00) | (1,78)
Derah yang Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang sah 469.783.649.506,00 514.323.236.506,00 | 44.539.587.000,00 9,48
l PENDAPATAN TRANSFER 3.227.209.603.600,00 3.275.683.343.259,00 48.493.823.400,00 1,50
1 Transfer Pemerintah Pusat 3.227.209.603.600,00 3.247.961.543.259,00 | 20.751.939.659,00 0,64
a. Dana Perimbangan 3.227.209.603.600,00 3.247.961.543.259,00 | 20.751.939.659,00 0,64
1) Dana transfer Umum 2.036.729.942.600,00 2.057.481.882.259,00 | 20.751.939.659,00 1,02
- DBH 149.696.031.600,00 170.447.971.259,00 | 20.751.939.659,00 | 13,86
- DAU 1.887.033.911.000,00 1.887.033.911.000,00
2) Dana Transfer Khusus 1.190.479.661.000,00 1.190.479.661.000,00
- DAK Fisik 279.978.313.000,00 279.978.313.000,00
- DAK Non Fisik 910.501.348.000,00 910.501.348.000,00
b. DID
2 Transfer Antar Daerah 0,00 27.721.800.000,00 | 27.721.800.000,00 100
a. Pendapatan Bagi Hasil
b. Bantuan keuangan 27.721.800.000,00 | 27.721.800.000,00 100
LAIN-LAIN PENDAPATAN
I DAERAH YANG SAH 83.308.303.660,00 78.106.351.140,00 | (5.201.952.520,00) | (6,24)
1 Pendapatan Hibah 83.308.303.660,00 78.106.351.140,00 | (5.201.952.520,00) | (6,24)
a. Hibah Pemerintah Pusat 69.390.703.660,00 69.188.751.140,00 (201.952.520,00) | (0,29)
b. Sumbangan Pihak
Ketiga/sejenis 13.917.600.000,00 8.917.600.000,00 | (5.000.000.000,00) (35,93)
Total 5.924.281.123.951,00 6.175.628.018.183,00 | 251.346.894.232,00 4,24

SumberPerda Nomo6 Tahun 2022entangPerubaharmAPBD Tahun 2022

Berdasarkantabel diatas dapat dijelaskan proyeksi pendapatandaerah pada
APBD Perubahaifahun2022sebagaberikut:

1. PendapatanAsli Daerah (PAD)

Pada Perubahan APBD Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah diperkirakan
sebesar Rp2.821.838.323.784,00 mengalami peningkatan dari APBD Tahun
2022 awal sebesar Rp208.075.107.093,00 atau 8% dari alokasi semula sebesar
Rp2.613.763.216.691,00. Peningkatan tersebut berasal dari penerimaan pajak
daerah sedangkan sumber penerimaan PAD yang lain yaitu Retribusi Daerah
danLain-Lain PAD yang Saldiperkirakanrmengalampenurunan.

a. PajakDaerah

Target Pajak Daerah pada perubahan APBD 2022 diperkirakan mengalami

kenaikan sebesar 9%

yaitu

dari

anggaran semula sebesar

Rp2.014.441.883.000,00aik menjadiRp2.190.456.460.711,0&enaikan
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tersebut diasumsikan sejalan dengan pemulihan perekonomian global dan
nasional akibat Pandemi Covid-19. Asumsi ini dibuat dengan
mempertimbangkarketidakpastianekonomi yang berlanjut pada Tahun

2022. Meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan
ketidakpastian, hal ini tentu terus diantisipasi dan dikelola secara tepat dan
terukur. Momentum positif kinerja perekonomiandan upaya reformasi
struktural dan reformasi fiskal dalam beberapa tahun terakhir merupakan
modal utama untukmelanjutkantren peningkatankinerja perekonomian
nasionakedepan.

Dengan demikian diharapkan adanya kesamaan pola Rasio Pendapatan Asli
Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dengan pertumbuhan
ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi menurun, maka rasio Pendapatan
Asli Daerah khususnygang berasadari Pajak Daerah pun ikuturun,
begitupun sebaliknya. Artinya rasio PAD khususnya yang berasal dari Pajak
Daerahtersebutsangatsensitif terhadappertumbuhanekonomi, karena

Pajak Daerah merupakankomponen PAD di SumateraBarat. Melihat

kondisi tersebut, menjadi tugas bersama untuk tetap menjaga agar
pertumbuhanekonomi tetap di level yang positif dan terus meningkat
sehingga rasio PAD terhadap total pendapatan semakin meningkat, karena
semakin tinggi rasio PAD maka menggambarkan daerah menjadi semakin
mandiri.

b. RetribusiDaerah

Pada perubahanAPBD Tahun 2022, pendapatardari Retribusi Daerah
mengalami  penurunan  dari Rp26.799.762.012,00 menjadi
Rp16.149.762.012,00 atau mengalami  penurunan  sebesar
Rp10.650.000.000,08tau 40%.

c. Hasil PengelolaaKekayaarDaerahyangDipisahkan

Jika dilihat pada APBD Tahun 2022 pendapatan dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp102.737.922.173,00.
Kemudian pada APBD Perubahan mengalami penurunan menjadi
Rp100.908.864.555,00 atau mengalami  penurunan  sebesar
Rpl1.829.057.618,00atau sekitar 2%. Hal ini didasari pertimbangan
kemampuan BUMD untuk memberikan kontribusi dividen terhadap PAD
yang sangat terbatas, karena dampak Pandemi Covid-19 juga
mengakibatkamenurunnygendapataBUMD tersebut.

d. Lain-lain PendapataAsli DaerahYang Sah
Untuk penerimaan dari Lailain PAD Yang Sah pada APBD Tahun 2022
diproyeksikan sebesar Rp469.783.649.506,00sedangkan pada APBD
Perubahan Tahun 2022 naik menjadi Rp514.323.236.506,00atau
mengalamkenaikansebesaRp44.539.587.000,0&tausekitar9%.

Pendapatartersebutberasaldari pendapatarbunga deposito, jasa giro,
pendapataBLUD, dendgpajakdanlain-lain pendapatagangsahlainnya.

2. PendapatanTransfer

PendapatanTransfer pada APBD Tahun 2022 diproyeksikan sebesar
Rp3.227.209.603,00.Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2022
PendapatarfransferditargetkansebesaRp3.275.683.343.259,0éau
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mengalami kenaikan sebesar Rp48.493.823.400,0(atau sebesar 1,50%.
peningkatan ini disebabkan adanya penyesuaian taget sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN
Tahun2022.

3. Lain-lain PendapatanYang Sah

Lain-lain Pendapatanyang Sah pada APBD Tahun 2022 adalah sebesar
Rp83.308.303.660,00. Sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 menjadi
Rp78.106.351.140,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.201.952.520,00
atau 6%. Penurunanterbesarterjadi pada sumbanganpihak ketiga yaitu
sebesaRp5.000.000.000,00.

2.3.2Kebijakan Belanja Daerah

Jika dilihat dalam APBD Tahun 2022 Total Belanja Daerah yang diproyeksikan
pada APBD PerubahanTahun 2022 adalah sebesarRp6.639.308.547.776,00
mengalami penambahansebesar Rp435.027.423.825,00atau 7,01% dari
anggaran semula sebesar Rp6.204.281.123.951,00. Penambahan alokasi belanja
daerah tersebut terdistribusi kepada belanja operasi yang terdiri dari jenis belanja
pegawai, belanja barangdan jasa, belanja hibah dan belanja bantuansosial.

Belanja bantuan sosial muncul dalam rangka memenuhi kewajdimgaimana

diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan(PMK) Nomor 134/PMK.07/2022

tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022
dimana pemerintahdaerahwajib menganggarkarbelanja wajib perlindungan

sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DBgdangkan untuk belanja
subsidi mengalami penurunan. Demikian pula halnya pada komponen belanja
modal dimana untuk gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi mengalami
peningkatan sedangkan belanja modal tanah, peralatan dan mesin serta aset tetap
asetlainnya mengalanpenurunan.

1. Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan
Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2022
Adapun perubahan alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Modal,
Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun
2022dapatdilihat padatabelberikutini:

Tabel 2.3
Belanja Daerah pada APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022
APBD 2022 PERUBAHAN APBD | BERTAMBAH/
NO BELANJA %
(Rp) TA 2022 (Rp) BERKURANG (Rp)
|| Belanja Operasi 4.170.813.833.664,00 | 4.363.098.223.478,00 | 192.284.389.814,00| 4,61
1 | Belanja Pegawai 2.176.732.665.555,00 | 2.187.152.775.751,00 | 10.420.110.196,00| 0,48
Belanja Barang dan
2 | 1.929.780.886.513,00 | 2.092.041.749.579,00 | 162.260.863.066,00 8,41
asa
3 | Belanja Subsidi 6.500.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | (5.200.000.000,00) | (80)
4 | Belanja Hibah 57.800.281.596,00 | 71.552.898.148,00 | 13.752.616.552,00 23,79
5 | Belanja Bantuan Sosial 0,00 | 11.050.800.000,00 | 11.050.800.000,00 | 100
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APBD 2022 PERUBAHAN APBD BERTAMBAH/
NO BELANJA %
(Rp) TA 2022 (Rp) BERKURANG (Rp)
l Belanja Modal 953.280.754.934,00 | 1.052.569.573.536,00 99.288.818.602,00 | 10,42
I} Belanja Tidak Teduga 55.118.000.000,00 | 16.144.188.106,00 | (38.973.811.894,00) |(70,71)
IV | Belanja Tranfer 1.025.068.535.353,00 | 1.207.496.562.656,00 | 182.428.027.303,00| 17,80
1 Belanja bagi hasil 969.287.931.900,00 | 1.123.088.172.256,00 | 153.800.240.356,00 | 15,87
Belanja bantuan
2. 55.780.603.453,00 | 84.408.390.400,00 | 28.627.786.947,00| 51,32
keuangan
Total 6.204.281.123.951,00 | 6.639.308.547.776,00 | 435.027.423.825,00| 7,01
Defisit 280.000.000.000,00 | 463.680.529.593,00 | 183.680.529.593,00 | 65,60

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
Berdasarkartabel 2.3 diatas, dapaturaikan Belanja Daerahpada APBD
PerubahatrovinsiSumaterdarat Tahure022sebagaberikut:

a) BelanjaOperasi

Secara keseluruhan Belanja Operasi pada APBD Perubahan Tahun 2022
mengalamikenaikan sebesar Rp192.284.389.814,00 atilk sebesar
4,61% dari anggaran semula sebesar Rp4.170.813.833.664,00 sehingga
menjadiRp4.363.098.223.478,0BelanjaOperastersebuterdiri dari:

1. BelanjaPegawai

Alokasi Belanja Pegawgbada rancangan perubahafBD Tahun
2022  secara total mengalami  peningkatan sebesar
Rp10.420.110.196,0(atau sebesar0,43% dari alokasi anggaran
semula sebesar Rp2.176.732.665.555,00 sehingga menjadi
Rp2.187.152.775.751,00Namun jika dilihat secara lebih rinci
terdapat beberapa objek Belanja Pegawai yang mengalami
penambahaanggarardari alokasisemulayaitu:

- Belanja pembulatan gaji ASN meningkat sebesar Rp2.269.057,00
ataumeningkatl0%;

- Belanja tambahan penghasilan PNS mengalami peningkatan sebesar
Rp39.876.479.156,08&taumengalampeningkatarsebesat 7%;

- Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif
lainnya ASN mengalami peningkatan sebesar Rp21.489.123.272,00
ataumengalampeningkatan sebesé®o;

- Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
mengalami peningkatan sebesar Rp245.303.280,00 atau mengalami
peningkatarsebesa6%; dan

- Belanja pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar
Rp5.000.000,0@tau 3%darianggararsemula.

Adapun Belanja Pegawai yang mengalami penurunan adalah sebagai

berikut:

- Belanja gaji dan tunjanganASN mengalamipenurunansebesar
Rp50.980.693.464,08taud% darianggararsemula;

- belanja gaji dan tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar
Rp207.102.048,0a8tau 1%darianggararsemuladan
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- belanjagaji dantunjangarKDH/WKDH mengalamipenurunan
sebesarRp8.000.000,0atau3% darianggararsemula.

2. BelanjaBarang dardasa

Belanja Barangdan Jasgpadarancangan perubahahPBD Tahun

2022  secara total mengalami  peningkatan sebesar

Rp162.260.863.066,00 atau 8,41%. Adapun secara umum gambaran

umumpeningkatarBelanjaBarangdanJasaadalahsebagaberikut:

- Belanja arang mengalami peningkatan sebesar
Rp11.322.135.589,0&tau 3%dari APBD awal;

- BelanjajasamengalamipeningkatarRp58.126.590.940,08tau
11%;

- Belanja pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar
Rp18.806.667.395,08tau 20%;

- Belanja Perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar
Rp33.502.964.514,08taul5%;

- BelanjabarangdanjasaBOS mengalamipeningkatarsebesar
Rp4.076.647.545,0&tau 1%gdan

- BelanjabarangdanjasaBLUD mengalampeningkatarsebesar
Rp36.928.265.683,0ftau 12%.

3. BelanjaHibah

Belanja Hibah padaAPBD Perubahan TahuR022 adalah sebesar

Rp71.552.898.148,00 dari anggaran semula  sebesar

Rp57.800.281.596,00 atau mengalami penambahan sebesar

Rpl13.752.616.552,00 atau 24% dari anggaran sefetambahan

tersebutialokasikan untuk:

- PenambahanntukPMI sebesaRp1.539.095.000,00;
- Penambaha8D IslamAl HidayahsebesaRp1.539.095.000,00;

- Untuk POLDA dalam rangka Sumbar SadarVaksin sebesar
Rp550.997.400,00;

- Hibah untuk panti asuhan Hidayatul Thullab sebesar
Rp550.997.400,00;

- HibahuntukKarangSucisebesaRp550.997.400,0@an

- Hibah untuk penyediaarmakananbagi panti asuhansebesar
Rp2.850.000.000,00.

4. BelanjaSubsidi
Belanja subsidi semula dialokasikan sebesar Rp6.500.000.000,00 pada

APBD Perubahan Tahun 2022 berubah menjadi Rp1.300.000.000,00
ataumengalampengurangasebesaRp5.200.000.000,00.

Pengurangan tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan pemberian
subsidi dan hasil penguranganitu diarahkan untuk memenuhi
kebutuharyanglebih prioritas dammendesak.
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5. BelanjaBantuanSosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar
Rp11.050.800.000,00Hal ini dalam rangka memenuhikewajiban
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan
Dampak Inflasi Tahun 2022 dimana Pemerintah Daerah wajib
menganggarkarbelanja wajib perlindungansosial sebesar2% dari
DanaTransferUmum (DTU).
b) BelanjaModal
Belanja Modal pada APBD Perubahan Tahun 2022 mengalami
penambahandari anggaran semula sebesar Rp953.280.754.934,00
menjadi Rp1.052.569.573.536,00 meningkat Rp99.288.818.602,00 atau
10,42%.
c) BelanjaTidak Terduga
Alokasi Belanja Tidak Terduga semula berjumlah Rp55.118.000.000,00
berkurang menjadi Rp16.144.188.106,00atau berkurang sebesar
Rp38.973.811.894,00 atau 71%. Pengurangan tersebut karena
menurunnya angka CovitB sehingga biaya untuk penanganan Cda¥d
menjadimenurun.

d) Belanja Transfer
Belanja Transfer mengalami penambahan sebesar Rp182.428.027.303,00
atau 17,80% dari anggaransemula Rp1.025.068.535.353,08ehingga

menjadi Rp1.207.496.562.656,00Penambahartersebut diperuntukan
untuk:

- Belanja Bagi Hasil Pajak kepada kabupaten/kota yang terhutang dan
kurangsalur;dan

- Bantuan Keuanganbagi KabupatenPasamandan PasamanBarat
untukmembantunasyarakayangmenjadikorbangempa dKajai.
2.3.3PerubahanTarget PenerimaanPembiayaandan PengeluaranPembiayaan

Proyeksi target penerimaanpembiayaandan pengeluaranpembiayaanpada
rancangamperubaham\PBD Tahun2022dapatdilihat padatabel berikut:
Tabel 2.4
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
pada APBD Perubahan Tahun2022

APBD BERTAMBAH/
NO URAIAN APBD 2022 (Rp) PERUBAHAN BERKURANG %
2022 (Rp) (Rp)
| Penerimaan Pembiayaan 300.000.000.000,00 | 483.680.529.593,00 | 183.680.529.593,00 | 61,23
1 SILPA 300.000.000.000,00 | 483.680.529.593,00 | 183.680.529.593,00 | 61,23

I Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00

1 Penyertaan modal 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00
Pembiayaan Netto (I-1) 280.000.000.000,00 | 463.680.529.593,00 | 183.680.529.593,00 | 65,60
SiLPA Tahun berkenaan

(defisit-pembiayaan Netto)

Sumber: Perda nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 2022
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Jika dilihat pada APBD Perubahan Tahun 2022 penerimaan pembiayaan yang

berasal dari SILPA adalah sebesarRp483.680.529.593,0ang bertambah

sebesar Rp183.680.529.593,00 atau 61,23% dari alokasi anggaran semula sebesar
Rp300.000.000.000,00. SiLPA yang dialokasikan tersebut merupakan hasil audit

BPK RI terhadap.aporanKeuangarPemerintatbaeranLKPD) Tahun2021.

Proyeksi pengeluaranpembiayaantetap sebesarRp20.000.000.000,0¢/ang
ditetapkaruntuk penyertaan modbhgiBankNagari.

Dari selisih proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada
APBD Perubahan Tahun 2022 seperti yang dikemukakan diatas, maka diperoleh
pembiayaametoyangberjumlahsebesaRp463.680.529.593,00.

2.4. Indikator PencapaianTarget Kinerja APBD
Berdasarkanhasil evaluasi terhadap pelaksanaanAnggaran Pendapatandan
Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022 sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan APBD Tahun 2022 dapat digambarkan secara garis besar Anggaran dan
RealisasAPBD Perubahaiahun2022sebagaberikut:
Tabel 2.5
Anggaran dan RealisasiPendapatandan Belanja Tahun 2022
Kode ) o )
) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp)
Rekening
4. PENDAPATAN DAERAH 6.175.628.018.183,00 | 6.130.023.203.347,60 | 99,54 | (28.221.805.664,40)
41, PENDAPATAN ASLI
2.821.838.323.784,00 | 2.851.966.014.892,60 | 101,07 | 30.127.691.108,60
DAERAH (PAD)
4.1.01. Pajak Daerah 2.190.456.460.711,00 | 2.274.498.610.480,00 | 103,84 | 84.042.149.769,00
4.1.02. Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 | 12.554.466.260,00 | 77,74 | (3.595.295.752,00)
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan
B 100.908.864.555,00 | 100.650.964.555,00 | 99,74 (257.900.000,00)
Daerah yang Dipisahkan
4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 514.323.236.506,00 | 464.261.973.597,60 | 90,27 | (50.061.262.908,40)
4.2, PENDAPATAN TRANSFER 3.275.683.343.259,00 | 3.192.216.355.418,00 | 97,98 | (66.083.978.670,00)
4.2.01. Pendapatan Transfer
) 3.247.961.543.259,00 | 3.164.494.555.418,00 | 97,97 | (66.083.978.670,00)
Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar
27.721.800.000,00 | 27.721.800.000,00 | 100
Daerah
43, LAIN-LAIN  PENDAPATAN
78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 7.734.481.897,00
DAERAH YANG SAH
4.3.01. Pendapatan Hibah 78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 7.734.481.897,00
5. BELANJA DAERAH 6.639.308.547.776,00 | 6.304.434.742.047,81 | 94,96 | 334.873.805.728,19
5.1. BELANJA OPERASI 4.363.098.223.478,00 | 4.156.251.043.88892 | 95,26 | 206.847.179.589,08
5.1.01. Belanja Pegawai 2.187.152.775.751,00 | 2.078.501.672.886,00 | 95,03 | 108.651.102.865,00
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 2.092.041.749.579,00 | 1.999.499.938.823,92 | 95,58 | 92.541.810.755,08
5.1.04. Belanja Subsidi 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
5.1.05. Belanja Hibah 71.552.898.148,00 | 67.416.432.179,00 | 94,22 4.136.465.969,00
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 11.050.800.000,00 | 10.833.000.000,00 | 98,03 217.800.000,00
5.2. BELANJA MODAL 1.052.569.573.536,00 | 941.069.948.131,89 | 89,41 | 111.499.625.404,11
5.2.01. Belanja Modal Tanah 7.172.700.000,00 | 7.168.525.850,00 | 99,94 4.174.150,00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan
o 312.263.884.843,00 | 254.880.410.731,90 | 81,62 | 57.383.474.111,10
esin
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan | 286.908.412.567,00 | 265.824.770.504,43 | 92,65 | 21.083.642.062,57
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Kode
. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp)
Rekening
Bangunan
5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan,
403.696.106.466,00 | 378.135.131.477,56 | 93,67 25.560.974.988,44
dan Irigasi
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap
. 42.528.469.660,00 | 35.061.109.568,00 | 82,44 7.467.360.092,00
Lainnya
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 15.947.000.735,00
5.3.01. Belanja Tidak Terduga 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 15.947.000.735,00
5.4. BELANJA TRANSFER 1.207.496.562.656,00 | 1.206.916.562.656,00 | 99,95 580.000.000,00
5.4.01. Belanja Bagi Hasil 1.123.088.172.256,00 | 1.123.088.172.256,00 100
5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 84.408.390.400,00 | 83.828.390.400,00 | 99,31 580.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT (463.680.529.593,00) | (174.411.538.700,21) 289.268.990.892,79,00
6. PEMBIAYAAN DAERAH 463.680.529.593,00 | 463.691.231.579,59 100 10.701.986,59
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 483.680.529.593,00 | 483.691.231.579,59 100 10.701.986,59
6.2. PENGELUARAN
20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 100
PEMBIAYAAN
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
. 0,00 | 289.279.692.879,38 289.279.692.879,38
ANGGARAN (SILPA)

2.4.1.Capaian TagetKinerja Pendapatan

Berdasarkarhasil evaluasiterhadappelaksanaan AnggaraRendapatarDaerah
dapatdisampaikarsecarajaris besasebagaberikut:

X

Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai
Rp6.130.023.203.347,60 atau 99,26% dari target yang telah ditetapkan. Apabila
realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar
Rp6.706.053.462.548,89 terdapat penurunan realisasi Pendapatan Daerah Tahun
2022dibandingTahun2021sebesaRp576.030.259.557,28tau9,40%;

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang realisasinyamencapaiRp2.851.966.014.892,6atau 101,07%,

yang melebihi target sebesar 1,07% dari target yang telah ditetapkan. Apabila
realisasi tersebutdibandingkandenganrealisasi PAD Tahun 2021 sebesar
Rp2.551.899.163.309,89 maka dapat tergambar bahwa realisasi PAD Tahun
2022terdapakenaikansebesaRp300.066.851.581, taumeningkatl1,76%;

PendapatanTransfer yang bersumberdari Dana Perimbangandan transfer
pemerintahpusatlainnya serta bantuankeuanganyang realisasi pencapaian
targetnya tercatat sebesar Rp3.192.216.355.418,00 atau 97,45% yang berarti
tidak mencapai target sebesar 2,02% dari target yang telah ditetapkan. Apabila
realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar
Rp4.077.691.924.339,0@ercatat realisasi pendapatantransfer Tahun 2022
mengalampenurunarsebesaRp885.475.568.921,Gau21,19%;dan

Sedangkan realisasi pencapaian target-laim Pendapatan Daerah yang Sah
sampai dengan akhir TA 2022 mencapai Rp85.840.833.037,00 atau 109,90%
yang berarti melebihi target sebesar 9,90% dari target yang telah ditetapkan.
Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar
Rp76.462.375.256,00 tercatat realisasi pendapatardalainpendapatan yang
sahTahun2022terdapakenaikansebesaRp9.378.457.781,0&taul2,3%.
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2.4.2.CapaianTarget Kinerja Belanja Daerah

Dalam penyusunanAPBD Tahun 2022 PemerintahDaerah Provinsi Sumatera

Barat menempuh pendekatbndget is a plan, a plan is budgelimana rencana

kerja dan anggarandisusun secaraterintegrasi. Alokasi anggarandisesuaikan
dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu Tahun anggaran diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator
kinerja. Pada akhir tahun program dan diukur dan dilaporkan hasil capaian sasaran
secara lengkap dan komprehensif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
TA 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera
Barat 20212026. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2022, ditetapkansepuluh prioritas utama pembangunandaerah tahunan

yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk
mencapasasaran pembangunan.

Adapun pencapaianBelanja dan Transfer Daerah sampai akhir Tahun 2022
terealisasi sebesar Rp6.304.434.742.047,81atau 94,96% dari target yang
ditetapkan yaitu Rp6.639.308.547.776,00 sehingga terdapat sisa anggaran Tahun
2022 yang tidak diserap sebesar Rp334.873.805.728d&hila dibandingkan
dengan Kinerja Belanja dan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp6.468.906.658.345,37
maka kinerja Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar
Rpl164.471.916.297,5%au 2,54%.

Adapun rincian capaian target kinerja belanja menurut struktur urusan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022 dijelaskarrinciannya paddampiran 3.

2.4.3.Capaian Target Kinerja PembiayaanDaerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari
penerimaamembiayaanlanpengeluarapembiayaan.

RealisasPembiayaaaerahsampaidengarakhir Tahun2022sebagaberikut:

1) Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp483.691.231.579,59 atau 100%
dari target yang telah ditetapkansebesarRp483.680.529.593,0@ngka ini
sesuaidengan Laporan Hasil PemeriksaanBPK RI yang telah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 sebesar Rp483.680.529.593,59
atau terdapatselisih sebesarRp683.100.828,0@lari penyajian SiLPA pada
laporan keuangan unaudited Tahun 2021 sebesarRp482.997.403.765,59.
Koreksi ini berasal dari tambah sisa BOS Tahun 2021 sebesar
Rp683.100.828,00.

2) RealisasiPengeluararPembiayaansampaidenganakhir Tahun 2022 yaitu
sebesar Rp20.000.000.000,00 yaitu untuk penambahan modal (investasi daerah)
kepadaBank Pembangunadumateraarat(BankNagari).

Adapun penggunaan pembiayaan adalah untuk menutupi defisit anggaran sebesar
Rp463.680.529.593,00 namun realisasinya pada pelaksanaan Tahun 2022 defisit
sebesarRpl176.580.288.642,21Hal ini dipengaruhioleh realisasi pendapatan
daerah hanya kurang 0,74% diatas anggaran dan realisasi belanja daerah 5,01%
dibawah anggaran serta realisasi penerimaan pembiayaan memenuhi target 100%
sesuaidengananggararyang telah disepakatidenganpihak Legislatif. Sehingga
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terdapatSisalLebih PerhitungamAnggaran(SiLPA) sebesaRp306.662.702.050,38
RincianSiLPA sebagaimana diuraikggadaLampiran 25.
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5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Dfi3jt Koreksi

dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintahpada tanggal laporan. Saldo
Ekuitas per 31 Desember2022 berasaldari Saldo Ekuitas Awal ditambah
/dikurangdengarSurplus/DefistlL O danperubaharmkuitaslainnya.

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 di Laporan PerubahanEkuitas sebesar
Rp11.505.410.775.094,10 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31
DesembeR022.

Komponen perhitunganLaporan PerubahanEkuitas dapat dijelaskan sebagai
berikut:

NO URAIAN 2022 2021
1 Ekuitas Awal 10.892.148.134.982,90 | 10.279.005.414.072,60
2 Surplus / Defisit i LO 704.136.990.202,54 724.295.090.704,09

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan (90.874.350.091,31) | (111.152.369.793,84)
IKesalahan Mendasar

4 Ekuitas Akhir 11.505.410.775.094,10 | 10.892.148.134.982,90

Dengan penjelasaebagaberikut:

1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal padaNeracaawal per 1 Januari2022 adalahsebesar
Rp10.892.148.134.982,90.

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/DefisLO per 31 Desember 2022 sebesar Rp704.136.990.202,54.
PerhitungarDefisit-LO adalah sebagai berikut

NO URAIAN 2022 2021
1 Pendapatan_LO 6.605.862.801.394,53 | 7.092.172.575.714,82
2 Beban 5.893.880.714.907,47 | 6.348.905.660.084,37
3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 711.982.086.487,06 | 743.266.915.630,45
4 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Kegiatan

Non Operasional (7.647.908.913,52) | (17.523.775.224,36)

5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 704.334.177.573,54 | 725.743.140.406,09
6 Pos Luar Biasa (197.187.371,00) (1.448.049.702,00)
SURPLUS/DEFISIT LO 704.136.990.202,54 | 724.295.090.704,09
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3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN

MENDASAR

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

sebesar (Rp90.874.350.091,31perasal dari Koreksi Tambah Ekuitas

sejumlah Rp678.831.727.419,04an Koreksi Kurang Ekuitas sebesar

(Rp769.706.077.510,3%engan uraian sebadaérikut:

x  KOREKSI TAMBAH EKUITAS

NO URAIAN 2022 2021
1 Koreksi Aset Lancar 79.353.746.192,95 | 222.518.568.387,33
2 Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang 35.838.417.910,90 1.441.682.344,00

3 Koreksi Investasi Jangka Panjang

66.148.582.695,38

166.184.896.513,85

4 Koreksi Aset Tetap 496.374.059.910,04 | 7.090.164.243.240,97
5 Koreksi Aset Lainnya 1.046.436.210,71 1.987.567.575,52
6 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek 70.484.499,06 3.517.170.467,00

Jumlah Koreksi Tambah Ekuitas

678.831.727.419,04 | 7.485.814.128.528,67

Penjelasaioreksi Tambalsebagaberikut:

1.
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. Koreksi

Koreksi Aset Lancar sebesar Rp79.353.746.192,95berasal dari
penyesuaiaterhadagkas,persediaan, bebdrayar dimuka;

. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp35.838.417.910,90 merupakan

penyesuaianterhadap piutanglan beban penyisihan piutanghun lalu
danTahun 2022;

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp66.148.582.695,38
merupakan penyesuaian terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi
Sumaterdaratataslabaperusahaan Tahun 2022;

.Koreksi Aset Tetap sebesar Rp496.374.059.910,04 Berasal dari koreksi

nilai, mutasiantarSKPD, reklasifikasi,hibahdanpenyesuaianilai;

.Koreksi Aset Lainnya sebesar Rpl1.046.436.210,71berasal dari

penyesuaian terhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD dan reklasifikasi;
dan

.Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesarRp70.484.499,06adalah

penyesuaiaterhadaptangjangka pendekahunlalu dan koreksutang.
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KOREKSI KURANG EKUITAS

NO URAIAN 2022 2021

1 Koreksi Aset Lancar (201.200.322.068,32) (442.307.032.934,23)
2 Koreksi Piutang dan Penyisihan Piutang (2.165.086.522,00) (249.742.625,00)
3 Koreksi Investasi Jangka Panjang 0,00 (5.608.481.715,03)
4 | Koreksi Aset Tetap (537.942.132.826,32) | (7.138.673.765.030,77)
5 Koreksi Aset Lainnya (2.549.724.174,71) (761.637.910,54)
6 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek (25.848.811.919,00) (9.365.838.106,94)

Jumlah Koreksi Kurang Ekuitas (769.706.077.510,35) | (7.596.966.498.322,51)

Penjelasaforeksi Kurangsebagai berikut:

1.

Koreksi Aset Lancar sebesar Rp201.200.322.068,32berasal dari
penyesuaiaterhadagkas,persediaan, bebdrayar dimuka;

. Piutang dan Penyisihan Piutang sebesar Rp2.165.086.522,00 merupakan

penyesuaianterhadap piutanglan beban penyisihan piutanghun lalu
danTahun 2022;

. Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00 merupakan penyesuaian

terhadap penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas laba
perusahaafmahun 2022;

. Koreksi Aset Tetap sebesarRp537.942.132.826,3terupakankoreksi

nilai, mutasi antaBKPD, reklas,hibahdanpenyesuaianilai danlainnya;

.Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp2.549.724.174,71berasal dari

penyesuaianterhadap koreksi nilai, mutasi antar SKPD, reklas dan
penghapusan; dan

.Koreksi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.848.811.919,00 adalah

penyesuaiaterhadaptangjangka pendekahunlalu dan koreksutang.

EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Tahun2022 adalahsebesaRp11.505.410.775.094,1dnhgka
ini sama dengayang disajikan padseraca.
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5.3. PenjelasanPosPosNeraca
5.3.1.Aset

5.3.1.1Kas Di Kas Daerah

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
1. |Kas di Kas Daerah 220.852.557.928,75 434.394.308.416.29

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021.
yangterdiri dari:

2101.0101.0137%3 RekeningkasUmum

2101.0101.01373 RekeningPengeluaran

(BankNagari) 0,00 0,00

2101.0101.013@ RekeningPenerimaan

7517054530

(BankNagari) 0,00 0,00

RekeningPenerimaan

(BankBNI) 61.703.208,00 140.772,0(

Sesuaidengan Peraturan Pemerintah Non8% Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah.Pemerintah Provinsi SumateraBarat menerapkanSingle
Treasury Accountuntuk Rekening KadPaerah. Pada akhitahun anggaransaldo

pada rekening khusus pengeluaran daerah dan rekening khusus penerimaan daerah
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah, namun saldo sebesar
Rp61.703.208,00yang berada pada rekening penerimaandi Bank BNI belum
dipindahbukukarkarena merupakapendapatan pajallaerah yangdipungut pada

saat telah dilakukannya pemindahbukuan tanggal 31 Desember 2022 pukul 12.00
WIB.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka rekening
penerimaan di Bank BNI (Persero) Tbhk Kantor Utama Padang berdasarkan Keputusan
Gubernur Nomor 903192021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Gubernur Nomor 9083-2021 tentang Penetapan Nomor Rekening

Kas Pemerintah Daerah dan Rekening BendaharaPengeluaran/Penerimaasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah dan
Bank Lainnya di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020. Pembukaan rekening ini
berdasarkarPerjanjian KerjasamaTim PembinaSamsatProvinsi SumateraBarat

dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Thk Kantor Wilayah Padang Nomor
WPD/1/3240/R tanggal 28 Oktober 2020 tentang PelayananPembayaranPajak
kendaraan Bermotor (PKB). Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) serta Registrasidan Identifikasi KendaraanBermotor Seluruh Unit

Kerja dan Jaringan Elektronik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini
ditindaklanjutidengarkerjasamaantaraBendahardJmumDaerahProvinsiSumatera
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Barat dengan PT Bank Negara Indonesia (perseroan) Thk Kantor URadsng
Nomor910/1659/B.Keuda/2026anNomor PDG/03/6885anggal30 Desembef020.

Saldo Rekening Kas Umum Daerah (2101.0101.0837@er 31 Desember 2022
sebesar Rp221.507.380.946,75.Saldo tersebut adalah lebih tinggi sebesar
Rp716.526.226,00 dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah yang dilaporkan sebesar
Rp220.852.557.928, 78jsebabkarmalhal sebagaberikut:

1. Double entrypendapatan oleh Bank Nagari sebesar Rp155.939.850,00 dengan
rinciansebagaberikut.

Tanggal Uraian Jumlah (Rp)
10-11-2022 | PKB UPTD Pesisir Selatan 3.609.000,00
14-12-2022 PKB UPTD Padang Pariaman 2.758.550,00
18-12-2022 Denda PKB UPTD Padang 100,00
19-12-2022 | PKB UPTD Payakumbuh 110.539.100,00
21-12-2022 | PKB UPTD Solok 1.060.950,00
26-12-2022 PKB UPTD Padang 34.697.800,00
28-12-2022 PKB UPTD Solok 3.274.350,00

Total 155.939.850,00

Seluruhdouble entrytersebut sudah dilakukan pendebitan oleh Bank Nagari atas
izin BUD pada tanggal 31 Januari 2023 melalui Surat Nomor
901/111/Perben.Aklap/BPKAR023tanggal 3Qanuark2023.

2.Bunga deposito Rajawali sebesar Rp560.586.376,00 merupakan penambah pokok
Deposito Rajawali di tahun 2022 sehingga tidak diakui sebagai Kas di Kas Daerah
melainkanAsetLainnyai AsetyangDibatasiPenggunaannya.

Realisasi bunga atas penempatan deposito Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
pada tahun 2022 adalah sebesar Rp12.405.030.822,00, terdiri dari bunga deposito
Dana Rajawali sebesar Rp5.560.586.376,00dan bunga deposito dana
konvensional sebesarRp6.844.444.446,00Dari saldo bunga deposito Dana
Rajawali sebesarRp5.560.586.376,00diantaranyasebesarRp560.586.376,00
menjadi penambah pokok deposito Dana Rajawali tahun 2022 dan diakui sebagai
Aset Lainnya T Aset yang Dibatasi Penggunaannyasedangkan sebesar
Rp5.000.000.000,00 dialokasikan untuk dana beasiswa di Dinas Pendidikan pada
tahun2022.

SisaKasDaerahsebesaRp220.852.557.928,76i terdiri dari:

a. | SisaEarmarkedDAK Fisik Rp. 7.775.773.337,0
b. | SisaEarmarkedDAK Non Fisik Rp. 6.525.773.446,0
c. | SisaDanaBantuarKeuangarkab./kota | Rp. 2.270.564.657,0
d. | SiLPA APBD Murni Rp.| 204.280.446.488,7
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Terhadap sisa dana tersebut diatas akan dianggarkan kembali pada Perubahan APBD
Tahun2023.

5.3.1.2.Kas Di BendaharaPenerimaan

2022 2021
(Rp) (Rp)

2. |Kas di Bendahara Penerima 00,00 0,00

No URAIAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember
2022 dan 2021. Saldo pada Bendahara Penerimaan sampai akhir Tahun 2022 bernilai
nihil.

Selain saldKas di BendahardPenerimaan, masih terdapat saldo penerimzaa

juru pungut dan/atauBendaharaPengeluararPembantupada UPTD yang belum
disetorkan ke Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.395.451,00
terdiri dari Retribusi Kepelabuhan pada PPl Wilayah Carocok Dinas Kelautan dan
PerikanansebesarRp5.768.000,00serta Retribusi Sewa Aula Diklat pada Dinas
Buntanhort sebesar Rp25.627.451,00. Penerimaan retribusi tersebut telah disetorkan
ke Rekeningkas DaeraimasingmasingpadabulanJanuardanMaret2023.

5.3.1.3.Kas Di BendaharaPengeluaran

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
3. | Kas di Bendahara Pengeluaran 528.993.120,00 3.276.687.463,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember
2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat saldo kas Di Bendahara
PengeluarasebesaRp528.993.120,08engarrinciansebagai berikut:

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 83



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

NO KAS BENDAHARA CONTRA POST UYHD JUMLAH
1|SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 170,000.00 170,000.00
2|DINAS LINGKUNGAN HIDUP 250,000.00 250,000.00
3[DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 35,100,000.00 35,100,000.00
4|DINAS PENANAMAN MCDAL PROVINSI DAN PTSP 2,537,500.00 2,537,500.00
5[DINAS PEMUDA DAN CLAHRAGA 1,890,000.00 1,890,000.00
6[DINAS KEBUDAYAA 12,033,600.00 12,033,600.00
7[DINAS PARIWISATA 18,241,750.00 18,241,750.00
8|DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN 387,534,026.00 387,534,026.00

HOLTIKULTURA

9[DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 9,752,008.00 9,752,008.00
10{DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2,656,000.00 2,656,000.00
11|BIRO PEMERINTAHAN DAN CTONOMI DAERAH 827,500.00 827,500.00
12(BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 1,160,500.00 1,160,500.00
13|BIRO HUKUM 4,175,000.00 4,175,000.00
14(BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 795,000.00 795,000.00
15(BIRO UMUM 40,275,196.00 40,275,196.00
16|BIRC PENGADAAN BARANG DAN JASA 1,445,000.00 1,445,000.00
17|BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2,955,000.00 2,955,000.00
18|BADAN PENDAPATAN DAERAH 4,110,040.00 4,110,040.00
19|BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3,085,000.00 3,085,000.00
JUMLAH 528,743,120.00 250,000.00 528,993,120.00

Pada saat laporan keuanganini disusunseluruh Kas di bendaharaPengeluaran
tersebusudahdisetorke Kas DaerahPemerintaliProvinsiSumaterdarat.

RincianUP danSPJUYHD danpenyetorannydapatdilihat padaLampirani.

5.3.1.4.Kas Di BendaharaBLUD

2022 2021
No URAIAN

(Rp) (Rp)
4. | Kas di Bendahara BLUD 38.788.664.902,63 40.766.986.628,63

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara BLUD RSAM Bukittinggi, RSJ.

HB. Sa'anin Padang, RSUD Pariaman, RSUD M.Natsir dan Bkdbhkes (Dinas
Kesehatanper31 Desembef022 dar021dengaruraiansebagai berikut:

NO. SKPD SALDO AWAL (Rp) | PENDAPATAN (Rp) BELANJA (Rp) SALDO AKHIR (Rp)
1| RSAMBKTY) 29.997.860.635,80 | 165.372.956.059,00 | 166.918.164.443,00 | 28.452.652.251,80
2 | RSJHB SAANIN 4.659.059.507,66 | 29.781.981.426,00 | 28.976.988.707,00 | 5.464.052.226,66
3 gg'L“éE";\)TS'R 588.754.394,50 | 102.182.388.703,00 | 74.930.657.662,00 | 27.840.485.435 50
4 | RS. PARIAVAN 4.014.918.569,67 | 76.806.754.894,00 | 78.080.963.554,00 | 2.740.709.909,67
5 | DINKES 1.506.393.521,00 | 7.483.016.854,00 | 7.768.645296,00 | 1.220.765.079,00

TOTAL 40.766.986.628,63 | 381.627.097.936,00 | 356.675.419.662,00 | 65.718.664.902,63

Padarealisasipendapatardan belanjaBLUD pada RSUD M. Natsir Solok dan

RSAM Bukittinggi pada Belanja Modal program kegiatan terdapat Hibah Bantuan

PemerintalberupaBantuan Lainnya dalafentukUang untukPemenuhaPrasarana

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022

84




dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang rasiamg dirinci sebagai
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berikut:
SALDO AWAL PENDAPATAN BELANJA SALDO AKHIR
NO SKPD
(Rp) (Rp) Rp) (Rp)
1 | RSAMBKT ¥ 0,00 | 17.484.255.261,00 | 17.484.255.261,00 0,00
RS. M NATSIR
2| ook 9 0,00 | 26.930.000.000,00 0,00 | 26.930.000.000,00

Saldo dana tersebut pada RSUD M.Natsir Solok direklasifikasiifikasi ke Kas Lainnya,

sehinggasisakas BLUDmurniadalah:

NO

PENDAPATAN (Rp)

BELANJA (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

147.888.700.798,00

149.433.909.182,00

28.452.652.251,80

29.781.981.426,00

28.976.988.707,00

5.464.052.226,66

75.252.388.703,00

74.930.657.662,00

910.485.435,50

76.806.754.894,00

78.080.963.554,00

2.740.709.909,67

7.483.016.854,00

7.768.645.296,00

1.220.765.079,00

SKPD SALDO AWAL (Rp)
RSAM BKT ¥) 29.997.860.635,80
RSJ HB SAANIN 4.659.059.507,66
g(s).Lnngsm 588.754.394,50
RS. PARIAMAN 4.014.918.569,67
DINKES 1.506.393.521,00

TOTAL 40.766.986.628,63

337.212.842.675,00

339.191.164.401,00

38.788.664.902,63

531

Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja serta sisa Kas BLUD tersebut di atas
dapatdilihat padaLampiran 22

S5 KasBOS
2022 2021
URAIAN
Ny (Rp) (Rp)
5. Kas BOS 2.179.476.928,00 5.242.522.085,67

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran BOS
SMA/SMK/SLB ProvinsiSumaterdarat per31 Desembe022dan 2021.

Pengelolaan urusan pendidikan menengah berdasarkan pada \Umdkamg Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilimpahkan dari Kabupaten/Kota ke
Provinsi. Terhitung mulai 1 Januari 2017 pengelolaan sekolah menengah tersebut
berada di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, petunjuk teknis
pengelolaan Dana BOS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
119/PMK.07 tahun 2022 tentang Pengelolaan DAlwkasi Non Fisik 2022 dan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun
2022 tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Kesetaraan. Pada tahun 2022 Dana
BOSditransferdari Rekeningkas Negardangsundke rekening sekolah.

NO. URAIAN NILAI (Rp)

A Sisa Saldo 2021 72.321.142,00
1| SMA 60.028.454,00
2 | SMK 11.559.616,00
3| sLB 733.072,00
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NO. URAIAN NILAI (Rp)
B. Reguler 2022 1.939.386.140,00
SMA 1.048.700.235,00
SMK 828.280.800,00
SLB 62.405.105,00
C. Kinerja 2022 167.769.646,00
SMA 144.361.733,00
SMK
SLB 23.407.913,00
TOTAL 2.179.476.928,00

PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

Rincian saldo dana BOS masintasing sekolah disajikan pada Lampiran 17 sampai
dengarR0.

5.3.1.6.Kas Lainnya

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
6. | Kas Lainnya 26.930.000.000,00 25.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 yaitu saldo kas
hibahdari KementeriarKesehatan paddaSUD M. Natsir Solok.

5.3.1.7.SetaraKas

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
7. |Setara Kas 0,00 235.590.047,00

Jumlah tersebut merupakan saldo setarapkata Bendahara Pengeluaran per 31
Desembep022 darR021yaitu Utang PerhitungakihakKetiga (PFK).

RincianPFK per SKPDdapatdilihat padaLampiran55.

5.3.1.8.InvestasiJangkaPendek

2022 2021
(Rp) (Rp)

8. |Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

No URAIAN

Jumlah tersebut merupakansaldo Investasi Jangka Pendek PemerintahProvinsi
Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 dalam bentuk Depositbafatda
2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk deposito sebesar
Rp400.000.000.000,0¢ang terdiri dari 2 (dua) bilyet deposito dengan nomor
2100.0302.019328annomor2100.0320.1931fang masingmasingnyé&bernilai
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sebesar Rp200.000.000.000,00. Deposito tersebut telah dicairkan seluruhnya pada

tanggal 2IDesember 202@ntukmembiayapelaksanaaAPBD Tahun2022.

5.3.1.9.Piutang Pajak

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
9. |Piutang Pajak 55.787.716.770,00 49.529.883.285,00

Jumlah tersebumerupakansaldo

yangterdiri dari:

Piutang Pajak p&l Desember2022 dan 2021

SALDO AWAL SALDO AKHIR PER 31
No URAIAN (audited 2021) PENAMBAHAN ANCURE DESEMBER 2022
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

PIUTANG PAJAK

49.529.883.285,00

55.787.716.770,00

49.529.883.285,00

55.787.716.770,00

1 | PBB-KB 48.614.750.010,00 | 54.461.707.077,00 | 48.614.750.010,00 54.461.707.077,00
PAJAK AIR
2 | PERMUKAAN 915.133.275,00 1.326.009.693,00 915.133.275,00 1.326.009.693,00

AdapunrincianPiutangPajakterdapapadalampiran26.

Saldo Piutang Pajak tersebut tidak termapokensi penerimaan Pajalari PKB

kendaraan yang tidak mendaftar ulang s.d. 31 Desember 2022 selengkapnya dapat

dilihat padaLampiran51.

5.3.1.10PenyisihanPiutang Pajak

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
10. Penyisihan Piutang Pajak (562.928.568,50) (247.649.416,43)

Jumlahtersebutmerupakarsaldo PenyisihanPiutangPajak per 31 Desember2022

dan2021.
Umur Piutang JurmlEL
. Uraian <1BLN 13BLN | 3-12BLN >12BLN Penyisihan
0 aia (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Piutang Per 31
0.50% 10% 50% 100% Des 2022 (Rp)

PIUTANG PAJAK

55.502.299.700,00

- | 285.417.070,00

562.928.568,50

1 PBB-KB 54.461.707.077,00 272.308.535,39
PAJAK AIR
2 PERMUKAAN 1.040.592.623,00 - | 285.417.070,00 290.620.033,12

PiutangPajakdanPenyisihannyaapatdilihat padatabelberikut:

Untuk rincianPiutangPajakdanpenyisihannyalapatdilihat padaLampiran26.
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5.3.1.11 Piutang Retribusi

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
11. | Piutang Retribusi 1.037.977.800,00 6.710.000,00

JumlahtersebuimerupakarsaldoPiutangRetribusiper 31 DesembeR022dan2021
yangdirinci sebagaberikut:

SALDO AKHIR
NO URAIAN (SaﬁlaﬁgdAZV(\JI?lL) PENAMBAHAN PENGURANGAN PER 31
(Rp) (Rp) DESEMBER 2022
(Rp) R
(Rp)
Il | PIUTANG RETRIBUSI 6.710.000,00 1.031.267.800,00 0,00 | 1.037.977.800,00
1 | Dinas Kesehatan 231.327.500,00 231.327.500,00
2 | Dinas Lingkungan Hidup - 783.690.300,00 783.690.300,00
3 | DKP 6.250.000,00 5.000.000,00 11.250.000,00
4 | D. Perkebunan dan TPH 460.000,00 11.250.000,00 11.710.000,00
5.3.1.12 PenyisihanPiutang Retribusi
2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
12. Penyisihan Piutang Retribusi (151.383.151,50) (4.210.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022
dan2021dengan rinciasebagaberikut:

<1BLN (Rp) 1-3 BLN (Rp) 3-12BLN (Rp) | >12BLN (Rp) JUMLAH
PENYISIHAN
No URAIAN
0.50% 10% 50% 100% PIUTANG PER 31
DES 2022 (Rp)
PIUTANG RETRIBUSI 440.080.300,00 | 382.802.500,00 | 208.385.000,00 | 6.710.000,00 | 151.383.151,50
1 | Dinas Kesehatan 52.859.000,00 | 124.600.500,00 | 53.868.000,00 39.658.345,00
2 | Dinas Lingkungan Hidup 375.971.300,00 | 253.202.000,00 | 154.517.000,00 104.458.556,50
3 | Dinas Kelautan dan 5.000.000,00 6.250.000,00 |  6.750.000,00
Perikanan
5 | D. Perkebunan dan TPH 11.250.000,00 460.000,00 516.250,00

Selengkapnyalaftar Piutang Retribusi per 31 Desember2022 dan penyisihannya
dapatdilihat padaLampiran 26.

5.3.1.13 Piutang Hasil PengelolaarKekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
13, |Plutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 108.489.923.888,00 100.345.831.651,00
Daerah Yang Dipisahkan
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Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkanper31 Desembe?022 dan2021,yang terdiridari:

No Uraian (:GEEI%DA\QVQE,) PENAMBAHAN PENGURANGAN glAll_ngE/-\N}T;ég Z(I)EEZ
PIUTANG PKD YG
DIPISAHKAN 100.345.831.651,00 | 108.489.923.888,00 100.345.831.651,00 108.489.923.888,00
1 | PT GRAFIKA JAYA SUMBAR 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
PT BALAIRUNG CITRA
2 | SUMBAR 153.068.815,00 0,00 153.068.815,00 0,00
3 | BANK NAGARI 91.026.647.715,00 | 105.346.719.705,00 91.026.647.715,00 105.346.719.705,00
4 | PT BANGUN ASKRIDA 7.822.209.398,00 0,00 7.822.209.398,00 0,00
5 | PT JAMKRIDA 1.283.905.723,00 3.143.204.183,00 1.283.905.723,00 3.143.204.183,00

a. Penambahan Piutang Tahun 2022 merupakan jumlah dividen yang diperkirakan

diterimapadaTahun2023yaitu:

1) PT Jamkrida sesuai dengan surat Nomor 05Q1/858/112023 tanggal 3
Maret2023 perihapembayaradevidentahun bukw2022;
2) PT Bank Nagari sesuai dengan surat Nomor/002/TRS/PZU@A3 tanggal 14
Maret2023 perihakonfirmasidevidenTahunBuku 2022.

b. PengurangaRiutangTahun2022berasalari:

1) Dividen Tahun Buku 2021 yang di tahun 2022 yaitu dari PT Bank Nagari, PT
Jamkridadan,PT Bangun Askrida;

2) Piutang Denda Dividen pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar
Rp153.068.815,00 dan PT Grafika Jaya Sunmgmbesar Rp60.000.000,00.
Piutang Denda Deviden merupakandenda atas keterlambatanpenyetoran
Deviden Tahun Buku 2016, tidak termasuk ke dalam Piutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sehingga direklasifikasiifikasi

keluarke Piutand-ain-lain PAD yang Sah.

5.3.1.14 PenyisihanPiutang Hasil PengelolaarKekayaan Daerahyang Dipisahkan

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
14. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (642.449.619,44) (713.732.629,18)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai

berikut:
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KURANG DIRAGUKAN JUMLAH
) LANCAR (Rp) LANCAR (R R MACET (Rp) PENYISIHAN
No Uratan i e PIUTANG PER 31
0.50% 10% 50% 100% DES 2022 (Rp)
PIUTANG
PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH 108.489.923.888,00 0,00 | 542.449.619,44
YANG DIPISAHKAN
PT GRAFIKA JAYA
1 SUMBAR 0,00 0,00
PT BALAIRUNG CITRA
2 SUMBAR 0.00 0,00
3 | BANK NAGARI 105.346.719.705,00 526.733.598,53
4 PT BANGUN ASKRIDA
5 PT JAMKRIDA 3.143.204.183,00 15.716.020,92
5.3.1.15Piutang Lain-lain PAD yang Sah
2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
15. |Piutang Lain-lain PAD yang Sah 9.200.155.040,36 51.453.721.343,00

JumlahtersebuimerupakarsaldoPiutangLain-lain PAD yang Sahper 31 Desember
2022dan2021, yang terdimari:

NO URAIAN (Sz:L\Jla?tSdAZ\:Jv?lls PENAMBAHAN PENGURANGAN ;.ASESE?/I@.I!E 25?2
Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Piutang Lain-lain PAD
yang Sah 51.453.721.343,00 | 9.200.155.040,36 | 51.453.721.343,00 9.200.155.040,36
1 | RSAM Bukittinggi 25.484.829.047,00 | 3.046.537.186,00 | 25.484.829.047,00 3.046.537.186,00
2 | RSJ. HB. Sa‘'anin Padang 747.204.560,00 | 867.138.486,00 747.204.560,00 867.138.486,00
3 | RSUD M.Natsir Solok 5.457.535.276,00 722.247.385,00 | 5.457.535.276,00 722.247.385,00
4 | RSUD Pariaman 16.028.046.500,00 | 236.623.000,00 | 16.028.046.500,00 236.623.000,00
5 | Dinas Kesehatan 422.512.300,00 | 480.690.000,00 422.512.300,00 480.690.000,00
6 | Dinas Lingkungan Hidup 1.926.093.660,00 | 1.917.134.260,00 | 1.926.093.660,00 1.917.134.260,00
7 | BPKAD 1.387.500.000,00 | 1.929.784.723,36 | 1.387.500.000,00 1.929.784.723,36

Piutangpiutangsebagaimantercantundalamtabeldi atasberasabtari:

1. Piutang RSAM, RSJ HB Saanin, RSUD M.Natsir Solok, RSUD Pariaman dan

Dinas Kesehatanberasal dari piutang pelayanankesehatanterhadap pasien
mandiridanpiutangklaim ke BPJSKesehatan.

2. Piutang pada Dinas Lingkungan Hidup berasal dari piutang kabupaten/kota yang

memanfaatkapengelolaaisampalyang dimiliki DinasLingkunganHidup.

3. Piutang pada BPKAD berasal dari piutang sewa Gedung Rohana Kudus sebesar

Rp1.712.500.000,00, piutang

remunerasi

dana TDF-TKD
Rp.4.215.908,36, serta reklasifikasiifikasi masuk atas Piutang Denda Deviden PT

Grafika sebesar Rp60.000.000,00 dan PT Balairung sebesar Rp153.068.815,00.
Piutang Denda Deviden merupakan denda atas keterlambatan penyetoran Deviden

sebesar

TahunBuku 2016. Adapun PiutangDividen Tahun Buku 2016 adalahsebesar
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Rp637.786.731,00, telah diterinth Rekening Kas Daerah pada Tahun 2019.
Pengenaan denda atas piutang deviden tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur

SumateraBarat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaaranksi

Administratif pada Perseroan Terbatas atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan
Modal danPenyetorameviden BagiaiDaerah.

5.3.1.16.PenyisihanPiutang Lain-Lain PAD yangSah

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
16, gg’;y's'ha” Piutang Lain-Lain PAD yang (6.889.372.965,05) (17.931.068.290,16)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan PiutangldiniPAD yang Sah per 31
Desember 2028an2021,dengarrincian padatabelberikut:

KURANG JUMLAH

" URAAN LANCAR (Rp) LANCAR (Rp) DIRAGUKAN (Rp) MACET (Rp) PENYISIHAN

PIUTANG PER 31
0.50% 10% 50% 100% DES 2022 (Rp)
PIUTANG LAIN-LAIN

PAD YG SAH 746.729.726,36 | 1.129.807.209,00 | 1.101.919.019,00 | 6.221.699.086,00 | (6.889.372.965,05)
1 RSAM Bukittinggi 509.392.919,00 331.188.312,00 481.605.509,00 | 1.724.350.446,00 | (2.000.818.996,30)
2 RSJ. HB. Sa‘anin Padang 0,00 64.533.647,00 94.287.755,00 |  708.317.084,00 (761.914.326,21)
3 RSUD M.Natsir Solok 50.988.299,00 218.863.250,00 301.886.755,00 |  150.509.081,00 (323.593.725,00)
4 RSUD Pariaman 0,00 13.834.000,00 222.789.000,00 0,00 (112.777.900,00)
5 Dinas Kesehatan 75.532.000,00 403.808.000,00 1.350.000,00 0,00 (41.433.460,00)
6 Dinas Lingkungan Hidup 106.600.600,00 97.580.000,00 0,00 | 1.712.953.660,00 | (1.723.244.663,00)
7 BPKAD 4.215.908,36 0,00 0,00 | 1.925.568.815,00 | (1.925.589.894,54)

Selengkapnya daftar Piutang Ldain PAD yang Sah

penyisihannyalapatdilihat padaLampiran27.

5.3.1.17 Piutang Transfer

per 31 Desember 2022

dan

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
17. |Piutang Transfer 0,00 26.355.707.064.00,00

Jumlah tersebut merupakaaldo Piutang Transfedari Pemerintah Pusat péd
Desember2022 dan 2021 pada Tahun 2021, berdasarkanPeraturan Menteri
KeuanganNomor 129/PMK.07/2021 tentang Penetapgéurang Bayardan Lebih
BayarDana BagHasil padatahun 2021.
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5.3.1.18 PenyisihanPiutang Transfer

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
18. Penyisihan Piutang Transfer 0,00 (13.177.853.532,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2022
dan2021.

5.3.1.19 BebanDibayar Dimuka

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
19. | Beban Dibayar Dimuka 1.832.807.294,97 6.514.915.181,76

Jumlah tersebut merupakaaldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022
dan 2021, yaitu beban premi asuransi kendaraan, sewa dan kelebihan pembayaran
pekerjaangedung bangunanserta jaringan irigasi oleh SKPD pada tahun 2021.
Rincianselengkapnyantuk seluruhSKPDdapatdilihat padaLampiran28.

5.3.1.20Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

2022 2021

No URAIAN (Rp) (Rp)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan

20. Angsuran

0,00 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31
DesembeR022dan2021yangmerupakaragihanpenjualartanahdanrumabh.

5.3.1.21 PenyisihanBagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
21 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan 0,00 0,00
Penjualan Angsuran

Jumlah tersebut merupakansaldo PenyisinanBagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuranper31 Desembe022dan 2021.

5.3.1.22 BagianLancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan
22. Perbendaharaan/TGR 43.464.086.300,00 43.490.486.300,00
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Jumlah tersebut merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR per
31 Desembe022dan 2021terdiri dari:

a) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Rl dalam LHP  Nomor
45/LHP/XVIII.PDG/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 bahwa realisasi Belanja
Modal Tahun 2014, 2015 dan 2016 untuk penggantian Tanah/Bangunan/Tanaman
pada Dinas Prasjal Tarkim tidak sesuai dengan fakta dan merugikan keuangan
daerah minimal sebesar Rp16.098.242.500,00 dan terdapat pengeluaran yang tidak
dibayarkan kepada pihak yang tercantum dalam Dokumen Pertanggungjawaban
yang berindikasi merugikan keuangan daerah minimal sebesar
Rp27.284.243.800,00, termasuk di dalamnya pembayaran ganti rugi Tahun 2016
sebesaRp16.783.550.000,00.

Selanjutnya Gubernur memerintahkaninspektorat Provinsi untuk melakukan
pemeriksaan atas Belanja Modal Tanah Dinas Prasjal Tarkim Tahun 2013 s.d.
2016. Hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Laporan
Hasil Audit (LHA) Nomor 31/INSRK/XIII -2016 tanggal 13 Desember2016
menyatakanbahwa terdapat pembayaranfiktif sebesarRp49.463.322.300,00
selama Tahun 2013 s.d. 2016 yang terdiri dari kerugian sesuai LHP BPK sebesar
Rp43.382.486.300,00 dan SPJ Fiktif Belanja Modal Tanah Tahun 2013 sebesar
Rp6.080.836.000,00LHA tersebut disampaikan kepada Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perintah Gubernur pada
Nota Dinas Inspektur Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur nomor
700/355/Inspwil 111/2016 tanggal 2November 2016.

Selanjutnya Tim PenyelesaianKerugian Daerah telah melaksanakansidang
terhadap kasus Sdr. Yusafni. PPTK Kegiatan PengadaanlLahan untuk
PembangunanJalan/JembatanStrategis Tahun 2013 dan PPTK Kegiatan
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis Tahun 2014 s.d.
2016. Yang bersangkutantelah menandatanganBurat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 07/TPKD/SKTJIM/XI1/2016 tanggal 5 Desember
2016 senilai Rp43.382.486.300,00 dan SKTJIM Nomor
08/TPKD/SKTJM/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016 senilai Rp6.080.836.000,00.
Yang bersangkutarjuga telah menandatangansurat Kuasa untuk melakukan
pemotongan gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji Dinas Prasjal
Tarkim untuk melakukanpemotongangaji sebesarRp4.000.000,00per bulan

mulai bulan Januari 2017 dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah Nomor
2100.0101.01370.

Disamping itu ybs juga telah menyerahkan jaminan kepada Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat berupa 1 buah BPKBOB®68794 Kendaraan Volkswagen Type
GOLF 1.4 Tahun 2012 senilai Rp250.000.000,00, namun BPKB tersebut telah
disita oleh pihak Bareskrim saat kasusnyadiproses. Sesuai dengan SKTJM
tersebut, ybs akan melunasinya selama 2 tahun terhitung sejak 5 Desember 2016,
BerdasarkanSKTJM-nya, ybs. harus mengembalikankerugian daerahper 31
DesembeP016 sebesd®p16.783.550.000,00.

Namun sampai deangansaat Laporan Keuanganini disusun, ybs. belum
melakukarpembayarasesuakewajibannyaPembayaragangdilakukanselama
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tahun 2016 adalah sebesar Rp24.000.000,00 yang dipotong dari gaji ybs. sesuai
Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Pembantu Bendahara Pembuat Daftar Gaji.
Pemotongandihentikan sesuai dengan SK Gubernur tentang Pemberhentian
Sementara Sdr. Yusafni sebagai PNS Provinsi Sumatera Barat. Total nilai yang
tercatat sebagailGR dari Sdr. Yusafni adalah sejumlah Rp48.939.322.300,00
Dari nilai ini yangsudahjatuhtempo adalaRRp43.382.486.300,00.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 01/Pid.Sus
TPK/2020/PN.Pdg tanggal tahun 2020, Sdr. Yusafni terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi dan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun
dikurangi denganmasatahananyang telah dijalani, dijatuhkan pidana denda
sebesar Rpl miliar subsideelamasatu tahun kurungadan membayar uang
pengganti sebesarRp62.506.191.351,25Jika terdakwa tidak membayaruang
pengganti paling lama satu bulan sesudahputusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau aset terdakwa dapat disita jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta
benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan dipidana penjara
selamdima tahun.

b) Saldo Piutang TGR per 31 Desember 2022 dari 3 (tiga) orang Pegawai Dinas
Pendidikan yaitu Sdri Hamida sejumlah Rp41.400.000,00, Sdr Amsir sejumlah
Rp30.000.000,06anSdr Wirmizalsejumlah Rp10.200.000,00.

5.3.1.23 PenyisihanBagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/TGR

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
23. g‘;%'zr']h daghifg:‘r:‘/#ggar Tuntutan (21.691.651.150,00) (21.691.783.150,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021, terdapat pengurangan sebesar
Rp.132.000,00 yang merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan
perbendaharaan/TGR a.n. Hamida, Wirmizal dan Amsir yang merupakan Pensiunan
PNS Dinas Pendidikan. Selengkapnya daftar piutang TGR dan Tuntutan
Perbendahara@1 Desembe2022 dapadilihat padaLampiran27.

5.3.1.24 Persediaan

No

URAIAN

2022
(Rp)

2021
(Rp)

24.

Persediaan

358.337.164.150,69

260.837.352.537,48

Jumlah tersebutmerupakansaldo Persediaarmper 31 Desember2022 dan 2021.
PersediaansebesarRp358.337.164.150,6%ersebut merupakanpersediaanbahan
pakaihabisyangterdiri dari alat/baharuntuk kegiatankantor dan persediaarbahan
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material/tidak pakai habis sebesar Rp96.100.553.767,94dan persediaanuntuk
dijual/diserahkansebesarRp262.236.610.382,75Rincian persediaanper SKPD
selengkapnydapatdilihat padaLampiran 29.

Persediaanuntuk Dijual/Diserahkan Tahun 2022 sebesarRp262.236.610.382,75
mencakup saldo Persediaanpada tujuh SKPD yang berasal dari Belanja
Barang/Belanja Modal maupun Aset Tetap Renovasi yang ditujukan untuk
Diserahkarke Masyarakat/PihaKetiga,dengarrinciansebagai berikut.

No. SKPD Nilai Persediaan (Rp)
1 Dinas Pendidikan 8.685.718.511,00
2 RSJ Prof. HB. Saanin 56.300.100,00
3 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata 64.719.790.640,96
Ruang

4 Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi 453.951.000,00
5 Dinas Perkimtan 184.062.329.135,24
6 Dinas Pangan 4.838.067.825,00
7 BPBD 151.881.500,00

Jum lah 262.236.610.382,75

Dari nilai Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan hal
hal berikut.

1. DinasBina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR)

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan pada Dinas BMCKTR per 31 Desember
2022adalahsebesaRp64.719.790.640,9€rdiri dari:

a. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp21.759.573.000,00 berupa Belanja
Pemeliharaan oleh Dinas BMCKTR (PUPR) atas jalan ataupun bangunan milik
instansi vertikal di kabupaten/kotase SumateraBarat yang belum selesai
diserahterimakakepadgpemilik asetdengarrinciansebagaberikut:

‘No.| NAMAKABUPATEN |  Saldo Awal | Serah Terima ke | Penghapusan | Jumish T Sisa
a b [ e ! f gldee+!) h(c-g)
1 |KAB. PASAMAN BARAT | 2.680,609,850.00 | 2.680.609,850.00 -1 2,680,609.850.00
2 |KAB. PASAMAN | 179,026,000.00 | 179,026,000.00 .| 179.026.000.00 -
3 |KAB. LIMAPULUHKOTA | 4.766.924,000.00 | 852.734,000.00 | 1,465,992.000.00 | 2.318.726,000.00 | 2.448,198,000.00
4 |KOTA PAYAKUMBUH 217.395,000.00 -1 21739500000 |  217.395.000.00 -
5 |KAB. AGAM | 1.412.850,000.00 -1 1.412,850.000.00 | 1.412.859.000.00
6 |KOTA BUKITTINGGI ' . . - . .
7 |KAB. TANAH DATAR | 2.249.621,000.00 -1 741.646.00000|  741.646,000.00 | 1.507.975.000.00
8 |KOTA PADANG PANJANG |  158,698.000.00 - - -|  158.698.000.00
9 |KAB. PADANG PARIAMAN | 1,563,721,000.00 - e -| 1.563,721.000.00
10 |KOTA PARIAMAN | - - | - -
11 |KOTA PADANG 6.769.036,000.00 . . -| 6.769,036,000.00
12 |KOTA SOLOK | - - - - -
13 |KAB. SOLOK | 5.128.437,000.00 - - -| 5.128.437.000.00
14 |KAB. SOLOK SELATAN | 1.137,579,000.00 | 856.555,000.00 .| 85655500000 | 281.024,000.00
15 |KOTA SAWAHLUNTO | 871,109,000.00 -1 871.109.00000 |  871.109.000.00 -
16 |KAB. SIJUNJUNG | 621.746,000.00 - > -|  821.746.000.00
17 |KAB. DHARMASRAYA 92.096.000.00 -1 92,006.000.00 92.096,000.00 "
18 |KAB. PESISIR SELATAN | 4,509,079.000.00 | 2.542,631,000.00 | 279,000,000.00 | 2,821,631.000.00 | 1.687.448.000.00
19 |KAB. KEP. MENTAWAI | - - - - -
20 [ TErUAN INSPEXTORAT | 1:593.290,000.00 - ; -| 1.583.200,000.00
| JUMLAH | 33.951,225.850.00 | 7.111.555.850.00 5,080,097,000.00 | 12.191.652,850.00 | 21.759,573.000.00

Sampai dengan akhir Tahun 2022, persediaan yang berasal dari Aset Tetap
Renovasi tersebut belum selesai diserahterimakankepada pemilik aset,
fitria mahasari ninggaidakterdapaperubahasaldodari Tahun2021sampaidengar2022.
1
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b. Belanja Barang/Belanja Modal yang ditujukan untuk Diserahkan ke
Masyarakat/Pihak Ketiggebesar Rp42.960.217.640,96, diantarasgibesar
Rp6.246.212.500,0Qelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
sebesar Rp33.225.359.494,92 masih dalam proses hibah maupun penghapusan
oleh BPKAD dan proses mutasi dari Dinas BMCKTR ke Dinas Pendidikan;
serta sebesarRp25.248.218.646,04nasih dalam tahap cek lapangandan
koordinasikepada kementeriaeknis terkait.

. Dinas SumberDayaAir dan Bina Konstruksi

Sisa persediaan yang berasal dari Aset Tetap Renovasi sebesar Rp420.430.000.00
pada Tahun 2021, diantaranya sebesar Rp94.560.000,00 (perbaikan Irigasi Sungai
Abu) telah direklasifikasiifikasi ke KIB D karena merupakankewenangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan sisanya sebesar
Rp325.870.000,00 berupa Galian Sedimen Batang Anai belum selesai
diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan 31
DesembeR022.

. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

(Perkimtan)

Saldo Persediaanuntuk Dijual/Diserahkan pada Dinas Perkimtan per 31
Desember 2022 adalah sebesar Rp184.062.329.135,24, merupakan hasil realisasi
Belanja Barang maupun Belanja Modal perolehansejak tahun 2020 sampai

dengan 2022 yang diperuntukkan bagi masyarakat/pihak lain, namun serah terima
masihdalamproses.

5.3.1.25.DanaBergulir

2022 2021
No URAIAN R R
(Rp) (Rp)
25. | Dana Bergulir 10.581.879.188,00 10.581.879.188,00
SALDO PER 31 DES 2021 TRANS/ SALDO PER 31 DES 2022
NO DINAS PLAFON KOREKSI
BAKI DEBIT LINKAGE | TAHUN2022 | BAKI DEBIT LINKAGE TOTAL
1 | DinasPerindustian & |\ o700 00000 | 785.210843.00|  352.280.157,00 72400000  784.495.84300| 353.004.157,00 | 1.137.500.000,00
Perdagangan
2 B'QaMs Koperasi dan 2.000.000.000,00 |  955.957.000,00 | 1.044.043.000,00 - 955.957.000,00 | 1.044.043.000,00 | 2.000.000.000,00
3 | Biro Perekonomian 1.000.000.000,00 | 669.142.330,00|  330.857.670,00 .| 669.142.33000| 330.857.670,00 | 1.000.000.000,00

Dinas Tanaman
Pangan & Hortikultura 235.000.000,00 221.413.000,00 13.587.000,00 - 221.413.000,00 13.587.000,00 235.000.000,00
(ex Dinas Perkebunan)

Dinas Tanaman
Pangan & Hortikultura 1.265.047.000,00 |  1.099.863.573,00 |  165.183.427,00 - 1.099.863.573,00| 165.183.427,00 | 1.265.047.000,00
(Ex D Pertanian )

Dinas Peternakan 3.251.672.188,00 2.269.431.625,00 982.240.563,00 - 2.269.431.625,00| 982.240.563,00 | 3.251.672.188,00
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Dinas Pemberdayaan

190.990.000,00
Masyarakat dan Desa

156.759.601,00 34.230.399,00 156.759.601,00 34.230.399,00 190.990.000,00

8 Dinas Kelautan dan

: 1.501.670.000,00
Perikanan

1.306.963.033,00 194.706.967,00 1.306.963.033,00 194.706.967,00 1.501.670.000,00

JUMLAH 10.581.879.188,00 | 7.464.750.005,00 | 3.117.129.183,00 | 724.000,00 7.464.026.005,00 | 3.117.853.183,00 | 10.581.879.188,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021.
Investasi dimaksud berupa penyaluran dana bergulir kepada sekelompok masyarakat
unit usaha kecil dan menengah. Penerima berkewajiban mengembalikan dana tersebut
ke instansi teknis pengelola untuk digulirkan kembali ke masyarakat atau kelompok
lainnyayang memerlukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dengan Bank PembangunarDaerah SumateraBarat Nomor 580-304-2006 dan

Nomor PKS/058/DIR/082006 tanggal 30-08-2006. Bank PembangunarDaerah
SumateraBarat, ikut serta mengelola, mencairkandan menerima setoran atas
sebagian dari Dana Bergulir dimaksud di atas dan membuka rekening atas nama
Dana Bergulir Provinsi Sumatera Barat (Linkage Program) untuk menampung dana
dimaksud. Disamping itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diberi kuasa
untuk mewakili PemerintahProvinsi SumateraBarat menyalurkanbantuan/kredit
tersebut serta menandatanganiperjanjiannya. Perjanjian Kerja Sama antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Barat diperbaharuipadatanggal 9 Februari 2015 denganPerjanjian Kerja Sama

Nomor 120/3/GSB2015danNomor PKS/011/DIR/02015.

Saldo Dana Bergulir Tahun 2022 mengalami penurunansebesarRp724.000,00
dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan adanya pengembalian pinjaman dana
bergulirpadaDinasPerindustrian.

5.3.1.26.PenyisihanDana Bergulir

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
26. Penyisihan Dana Bergulir (7.521.776.005,00) (7.946.339.505,00)

Jumlah tersebutmerupakansaldo per 31 Desember2022 dan 2021 berupadana
berguliryang diragukan dapditagih, yang terdirdari:

NO. DINAS

TAHUN 2022 (Rp)

TAHUN 2021 (Rp)

1

Dinas Perindustrian & Perdagangan

784.495.843,00

785.219.843,00

2

Dinas Koperasi dan UKM

955.957.000,00

955.957.000,00

Biro Perekonomian

669.142.330,00

669.142.330,00

Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (ex Dinas
Perkebunan)

221.413.000,00

221.413.000,00

Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura (Ex D
Pertanian )

1.099.863.573,00

1.099.863.573,00

Dinas Peternakan

2.269.431.625,00

2.269.431.625,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

156.759.601,00

156.759.601,00
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8 Dinas Kelautan dan Perikanan

1.306.963.033,00

1.306.963.033,00

JUMLAH

7.464.026.005,00

7.464.750.005,00

Program Linkage - Bank Nagari

57.750.000,00

481.589.500,00

TOTAL

7.521.776.005,00

7.946.339.505,00

Penyisihan Dana Bergulir disajikan mulai Tahun 2012 setelah Pemerintah

Provinsi

Sumatera Barat membuat Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data
selengkapnya tentang mutasi Tahun 2022 dan saldo per 31 Desember 2022 serta umur
piutang Dana Bergulir tersebut dapat dilihat pada Buku Investasi Non Permanen
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember RiB2ian lebih lanjut

dapatdilihat padaLampiran 30.

5.3.1.27 PenyertaanModal Pemerintah Daerah

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
27. | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.530.108.118.020,39 1.443.982.397.515,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Permanen milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Bargter 31 Desember 2022 dan 2021 berupa penyertaan modal pada
tujuh BUMD dantiga perusahaapatungan/milikswastayaitu:

No. BUMD 2022 (Rp) 2021 (Rp)

1 PT BANK NAGARI 1.256.336.855.782,04 1.172.688.714.117,02
2 PT BANGUN ASKRIDA 48.820.000.000,00 48.820.000.000,00
3 PT PEMBANGUNAN SUMBAR 113.650.729,83 113.650.729,83
4 PT ATS 1.606.759.288,45 1.606.759.288,45
5 PT GRAFIKA JAYA SUMBAR 9.075.642.307,23 9.812.722.552,35
6 PT DINAMIKA SUMBAR JAYA 5.025.265.932,79 5.025.265.932,79
7 PT ARP 2.700.750.447,45 2.700.750.447,45
8 PT BALAIRUNG 106.359.091.365,92 108.026.543.014,72
9 PT JAMKRIDA 99.657.002.166,69 94.774.891.433,37
10 | PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI 413.100.000,00 413.100.000,00

Nilai Penyertaan Modal Per 31 Des 202

1.530.108.118.020,39

1.443.982.397.515,98

Jumlah setoran modal dan penambahannya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barapada BUMD dan perusahaapatungan/milikswasta Tahun 2022

adalahsebagaberikut:
Penambahan Modal
No. BUMD 2022 (Rp) 2021 (Rp) Disetor (Rp)
PT BANK NAGARI 581.224.000.000,00 561.224.000.000,00 20.000.000.000,00

PT BANGUN ASKRIDA

48.820.000.000,00

48.820.000.000,00

275.950.000,00

275.950.000,00

1
2
3 | PT PEMBANGUNAN SUMBAR
4 | PTATS

3.708.000.000,00

3.708.000.000,00
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No. BUMD 2022 (Rp) 2021 (Rp) Pe“g?li?;‘f?R"f)Oda'

5 | PT GRAFIKA JAYA SUMBAR 14.005.000.000,00 | 14.005.000.000,00

6 | PD DINAMIKA SUMBAR JAYA 7.590.000.000,00 7.590.000.000,00

7 | PTARP 3,000.000.000,00 3,000.000.000,00

8 | PTBALAIRUNG 130.767.000.000,00 |  130.767.000.000,00

9 | PTJAMKRIDA 80.304.804.000,00 |  89.304.804.000,00

10 | PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI 413.100.000,00 413.100.000,00

Nilai Penyertaan Modal Per
oy 879.107.854.000,00 |  859.107.854.000,00 |  20.000.000.000,00

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima dividen dari empat
perusahaaryaitu PT Bank Nagari, PT Bangun Askrida, PT Jamkrida, dan PT
Balairung. Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, hanya sebanyak lima
perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Bukuuz@z@lited

yaitu PT Bank Nagari, PT Balairung, PT Jamkrida, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT
Bangun Askrida. Lima perusahaan lainnya yaitu PT Pembangunan Sumbar, PT ATS,
PT Dinamika SumbarJaya, PT Sijunjung Sumbar Energi, dan PT ARP belum
menyampaikataporan keuangan.

Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada -masing
BUMD danperusahaapatungan/milikswastaersebutidalahsebagai berikut:

No. BUMD 2022 (%) 2021 (%)
1 PT BANK NAGARI 32,14 31,82
2 PT BANGUN ASKRIDA 16,41 16,41
3 PT PEMBANGUNAN SUMBAR 35,52 35,52
4 PT ATS 98,60 98,60
5 PT GRAFIKA JAYA SUMBAR 95,66 95,66
6 PT DINAMIKA SUMBAR JAYA 96,56 96,56
7 PT ARP 50,00 50,00
8 PT BALAIRUNG 79,72 79,72
9 PT JAMKRIDA 99,89 99,89

10 PT SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI 51,00 51,00

Untuk Tahun 2022, pencatatan dan pelaporan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat pada semua BUMD dan perusahaan patungan/milik swasta dilakukan
dengan metode ekuitas, karena porsi kepemilikan Pemerintah Provinsi melebihi 20%
dari total saham. Hal tersebut dikecualikan untuk PT Bangun Askrida yang
Penyertaan Modal Tahun 2022 dicatat dan dilaporkan dengan metode biaya karena
porsikepemilikansahamPemerintatProvinsiSumaterdaratmasihdibawah20%.

Pada tahun 2022 ini dilakukan koreksi terhadap perhitungan Penyertaan Modal Tahun
2021 pada PT Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp420.416.777,51 disebabkan koreksi
rugi tahun lalu yang semula tercatat pada Laporan Keuangan Tahurup@gdifed)
sebesar Rp202.296.154,49menjadi sebesar Rp622.712.932,00pada Laporan
Keuanganrahun2021 @udited).
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DatalengkapmengenalnvestasiPermanemni dapatdilihat padaLampiran31.

Bukti kepemilikan atas penyertaanmodal tersebutberupa sertifikat saham dapat

dilihat padaLampiran32.

5.4.1.28 AsetTetap

Uraian

2022 (Audited)
(Rp)

2021 (Audited)
(Rp)

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akm Penyusutan Jalan. Irigasi. dan Jaringan
Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap

2.300.476.399.660,82
2.642.652.895.819,89
4.301.267.264.579,44
6.635.330.007.313,70

378.792.382.876,86

1.021.960.047.290,21

(2.088.877.440.595,31)
(1.009.522.813.716,55)
(4.916.479.888.825,64)

(13.624.112.619,04)

9.251.974.741.784,38

2.065.440.558.660,21
2.361.312.026.362,24
4.102.903.175.253,43
5.953.384.348.153,44

348.594.445.699,27

935.919.583.661,92

(1.800.637.753.296,62)
(922.179.652.369,33)
(4.336.625.501.804,23)
(16.410.201.497,76)

8.691.701.028.822,57

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai Aset Tetap milik PemerintahProvinsi
SumaterdaratdanAkumulasiPenyusutannyger 31 DesembeR022dan2021.

Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 35, mutasi aset tetap pada Lampiran

36 sampaidengan Lampirad6.

Daftar TanahPeralatan dan MesirGedung dan Banguna@set TetapLainnya

serta Konstruksi Dalam Pengerjaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022
dalam bentuk KIB A, B, C, D, E dan F dapat dilihat pada Buku Inventaris Provinsi
Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan atas
LaporanKeuangan PemerintdProvinsiSumateraBaratTahun2022.

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan

dijelaskandalamtabelsebagaberikut:
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Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Tahun 2022

Nilai Perolehan

Uraian Aset Tetap (Rp)
Saldo Audited per 31 Des 2021 15.767.554.137.790,50
Mutasi Tambah
Belanja Modal Tahun 2022 941.069.948.131,89
Belanja Barang dan Jasa 61.240.487.003,84
Koreksi Nilai 259.180.279.877,16
Hibah 488.121.998.221,00
Mutasi antar SKPD 516.125.420.971,00
Reklasifikasi 172.583.046.123,99
Beban Penyusutan
Total Mutasi Tambah 2.438.321.180.328,88
Mutasi Kurang
Barang Modal yang tidak dikapitalisasi 20.653.383.767,20
Koreksi Nilai 25.249.761.120,06
Penghapusan 12.712.387.902,20
Mutasi antar SKPD 516.125.420.971,00
Reklasifikasi 350.655.366.818,01
Total Mutasi Kurang 925.396.320.578,47
Total Mutasi 1.512.924.859.750,41
‘ Saldo Audited per 31 Des 2022 17.280.478.997.540,90

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan sebesar
Rp2.438.321.180.328,88 dengan total pengurangan sebesar Rp925.396.320.578,47.
Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi sebagaimana tabel di atas
diterangkarperkelompok Asefl etappadalaporanini.

Akumulasi PenyusutanAset Tetap
Uraian Akumulasi Aset Tetap (Rp)

Saldo Audited per 31 Des 2021 7.075.853.108.967,94
Mutasi Tambah

Belanja Modal Tahun 2022
Belanja Barang dan Jasa

Koreksi Nilai 276.297.851.809,84
Hibah 35.890.257.063,76
Mutasi antar SKPD 308.186.422.025,99
Reklasifikasi 1.122.924.600,00
Beban Penyusutan 663.219.069.779,34
Total Mutasi Tambah 1.284.716.525.278,93

Mutasi Kurang
Barang Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai 9.986.779.979,40
Penghapusan 6.955.910.826,95
Mutasi antar SKPD 308.186.422.025,99
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Uraian Akumulasi Aset Tetap (Rp)
6.924.842.073,55
11.423.584,44
332.065.378.490,33

Reklasifikasi
Beban Penyusutan

Total Mutasi Kurang

Total Mutasi 952.651.146.788,60
| Saldo Audited per 31 Des 2022 8.028.504.255.756,54

Jumlah tersebutmerupakansaldo nilai Akumulasi PenyusutanAset Tetap Milik
PemerintahProvinsi SumateraBarat per 31 Desember2022. Total penambahan
Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.284.716.525.278,93 dengan total pengurangan
sebesar Rp332.065.378.490,33Penambahandan pengurangannilai akumulasi
penyusutan telah dihitung sesuai metode penyusutan, masa manfaat dan penambahan
masa manfaat sesuai dengan ketentuanberlaku. Metode Penyusutandan masa
manfaat Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diatur
dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyusutan Barang Milik
Daerah Berupa Aset Tetap dan dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nonmi@hGn 2014. Untuk
Metode Penyusutan memakai Metode Garis Lurus dan penyusutan dilakukan satu kali
dalamsetahun.

1) AsetTetapi Tanah

Uraian Tanah (Rp)

Saldo Audited Per 31 Des 2021
Mutasi Tambah

Belanja Modal Tanah Tahun 2022
Belanja Barang dan Jasa -
Koreksi Nilai 223.245.856.000,00
Hibah 7.666.476.453,00
Mutasi antar SKPD 16.483.790.000,00
Reklasifikasi 1.059.238.283,89
Beban Penyusutan
Total Mutasi Tambah

2.065.440.558.660,21

7.168.525.850,00

255.623.886.586,89

Mutasi Kurang

Belanja Modal Tanah yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai 1,00
Penghapusan 3.800.975.585,28
Mutasi antar SKPD 16.483.790.000,00
Reklasifikasi 303.280.000,00

Total Mutasi Kurang

20.588.045.586,28

Total Mutasi

235.035.841.000,61

‘ Saldo Audited per 31 Des 2022

2.300.476.399.660,82

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Tanah Milik Pemerintah Provinsi
SumateraBarat per 31 Desember2022. berasaldari total penambaharsebesar
Rp255.623.886.586,89dan total pengurangan sebesar Rp20.588.045.586,28
diuraikansebagaberikut:
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a. Penambabhanilai AsetTetapTanahsesuatabeldi atas berasalari:

1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.168.525.850,00 (belanja modal Tanah
dariDinasBina MargaCiptaKaryadanTataRuang).

2. Penambahan dari koreksi nilai sebesar Rp223.245.856.000,00 yakni koreksi
dari penilaian Aset Tetap Tanah yang belum bernilai dan ditetapkan dengan
Surat KeputusanGubernur yakni Tanah Istana Bung Hatta Bukittinggi
sebesarRp206.089.485.000,00Tanah Hibah Eks SMAS Imam Bonjol
sebesar Rp465.383.000,00 (SK Nomor-086-2022,tanggal 14 Desember
2022), Tanah SMAN 1 Rao Kabupaten Pasaman sebesar
Rp5.484.270.000,00, Tanah SMAN 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
sebesarRpl1.248.298.000,0@an Tanah SMAN 2 Kota PadangPanjang
sebesar Rp9.958.420.000,00(SK Nomor 03010732022, tanggal 30
DesembeR022).

3. Penambahan hibah sebesar Rp7.666.476.453,00, terdiri dari hibah masuk
dari Kabupaten Dharmasraya berupa Tanah SMAN Unggul Dharmasraya
seluas 45.750 meter persegi sebesarRp7.307.190.000,00hibah Tanah
untuk kantor Samsat dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebesar
Rp150.000.000,00, hibah Tanah SLBN 1 Sangir dari Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan sebesar Rp174.720.000,00, hibah Tanah Sport Center dari
Kabupaten Agam sebesar Rp12.546.453,00, hibah Tanah dari Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp12.020.000,00 dan hibah Tanah dari
PemerintahNagari Tanjung Pauah Kabupaten Limapuluh Kota untuk
pembangunagerbangoatasprovinsisebesaRp10.000.000,00.

4. Penambahan nilai Tanah juga berasal dari transaksi Mutasi Antar SKPD
sebesarRp16.483.790.000,0Qang disebabkankarena perpindahanaset
antarSKPDlingkup PemerintalProvinsiSumateraBarat.

5. Penambahardari reklasifikasi sebesarRp1.059.238.283,8%erdiri dari
Gedung Bangunan sebesar Rp674.483.955,89 dan Jalan, Irigasi, Jaringan
sebesaRp384.754.328,00.

b. PengurangarsebesarRp20.588.045.586,28esuaitabel di atas disebabkan
karenaadanya :

1. Koreksi nilai sebesar Rp1,00 (koreksi pencatatan nilai tanah SMAS Imam
Bonjol tahun2021yangtelahdilakukanpenilaianolehpenilaipemerintah).

2. Pengurangan nilai Aset Tanah juga disebabkan karena adanya penghapusan
Aset Tanah sebesar Rp3.800.975.585,28(hibah ke BNPB sebesar
Rp1.500.000.000,00,hibah ke Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar
Rp946.687.500,00 hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasamansebesar
Rp425.250.000,00hibah ke Bawaslu Provinsi SumateraBarat sebesar
Rp592.800.000,00dan hibah untuk Tanah Masjid Al-lkhlas Ulu Gadut
sebesaRp336.238.085,28).

3. Pengurangan dari Mutasi antar SKPD sebesar Rp16.483.790.000,00 yang
disebabkankarena perpindahanaset antar SKPD lingkup Pemerintah
ProvinsiSumateraarat.

4. Pengurangan dari transaksi reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lainnya
sebesar Rp303.280.000,00 berupa Tanah yang dipinjampakaikan ke Badan
IntelejenDaerah ProvinssumateraBarat.
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2) AsetTetap - Peralatandan Mesin

Uraian Peralatan dan Mesin (Rp)

Saldo Audited per 31 Des 2021 2.361.312.026.362,24

Mutasi Tambah
Belanja Modal Peralatan MesinTahun

254.880.410.731,90

2022

Belanja Barang dan Jasa 4.840.158.864,00
Koreksi Nilai 29.320.470.775,26
Hibah 40.677.893.102,00
Mutasi antar SKPD 14.421.597.535,00
Reklasifikasi 2.010.785.858,00

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah 346.151.316.866,16

Mutasi Kurang

Belanja Modal Peralatan Mesin yang tidak 18.457.569.389,00

dikapitalisasi
Koreksi Nilai 2.961.629.466,11
Penghapusan 3.045.258.102,00
Mutasi antar SKPD 14.421.597.535,00
Reklasifikasi 25.924.392.916,40
Total Mutasi Kurang 64.810.447.408,51
Total Mutasi 281.340.869.457,65
‘ Saldo Audited per 31 Des 2022 2.642.652.895.819,89

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Peralatan Mesin milik Pemerintah
Provinsi SumateraBarat per 31 Desember2022. Total penambahansebesar
Rp346.151.316.866,1@lengan total pengurangansebesarRp64.810.447.408,51
dengaruraiansebagaberikut:

a. MutasitambahsebesaRp346.151.316.866, Iferasabari:

1. Belanja Modal Tahun 2022 sebesarRp254.880.410.731,9@erdiri dari
Belanja Modal sebesarRp220.168.116.346,9dan Belanja Modal BOS
sebesaRp34.712.294.385,00;

2. Belanja Barang dan Jasayang dikapitalisasi yang merupakantransaksi
belanja dari anggaran barang dan jasa tapi dicatat sebagai aset tetap sebesar
Rp4.840.158.864,0€rdiri dari BelanjaBarangdan Jasasebesar
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Rp779.811.655,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar
Rp4.060.347.209,00;

3. Transaksi koreksi nilai yang mencatat koreksi terhadap perubahan nilai aset
yang ada, termasuk pencatatan aset yang belum dilakukan
pembayaran/utang belanja modal sebesar Rp29.320.470.775,26 terdiri dari
koreksi saldo awal sebesar Rp990.339.449,26 yang merupakan transaksi
koreksi temuan pemeriksa dari SKPD RSAM Bukittinggi, koreksi belanja
modal yang mencatat penambahan aset dari utang sebesar
Rp27.571.961.008,0(berasal dari aset utang belanja modal sebesar
Rp641.961.008,00 SKPD RSAM Bukittinggi dan  sebesar
Rp26.930.000.000,00 pengadazth labdari RSUD M.Natsir Solok, dan
transaksi koreksi pihak lainnya sebesar Rp758.170.318,00 (Dinas
Pendidikan sebesarRp218.742.884,00nilai ini termasuknilai koreksi
penambahan peralatan mesin yang belum tercatat pada SMAN 1 Siberut
Selatan dan SKMN 1 Guguak sebesar Rp36.042.064,00, Dinas Kesehatan
sebesar Rp418.573.900,00dan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan
Hortikultura sebesarRp120.853.534,00yang merupakan koreksi hasil
temuarpemeriksa);

4. Penambahan dari Hibah sebesar Rp40.677.893.102,00 untuk delapan SKPD
yang terdiri dari Hibah dari PemerintahPusat/Kabupaten/Kotaebesar
Rp34.291.976.430,00 dan Hibah dari Pihak Lainnya sebesar
Rp6.385.916.672,00;

5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi perpindahan aset dari satu
SKPD ke SKPD yang lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera
BaratsebesaRp14.421.597.535,0@an

6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp2.010.785.8&3dii dari
reklasifikasi Gedung Bangunan sebesar Rp405.722.098,00, reklasifikasi dari
Aset Tetap Lainnya sebesar Rp591.148.760,00, reklasifikasi dari Aset Tidak
Bermanfaat sebesar Rp19.415.000,00 dan reklasifikasi dari Aset dipakai
PihakLain sebesaRp994.500.000,00.

b. MutasikurangsebesaRp64.810.447.408,%4erasatari:

1. Belanja Modal tidak dikapitalisasi merupakan belanja mgaalg tidak
memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar
Rp18.457.569.389,00, berasal dari transaksi 26 SKPD. Belanja Modal tidak
dikapitalisasi ini terdiri atas Belanja Modal Tahun 2022 sebesar
Rp16.720.352.969,00 dan Belanja Modal BOS tidak dikapitalisasi sebesar
Rp1.737.216.420,00;

2. Koreksi nilai sebesarRp2.961.629.466,1Imerupakan transaksi untuk
melakukan penyesuaian terhadap pencatatan aset terdiri atas koreksi nilai
saldo awal atas pencatatan aset periode sebelumnya sebesar
Rp559.438.000,11, korek®8elanja Modal atas penyesuaian pembayaran
utang yang asetnya telah dicatat pada periode sebelumnyasebesar
Rp2.208.889.050,0&%oreksinilai hibah PemerintatPusat/Kabupaten/Kota
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sebesar Rp60.302.416,00,koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar
Rp18.000.000,00 dan koreksi nilai akibat double record sebesar
Rp115.000.000,00 yaitu pencatatan ganda satu unit kendaran roda empat
antaraBiro UmumdanBiro Organisasi;

. Penghapusan sebesar Rp3.045.258.102,00 merupakan hibah kendaraan roda
empat ke National Paralympic Committee Sumatera Barat sebesar
Rp424.519.570,00, hibah ke Brimob Polda Sumbar sebesar
Rp505.000.000,00, hibah ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar
Rp1.371.000.000,00 dan hibah ke Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar
Rp744.738.532,00;

. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
sebesaRp14.421.597.535,00an

. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp25.924.392.916,40 terdiri dari
reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.433.017.198,00,
reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp535.322.196,00, reklasifikasi
ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp68.704.000,00, reklasifikasi ke
Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rp5.619.264.233,40 dan reklasifikasi ke
PersediaarebesaRp17.268.085.289,00.

3) AsetTetap - Gedungdan Bangunan

Uraian Gedung dan Bangunan (Rp)

Saldo Audited per 31 Des 2021 4.102.903.175.253,43

Mutasi Tal

mbah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022

265.824.770.504,43

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

25.017.777.318,39

Koreksi Nilai

6.362.718.603,18

Hibah

12.659.271.957,00

Mutasi antar SKPD

12.193.828.027,00

Reklasifikasi

12.020.267.386,00

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah

334.078.633.796,00

Mutasi Ku

rang

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak
dikapitalisasi

736.178.611,29

Koreksi Nilai

16.552.661.197,57

Penghapusan

2.563.131.000,00

Mutasi antar SKPD

12.193.828.027,00
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Uraian Gedung dan Bangunan (Rp)
Reklasifikasi 103.668.745.634,13
Total Mutasi Kurang 135.714.544.469,99
Total Mutasi 198.364.089.326,01
Saldo Audited per 31 Des 2022 4.301.267.264.579,44

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai Aset Tetap Gedung Bangunan milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan
sebesar Rp334.078.633.796,00 dengan total pengurangan sebesar
Rp135.714.544.469,99. Mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung Bangunan
tersebutantardain terdiri dari:

a. MutasitambahsebesaRp334.078.633.796,0fkrasablari:

1) Belanja Modal Gedung Bangunanmerupakanbelanja penambaharaset
GedungBangunarifahun2022sebesaRp265.824.770.504,43;

2) Belanja Barang dan Jasayang dikapitalisasi merupakantransaksi dari
anggaran Belanja Barang dan Jasa namun dicatat sebagai aset tetap sebesar
Rp25.017.777.318,39terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp24.931.197.318,39dan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar
Rp86.580.000,00;

3) Koreksinilai sebesaRp6.362.718.603,18erasablari:

a) Koreksi saldo awal pencatatan periode lalu dan pembulatan sebesar
Rp480.450.000,06SKPDRSAM Bukittinggi);

b) Koreksi Belanja Modal yakni penambaharaset yang berasaldari
Utang Belanja Modal sebesarRp378.075.000,0QJasa Konsultan
pada SKPD RSAM Bukittinggi dan pembuatan pos jaga TMIl Badan
Penghubung);

c) Koreksi dari hibah Pemerintah Pusat kepada Dinas Pendidikan
sebesaRp562.126.000,0@an

d) Koreksi pihak lainnya sebesar Rp4.942.067.603,15 yang berasal dari
penilaian BMD sebesar Rp3.893.047.000,00 (hasil penilaian BMD
oleh tim penilai pemerintah pada gedung SMAN 1 Kecamatan
Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota sesuai SK nomor
0309642022 tanggal 14 Desember 2022), hasil penilaian BMD di
SMAS 1 Bonjol sebesarRp365.272.000,00koreksi pembulatan
Rp3,15 dan koreksi pencatatannilai rehab tahun 2010 yang
diserahkanoleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang
sebesaRp683.748.600,00.

4) Hibah masuk sebesar Rp12.659.271.957,00 yang berasal dari hibah dari
Pemerintah Pusat/Kab/Kota pada SKPD Dinas Pendidikan, RSJ HB Saanin,
Dinas Lingkungan Hidup serta Pengelola sebesar Rp10.925.049.103,00 dan
hibah dari Pihak Lainnya pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar
Rp1.734.222.854,00;

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 107



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

5) Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
sebesaRp12.193.828.027,0@an

6) Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesarRp12.020.267.386,0Qerdiri
atas reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp2.433.017.198,00,
reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.512.002.654,00,
reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.822.670,00dan
reklasifikasidari KonstruksidalamPengerjaasebesaRp7.070.424.864,00.

b. Mutasi kurang sebesar Rpl135.714.544.469,99terdiri dari transaksi
sebagaimanberikut:

1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp736.178.611,29, terdiri
dari Belanja Modalsebesar Rp688.675.003,40 dBelanja ModalBOS
sebesaRp47.503.607,89;

2. Koreksi nilai sebesar Rp16.552.661.197,57 berasal dari koreksi saldo awal
atas pencatatanaset periode sebelumnyasebesarRp3.327.693.343,72,
koreksi Belanja Modal atas penyesuaian pembayaran utang yang asetnya
telah dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp13.015.231.423,87 dan
koreksipihaklainnyadaritemuarnpemeriksaasebesaRp209.736.429,98;

3. Penghapusan sebesar Rp2.563.131.000,00 merupakan penghapusan karena
hibah ke Kabupaten PasamasebesarRp263.504.000,00 (BAST Nomor
030/234/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 19 Agustus 2022) dan hibah
ke Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat sebesar Rp2.299.627.000,00
(BAST Nomor 030/247/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 September
2022);

4. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
sebesaRp12.193.828.027,0@an

5. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rpl103.668.745.634,13 terdiri
dari reklasifikasi ke Tanah sebesarRp674.483.955,89reklasifikasi ke
Peralatan dan Mesin Rp405.722.098,00, reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan
Jaringan sebesar Rp2.557.974.683,32, reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya
sebesar Rp301.461.391,00, reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
sebesarRp74.141.773.923,92reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat
sebesarRp2.982.659.878,00reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lain
sebesar Rp1.156.769.000,00dan reklasifikasi ke Persediaansebesar
Rp21.447.900.704,00.

4) AsetTetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)

Saldo Audited per 31 Des 2021 5.953.384.348.153,44

Mutasi Tambah

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan tahun
2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 27.175.297.264,63

378.135.131.477,56

Koreksi Nilai 208.444.898,21
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Uraian Jalan Irigasi dan Jaringan (Rp)
Hibah 426.957.097.309,00
Mutasi antar SKPD 473.026.205.409,00
Reklasifikasi 32.572.638.517,62
Beban Penyusutan
Total Mutasi Tambah 1.338.074.814.876,02

Mutasi Kurang

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan yang tidak 1.126.916.473,91

dikapitalisasi

Koreksi Nilai 5.735.470.453,29

Penghapusan

Mutasi antar SKPD 473.026.205.409,00

Reklasifikasi 176.240.563.379,56

Total Mutasi Kurang 656.129.155.715,76
Total Mutasi 681.945.659.160,26

Saldo Audited per 31 Des 2022 6.635.330.007.313,70

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total penambahan
sebesar Rpl.338.074.814.876,02 dan total pengurangan sebesar
Rp656.129.155.715,76. Penambahan dan pengurangan nilai berasal dari transaksi
sebagaimanberikut:

a. MutasitambahsebesaRp1.338.074.814.876,Q8rdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 merupakan belanja
penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp378.135.131.477,56
(delaparSKPD);

2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja
dari anggaranBarang dan Jasatapi dicatat sebagaiaset tetap sebesar
Rp27.175.297.264,63;

3. Koreksi Nilai sebesar Rp208.444.898,21 merupakan koreksi belanja modal
yakni penambaharaset yang berasaldari utang belanja modal sebesar
Rp208.444.898,21 (pembangunan embung Nagari Pakandangan Kabupaten
Padandariaman);

4. Hibah masuk sebesar Rp426.957.097.309,00 yang merupakan hibah dari
PemerintaliPusaiKementerian PU);

5. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
sebesaRp473.026.205.409,00an

6. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp32.572.638.517,62 yang terdiri
reklasifikasidari Gedungdan BangunansebesaRp2.557.974.683,38an
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reklasifikasi  dari Konstruksi ~ Dalam Pengerjaan sebesar
Rp30.014.663.834,30.

b. MutasikurangsebesaRp656.129.155.715, #érdiri dari:

1.

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesarRp1.126.916.473,91
merupakan Belanja Modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai
dengarkebijakan akuntansiang ada;

. Koreksi Nilai sebesar Rp5.735.470.453,29 terdiri dari koreksi saldo awal

yang mengkoreksi saldo periode lalu sebesar Rp80.000.000,00 (belanja jasa
konsultasi pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan) dan koreksi Belanja Modal merupakan penyesuaian terhadap
pembayaran utang belanja modal yang telah dilakukan pencatatan aset pada
periodesebelumnya sebes@p5.655.470.453,29;

Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD sebesar
Rp473.026.205.409,080an

. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesar Rpl176.240.563.379,56

yang terdiri dari reklasifikasi ke Tanah sebesar Rp384.754.328,00,
reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.512.002.654,00,
reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk pekerjaan yang sampai
akhir periode pelaporan belum selesai sebesar Rp49.872.854.567,56 dan
reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp123.470.951.830,00 (pekerjaaan fisik
untuk diserahkan ke masyarakat dari SKPD Bina Marga Cipta Karya dan
Tata Ruang serta Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukimandan
Pertanahan).

5) AsetTetap - Aset Tetap Lainnya

Uraian Aset Tetap lainnya
Saldo Audited per 31 Des 2021 348.594.445.699,27
Mutasi Tambah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 35.061.109.568,00
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 4.207.253.556,82
Koreksi Nilai 42.789.600,51
Hibah 161.259.400,00

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 836.783.587,00

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah 40.309.195.712,33
Mutasi Kurang
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak 332.719.293.00
dikapitalisasi o
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Uraian Aset Tetap lainnya

Koreksi Nilai 1.82
Penghapusan 3.303.023.214,92

Mutasi antar SKPD
Reklasifikasi 6.475.516.025.00
Total Mutasi Kurang 10.111.258.534,74
Total Mutasi 30.197.937.177,59
| Saldo Audited per 31 Des 2022 378.792.382.876,86

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai Aset Tetap Lainnya Milik Pemerintah
Provinsi SumateraBarat per 31 Desember2022. Total penambahansebesar
Rp40.309.195.712,33Jengan total pengurangansebesarRp10.111.258.534,74.
Penambahadanpenguranganilai berasataritransaksi sebagaimabarikut:

a. MutasitambahsebesaRp40.309.195.712,3@rdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 merupakan belanja
penambahan aset Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.061.109.568,00 yang
tediri dari Belanja Modal sebesar Rp1.237.105.643,00 dan Belanja Modal
BOSsebesaRp33.824.003.925,00;

2. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi merupakan transaksi belanja
dari anggaranbarang dan jasa tapi dicatat sebagaiaset tetap sebesar
Rp4.207.253.556,82(belanja pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas
PenanamarModal Provinsi dan PelayananTerpadu Satu Pintu, Dinas
KehutanardanBadanPenelitiandanPengembangan);

3. Koreksi Nilai sebesar Rp42.789.600,51 terdiri dari koreksi saldo awal yang
mengkoreksisaldo periode lalu sebesarRp0,51 karena pembulatandan
koreksidari penerimaatibaholeh PemerintatiPusatRp42.789.600,00;

4. Hibah sebesar Rp161.259.400,00 berasal dari hibah pemerintah pusat yang
dicatatkardi DinasPendidikangan

5. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp836.783.587,00berasal
reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp535.322.196,00 (berupa
alat musik dan partisi ruangandi 8 SKPD) dan reklasifikasidari Gedung
dan Bangunan sebesar Rp301.461.391,00 (rehab gedung Dekranasda pada
Dinas Perindustriandan Perdagangaryang dicatat sebagaiAset Tetap
Renovasi).

b. MutasikurangsebesaRp10.111.258.534, aérdiri dari:

1. Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp332.719.293,00
merupakan belanja modal yang tidak dicatatkan sebagai aset tetap sesuai
dengan kebijakan akuntansi yang ada (pembelian hewan ternak potong di
SKPD Dinas Kebudayaan dan penyusunan naskah akademik di Sekretariat
Dewan);

2. KoreksiNilai saldoawalsebesaRpl,82dikarenakarpembulatan;
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3. Penghapusan Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.303.023.214,92 merupakan
hibah ke Pemerintah Kabupaten Sijunjung (BAST Nomor 030/10/BAST
PBMD/BPKAD-2022 tanggal 4 Oktober 2022) dan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat (BAST Nomor 030/1342/BAST/PBMD/BPKAD/2022
tanggalé DesembeP022)masingmasingsenilaiRp1.651.511.607,4@an

4. Reklasifikasi kurang antar kelompok aset sebesarRp6.475.516.025,00
berasaldari reklasifikasi ke PeralatanMesin sebesarRp591.148.760,00,
reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp4.822.670,00, reklasifikasi ke
Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23.906.292,00, reklasifikasi ke Aset Tidak
Bermanfaat sebesarRp887.700.000,00dan reklasifikasi ke Persediaan
sebesaRp4.967.938.303,00.

6) AsetTetapi KDP

Uraian KDP

Saldo Audited per 31 Des 2021 935.919.583.661,92

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 124.083.332.491,48

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah 124.083.332.491,48

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai 0,27

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 38.042.868.862,92
Total Mutasi Kurang 38.042.868.863,19
Total Mutasi 86.040.463.628,29
Saldo Audited per 31 Des 2022 1.021.960.047.290,21
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Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total
penambahansebesarRp124.083.332.491 ,4&lengan total pengurangansebesar
Rp38.042.868.863,19. Penambahan dan pengurangan nilai béasisatansaksi
sebagaimanberikut:

a. MutasitambahsebesaRp124.083.332.491,48rdiri dari:

1. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesar Rp124.083.332.491,48 untuk
kegiatan fisik 15 SKPD yang belum selesai sampai akhir perode pelaporan
sehingga harus direklasifikasi kedalam Konstruksi dalam Pengerjaan
berasal reklasifikasi dari Peralatan Mesin sebesar Rp68.704.000,00
(pekerjaanperencanaarkapal pengawasdi SKPD Dinas Kelautan dan
Perikanan), reklasifikasi  dari Gedung Bangunan sebesar
Rp74.141.773.923,921an reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan
sebesaRp49.872.854.567,56.

b. MutasikurangsebesaRp38.042.868.863, 1t@rdiri dari:

1. KoreksiNilai saldoawalsebesaRp0,27dikarenakarpembulatangan

2. Reklasifikasi antar Kelompok Aset sebesarRp38.042.868.862,92ntuk
pekerjaanyang telah selesaipada akhir periode pelaporanberasaldari
reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp7.070.424.864,00,
reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp30.014.663.834,30 dan
reklasifikasi ke Persediaansebesar Rp957.780.164,62(hasil temuan
pemeriksapenyesuaiaraset tetap atas pembangunaralan permukiman
tahun 2022 SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan).

7) Akumulasi PenyusutanPeralatan dan Mesin

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021 1.800.637.753.296,62

Mutasi Tambah
Koreksi Nilai Penyusutan 16.135.816.714,28
Hibah 8.185.046.269,00
Mutasi antar SKPD 12.026.747.739,00
Reklasifikasi 1.013.915.000,00
Beban Penyusutan 271.775.799.105,11
Total Mutasi Tambah 309.137.324.827,39

Mutasi Kurang
Koreksi Nilai Penyusutan 405.510.486,12
Penghapusan 3.045.258.102,00
Mutasi antar SKPD 12.026.747.739,00
Reklasifikasi 5.420.121.201,58
Total Mutasi Kurang 20.897.637.528,70
Total Mutasi 288.239.687.298,69
| Saldo Audited per 31 Des 2022 2.088.877.440.595,31

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan
Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total
penambaharsebesaiRp309.137.324.827,38engantotal pengurangarsebesar
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Rp20.897.637.528,70. Penambahan dan pengurangan nilai bassisélansaksi
sebagaimanberikut:
a. MutasitambahsebesaRp309.137.324.827,38rdiri dari:

1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp16.135.816.714,28 yang berasal dari
koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar
Rp472.917.803,98dikarenakan adanya perubahan kode barang dan
pemecahanbarang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah
Pusat/Kab/Kota sebesar Rp15.217.404.626,05hibah dari Pemerintah
Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan),
koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp445.494.284,25(koreksi
disebabkamdanya temuan pemeriksa);

2. Hibah sebesar Rp8.185.046.269,00, merupakan nilai akumulasi penyusutan
dari penerimaamibahdari PemerintaiPusat/Kabupatetian Kota,;

3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan
nilai akumulaspenyusutaisebesaRp12.026.747.739,00;

4. Reklasifikasi sebesarRp1.013.915.000,0(0erasal dari nilai akumulasi
penyusutantransaksi reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar
Rp19.415.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Dipakai Pihak Lainnya sebesar
Rp994.500.000,0@an

5. Beban Penyusutan Aset Peralatan Mesin Tahun 2022 sebesar
Rp271.775.799.105,10, beban ini termasuk penambahan dari beban hasil
koreksi tim pemeriksa sebesar Rp8.060.956,80 berasal dari penambahan
nilai perolehan aset Peralatan Mesin sebesar Rp36.042.064,00 (SMAN 1
Siberut Selatan dan SMKN 1 Guguak) dan penambahan beban penyusutan
sebesar Rp5.386.000.000,00 (pencatatancatah labpada SKPD RSUD
M.Natsir).

b. MutasikurangsebesaRp20.897.637.528, A@rdiri dari:

1. Koreksi Nilai PenyusutansebesarRp405.510.486,12/ang berasal dari
koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar
Rp289.925.000,12dikarenakan adanya perubahan kode barang dan
pemecahanbarang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah
Pusat/Kab/Kota sebesar Rp585.486,00 (nilai akumulasi penyusutan hibah
dari PemerintahPusat yang tidak sesuaidengan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), koreksi nilai akétmatble record
sebesaRp115.000.000,00adanyapencatataryandal unit kendaraamoda
4 yang nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp115.000.000,00 antara Biro
Umum darBiro Organisasi);

2. Penghapusan dengan nilai akumulasi  penyusutan sebesar
Rp3.045.258.102,0@erasaldari hibah keluar dari PemerintahProvinsi
Sumatera Barat kénstansi lain (hibah kd?olda Sumbar dengan BAST
Nomor 030/225/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 3 Januari 2022, hibah
ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan BAST Nomor
030/123/BAST/PBMD/BPKAD/2022tanggal 18 Maret 2022, hibah ke
Pemerintah  Kabupaten Pasaman dengan BAST Nomor
030/234/BAST/PBMD/BPKAD/2022anggal19 Agustus2022,dan hibah
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ke National Paralympic CommitteBumatera Barat dengan BAST Nomor
030/440/BAST/PBMD/BPKAD/2022anggal 6Desembe022;
3. Mutasi antar SKPD merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD dengan
nilai akumulaspenyusutasebesaRp12.026.747.739,0@an

4. Reklasifikasi keluar dengan nilai

akumulasi penyusutan sebesar

Rp5.420.121.201,58berasal dari reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya
dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp109.009.600,00dan

reklasifikasike AsetTidak BermanfaasebesaRp5.311.111.601,58.

8) Akumulasi PenyusutanGedungdan Bangunan

Uraian

Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021

922.179.652.369,33

Mutasi Tambah

Koreksi Nilai Penyusutan

1.086.071.506,77

Hibah

306.928.496,16

Mutasi antar SKPD

1.663.318.013,59

reklasifikasi

Beban Penyusutan

89.984.506.791,40

Total Mutasi Tambah

93.040.824.807,92

Mutasi Kurang

Koreksi Nilai Penyusutan

1.910.571.480,67

Penghapusan

607.629.510,03

Mutasi antar SKPD

1.663.318.013,59

reklasifikasi

1.504.720.871,97

Beban Penyusutan

11.423.584,44

Total Mutasi Kurang

5.697.663.460,69

Total Mutasi

87.343.161.347,22

Saldo Audited per 31 Des 2022

1.009.522.813.716,55

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung
Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total
penambahansebesar Rp93.040.824.807,92lengan total pengurangansebesar
Rp5.697.663.460,69Penambahardan pengurangamilai berasaldari transaksi

sebagaimanberikut:

a. MutasitambahsebesaRp93.040.824.807,92rdiri dari:
1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rpl1.086.071.506,77 yang berasal dari
koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar
Rp240.225.000,1dikarenakaradanyaperubaharkode barangdan
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pemecahanbarang serta pembulatan, koreksi dari hibah Pemerintah
Pusat/Kab/Kota sebesar Rp485.222.324,66 (hibah dari Pemerintah
Pusat/Kab/Kota tapi tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan),
koreksi nilai dari pihak lainnya sebesar Rp360.624.182,00(koreksi
akumulasi penyusutan disebabkan adanya temuan pemeriksa karena
kekurangan pencatatan rehab Tahun 2010 dari SKPD Dinas Bina Marga
CiptaKarya danTataRuangdengamilai peroleharrehab);

2. Hibah dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp306.928.496,16 (hibah
dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan BAST Nomor
032/219/BPKPADBPS/11/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan hibah dari
KementeriaanESDM BAST Nomor B-335/BN.07/SBG/2022tanggal 4
November2022);

3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
dengamilai akumulaspenyusutarsebesaRpl1.663.318.013,58an

4. Beban PenyusutanTahun 2022 sebesarRp89.984.506.791,40ermasuk
penambahan beban hasil koreksi tim pemeriksa sebesar Rp13.674.972,00
(penambahan rehab tahun 2010 dari SKPD Dinas Bina Marga Cipta Karya
danTata Ruang).

b. MutasikurangsebesaRp5.697.663.460,6@rdiri dari:

1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp1.910.571.480,67 berasal dari koreksi
saldo awal untuk mengkoreksisaldo pencatatanperiode lalu sebesar
Rp1.910.571.480,23dikarenakan adanya perubahankode barang dan
pemecahan barang serta pembulatan, koreksi nilai Pihak Lainnya sebesar
Rp0,42(pembulatan);

2. Penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp607.629.510,03
dikarenakanhibah keluar ke Pemerintah Kabupaten Pasaman (BAST
Nomor 234/BAST/PBMD/BPKAD/2022tanggal 19 Agustus 2022) dan
hibah keluar ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (BAST
Nomor030/247/BAST/PBMD/BPKAD/2022anggal6 Septembe022);

3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
dengamilai akumulasipenyusutasebesaRp1.663.318.013,59;

4. Reklasifikasi antar kelompok aset sebesar Rp1.504.720.871,97 berasal dari
reklasifikasi ke Aset Tidak Bermanfaat sebesar Rpl.254.476.978,64
(termasuk hasil koreksi tim pemeriksa untuk gedung bangunan kantin dan
wc di Badan Penghubung sebesar Rp83.984.331,08) dan reklasifikasi ke
AsetDipakaiPihakLain sebesaRp250.243.893,33jan

5. Beban Penyusutan kurang sebesar Rp11.423.584,44 berasal dari koreksi tim
pemeriksakarena reklasifikasi aset Gedung Bangunanke Aset Tidak
Bermanfaat karena usulan penghapusankantin dan wc pada Badan
Penghubung.

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 116



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

9) Akumulasi PenyusutanJalan Irigasi dan Jaringan

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021 4.336.625.501.804,23
Mutasi Tambah

Koreksi Nilai Penyusutan 259.075.963.588,80

Hibah 27.398.282.298,60

Mutasi antar SKPD 294.496.356.273,40

reklasifikasi

Beban Penyusutan 301.050.839.146,63

Total Mutasi Tambah 882.021.441.307,43
Mutasi Kurang

Koreksi Nilai Penyusutan 7.670.698.012,62

Penghapusan

Mutasi antar SKPD 294.496.356.273,40

reklasifikasi

Total Mutasi Kurang 302.167.054.286,02
Total Mutasi 579.854.387.021,41

| Saldo Audited per 31 Des 2022 4.916.479.888.825,64

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan,
Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember
2022. Total penambahan sebesar Rp882.021.441.307,43 dengan total pengurangan
sebesarRp302.167.054.286,0FPenambahardan pengurangamilai berasaldari
transaksi sebagaimana berikut:

a. MutasitambahsebesaRp882.021.441.307,48rdiri dari:

1. Koreksi Nilai Penyusutan sebesar Rp259.075.963.588,80 yang berasal dari
koreksi saldo awal untuk mengkoreksi saldo pencatatan periode lalu sebesar
Rp453.502.497,00 (Pembangunan embung Nagari Pakandangan)
dikarenakan di BA Mutasi pada SKPD Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi nilai akumulasi penyusutan berbeda dengan perhitungan
penyusutan yang seharusnya dan koreksi dari hibah Kementerian PU yang
tidak dilengkapi dengan nilai akumulasi penyusutan di Berita Acara Hibah
sebesaRp258.622.461.091,80;

2. Hibah Jalan, Irigasdan Jaringardenganakumulasipenyusutansebesar
Rp27.398.282.298,60;

3. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
dengamilai akumulaspenyusutarsebesaRp294.496.356.273,4dan

4. Bebanpenyusutaifahun2022sebesaRp301.050.839.146,63.

b. MutasikurangsebesaRp302.167.054.286,0G2rdiri dari:
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1. Koreksi saldo awal nilai penyusutan sebesar Rp7.670.698.012,62 dari Dinas
Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang disebabkan koreksi Akumulasi
Penyusutan Mutasi dari Pengelola atas Hibah JIJ dari Kementerian PUPR
senilaiRp348.242.814.447,0dan

2. Mutasi antar SKPD yang merupakan transaksi masuk keluar antar SKPD
dengamilai akumulaspenyusutasebesaRp294.496.356.273,40.

10) Akumulasi PenyusutanAset Tetap Lainnya

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021 16.410.201.497,76

Mutasi Tambah

Koreksi Nilai Penyusutan

Hibah

Mutasi antar SKPD

reklasifikasi

109.009.600,00

Beban Penyusutan

407.924.736,20

Total Mutasi Tambah

516.934.336,20

Mutasi Kurang

Koreksi Nilai Penyusutan

Penghapusan 3.303.023.214,92

Mutasi antar SKPD

reklasifikasi

Total Mutasi Kurang 3.303.023.214,92

Total Mutasi (2.786.088.878,72)

| Saldo Audited per 31 Des 2022 13.624.112.619,04

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Total
penambahan sebesar Rp516.934.336,20dengan total pengurangan sebesar
Rp3.303.023.214,92Penambahardan pengurangamilai berasaldari transaksi
sebagaimanberikut:

a. MutasitambahsebesaRp516.934.336,2terdiri dari:
1. Reklasifikasi antar kelompok aset dengan nilai akumulasi penyusutan
sebesar Rp109.009.600,00 berasal dari reklasifikasi peralatan musik dari
Aset Tetap Peralatandan Mesin ke Aset Tetap Lainnya di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas
PerindustriamdanPerdagangargan
2. BebanPenyusutafahun2022sebesaRp407.924.736,20.
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b. MutasikurangsebesaRp3.303.023.214,9@rdiri dari:

1. Penghapusan sebesar Rp3.303.023.214,92 merupakan Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dihapuskan karena hibah Jembatan
Rangka Baja ke Pemerintah Kabupaten Sijunjung (BAST Nomor
030/10/BASTPBMD/BPKAD-2022 tanggal 4 Oktober 2022) dan
Pemerintah  Kabupaten Pasaman Barat (BAST Nomor
030/1342/BAST/PBMD/BPKAD/2022 tanggal 6 Desember 2022) masing
masingsenilaiRp1.651.511.607,46.

PenjelasanKhusus Lainnya:

Aset Tetap Tanah

a) Padaahun2022telahditerbitkansertifikattanahsebanyak0 persil,yaitu:
1. TanahPerkantorarsebanyak’ Persil
2. Tanah Sekolah sebanyak 13 persil

Dengarrinciansebagaberikut:

Status Tanah
Sertifikat Nilai Asset
. Alamat
No SKPD Pengguna Status (Rupiah) am
Hak Luas
No M2) Tgl/Thn
A. | TANAH PERKANTORAN
1 | Dinas Lingkungan Hidup Pakai 06 77.233 | 3/07/2022 | 1.396.530.000,00 | Kelurahan Kapalo Koto
Ampangan, Kec.
Payakumbuh Selatan,
Kota Payakumbuh
2 | Dinas Lingkungan Hidup Pakai 07 59.504 | 3/07/2022 | 1.085.922.000,00 | Kelurahan Kapalo Koto
Ampangan, Kec.
Payakumbuh Selatan,
Kota Payakumbuh
3 | Dinas Perkebunan, Tanaman Pakai 86 963 | 29/11/2022 | 395.851.132,00 | Nagari Pauh, Kec.
Pangan dan Hortikultura Lubuk Sikaping Kab.
Pasaman
4 | Badan Pendapatan Daerah Pakai 54 3.036 | 25/05/2022 150.000.000,00 | Nagari Lingkuang Aua
Kec. Pasaman
5 | Dinas Sosial Pakai 24 168 | 6/10/2022 Nagari Cubadak, Kec.
Lima Kaum kab. Tanah
Datar
6 | Dinas Sosial Pakai 10 614 |27/12/2022 4.912.000,00 | Kel. Kalumbuk, Kec.
Kuranji Kota Padang
7 | Dinas Kominfotik Pakai 46 1.142 | 27/12/2022 | 2.109.190.000,00 | Kel. Alai Parak Kopi,
Kec. Padang Utara
B. TANAH SEKOLAH
8 | SLBN 1 Bukittinggi Pakai 07 464 |31/12/2021 | 1.617.500.000,00 | Kelurahan Pulai Anak
Air Kec. Mandiangin
Koto Selayan Kota
Bukittinggi
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No

SKPD Pengguna

Status Tanah

Status
Hak

Sertifikat

No

Luas
M2)

Tgl/Thn

Nilai Asset
(Rupiah)

Alamat

SMAN 1 Muara Sikabaluan

Pakai

04

10.820

08/07/2021

18.000.000,00

Desa Muara
Siakabaluan kec.
Siberut Utara Kab.
Kep. Mentawai

10

SMAN 1 Lubuk Sikaping

Pakai

87

828

14/04/2022

1.248.298.000,00

Pauh Kec. Lubuk
Sikaping

11

SMAN 1 Rao Pasaman

Pakai

35

4.456

23/03/2022

5.484.270.000,00

Nagari Taruang-
Taruang Kec. Rao Kab.
Pasaman

12

SMAN 1V KOTO TIMUR

Pakai

04

12.777

31/05/2022

Nagari Limau Purut V
Koto Timur Kab.
Padang Pariaman

13

SMAN 1 Pagai Utara

Pakai

02

2.624

08/07/2021

354.000.000,00

Desa Saumanganyak
Kec. Pagai Utara Kab.
Kepulauan Mentawai

14

SMAN 2 Painan

Pakai

03

20.000

24/11/2021

960.000.000,00

Nagari Painan Timur
Painan kec. IV Jurai
Kec. Pesisir Selatan

15

SMAN | IV Nagari Bayang Utara

Pakai

03

4.068

05/07/2022

164.000.000,00

Nagari Puluik Selatan
Kec. IV Nagari Bayang
Utara Kab. Pesisir
Selatan

16

SMAN 8 Sijunjung

Pakai

03

22.920

260.000.000,00

Sijunjung

17

SMAN 2 Kec. Harau

Pakai

09

13.522

06/01/2021

238.000.000,00

Nagari Tarantang
Harau Lima Puluh Kota

18

SMAN 3 Solok Selatan

Pakai

44

4.935

07/07/2022

Nagari Lubuk Gadang
Desa Lubuk Basung
Kec. Sangir Kab. Solok
Selatan

19

SMKN 3 Solok Selatan

Pakai

42

6.272

07/07/2022

150.000.000,00

Nagari Lubuk Gadang
Desa Lubuk Basung
Kec. Sangir Kab. Solok
Selatan

20

SMKN 3 Solok Selatan

Pakai

43

5.208

07/07/2022

20.160.000,00

Nagari Lubuk Gadang
Desa Lubuk Basung
Kec. Sangir Kab. Solok
Selatan

TOTAL

251.554

15.656.633.132,00

b) Didalam Aset Tetap Tanah ini. termasuk nilai tanah yang berlokasi di Rimbo
Kaluang (GOR. H. Agus Salim Padang ) seluas 25.07%aN&h tersebut saat ini

tercatatsebagairset TetapTanahpadaDinasPemudalanOlah Raga.

Tanah yang ditukar gulingkan tersebut adalah Tanah BNI yang terletak di GOR

Haji Agus Salim Padangseluas25.075 m? ditukar dengantanah Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat selu62.687,50 riyang terletak di Kecamatan Koto

Tangah.
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Tukar guling dilakukan atas dasar harga tanah yang sama (senilai) berdasarkan
Berita Acara Tim PenaksirHarga Tukar Menukar Tanah BNI denganTanah
Pemdatanggal20 juli 1991,dengan rincian

U TanahBNI :

Luas25.075 m dengartaksiranharga(1991)Rp50.000/msenilai25.075x
Rp50.000= Rp1.253.750.000

U Tanah Pemda:

Dengantaksiran harga(1991)Rp20.000/msehinggduastanah pemda
sebagapengganttanahBNI adalahRp1.253.750.000Rp20.00x 1 m? =
62.687.50n?

Tanah milik BNI seluas 25.075%di GOR Haji Agus Salim yang akan diserahkan

ke Pemda, sertifikatnya masih atas nama BNI dan belum dibaliknamakan
sertifikatnya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karenadedaaia

BNI belum dapat menguasai seluruh tanah milik Pemda di Kec. Koto Tangah yang
diserahkarke pihakBNI dalamrangka prosesikar guling.

Tukar guling tanah PemerintahProvinsi SumateraBarat dengantanah BNI
dilakukan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai tuan rumah MTQ ke XiIII
tahun 1983. Tanah BNI terletak di Padang Baru tepatnya lokasi GOR Haji Agus
Salim sekarang, sementara tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari
tanahnegareEks. Eigendonverpondingl794.

Dari 4 (empat) sertifikat tanah milik pemda yang diserahkan sebagai pengganti
Tanah BNI GOR Agus Salim belum seluruhnya dapat diselesaikan. Berikut ini
perkembangapenyelesaiannya.

1. Sertifikat Hak Milik No. 2962 (eks.SHM No. 1304) berlokasi di Kelurahan Air
Pacah

a. Telah 2 (dua) kali digugat oleh Sdr. Miswan Cs (objek Ruislag) dengan
perkara perdataNo 08/PDT.G/2013.PN.PDGlan pihak yang tergugat
antara lain : Gubernur Sumatera Barat (Tergé@gaBNI (Tergugat B), dan
BPN Kota Padang (Tergug#l);

b. Gugatan telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang dengan putusan
NO (Niet Ovankelijke Veeklaard) atau Gugatanpenggugattidak dapat
diterima pada tanggal 11 Desember 2013, dan bersangkutan mengajukan
banding,dansampaisaatini keputusarmbandingbelum keluar.

2. SertifikatHak Milik no.1925 (eksSHM No. 762) berlokasdi Kelurahan
Dadok Tunggul Hitam. BNI telahmelakukanpemagararkeliling seluasb43.6
m. dantidak adapihak yang mengajukargugatan Berarti terhadapsertifikat
Nomor 1925%udahdapatdikuasaisepenuhnyaleh BNI.

3. SertifikatHak Milik No. 2334yangberlokasidi KelurahanAir Pacah

Pada Tanggal 3 Oktober 2013, BNI bersamadenganTIM Provinsi telah
melakukan tunjuk batas terhadap sertifikat Nomor 2334. Dalam pelaksanaan
Tunjuk Batasada pihak ketiga yang menggugat(dari kelompoklbu Rasani)
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yang mengaku tanah tersebut adalah tanah ulagatka.Pemda dan BNI
meminta kepada penggugatuntuk mengajukangugatannyake pengadilan.
Kondisi terakhir saat ini, setelah dilakukan negosiasi/pendekatadengan
penggugat antara Pemda Provinsi. Pemda Kota Padang. BNI dan aparat Hukum
dengan penggugat. berdasarkan bblk#ti yang ada akhirnya penggugat telah
mau menerimadan BNI telah dapat sepenuhnyanenguasaitanah tersebut
untukprosegpemagaran.

4. Terhadap persil tanah seluas 10.894 (®i2a dari Luas SertifikaHak Milik
No. 761)

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan BPN untuk mencari lokasi tanah
tersebut. Tanggal 23 Desember 2@BI8 meminta kepada Pemerinah Provinsi
Sumatera Barat untuk mencarikan lokasi pengganti sertifikat nomor 761 karena
ternyataanahtersebutokasinya tumpangndih dengan SHMain.

Pada tanggal 23 Desember 2013 diterima surat dari BNl 1946 Surat
No.WPD/7.1/6672perihal kelanjutan prosestukar guling tanah Pemerintah
ProvinsiSumbardengan tanaBNI yang isinya:

x Pihak BNI telah menerima 3 Sertifikat dari Pemerintah Provinsi Sumbar
yaitu:
A SHM 2962(Eks SHM No 1304)Kel Air Pacahdengarluas28.725m2
A SHM 1925 (Eks SHM No 762) Kel Dadok Tunggul Hitam denganluas
18.325m2
A SHM 2334 luas 4.316m2 (pecahandari SHM 761 yang bermasalah
seluasl5.210m2)

x  Pihak BNI memintakejelasanstatustanahpenggantidenganluas 10.894
m2 (sisadariluasSHM 761)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat proses tukar guling dilakukan
tidak atas dasar luas tanah. tetapi atas dasar harga tanah yang sama (senilai).
sedangkarsaat inikarenafaktor kenaikanhargatanah. makakemungkinan

nilai tanah keduanyatidak setaralagi. Oleh karenaitu. pihak BNI akan
melakukanpenilaian ulang dan kelanjutan prosestukar guling antaraBNI
dengarPemda akan ditinjaulang.

Tanggal 23 Juli 2020. Gubernur telah membuat surat untuk BNI dengan Nomor:
030/502/BAP2BMDIIN/2020 tentang Tindak Lanjut  penyelesaian
Permasalahan Ruislagh Tanah antara Pemerintah Provinsi dengan BNI untuk
penyampaianterkait beralihnya prosesdari Rusilagh menjadi saling Hibah
dengammemberikan beberapa kajiajian.

Namun, ternyata pihak BNI masih meragukan apakah proses saling hibah ini
dapat dilaksanakan mengingat pada psl 396 ayat (1) Permendagri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Pedoman PengelolaanBMD, bahwa hibah dapat
dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan.
kemanusiaan. pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan
pemerintaldaerahsementar®@ihakBNI merupakarPerseroayangkomersial,
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sehingga untuk proses hibah ini perlu dikaji ulang kembali. Sampai tahun 2021
ini masih dilakukan pembahasan pembahasan dengan pihak Bank BNI untuk
menyelesaikan permasalahan tanah ini. Secara lengkap kronologis penyelesaian
permasalaharaset tanah PemerintahProvinsi SumateraBarat denganBNI
dijelaskanpadaBabVI InformasiNon Keuangan.

5.3.1.29.Dana Cadangan

No

URAIAN

2022
(Rp)

2021
(Rp)

29.

Dana Cadangan

0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana cadangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
per 31 Desember 2022 dan 2021. Tidak ada dana cadangan Pemerintah Provinsi
Sumaterdarat sampailengar3l Desembef022yangtelahditetapkan.

5.3.1.30.AsetLainnya

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
30 | ASET LAINNYA 208.290.062.998,31|  192.266.921.182,21

Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah,
kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan asdailajirdengan rincian
sebagai berikut:

No

URAIAN

2022
(Rp)

2021
(Rp)

30.1

Tagihan Penjualan Angsuran

0.00

0.00

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai tagihan penjualan angsuranPemerintah
Provinsi Sumatera Baraer 31 Desember 2022 dan 202ing akan jatuh tempo 12
bulan kemudian setelah tanggal neraca dan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

35.
2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
30.2 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 10.265.681.469,00 12.005.681.469,00

Jumlahtersebutmerupakarsaldoasetlainnyatuntutanganti kerugiandaerahper 31
Desembef022 dar021,terdiri dari:
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a) Tagihan tuntutan  perbendaharaaatas UUDP Setdatahun 2005 yaitu an.
Sdr. Drs. Zulkifli Yasin sebesarRp351.798.311,0(hamun yang bersangkutan
telah meninggal dunia pada tgl 16 Agustus 2008. Khusus Tuntutan Ganti Rugi an.
Sdr. Drs. Zulkifli Yasin menyerahkanjaminan berupa: 1 (satu) buah BPKB
Nomor D.0211183 C kendaraan roda dua merk Modenas BA 4008 TP Tahun 2003
dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2867 tanggal 26 Januari 2008 atas
tanah perumahan seluas 260 m2 yang berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing
Kecamatan Koto Tangah Padang. Dan berdasarkan hasil keputusan sidang Tim
PenyelesaiarKerugian Daerah (TPKD) Provinsi SumateraBarat tanggal 25
sampai dengan 28 Oktober 2012 merekomendasikan pelimpahan kasus TP/TGR
Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Padangdengan surat pada tanggal No.903/2284/DPKRPAkt-2010.
tanggal 28 Desember 2010, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
belum ada perkembangancicilannya dan pada tahun 2017 dan 2020 di
reklasifikasiifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan. Saat ini dalam
prosesdi KPKNL.

b) Sisa TGR Yusafni belum jatuh tempo Rp5.556.836.000,00 (Rp524.000.000 sudah
disetorke Kasdaahun 201&1an2017).

c) TGR atas nama Yelnazi Rinto Bendahara Pengeluaran pembantu pada Biro Bina
MentaldanKesraSekretariaDaerahsebesaRp685.499.158,00.

d) TGR atas nam&rman RahmarKepala BPBD Prov Sumbar atas temuan BPK
pada LHP Nomor 40.C/LHP/XVIII.PDG/12/2021 tentang Laporan Hasil
Permeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundangindanganpada Pemprov Sumbar Tahun 2021tanggal 6Mei 2021
sebesar Rp6.531.548.000,00 dan tahun 2021 telah dilakukan pengembalian ke Kas
Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.120.000.000,00 serta selama tahun
2022 juga telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.740.000.000,00
sehinggaper 31 Desember2022 jumlah TGR atas nama E.Rahmansenilai
Rp3.671.548.000,00 dapat juga diinformasikan bahwa yang bersangkutan juga
menyerahkan aset sebagai jaminan berupa Sertifikat tanah dan bangunan yang ada
diatasnya berlokasi di Belanti Lolong Padang dan Sertifikat tanah lyarigkasi
di Kabupaten Solok.

Mutasi tambah kurang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selengkapnya dapat dilihat

padaLampiran2?.
2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
30.3 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga 19.856.938.752,53 19.856.938.752,53

Jumlahtersebumerupakarsaldo rekening kemitraan dengan pilkakiga padgposisi
per31 Desembef022dan 2021dengarrincian:

a) Aset tanahseluasz 10.000 m2 terletak dikelurahanBukit CanganKecamatan
GugukPanjangKotamadyark Il Bukittinggi senilaiRp1.518.148.975,50
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berdasarkan SK Gubernur No SK.0286-:1990 tanggal 19 Juni 1990 tentang
penyertaan modal Pemprov Dati | Sumbar kepada PT Grahamas Citrawisata dan
SK Mendagri Nomor 573.2390 tentang pengesahan Keputusan Gubernur No
SK.028.2961990, serta Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan PT
Grahamas Citrawisata yang di buat oleh notaris Yuyu Tristanti. SH dengan no akta
12.090/L/1990 tanggal 27 Agustus 1990 untuk membangun dan mengelola hotel
bertarafinternasionatlalamjangkawaktu 30tahun.

Pada saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri Bangunan Novotel Bukittingi yang
mulai beroperasi tanggal 11 November 1995. Perjanjian kerjasama diaddendum
dengan perjanjian nomor 1:B0GSB-2010 dan nomor 025/GO/1X/2010 tanggal 30
September 2010 yang menyesuaikan nilai kontribusi yang akan diberikan kepada
Pemprov Sumbar. Pada tahun 2021, Pemprov Sumbar telah memperoleh
kontribusisebesaRp200.000.000,0padatanggal23 Desember 2021.

b) Aset tanah, bangunan, peralatan dan mesin Paviliun Bung Hatta senilai
Rp18.338.789.777,03/ang dikerjasamakandengan PT Graha Dwi Amarta
berdasarkarperjanjian nomor 3230/SPK/IBH/Vi-2020 dan Nomor 001/GDA
WTA/NI/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan kontribusi sebesar
Rp1.000.000.000,0@er tahun. Untuk kontribusi tahun 2021 telah dibayarkan
Rp1.000.000.000,00adatanggal 3Mesember 2021.

AsetTidak Berwujud

2022 2021
No URAIAN
(Rp) (Rp)
30.4. | Aset Tidak Berwujud 33.468.540.115,00 33.444.633.823,00
Akm.Amortisasi Aset Tidak Berwujud (32.066.751.939,93) (31.252.928.587,10)
Nilai Buku 1.401.788.175,07 2.191.705.235,90

Mutasi TambahKurangAset Tidak BerwujuddanAkumulasipenyusutannyaebagai
berikut:

Nilai Perolehan

Uraian Aset Tidak Berwujud

Saldo Audited per 31 Des 2021 33.444.633.823,00

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD
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Uraian Aset Tidak Berwujud
Reklasifikasi 23.906.292,00
Beban Penyusutan
Total Mutasi Tambah 23.906.292,00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi

Total Mutasi Kurang

Total Mutasi 23.906.292,00

Saldo Audited per 31 Des 2022 33.468.540.115,00

Jumlah tersebut merupakansaldo nilai perolehanAset Tidak Berwujud milik
PemerintahProvinsi SumateraBarat per 31 Desember2022. Penambahardan
penguranganilai dapatdijelaskan sebagai berikut

a. MutasitambalsebesaRp23.906.292,0€rdiri dari:
1. Reklasifikasidari Aset TetapLainnyasebesaRp23.906.292,0(pembelian
e-bookSKPDDinasKearsipardanPerpustakaan);

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021 31.252.928.587,10

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

reklasifikasi
Beban Penyusutan 813.823.352,83
Total Mutasi Tambah 813.823.352,83
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Uraian Akm. Penyusutan

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi

Total Mutasi Kurang

Total Mutasi 813.823.352,83

Saldo Audited per 31 Des 2022 32.066.751.939,93

a. MutasitambahsebesaRp813.823.352,8&rdiri dari:
1. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2022 sebesar
Rp813.823.352,83 yang dihitung seusai dengan aturan yang berlaku pada
PemerintalProvinsiSumateraarat.

AsetLain - Lain

Uraian

2022 (Rp)

2021 (Rp)

Aset Lain-lain

Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

Aset Tidak Bermanfaat

Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat

Aset Dalam Penelusuran

Akm. Penyusutan Aset Dalam Penelusuran
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Jumlah Aset Lain-lain

91.652.134.674,00
128.146.715.438,13
(78.212.541.981,32)
18.322.683.824,67
(3.131.814.269,83)
8.543.725.547,21
(5.938.257.802,15)
17.383.009.171,00

176.765.654.601,71

91.091.548.298,00
124.577.896.942,16
(74.493.992.261,54)
18.322.683.824,67
(3.125.345.103,33)
8.078.176.547,21
(6.238.372.522,39)
0,00

158.212.595.724,78

1) Aset yangdibatasi PenggunaannyaRp91.652.134.674,00

Jumlah tersebut merupakansaldo Kas yang dibatasi penggunaannyaer 31
Desember 2022 daR021. Saldo ini merupakan saldo dana sumbangan dari PT
Rajawali. Dana tersebut didepositokan pada Bank Nagari sejumlah
Rp91.091.548.298,0®erdasarkanAdendum X Perjanjian KerjasamaNomor:
910/1256/Perbend/B.Keud®21. Nomor: PKS/089/DIR/072021 antara
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Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Investasi Jangka Pendek Dalam
Bentuk Deposito Mudharabalangka waktu deposito mudharabah yaitu 3 bulan
dan dapat diperpanjang secara otomatis. Pemprov Sumbar mendapat bagi hasil
deposito Mudharabah dengan nisbah khusus bagi hasil 50% untuk deposan: 50%
untuk bank. Jumlahersebutbelum termasulkpendapatan bunga deposittari

Dana Rajawali ini tahun 2022 sebesar Rp560.586.376,00 yang akan didepositokan
di Tahun2023.

Data selengkapnya tentang Nomor Deposito dan Nisbah Basjinya tahun
2022,dapatdilihat padaLampiran 52.

2) Aset Tidak Bermanfaat & Akumulasi Penyusutannya

Nilai Perolehan

Uraian Aset Tidak Bermanfaat

Saldo Audited per 31 Des 2021 124.577.896.942,16

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai 0,28

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 9.489.624.111,40

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah 9.489.624.111,68

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai 0,04

Penghapusan 5.901.390.615,67

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 19.415.000,00
Total Mutasi Kurang 5.920.805.615,71
Total Mutasi 3.568.818.495,97
Saldo Audited per 31 Des 2022 128.146.715.438,13
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Jumlah tersebutnerupakansaldo nilai perolehan Aseflidak BermanfaatMilik
PemerintahProvinsi SumateraBarat per 31 Desember2022. Penambahardan
penguranganilai dapatdijelaskan sebagai berikut:

a. MutasitambahsebesaRp9.489.624.111,6&rdiri dari:

1. Koreksinilai saldoawalsebesaRp0,28(pembulatan);

2. reklasifikasi sebesar Rp9.489.624.111,40 berasal reklasifikasi dari Peralatan
dan Mesin sebesar Rp5.619.264.233,40,reklasifikasi dari Gedung
Bangunan sebesar Rp2.982.659.878,00 (termasuk reklasifikasi dikarenakan
koreksi tim pemeriksa untuk gedung bangunan kantin dan wc SKPD Badan
Penghubung) dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp887.700.000,00(usulgrenghapusah4 SKPD).

b. MutasikurangsebesaRp3.568.818.495,%eérdiri dari:

1. Koreksikurangnilai sebesaRp0,04(pembulatan);

2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp5.901.390.615,67 terdiri dari
penghapusan karena hibah sebesar Rp15.675.000,00, penghapusan dengan
penjualan sebesar Rp4.851.329.399,67 dan penghapusan dengan
pemusnahasebesaRpl1.034.386.216,0@an

3. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai perolehan sebesar
Rp19.415.000,0QL unit sepedanotor SKPD BadanPendapataBaerah).

Akm. PenyusutanAset Tidak Bermanfaat

Uraian Akm. Penyusutan
Saldo Audited per 31 Des 2021 74.493.992.261,54
Mutasi Tambah
Belanja Modal tahun 2022
Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 -
Koreksi Nilai 68.700.728,37

Hibah

Mutasi antar SKPD -

Reklasifikasi 6.565.588.580,22

Beban Penyusutan 711.644.234,56

Total Mutasi Tambah 7.345.933.543,15
Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai 0,03
Penghapusan 3.607.968.823,34

Mutasi antar SKPD -
Reklasifikasi 19.415.000,00

Total Mutasi Kurang 3.627.383.823,37

Total Mutasi 3.718.549.719,78
‘ Saldo Audited per 31 Des 2022 78.212.541.981,32

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi PenyusutanAset Tidak
BermanfaatMilik PemerintahProvinsi SumateraBarat per 31 Desember2022.
Penambahadanpenguranganilai dapatdijelaskansebagaberikut:
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a. MutasitambahsebesaRp7.345.933.543, 1ferdiri dari:

1. Koreksi nilai saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp68.700.728,37
akibat perubahan kebijakan penyusutan dan koreksi kode barang dari Dinas
KelautandanPerikanardan BiroUmum;

2. Reklasifikasi akumulasi penyusutansebesarRp6.565.588.580,2berasal
reklasifikasi dari Peralatandan Mesin sebesarRp5.311.111.601,5&an
reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rpl1.254.476.978,64 (usulan
penghapusab4 SKPD);dan

3. Beban Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat tahun 2022 sebesar
Rp711.644.234,56.

b. MutasikurangsebesaRp3.627.383.823,3férdiri dari:

1. Koreksi kurang nilai saldo awal akumulasi penyusutansebesarRp0,03
(pembulatan);

2. Penghapusan dengan SK Gubernur sebesar Rp3.607.968.823,34 terdiri dari
penghapusan karena hibah sebesar Rp15.675.000,00, penghapusan dengan
penjualan sebesar Rp3.539.093.515,16 dan penghapusan dengan
pemusnahasebesaRp53.200.308,18; dan

3. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar
Rp19.415.000,0QL unit sepedanotor SKPD BadanPendapataBaerah).

3) AsetDalam Penelusuran
Saldo Aset Dalam Penelusuran per 31 Desember 2022 sebesar
Rp15.190.869.554,84 terdiri dari: Nilai Perolehan sebesar Rp18.322.683.824,67
dan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Penelusuran sebesar Rp3.131.814.269,83
dengaruraiansebagaberikut.

Nilai Perolehan

Uraian Aset Dalam Penelusuran

Saldo Audited per 31 Des 2021 18.322.683.824,67

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi
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Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi

Total Mutasi Kurang

Total Mutasi

Saldo Audited per 31 Des 2022 18.322.683.824,67

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Dalam Penelusuran milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Aset Dalam Penelusuran berasal
darilima SKPDsebagaberikut:

No Nama SKPD Nilai Perolehan Akm Penyusutan
1 Dinas Pendidikan 1.177.117.446,00 453.260.846,00
2 Dinas Kesehatan 2.372.492.823,83 2.372.492.823,83
Dinas Bina Marga. Cipta Karya dan Tata
3 13.302.232.954,84
Ruang
4 BPBD 306.060.600,00 306.060.600,00
5 Pengelola BMD 1.164.780.000,00

Akumulasi PenyusutanAset Dalam Penelusuran

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited Per 31 Des 2021 3.125.345.103,33

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 2.148.094,00
Beban Penyusutan 4.321.072,50
Total Mutasi Tambah 6.469.166,50

Mutasi Kurang

Barang Modal yang tidak dikapitalisasi
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Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi

Total Mutasi Kurang

Total Mutasi 6.469.166,50

Saldo Audited per 31 Des 2022 3.131.814.269,83

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi PenyusutanAset Dalam
Penelusuran milik PemerintaProvinsi Sumatera Baraper 31 Desember 2022.
Penambahadanpenguranganilai dapatdilihat sebagaimantabel diatas.

4) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain & Akumulasi Penyusutannya

Nilai Perolehan

Uraian Aset Dipakai Pihak lain

Saldo Audited per 31 Des 2021 8.078.176.547,21

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 1.460.049.000,00

Beban Penyusutan

Total Mutasi Tambah 1.460.049.000,00

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

reklasifikasi 994.500.000,00
Total Mutasi Kurang 994.500.000,00
Total Mutasi 465.549.000,00
Saldo Audited per 31 Des 2022 8.543.725.547,21
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Jumlah tersebut merupakan saldo nilai perolehan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022. Aset
Dimanfaatkan Pihak Lain adalah aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
yang dipinjampakaikan (PemanfaatanBarang Milik Daerah) kepada Instansi
Pemerintahbaik pusat maupun daerah sesuaidengan ketentuanyang berlaku.
Penambahadanpenguranganilai dapatdijelaskansebagaberikut:

a. Mutasi tambah sebesarRp1.460.049.000,0(erasal dari reklasifikasi dari
Tanah sebesarRp303.280.000,00dan reklasifikasi dari Gedung Bangunan
sebesar Rp1.156.769.000,00 (tanah dan bangunan jalan Sawo Nomor 5 Padang
yangdipinjampakaikarke BadarintelejenDaerah Sumatearat)

b. Mutasi kurang sebesar Rp994.500.000,00 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan
dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp994.500.000,00 (pengembalian
empat unit kendaraan roda empat yang dipinjampakaikan dari KPU Provinsi
Sumater8arat).

Akumulasi PenyusutanAset Dipakai Pihak lain

Uraian Akm. Penyusutan

Saldo Audited per 31 Des 2021 6.238.372.522,39

Mutasi Tambah

Belanja Modal tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa tahun 2022

Koreksi Nilai

Hibah

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 250.243.893,33
Beban Penyusutan 444.141.386,43
Total Mutasi Tambah 694.385.279,76

Mutasi Kurang

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Koreksi Nilai

Penghapusan

Mutasi antar SKPD

Reklasifikasi 994.500.000,00
Total Mutasi Kurang 994.500.000,00
Total Mutasi (300.114.720,24)
Saldo Audited per 31 Des 2022 5.938.257.802,15
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Jumlah tersebut merupakan saldo nilai akumulasi penyusutan Aset Dimanfaatkan
Pihak Lain milik PemerintahProvinsi SumateraBarat per 31 Desember2022.
Penambahadanpenguranganilai dapatdijelaskansebagaberikut:

a. MutasitambahsebesaRp694.385.279,7&rdiri dari:

1. Reklasifikasi sebesarRp250.243.893,3derasaldari Gedung Bangunan
(akumulasi penyusutanbangunanJalan Sawo Nomor 5 Padangyang
dipinjampakaikarke BadanintelejenDaerahSumateraarat); dan

2. BebanPenyusutatahun2022sebesaRp444.141.386,43.

b. Mutasi kurang sebesar Rp994.500.000,00 berasal dari reklasifikasi ke Peralatan
dan Mesin (pengembalian empat unit kendaraan roda empat yang
dipinjampakaikardari KPU ProvinsiSumaterdarat).

Mutasi tambahkurang untuk AsetTidak Bermanfaat, Aset Dalam Penelusuran dan
AsetDimanfaatkan Pihak Laidapatdilihat padaLampiran45 dan46.

5) DanaTransfer Treasury DepositFacility (TDF) Rp.17.383.009.171,00

Merupakan Rekenindreasury Deposit Transfér TKD Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat pada Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000214980 atas nama
RekeningLain Bl TDF-TKD ProvinsiSumateraaratsebesaRp17.383.009.171,00.

Hal ini sesuaidenganNota Dinas Dirjen PerbendaharaafementerianKeuangan
Nomor ND-202/PB.6.2023 tanggdl0 Maret 2023, perihalPenyesuaiarKebijakan
Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Rekening
TreasuryDepositFacility Transferke DaeranTDF-TKD).

5.3.2. Kewajiban
5.3.2.1.Kewajiban Jangka Pendek
5.3.2.1.31.Utang Perhitungan Pihak Ketiga

2022 2021
No URAIAN (Rp) (Ro)
31 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 56.258.668,00 291.848.715,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Perhitungan Pihak kKetigdl Desember

2022 dan 2021. Utang PFK muncul karena masih adanya pungutan atau potongan
rekening pihak ketiga oleh BendaharaPengeluararpada SKPD yaitu Biro Bina
MentaldanKesraSetda Rp56.258.668,00.

Utang tersebut belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai akhir TA per 31
DesembeR022 dar021.Rincianper SKPDdapatdilihat padaLampiran55.
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5.3.2.1.32 PendapatanDiterima Dimuka

2022 2021
No URAIAN (Rp) (Rp)
32. Pendapatan Diterima Dimuka 2.556.566.666,67 948.500.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember
2022 dan2021 yaitupendapatan Sewa Ruangan ATM pada RSUD Achmad Muchtar,
RSUD M.Natsir Solok, Mesjid Raya, Paviliun Istana Bung Hatta dan Balai Sidang
BungHatta sert&anahKomplek GOR padaBPKAD.

Selengkapnydapatdilihat padaLampiran57.

5.3.2.1.33.Utang Belanja

2022 2021
No URAIAN (Rp) (Rp)
33. Utang Belanja 82.938.370.035,21 123.789.938.982,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belppja31l Desember 2022 d&a021,
dengarrinciansebagaberikut:

No URAIAN ngfS ?gi%
33a | Utang Belanja
Utang Belanja Pegawai 550.168.173,00 6.217.803.523,00
Utang Belanja Barang Jasa 54.181.720.956,00 97.276.237.470,07
Utang Belanja Modal 28.206.480.906,21 20.295.897.989,89
TOTAL 82.938.370.035,21 123.789.938.982,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021
yaitu:

1. Utang Belanja Pegawai adalah utang Belanja Gaji kenaikan pangkat/berkala/
tambahan penghasilan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSJ HB. Saanin,
RSUD Pariaman,Dinas PerhubunganDinas Energi Sumber Daya Mineral dan
DinasTanaman Pangan HoltikultudanPerkebunan.

2.Utang Belanja Barang dan Jasa yaitu utang belanja telp. listrik. air. internet yang
merupakanpemakaianbulan Desember2022 yang dibayarkanTahun 2023 dan
termasuk utang belanja barang diserahkanpada Dinas Peternakandan Keswan
sebesar Rp616.200.000,00 dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar
Rp170.500.000,00 dan jasa tenaga keamanan sebesar Rp153.353.686,00 pada Biro
Umum.

3.Utang Belanja Modal yaitu utang Belanja Modal yang sampai akhir tahun 2022
belum dibayar kepada pihak ketiga antara lain pada Dinas SumberAbagan
Bina KonstruksisebesaRp208.444.898,21BadanPenghubungebesar
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Rp117.000.000,00, RSAM Bukittinggi sebesar Rp903.036.008,00, RSUD Pariaman
sebesar Rp48.000.000,00 dan pada RSUD M.Natsir Solok sebesar
Rp26.930.000.000,00

RincianUtangbelanjabarangdanjasatersebutdapatdilihat padaLampiran56.

Selain hal tersebut di atas, masih terdapat pengadaan Peralatan dan Mesin pada BKIM
berupa alat kesehatan mata senilai Rp2.687.500.000,00 telah diterima fisik barangnya
dantelahdilakukan ujifungsi,namunbelumdigunakardandibayarkan.

Dengan demikian pengadaan tersebut tidak diakui sebagai utang Belanja Modal karena
asetnyatidak tercatatpada Laporan KeuanganSKPD maupun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, sesuai dengan BAST N0020.1101/APBD.BKIMSB/XI1/2022

berupa Geuder Megatron S4 Opthalmic Surginal System Anterior dan BAST
No0.020.1074/APBD.BKIMSB/XI1/2022 berupa-Scan Plus Conne¢Biometri) serta

BAST No0.020.1102/APBD.BKIMSB/XI1/2022 berupa Haag Streit Operating
MikroscopeAllega900.

5.3.2.1.34.Utang Transfer

2022 2021
N URAIAN
° (Rp) (Rp)
34, Utang Transfer 147.825.383.949,00 190.437.346.210,00

Utang Transfer adalah utang bagi hasil dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota Tahun
2021 (Kekurangan Salur) yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinsi SumateraBarat Nomor: 971.1/06/PjkBapenda/2023tanggal 25

Januari 2023 tentang Penetapan Alokasi Definitif, dan Kekurangan Salur Dana Bagi
Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Ke&us®tera Barat Tahun

2022, dalam SK penetapan kurang salur ini terdapat lebih bayar bagi hasil pajak pajak
air permukaanyaitu::

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Kab. Solok 12.723.966,00

2 Kab. Tanah Datar 27.894.929,00

3 Kota Payakumbuh 11.408.182,00
Total 52.027.077,00

Namun penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat
Bagian Kabupaten/Kota s<tumatera Barat Tahun 2022 dicatat sebesar total kurang
salurperkabupaten/kotaesuadengan Skang ditetapkan.

Rincianutangtransferini dapatdilihat padaLampiran50.
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5.3.2.1.35.Utang Jangka PendekLainnya

2022 2021
No URAIAN (Rp) (Rp)
35. Utang Jangka Pendek Lainnya 585.143.568,00 563.000.000,00

Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2022 adalah merupakan hutang atas administrasi
penyelesaian perkara sengketa tanah dengan H. Nurli sebesar Rp563.000.000,00 yang
sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar berdasarkanBerita Acara

Pelaksanaan  Eksekusi pengosongan  terhadap objek perkara
No.107/Pdt.G/2004/PN.Pdg Jo DPB No.39/Pdt/PT.Pdg Jo Reg No0.185 K/Pdt/2006 Jo
Reg No0.387/PK/Pdt/2008 dan Eksekusi No0.03/PK/Eksekusi

N0.03/PK/Eks/2009/PN.PDG. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah
menyurati Pengadilan Negeri. Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Kelas
IA Padang dengan surat Nomor 180/207.1A4208&5 tanggal 27 Januari 2015 perihal
pembayaran ganti kerugian materil dan uang dwangsoon dan utang pada Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp22.143.568,00 sesuai data Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berupa sisa giro dana BOS SD/SMP Tahun 2018
yang belum di bayarkankarenaterjadi kesalahantransfer padatahun 2019 yang
tertransfer ke Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan telah dikembalikan ke kasda
PemerintalProvinsiSumatera Bard&embalipadaTahun2021.

5.3.2.2.Kewajiban JangkaPanjang

2022 2021
No URAIAN Rp) (Rp)
36. Utang Jangka Panjang Lainnya 91.652.134.674,00 91.091.548.298,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Panjang. posisi 31 Desember
2022 dan 2021. Dana ini adalah sumbangandari PT Rajawali yang diterima
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan dana abadi dan didepositokan
pada Bank NagarByariah yangbunganyadigunakanuntuk membiayaibeasiswa
pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan pada tahun 2022 pendapatan
bunga deposito PT. Rajawali sebesar Rp5.560.586.376,00 tersebut akan disisihkan
sebesarRp560.586.376,0@libentuk deposito baru pada Tahun 2023 dan sebesar
Rp5.000.000.000,0aligunakan untuk pembiayaanbeasiswapelajar pada Dinas

Pendidikan.
5.3.3.Ekuitas
2022 2021
No URAIAN ®Rp) ®p)
37. | Ekuitas 11.505.410.775.094,10 10.892.148.134.982,90
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Jumlah tersebut adalah saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Perubahan
Ekuitas tahun 2022 dari mutasi tambah kurang dibandingkan tahun 2021 dijelaskan
padapenjelasahaporanPerubahan Ekuitas.
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3.1. lkhtisar RealisasiPencapaianTarget Kinerja Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan

BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Belanja Daerah (APBD) merupakanrencanatahunanPemerintahDaerah yang

menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaaryang berhubungandengan hakdan kewajiban daerah tersebut

dalamkurunwaktu satu tahun.
Berdasarkaninterpretasi PernyataanStandar Akuntansi Pemerintahan(IPSAP)

Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerahyang menjelaskanruang lingkup aturan dalam Paragraf 21

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas. Secara
umum gambaran pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022. Adapun capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan

APBD Tahun2022secarajarisbesar dapaliuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD
Provinsi SumateraBarat Tahun 2022

Kode

) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp)
Rekening
4. PENDAPATAN DAERAH 6.175.628.018.183,00 | 6.130.023.203.347,60 | 99,45 | (45.604.814.835,40)
4.1. PENDAPATAN ASLI
2.821.838.323.784,00 | 2.851.966.014.892,60 | 101,07 | 30.127.691.108,60
DAERAH (PAD)
4.1.01. Pajak Daerah 2.190.456.460.711,00 | 2.274.498.610.480,00 | 103,84 | 84.042.149.769,00
4.1.02. Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 | 12.554.466.260,00 | 77,74 | (3.595.295.752,00)
4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan
o 100.908.864.555,00 | 100.650.964.555,00 | 99,74 (257.900.000,00)
Daerah yang Dipisahkan
4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 514.323.236.506,00 | 464.261.973.597,60 | 90,27 | (50.061.262.908,40)
4.2. PENDAPATAN TRANSFER 3.275.683.343.259,00 | 3.192.216.355.418,00 | 97,45 | (83.466.987.841,00)
4.2.01. Pendapatan Transfer
) 3.247.961.543.259,00 | 3.164.494.555.418,00 | 97,43 | (83.466.987.841,00)
Pemerintah Pusat
4.2.02. Pendapatan Transfer Antar
27.721.800.000,00 | 27.721.800.000,00 | 100,00
Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN
78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 7.734.481.897,00
DAERAH YANG SAH
4.3.01. Pendapatan Hibah 78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 7.734.481.897,00
5. BELANJA DAERAH 6.639.308.547.776,00 | 6.304.434.742.047,81 | 94,96 | 334.873.805.728,19
5.1. BELANJA OPERASI 4.363.098.223.478,00 | 4.156.251.043.888,92 | 95,26 | 206.847.179.589,08
5.1.01. Belanja Pegawai 2.187.152.775.751,00 | 2.078.501.672.886,00 | 95,03 | 108.651.102.865,00
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 2.092.041.749.579,00 | 1.999.499.938.823,92 | 95,58 | 92.541.810.755,08
5.1.04. Belanja Subsidi 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
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Kode
) Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran (Rp)
Rekening
5.1.05. Belanja Hibah 71.552.898.148,00 | 67.416.432.179,00 | 94,22 4.136.465.969,00
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 11.050.800.000,00 | 10.833.000.000,00 | 98,03 217.800.000,00
5.2. BELANJA MODAL 1.052.569.573.536,00 | 941.069.948.131,89 | 89,41 | 111.499.625.404,11
5.2.01. Belanja Modal Tanah 7.172.700.000,00 7.168.525.850,00 | 99,94 4.174.150,00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan
Vesi 312.263.884.843,00 | 254.880.410.731,90 | 81,62 | 57.383.474.111,10
esin
5.2.03. Belanja Modal Gedung dan
286.908.412.567,00 | 265.824.770.504,43 | 92,65 | 21.083.642.062,57
Bangunan
5.2.04. Belanja Modal Jalan,
) o 403.696.106.466,00 | 378.135.131.477,56 | 93,67 | 25.560.974.988,44
Jaringan, dan Irigasi
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap
. 42.528.469.660,00 | 35.061.109.568,00 | 82,44 7.467.360.092,00
Lainnya
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 15.947.000.735,00
5.3.01. Belanja Tidak Terduga 16.144.188.106,00 197.187.371,00 1,22 15.947.000.735,00
5.4. BELANJA TRANSFER 1.207.496.562.656,00 | 1.206.916.562.656,00 | 99,95 580.000.000,00
5.4.01. Belanja Bagi Hasil 1.123.088.172.256,00 | 1.123.088.172.256,00 | 100,00
5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan 84.408.390.400,00 | 83.828.390.400,00 | 99,31 580.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT (463.680.529.593,00) | (174.411.538.700,21) 289.268.990.892,79
6. PEMBIAYAAN DAERAH 463.680.529.593,00 | 463.691.231.579,59 | 100,00 10.701.986,59
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 483.680.529.593,00 | 483.691.231.579,59 | 100,00 10.701.986,59
6.2. PENGELUARAN
20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100,00
PEMBIAYAAN
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
0,00 | 289.279.692.879,38 289.279.692.879,38
ANGGARAN (SILPA)

Adapun realisasibelanjaper urusandan fungsi dapat padapelaksanaa\PBD
Tahun2022dapatdilihat padaLampiran13.

Selanjutnyalapatdijelaskancapaiarkinerjadari setiapkomponenAPBD Provinsi
SumaterdaratTahun 202Zebagaberikut:

3.1.1.Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan APBD Tahun 2022 diperoleh realisasi Pendapatan
Daerah sebesar Rp6.130.023.203.347,60Jumlah tersebut mencapai
99,26% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar
Rp6.175.628.018.183,0(Realisasitersebutbelum mencapaitarget yang

telah ditetapkan sebesar Rp45.604.814.835,40.Secara rinci capaian
perolehan pendapatan Tahun 2022 jika dibanding dengan realisasi Tahun
2021dapatdigambarkarsebagaberikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

dan RealisasiTahun 2021

Kode ANGGARAN REALISASI REALISASI 2021
URAIAN %

Rek TAHUN 2022 (Rp) TAHUN 2022 (Rp) (Rp)

4, Pendapatan Daerah 6.175.628.018.183,00 | 6.130.023.203.347,60| 99,26 |6.706.053.462.904,89

41. Pendapatan Asli 2.821.838.323.784,00 | 2.851.966.014.892,60| 101,07 | 2.551.899.163.309,89
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Kode ANGGARAN REALISASI REALISASI 2021
URAIAN %
Rek TAHUN 2022 (Rp) TAHUN 2022 (Rp) (Rp)

Daerah

4.1.01 Pajak Daerah 2.190.456.460.711,00 | 2.274.498.610.480,00 | 103,84 | 2.060.852.029.361,00

4.1.02 Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 12.554.466.260,00 | 77,74 9.102.045.357,00
Hasil Pengelolaan

4.1.03. Kekayaan Daerah 100.908.864.555,00 | 100.650.964.555,00 | 99,74 | 81.266.832.195,77
Yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan

4.1.04. i 514.323.236.506,00 | 464.261.973.597,60 | 90,27 | 400.678.256.396,12
Asli Daerah Yang Sah

4.2. Pendapatan Transfer 3.275.683.343.259,00 | 3.192.216.355.418,00 | 97,45 | 4.077.691.924.339,00
Pendapatan Transfer

4.2.01. ) 3.247.961.543.259,00 | 3.164.494.555.418,00 | 97,43 | 4.072.492.324.339,00
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer

4.2.02. 27.721.800.000,00 27.721.800.000,00 | 100,00 | 5.199.600.000,00
Antar Daerah
Lain-Lain

4.3. Pendapatan Daerah 78.106.351.140,00 85.840.833.037,00 | 109,90 | 76.462.375.256,00
Yang Sah

4.3.01 Pendapatan Hibah 78.106.351.140,00 85.840.833.037,00 | 109,90 | 76.462.375.256,00

Padatabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatanseluruh
komponen utama pendapatan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah-dan lain
lain pendapatan yang sah yang melebihi target dari yang telah ditetapkan.
Untuk Pendapatamsli Daerah capaiantertinggi adalah pendapatardari

pajak daerah sebesar 103,84%. sedangkan retribusi daerah hanya sebesar
77,74%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya
mencapai 99,74% serta ldimin PAD yang sah sebesar 90,27@apaian
pendapatan dari pajak daerah tidak terlepas dari berbagai langkah dan upaya
yang telah dilakukan salah satunyayang cukup baik adalah program 5

Untung yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yhgkion PKB, bebas denda

PKB, bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bebas denda
BBNKB danbebagajakprogresifataskepemilikansatukeluarga.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 tercapai sebesar
Rp3.192.216.355.418,00 atau 97,45% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp3.275.683.343.259,00.

Adapun Daftar Anggaran dan Realisasi Pendapatan per rincian objek per
SKPDsertapenjelasannya dapdilihat padaLampiran2.

3.1.2.Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
PembangunarDan KeuanganDaerah serta Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0568708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dagergenyajianbelanja dalam Laporan
Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,
BelanjaTak Terduga dan Transfer.
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Pengertian dan maksud dari masingsing jenis belanja dan transfer dapat
dijelaskansebagaberikut:

1.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari
hari pemerintatdaerahyang membennanfaajangkapendek;

. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran unarkperoleh aset

tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu
tahunanggaran);

Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangarbencanaalam, bencanasosial (Pandemi Covid-19),
pengembalianpendapatantahun lalu dan pengeluarantidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangapemerintatdaerahgan

. Transfer merupakanpengeluaranbagi hasil ke kabupaten/kotadan

bantuarkeuangan ke kabupaten/kota.

Adapun jumlah realisasi masingmasing jenis belanja dan pengeluaran
dibandinganggarannydapatdigambarkarsebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan RealisasiBelanja Tahun 2022
KODE LEBIH/KURANG
URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
REK (Rp)
5. Belanja 6.639.308.547.776,00 | 6.304.434.742.047,81 | 94,96 | 334.873.805.728,19
5.1. Belanja Operasi 4.363.098.223.478,00 | 4.156.251.043.888,92 | 95,26 | 206.847.179.589,08
5.1.01.| Belanja Pegawai 2.187.152.775.751,00 | 2.078.501.672.886,00 | 95,03 | 108.651.102.865,00
5.1.02.| Belanja Barang Dan Jasa | 2.092.041.749.579,00 | 1.999.499.938.823,92 | 95,58 | 92.541.810.755,08
5.1.04.| Belanja Subsidi 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
5.1.05.| Belanja Hibah 71.552.898.148,00 | 67.416.432.179,00 | 94,22 | 4.136.465.969,00
Belanja Bantuan Sosial 11.050.800.000,00 | 10.833.000.000,00 | 98,03 217.800.000,00
5.2. Belanja Modal 1.052.569.573.536,00 | 941.069.948.131,89 | 89,41 | 111.499.625.404,11
5.2.01.| Belanja Modal Tanah 7.172.700.000,00 7.168.525.850,00 | 99,94 4.174.150,00
Belanja Modal Peralatan
5.2.02. 312.263.884.843,00 | 254.880.410.731,90 | 81,62 | 57.383.474.111,10
Dan Mesin
Belanja Modal Gedung
5.2.03. 286.908.412.567,00 | 265.824.770.504,43 | 92,65 | 21.083.642.062,57
Dan Bangunan
Belanja Modal
5.2.04.| Jalan,lrigasi Dan 403.696.106.466,00 | 378.135.131.477,56 | 93,67 | 25.560.974.988,44
Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap
5.2.05. ) 42.528.469.660,00 | 35.061.109.568,00 | 82,44 | 7.467.360.092,00
Lainnya
5.3. Belanja Tidak Terduga 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 | 15.947.000.735,00
5.3.1. | Belanja Tidak Terduga 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 | 15.947.000.735,00
5.4. Belanja Transfer 1.207.496.562.656,00 | 1.206.916.562.656,00 | 99,95 580.000.000,00
5.4.01.| Belanja Bagi Hasil 1.123.088.172.256,00 | 1.123.088.172.256,00 | 100
Belanja Bantuan
5.4.02. 84.408.390.400,00 | 83.828.390.400,00 | 99,31 580.000.000,00
Keuangan
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Berdasarkantabel 3.3 diatas dapat dilihat hanya 1 (satu) belanja yang
terealisasi sebesar 100% yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada
seluruh kabupaten/kota.Sedangkankomponen belanja yang lain yakni
Belanja Operasi hanya terealisasi sebesar 95,26%, Belanja Modal sebesar
89,41%, Belanja Tak Terduga 1,22% dan Belanja Bantuan Keuangan
sebesa9,31%.

3.1.3.PembiayaanDaerah

Pada APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat
komponen pembiayaandaerah. Pembiayaandaerah merupakan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahuntahun anggaran proyeksi. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sedangkan
pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Bank
Nagari.

Adapun secara umum gambaran umum pembiayaan daerah Tahun 2022
dapatdilihat dalamtabelberikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan RealisasiPembiayaanDaerah Tahun 2022

kode . o Sisa Anggaran
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Rek (Rp)
6. PEMBIAYAAN DAERAH 463.680.529.593,00 | 463.691.231.579,59| 100 | 10.701.986,59
6.1. Penerimaan Pembiayaan 483.680.529.593,00 | 483.691.231.579,59| 100 | 10.701.986,59

6.1.01| Sisa Perhitungan Anggaran
483.680.529.593,00 | 483.691.231.579,59| 100
Tahun Sebelumnya
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 100

6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah 20.000.000.000,00 |  20.000.000.000,00 | 100

Berdasarkan tabel diatas bahwa dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi
pembiayaan daerah baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dapat
memenuhtarget100%.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
Ditetapkan
Secara umum, pelaksanaan masimging program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 terjadi peningkatan capaian realisasi keuangan
yaitu sebesar 94,96% dibanding Tahun 2021 yang terealisasi sebesar 93,78% atau
mengalamipeningkatansebesarl,18%. Selain itu pada Tahun 2022 terdapat
(empat) kali pergeseran anggaran dan 1 (satu) kali mengalami perubahan. Hal ini
disebabkan beberapa faktor diantaranya adanya regulasi tentang petunjuk teknis
pengelolaan dana alokakhusus yangkeluar setelah penetapaPBD, adanya
pembayaran utang belanja dan kebutuhan untuk biaya pendampingan
penyelenggaraan haji. Adapun hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target
kegiatanpadatahun2022,dapatdilihat padaLampiran4.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansimeliputi dasar pengakuan pengukurandan pelaporanatas aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan,belanja dan pembiayaanserta penyajian laporan
keuangan.Dalam penyusunanLaporan KeuanganTahun 2022, PemerintahProvinsi
Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan
instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan
Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan
Bagan Akun StandarPemerintahProvinsi SumateraBarat sebagaimandelah diubah

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember
2015tentangPerubahan atd2eraturarGubernuNomor43 Tahun2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas PelaporanKeuanganDaerah

SatuanKerja yang melaksanakarfungsi pengelolaankeuangandaerah dalam

Tahun 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan
fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga
berkewajiban menyusun dan menyampaikanLaporan Keuangan Pemerintah
ProvinsiSumatera Barat.

Sesuaiketentuanyang berlaku, SatuanKerja PerangkatDaerah (SKPD) yang
merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan
penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan atas
LaporanKeuangan.

Organisasi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi SumateraBarat yang
berperarsebagaentitasakuntansi terdirdari:

A DINAS
1 DinasPendidikan 14 Dinas PenanamarModal Provinsi
danPTSP
DinasKesehatan 15 DinasPemudalanOlahraga

3 DinasBinaMarga,CiptaKaryadan 16 DinasKebudayaan
TataRuang

4 Dinas SumberDaya Air dan Bina 17 DinasKearsipardanPerpustakaan
Konstruksi

5 DinasPerumahamakyat,Kawasan 18 DinasKelautandanPerikanan
PermukimardanPertanahan

6 DinasSosial 19 DinasPariwisata

DinasTenaga&erjadanTransmigrasi 20 Dinas Komunikasi, Informasi dan
Statistik

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 31



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

A DINAS

8 Dinas PemberdayaarPerempuandan 21 Dinas Peternakan dan Kesehatan
Perlindungan Anak, Pengendalian Hewan
PenduduldanKeluargaBerencana

9 DinasPangan 22 DinasKehutanan
10 DinasLingkunganHidup 23 Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
11 DinasPemberdayaallasyarakadan 24 DinasPerkebunanTanamarPangan,
Desa danHortikultura
12 DinasKependudukamlanPencatatan 25 DinasKoperasidan UMKM
Sipil
13 DinasPerhubungan 26 DinasPerindustriamdanPerdagangan
B BADAN
1 Badan Perencanaan Pembangunan6 BadanPengelolaatKeuangandan
Daerah AsetDaerah
BadanPendapataDaerah 7 BadanKesatuarBangsadanPolitik
3 Badan Penanggulangan Bencana 8 BadanPengembangaBumberdaya
Daerah Manusia
4 BadanPenelitiardanPengembangan 9 BadanKepegawaiaaerah
5 BadanPenghubung
C RUMAH SAKIT
1 RS.AhmadMuchtarBukittinggi 3 RSUD.M.Natsir Solok
2 RSUDPariaman 4 RSJPROF HBSAANIN
D SEKRETARIAT
1 SekretariaDPRD
2 SekretariaDaerah
a. Biro Pemerintahaan Otonomi f. Biro Perekonomian
Daerah
b. Biro Adm. Pembangunan g.Biro Kesejahteraan Rakyat
c. Biro Hukum h.Biro AdministasiPimpinan
d. Biro Organisasi i. Biro PengadaaBarangdanJasa
e. Biro Umum
E LAINNYA
1 InspektoraDaerahProvinsi 3 SatuarPolisiPamongPraja

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 32



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

Sebagai entitas pelaporan, maka Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD
PemerintalProvinsiSumaterdaratterdiri dari:

a. Laporan RealisasiAPBD

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan
dari seluruh Laporan RealisasiAnggaran SatuanKerja PerangkatDaerah
(SKPD) dan SKPKD sebagaiPPKD/BendahardJmum Daerah. Laporan
Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masiaging diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi
Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi
berbasikas untuk tingkaBKPD,PPKD, darPemda.

x  AngkaRealisasiPendapataryang disajikanpadalLaporanRealisasi
APBD Tahun 2022 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan
RealisasiAnggarandanberdasarkanlatapenerimaarkasyangdikelola
oleh Bidang PerbendaharaaselakuBendahardJmum Daerahatas
seluruhpenerimaamangyangmasukpadarekeningKas Daerahdan
ditambah dengan realisasi pendapatan BLUD yang dikelola oleh 4 (empat)
RumahSakityaitu RSAM Bukittinggi, RSJ.HB. S a 6 &adangRSUD
Solok dan RSUD Pariaman dan 1 (satu) Balai Kesehatan Indera dan Mata
danl (satu)LaborKesehatapadaDinasKesehatarsertarealisasi
pendapatailibahDAK Non Fisik BantuanOperasionalSekolah
(Reguler Afirmasi danKinerja) padaPPKD yangtidak melaluirekening
kasdaerah.

x Angka Realisasi Belanjgang disajikan pada Laporan Realisasi APBD
Tahun 2022 berdasarkankompilasi realisasi belanja seluruh SKPD,
dimana pengguna anggaran bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran
yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah
yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaaselaku BendaharaUmum
Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPD, dan
ditambah dengan realisasi belanja BLUD yang dikelola oleh 4 (empat)
Rumah Sakit. Empat rumah sakit tersebut adalah RSAM Bukittinggi, RSJ.
HB . Sadanin Padang, RSUD Sol ok dan
Balai Kesehatan Indera dan Mata, dan 1 (satu) Labor Kesehatan pada
Dinas Kesehatan.Belanja Hibah Dana Bantuan OperasionalSekolah
(BOS) pada PPKD dan Belanja Barang Jasa BOS (SLBN/SMAN/SMKN)
padaDinasPendidikaryangtidak melaluirekeningkasdaerah.

x Angka Realisasi Pembiayaanyang disajikan pada Laporan Realisasi
APBD Tahun 2022 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang
dikelolaoleh BendahardJmumDaerah.

Dalam Laporan Realisasi APBD tidak dilakukan konversi disebabkan
nomenklaturakunrakun pendapatardan belanja pada APBD Tahun 2022
sebagaimangang tercantumdalamPeraturarMenteri Dalam NegeriNomor

90 Tahun 2019 telah sama dengan yang tercantum dalam Peraturan
PemerintahNomor 71Tahun2010(lampiranll) tentangSAP.
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b. Laporan Operasional

Laporanfinansial mencakuplaporan operasionalyang menyajikanpospos
sebagaberikut:

a) PendapatahO darikegiatanoperasional,

b) Bebandarikegiatanoperasional,

c) Surplus/defisidari KegiatanNon Operasionalbila ada;

d) PosLuarBiasa,bilaada;dan

e) Surplus/defisiLO.
LaporanOperasionalisusunmerupakargabungardari seluruhLaporan
OperasionaBKPDdanPPKD.

c. Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan konsolidasi
Neraca SKPD dan SKPKD/PPKD. Dalam penyusunanNeraca, rekening
rekening yang sifatnyeeciprocal (timbal balik antar unit dalam satu Pemda)
harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan rgaijprocal
tersebut,yaitu melalui proseseliminasi akuri akun reciprocal Akun-akun
reciprocal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah
akun RKkSKPD dan akun RKPPKD. Akun RKSKPD dicatat oleh PPKD,
sedangkanakun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut
digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut,
dan akan berpengaruh terhadap Neraca kedua unit tersebut yang
menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Provinsi Sumatera
Baratmengenaaset, kewajibadanekuitasdanapadatanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan
perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal
pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai
sumber, penggunaanperubahankas dan setarakas selamasuatu periode
akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut
terhadayposisikas darsetar&kas pemerintah daerah.

e. Laporan PerubahanSAL

LaporanPerubaharsaldoAnggaranLebih menyajikansecarakomparatif
dengarperiodesebelumnygosposberikut:

a) SaldoAnggararn_ebih awal;

b) PenggunaaBaldoAnggaranLebih;

c) SisaLebih/KurangPembiayaainggararntahunberjalan;

d) KoreksiKesalaharPembukuatahunsebelumnya;

e) Lain-lain; dan

f) SaldoAnggararnLebihakhir.

f.  Laporan PerubahanEkuitas

LaporanPerubahaikuitasmenyajikansekurangkurangnygospos:
a) Ekuitasawal,
b) Surplus/defist.O padaperiodebersangkutan;
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4.2.

4.3.

c) Korekstikoreksiyanglangsungmenambah/mengurangikuitas;dan
d) Ekuitasakhir.

Catatan atasLaporan Keuangan(CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam Laporan Realisasi Anggardderaca,dan Laporan Aruskas harus
mempunyai referensi silang denganinformasi terkait dalam Catatan atas
LaporanKeuangandan meliputi penjelasaratau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungka@agungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti
kewajibankontinjensidankomitmenkomitmen lainnya.

Selain itu juga meliputi kinerja keuangan entitas akuntansi/pelaporan dalam
Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian
kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam satu periode
pelaporan.

BasisAkuntansi yang Mendasari PenyusunanLaporan Keuangan

X

PenyusunarLaporan KeuanganPemerintahProvinsi SumateraBarat Tahun

2022 telah mengacupada Standar Akuntansi Pemerintah(SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
AkuntansiPemerintahargan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunanlLaporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah basis akrual kecuali
untukLaporanRealisasAnggaranLRA) menggunakabasiskas.

BasisPengukuranyang Mendasari PenyusunanLaporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk
diakui yaitu:

X

Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan
kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam
entitasPemerintalProvinsiSumaterdarat;dan

Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
ataudapatdiestimasidengan andal.

Keandalan Pengukuran adalah kriteria pengakugmada umumnyadidasarkan

pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan
pengukurannyaNamun ada kalanygpengakuandidasarkanpada hasil estimasi
yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak
mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada
CatatamtasLaporanKeuangan.

Penundaanpengakuansuatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria

pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan
lain di masa mendatang.
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Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan dan Penyajian
Laporan KeuanganPemerintah Provinsi SumateraBarat Tahun 2022adalah:

1. PendapatarLRA adalalsebagaberikut:

a.

C.

Diakui pada saat penerimaanpada Rekening Kas Umum Daerah yang
menambahSaldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaranyang
bersangkutan;

Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
PembantiBKPD;dan

Diakui padasaatditerimaolehentitaspenerimaamliluar entitasbendahara.

Pendapatan BLUD diakui sesuai ketentuan tentang BLUD yaitu setiap akhir
bulan berdasarkan laporan pendapatan BLUD yang disampaikan oleh-masing
masingBLUD kepada PPKD.

PendapatanLRA disajikan berdasarkanjenis pendapatandalam Laporan
Realisasi Anggaran dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan(CaLK). Hal-hal yang diungkapkandalam Catatanatas Laporan
Keuangarterkaitdengan pendapataalalah:

a. Penerimaampendapatatahunberkenaarsetelahtanggalberakhirnyatahun
anggaran;
b. Penjelasaimengenaipendapataryang padatahunpelaporanyang
bersangkutaterjadihalhal yangbersifatkhusus;
c. Penjelasarsebabsebaltidak tercapainyaargetpenerimaarpendapatan
daerahdan
d. Informasilainnyayangdianggapperlu.
2. PendapatanLO
PadaSKPD
Kode Kelompok / Jenis
AkunN Pendapatan PengakuanPendapatan
8.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
8.1.1. Pajak Daerah
1 PKB Diakui pada saat diterbitkan Surat Keteta|

Pajak Daerah (SKP-D). SedangkanSKP-D
diterbitkan pada saat registrasi/pendaftara
oleh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanar
Pendapatan Provinsi (SAMSAT)
dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumat
Barat termasuk Gerai Samsat,Drive Thru,
SamsatKeliling dan fasilitas lainnya yang
disediakan oleh Kantor Pelayanan Pendap
Provinsi. Pada akhir tahun tidak dilakukanr
penyesuaianterhadap pajak yang diterima
dimuka. Pendapatan ini langsung dicatat

diakui seluruhnya sebagaipendapatartahun
berjalankarenasifat pajakini adalahtahunan
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Kode
Akun

Kelompok / Jenis
Pendapatan

PengakuanPendapatan

8.1.2.

1 BBN-KB
1 PBB-KB

1 PAP
9 PajakRokok
Retribusi Daerah

1 Pelayanarkesehatan

dandibayarsekaligus.
sda

Diakui pada saat kas diterima oleh Bendal
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pemk
atau langsung ke Kas Daerah. Pendapatat
pajak ini didahului dengan perhitungan sen
oleh wajib pajak (self assessment)dan
dilanjutkan dengan pembayaranoleh wajib
pajak berdasarkan perhitungan tersebut ke
Daerah/Bendahara Penerimaan Pembantu
Selanjutnyadilakukan pemeriksaanterhadap
nilai pajak yang dibayar apakah sudah ses
kurang atau lebih bayar untuk kemudian
dilakukan penetapanDan apabila pada saat
pemeriksaanditemukan kurang bayar maka
akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang
Bayar (SK-KB) yang akan dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO. Sedangkan ap
dalam pemeriksaanditemukan lebih bayar
pajak maka akan diterbitkan Surat Keteta|
Lebih Bayar (SK-LB) yang akan dijadikan
pengurangapendapatahO.
Selanjutnyapada akhir semesterdan akhir
tahun, dilakukan penyesuaian mengurangi
pendapatahO sebesarSaldo Piutang PBB-
KB, PAP danPajakRokoktahunlalu.

sda

sda

Diakui pada saat diterbitkannya Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKIY} dan/atau
perjanjian antara pemerintahdaerah dengan
pemerintah daerah lainnya atau pihak ket
Sedangkan SKM® diterbitkan pada saat waji
Retribusi melakukan pembayaran kepada
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerir
Pembantu atau pembayaran langsung ke
daerah.

Selanjutnyapada akhir semesterdan akhir
tahun dilakukan penyesuaian terhadap
pendapatarretribusi yang telah dicatat dan
diakui sebagaipendapatannamun ternyata
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Kode Kelompok / Jenis
AkunN Pendapatan PengakuanPendapatan
sebagiannya belum menjadi hak tahun berj:
atau hak tahun ini atau merupakan penerir
piutangtahun lalu.
1 Retribusi Pemakaian sda
KekayaarDaerah
I RetribusiTerminal sda
1 Retribusi Pelayanan sda
Kepelabuhan
9 Retribusi Tempat Rekreasi sda
danOlahraga
1 Retribusi Izin Trayek untuk sda
Menyediakan Pelayanan
AngkutanUmum
9 Retribusi Izin Usaha sda
Perikanan
1 Retribusi Perpanjangan Izin sda

Mempekerjakan Tenaga
KerjaAsing (IMTA)

1 Retribusi Penjualan Produk: sda
UsahaDaerah

8.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah

9 DendaPajak Pendapatan Denda Pajak yg terdiri dari de
pajak kendaraan bermotor (denda PKB)
denda bea balik nama kendaraanbermotor
(denda BBN-KB) diakui setelahditerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D).
Sedangkan SKP-D diterbitkan pada saat
registrasi/pendaftaran oleh Wajib Pajak pi
Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi
(SAMSAT)  dilingkungan  Pemerintahar
Provinsi Sumatera Barat termasuk Gerai
Samsat, Drive Thru, Samsat Keliling dan
fasilitas lainnya yang disediakan oleh Kan
PelayanafPendapataRrovinsi.

1 HasilKerja Sama Daerah Diakui sebagaipendapatahO padasaatkas
diterima oleh Bendahara Penerimaar
/Bendahara Penerimaan Pembantu atau
langsungke kasdaerah.

9 PendapataBLUD PendapatarBLUD diakui setiap akhir bulan
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Kode
Akun

Kelompok / Jenis
Pendapatan

PengakuanPendapatan

PadaPPKD

berdasarkan laporan pendapatan BLUD y
disampaikan oleh masingmasing BLUD
kepada PPKD. Setiap akhir bulan atau pa
sedikitnya setiap akhir semesterdan pada
akhir tahun, masingmasing BLUD akan
melakukan penyesuaian terhadap pendap
BLUD sebesarmutasi kurang piutang awal
tahundanataupiutangtahun berjalan.

Kode
Akun

Kelompok / Jenis
Pendapatan

PengakuanPendapatan

8.1.
8.1.3.

8.1.4.

PENDAPATANASLI DAERAH

Hasil PKD yangdipisahkan

9 Bagian Laba yang Dibagika
kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaar
Modal pada BUMD
(LembagaKeuangan)

1 Bagian Laba yang Dibagika
kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaar
Modal pada BUMD (Aneke
Usaha)

Lain-lain PAD yang Sah

1 Hasil Penjualan Peralatan
danMesin

1 Hasil Pemanfaatan BMD
yangTidak Dipisahkan

9 Hasil Sewa BMD

9 Penerimaaldasasiro

9 PendapataBunga

Pendapatan ini diakui saat kas diterima di
daerah, dan pada akhir tahun dilakukan
penyesuaian pendapatan berdasarkanHasil
RUPS BUMD /BUMN/Swasta pada tahun
berjalan.

sda

Diakui pada saat kas diterima pada Reker
Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun
dilakukan penyesuaian berdasarkan SK
Penjualan yang diterbitkan pada tahun
berjalan.

sda

sda

Diakui padasaatkas diterima padaRekening
KasUmumDaerabh.

Diakui pada saat kas diterima pada Reker
Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun
dilakukan penyesuaian berdasarkar
perhitungan BUD jika ternyata terdapat
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Kode Kelompok / Jenis
AkUN Pendapatan PengakuanPendapatan
pendapatarungatahunberjalanyang belum
diterimasampai dengan akhihun.
1 Pendapatan dari Diakui pada saat kas diterima pada Reker
Pengembalian Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun,
dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat
Keterangan dari PA/KPA terkait denda
keterlambatanyang ditetapkankepadapihak
ketiga.
8.2. PENDAPATAN
TRANSFER
8.2.1. TransferPemerintaliPusatDanaPerimbangan
1 Bagi HasilPajak Diakui pada saat kas diterima ke Rekening |
Umum Daerah.Padaakhir tahun, dilakukan
penyesuaian untuk mengakui pendapatan i
dan/atau kurang salur pada saat
PMK/Peraturan Menteri Keuangan lebih
salur/kurangsalurditerbitkan.
9 Bagi Hasil Bukan sda
Pajak/SumbebayaAlam
1 DAU sda
91 DAK sda
8.2.2.  Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
9 DanaPenyesuaian sda
8.2.3. Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya
1 BagiHasil Lainnya sda
8.2.4. Bantuan Keuangan dari Diakui pada saat kas diterima ke Rekening |
Pemerintah Provinsi Lainnya UmumDaerah
kabupaten/kota
9 Bantuan Keuangan dari sda
ProvinsiLainnya
9 Bantuan Keuangan dari sda
kabupaten/kota
8.3. LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
8.3.1 Pendapatahlibah

1 Pendapatariibahdari Diakui padasaatkasditerimadi RekeningKas
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8.3.2

8.3.3.

8.4.
8.4.1

9 Pendapatan Hibah dari
Badan /Lembaga/Orgnisasi
SwastaDalamNegeri

DanaDarurat

Pendapatahainnya

1 DanaPenyesuaian

Kode Kelompok / Jenis
AkuN Pendapatan PengakuanPendapatan
Pemerintah Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian

Hibah yang ditandatangani belum dapat
dijadikan dasar pengakuan PendapatahO

mengingat adanya proses dan persyaratar
untuk realokasi pendapatan hibah tersebut
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat se
tidak secara terumenerus.

Penerimaan hibah berupa barang yang ditel
dari Pemerintah Pusat/PemerintahDaerah
Lainnya/ Pihak Lainnya dicatat sebagai
pendapatarhibah pada akhir Tahun dengan
mekanisme Jurnal Penyesuaianberdasarkar
Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan A
Lainnya antara SKPD dan Biro Aset dan
Bidang Akuntansi pada akhir tahun beserta
Hibah/dokumen yang sah lainnya. Nilai

Pendapatan Hibah adalah sebesar harga
perolehanbarang tersebut dikurangi dengan
akumulaspenyusutannya.

sda

Diakui pada saat kas diterima ke Rekening |
Umum Daerah.Padaakhir tahun, dilakukan
penyesuaian untuk mengakui pendapatan |
dan/atau kurang salur pada saat
PMK/Peraturan Menteri Keuangan lebih
salur/kurangsalurditerbitkan.

sda

SURPLUSNON OPERASIONAL

SurplusPenjualamset NonLancar

9 Surplus Penjualan Aset
Tanah LO

1 SurplusPenjualariset

Diakui pada akhirtahun melaluimekanisme
jurnal penyesuaian berdasarkan Berita Ac
yang dilakukan antara SKPD, dengan BPK,
dan Biro Aset atas penjualan Aset Non Lan
pada tahun berjalan (dilengkapi data harga
perolehan,akumulasi penyusutandan harga
penjualarasettersebut).

sda
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Kode Kelompok / Jenis
AkUN Pendapatan PengakuanPendapatan
Peralatadan Mesin- LO
1 Surplus Penjualan Aset sda
Gedung dan Bangunan
LO
1 Surplus Penjualan Aset sda
Non Lancar/Aset Tetap
Lainnya- LO
9 Surplus Penjualan Aset sda
Lain-laini LO

9 Surplus Pelepasan Investa Diakui pada akhir tahun denganmekanisme

JangkaPanjang LO jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi
persetujuan Gubernur pada lembaran Nota

Dinasdari PPKD
8.4.2 | Surplus Penyelesaian Diakui pada akhir tahun denganmekanisme
KewajibanJangkaPanjang jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi
persetujuan Gubernur pada lembaran Nota

Dinasdari PPKD
8.4.3 Surplus dari Kegiatan Non Diakui pada akhir tahun denganmekanisme
OperasionalLainnya jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi
persetujuan Gubernur pada lembaran Nota

Dinasdari PPKD

8.5. PENDAPATAN LUAR BIASA

8.5.1 PendapatahuarBiasa Diakui pada akhir tahun denganmekanisme
jurnal penyesuaian berdasarkan disposisi
persetujuan Gubernur pada lembaran Nota

Dinasdari PPKD

PendapatanLO disajikan berdasarkanjenis pendapatandalam Laporan

Operasional dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan diungkapkan dalam

Catatanatas Laporan Keuangan(CaLK). Hal-hal yang diungkapkandalam

CatataratasLaporanKeuangan terkailengan pendapataaalah:

a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran;

b. Penjelasan mengenai pendapatanyang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hathal yang bersifat khusus terhadap
kenaikan/penurunayang sangat signifikamtan

c. Informasilainnyayangdianggapperlu.

3. Belanja

BelanjadanTransferdiakui padasaat:

a.

Belanjamelalui SP2BLS diakui padasaatterjadinyapengeluaramari
RekeningkasUmumDaerah;
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b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD;

c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja diakui dengan
mengacu pada peraturanperundangundanganyang mengatur mengenai
BLUD yaitu setiap akhir bulan berdasarkan Laporan Realisasi bulanan yang
disampaikaroleh masingmsingBLUD kepadaPPKD;dan

d. Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja
melalui SP2BDLS diakui pada saat penerbitan SP2® meskipun belum
terjadi pengeluarankas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran
SP2DLS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan
penggunaannyaebagaimanaliatur dalam kebijakan akuntansi Laporan
ArusKas.

Belanja disajikan berdasarkanjenis belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangar(CaLK).

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengarbelanjaadalah:

a. Penjelasamtasunsurunsurbelanjayangdisajikandalamlaporankeuangan
lembarmuka;

b. Penjelasasebaksebaltidak terserapnysargetrealisasbelanjadaerahdan
c. Informasilainnyayangdianggapperlu.

4. Pembiayaan

a. Penerimaanpembiayaandiakui pada saat diterima pada Rekening Kas
Umum Daerahgdan

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK). Pada Catatan atas Laporan Keuanganterkait dengan

pembiayaanhakthalyangdiungkapkan adalasebagai berikut:

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnyaahunanggaran;

b. Penjelasanlandasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian
pinjaman, pembentukan/pencairadana cadangan,penjualanaset daerah
yangdipisahkanpenyertaaimodalpemerintatdaerahgan

c. Informasilainnyayangdianggapperlu.

5. Beban

PadaSKPD:

a. BebanPegawai
BebanPegawadapatdilakukan dengamekanismaJP/GU/TUatau melalui
mekanismd.S.
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1) Dalammekanisma&JP/GU/TU,bebanpegawaidiakui saatterjadi
pertanggungjawabaataspengeluaratersebutisahkan/disetujubleh
PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD;
2) Dalam mekanismd.S, bebanpegawaidiakui pada saatdicairkannya
SuratPerintahPencairan DangsP2D); dan
3) Khusus untuk pengeluaranpada hari kerja terakhir tahun anggaran,
belanja melalui SP2DLS diakui pada saat penerbitan SP2DLS
meskipun belum terjadi pengeluarankas dari Rekening Kas Umum
Daerah, Pengeluaran SRR2S tersebut menjadi bagian dari kas yang
telah ditentukan penggunaannyaebagaimanaliatur dalam kebijakan
akuntansLaporanArus Kas.
b. BebanBarang
1) Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun
denganmekanismelLS. Dalam mekanismeUP/GU/TU, bebanbarang
diakui ketika buktibukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau
bukti transaksi telah diverifikasi oleh PE®¥KPD yang terangkum dalam
surat pengesahanpertanggungjawabaryang disahkan/disetujuioleh
PA/KPA; dan
2) Sedangkandalam mekanismeLS, bebanbarangdiakui ketika Berita
Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima
Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD
atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal
pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh
penyimpan barang/belumterpakai, maka dicatat sebagai pengurang
beban.
c. BebanPenyusutamanAmortisasi
Beban penyusutamlan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir
tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang
dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan,
Jalan, Irigasi dan Jaringanserta Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya.
Sedangkamamortisasidibebankan terhadasettidak berwujud.
d. BebanPenyisiharPiutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban
penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan
pencatatanakan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki
pemerintaldaerah.

PadaPPKD:
a. BebanBunga

BebanBungadiakui padaakhir tahunatauketika pinjamantelahjatuh tempo
ataupadasaatbunga tersebygatuhtempo untuldibayarkan.
b. BebanSubsidi

BebanSubsididiakui saatketika SP2Datasbebanini sudahditerbitkanatau
saat kewajiban pemerintahdaerahuntuk memberikansubsidi telah timbul

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN2022 a4



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

dengan diterbitkannya rekomendasi pencairan dana dari SKPD yang
berwenang.

c. BebanHibah

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang
dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban
tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan
verifikasi persyaratapenyalurarhibah.

d. BebanBantuanSosial

Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan
sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukanverifikasi ataspersyaratapenyalurarbebansosialtersebut.

e. BebanPenyisiharPiutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
prosentasetertentu dari akun piutang terkait ketertagihanpiutang. Beban
penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan
pencatatanakan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki
pemerintaldaerah.

f. BebanLain-lain

Beban Lain-lain merupakan Beban Pemerintah daerah dalam rangka
melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
atau untuk menampung koreksi kesalahan atas beban yang mengurangi saldo
kasyaituterdapatransaksbebarmpegawatahunlalu yangbelumdilaporkan.

g. BebanTransfer

Beban Transfer diakui saat SP2D diterbitkan. Dalam hal pada akhir tahun
anggaran terdapat pendapatanyang harus dibagihasilkan tetapi belum
disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima berdasarkan SK
Kepala Daerah terhadap adanya kurang salur, maka nilai tersebut dapat diakui
sebagai Beban Defidgiton Operasional.

h. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasionalterdiri dari Defisit PenjualanAset Non Lancar,
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non
OperasionalLainnya. Defisit Non Operasionaldiakui pada akhir tahun
melalui mekanisme jurnal penyesuaianberdasarkanBerita Acara yang
dilakukan antara SKPD, dengan BPKAD dan Biro Aset atas penjualan Aset
Non Lancar pada tahun berjalan (dilengkapi data harga perolehan, akumulasi
penyusutan dan harga penjualan aset tersebut). Begitu juga Defisit
PenyelesaiarKewajiban Jangka Panjang dan Defisit dari Kegiatan Non
OperasionalLainnya, diakui pada akhir tahun dengan mekanismejurnal
penyesuaian berdasarkan disposisi persetujuan Gubernur pada lembaran Nota
Dinasdari PPKD.

i. BebanLuarBiasa
BebanLuar Biasadiakui apabilasaatSK KepalaDaerahtelahditerbitkan.

Sesuaidenganpanduardari KSAP terhadaprealisasiBelanjaTidak Terduga
pada Laporan RealisasiAnggaranyang sebelumnyadi-mapping ke Beban
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Luar Biasa pada Laporan Operasional, khusus untuk Belanja Tidak Terduga
yang terkait dengan penanganan Ceal@dmaka pada Laporan Operasional di
mappingke beban yang berkenaan dengan realisasi belanja SKPD penerima
BelanjaTidak Terduga.

Beban disajikan berdasarkarjenis beban dalam Laporan Operasionaldan
rinciannya lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengarbebaradalah:

a. Penjelasan atas unsumsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan
lembarmuka;dan

b. Informasilainnyayangdianggagperlu.
6. Kas

Kas diakui pada saat kas diterima oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh
BendaharaPenerimaan/Bendahaf@enerimaanPembantudan/atauBendahara
Pengeluaran/BendahdPangeluaraPembantdRekeningkasUmumDaerah.

Pengungkaparkas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan
sekurangkurangnyamengungkapkahakhal sebagaberikut:

a. Rinciankasdansetarsas;
b. Kebijakanmanajemen setakas;dan
c. Informasilainnyayangdianggappenting.

7. Piutang

Piutang PendapatanAsli Daerah
a. Piutang Pajak
Pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang pajak
atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang
dipersamakan.
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB)
Diakui dan dicatat sebagai Piutang PKB dan Piutang BBNKB pada saat
diterbitkan Surat KetetapanPajak Daerah (SKP-D). SedangkanSKP-D
diterbitkan pada saat registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor
PelayananPendapatarProvinsi (SAMSAT) dilingkungan Pemerintahan
Provinsi SumateraBarat termasuk Gerai Samsat,Drive Thru, Samsat
Keliling dan fasilitas lainnya yang disediakanoleh Kantor Pelayanan
PendapataRrovinsi.
Terhadap potensi/tunggakarpajak dari wajib pajak PKB yang tidak
mendaftar saat jatuh tempo sehingga tidak diterbitkan-BK®a, tetap
dicatat dan diungkap dalam Laporan Keuangan SKPD/Pemda untuk waktu
5 tahun bersama denda PKB nya. Proses penghapusan tunggakan pajak
tersebutlilaksanakasesuadengarketentuaryangberlaku.
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2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air
Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok
Piutang PBBKB, PAP dan Pajak Rokok diakui berdasarkanhasil
inventarisasiSKP untuk mengetahuiadanyapajak yang kurang bayar
hingga tanggal akhir tahun periode pelaporan,disebabkanwajib pajak
membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKB) berdasarkan perhitungaselfassessmentNamun
pada saat diterimanya pendapatantersebut di Kas Daerah/Bendahara
Penerimaan/BendaharBenerimaanPembantu, maka tetap akan akan
dicatatsebagaPiutangPajakpadaPendapataRajak.
b. Piutang Retribusi
Pada dasarnya diakgiada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan
retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi dan
naskalperjanjiansewa menyewa.
Untuk transaksi normal, maka langsung dicatat sebagai Kas di Bendahara
Penerimaandan bukan sebagaiPiutang Retribusi, karena penerbitanSKR
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada saat wajib retribusi membayar.
Dan minimal pada akhir tahun periode pelaporan, berdasarkanhasil
inventarisasi terhadap naskah perjanjian sewa menyewa, pelayanan yang telah
diberikan berdasarkan dokumen yang sah, namun belum dibayar oleh wajib
Retribusi,makaakandiakui dandicatatsebagapiutangretribusi.
c. Piutang Hasil PengelolaarKekayaanyang Dipisahkan
Diakui pada akhir tahun berdasarkan dokumen hasil Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang memutuskanuntuk membagikan dividen kepada
pemegang saham namun sampai dengan tanggal akhir tahun belum dilakukan
pembayarandividen atau terdapat kekuranganpembayarandividen. Jadi,
piutang dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian
labaperusahaaBUMD, BUMN maupurswastgbint venture
d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah
dilaksanakanpenagihannyaserta sampai dengan akhir periode pelaporan
belumdilunasi.
Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah,
piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan
denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan piutang dari angsuran/cicilan
penjualardanpiutang lainnya yangejenis.
Khusus untuk Piutang Laibain PAD yang Sak Denda Pajak yg terdiri dari
denda pajak kendaraan bermotor (denda PKB) dan denda bea balik nama
kendaraan bermotor (denda BBN-KB) diakui setelah diterbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKB. Sedangkan SKP diterbitkan pada saat
registrasi/pendaftaran oleh wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pendapatan
Provinsi (SAMSAT) dilingkungan PemerintahanProvinsi SumateraBarat
termasuk Gerai Samsddrive Thry SamsatKeliling dan fasilitas lainnya
yangdisediakan olelKantor PelayanafPendapatan Provinsi.
Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu)
tahundiakui sebagaiAsetLancar, sedangkaguiutang yangelunasannya lebih
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dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar/Aset
Lainnya.

Piutang Transfer

a. Piutang DanaBagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam

Diakui pada akhir tahun periode pelaporanberdasarkanSurat Keputusan

Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk

PemerintalProvinsi.

b. Piutang DanaAlokasi Umum (DAU)

Diakui pada akhir tahun periode pelaporan berdasari&mat Keputusan

Menteri Keuangan telah ditetapkan terkait dengan adanya kurang bayar untuk

PemerintalProvinsi.

c. Piutang DanaAlokasi Khusus (DAK)

Diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang

telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah

difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah
piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang
belumditransferoleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus)
Diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada
PemerintaliPusatyangbelummelakukan pembayaran.

e. Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

1) Dalam hal penyalurantidak memerlukanpersyaratan,apabila sampai
dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau
piutangbagidaeralpenerima;

2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan,misalnya tingkat
penyelesaianpekerjaantertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratansudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakanpembayarannya
olehPemerintalPusat.

f. Transfer Antar Daerah

Diakui apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah

yang menjadi hak daerahpenerimabelum dibayar sampai dengan akhir

periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebutdapat diakui
sebagahaktagihbagipemerintatdaeratpenerimayangbersangkutan.
g. Piutang Kelebihan Transfer

Diakui pada akhir periode tahun pelaporan suatu entitas mengalami kelebihan

transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang

telahditerimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan

untuk memaksakandalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum

dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud
dengarhaktransferperiodeberikutnya.
Piutang Ganti Kerugian Daerah
Harus didukung denganbukti SK Pembebanan/SKTJMyang menunjukkan
bahwa penyelesaianatas Tuntutan Perbendaharaan/TuntutaGanti Rugi
(TP/TGR) dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK
Pembebanan/SKTJMnerupakansurat keterangantentang pengakuanbahwa
kerugiantersebutmenjadi tanggungjawab seseorangian bersediamengganti
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kerugian tersebut. Terhadap piutang yang penagihannyadiserahkankepada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas

piutang tersebut tetap melekat pada PPKD yang bersangkutan, dengan pengertian
tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru

dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang

berwenang.

Penyelesaiamtas TP/TGR ini dapat dilakukan dengancara damai (di luar
pengadilan) atau melalpiengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan
dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat
KeterangamanggunglawabMutlak (SKTJM) dari pihakyangbersangkutardiakui
sebagaPiutangTP/TGRdandisajikandi kelompokAsetLainnyadi Neracauntuk

jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai
Piutang kelompok Aset Lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12
bulanmendatang.

Sebaliknya, apabila pihak yang bersangkutanmemilin menggunakanjalur
pengadilanselamarosegpengadilamimasihberlangsungsukupdiungkapkardalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah
terdapatSuratKetetapardantelahditerbitkan Surat Penagihan.

Dalam halterdapat barang/uang yang disita oleh daerah sel@mg@aian maka
halini wajib diungkapkan dalar@atataratasLaporanKeuangan.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkansecaracukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Informasidimaksuddapatberupa:

a. Kebijakanakuntansiyangdigunakardalampenilaianpengakuaman
pengukurarpiutang;

b. Rincian jenisjenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. Penjelasamataspenyelesaiapiutang;

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan
perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses
penyelesaiarhaik melaluicara damai maupun pengadildan

e. Penghapusvukuan piutang diungkapkansecaracukup dalam Catatanatas
Laporan Keuangan.Informasi yang diungkapkanmisalnya jenis piutang,
nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusanpenghapusan
piutang, dasar pertimbangan penghdpulsuan dan penjelasan lainnya yang
dianggapperlu.

8. PenyisihanPiutang

Asetberupapiutangdi neracaharugerjagaagamilainyasamadengamilai bersihyang
dapatdirealisasikar{netrealizablevalue).Alat untukmenyesuaikaadalahdengan
melakukarpenyisihamiutangtidak tertagih.Penyisiharpiutangdiperhitungkardan
dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat
menggambarkamilai yangbetulbetuldiharapkardapaditagih.

PenggolongarKualitas Piutang Pajak dilakukandengarketentuan:
a. Kualitaslancar,yaitu umurpiutangkurangdaril tahun;
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Kualitaskuranglancar,yaitu umurpiutangl sampai denga® tahun;

c. Kualitasdiragukanyaitu umur piutanglebih dari 2 sampaidengarb tahun;
dan

d. Kualitasmacetyaituumur piutandebihdari5 tahun.

PenggolongarKualitas Piutang Retribusi, dilakukandengarketentuan:

a. Kualitaslancar,yaitu umurpiutangsampaidenganl bulan;

b. Kualitaskuranglancar,yaitu umur piutandl sampaidengar bulan;

c. Kualitas diragukan, yaitu umur piutang lebih 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
dan

d. Kualitasmacetyaituumurpiutanglebihdari12 bulan.

PenggolongarKualitas Piutang Lainnya selainPajak dan Retribusi,

dilakukandengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuhtempo yang ditetapkan;

b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejaktanggal SuraTagihanPertama tidaklilakukanpelunasan;

c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggalSuratTagihanKeduatidak dilakukanpelunasanglan

d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah
diserahkarkepaddnstansiyangmenanganpengurusampiutangnegara.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan
dalamtabelberikut:

Tabel4.1
PenetapanKategori Kualitas Piutang
No Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
1. Lancar 0,5%
2. Kurang Lancar 10%
3. Diragukan 50%
4 Macet 100%

Penyisihan dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan, apabila
masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak
tertagihsesuadengan kualitapiutangnya.

9. Persediaan

a. PengakuanPersediaan

1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
dan

2) Pada saat diterima atéhwak kepemilikannyadan/ataukepenguasaannya
berpindah.
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b. PengakuanBebanPersediaan

Beban persediaan dicatat sebagai pendekatan beban yaitu setiap pembelian
persediaanakan langsungdicatat sebagaibeban persediaan Penghitungan

beban persediaan dilakukatalam rangkapenyajian Laporan Operasional.
Pada akhir periode pelaporan (akhir semester dan akhir tahun) berdasarkan
Berita AcaraStock Opnamgang dilakukan oleh Pengurus Barang/Penyimpan
Barang/Kasubag Umum/Petugas yang ditunjuk, maka bagian akuntansi akan
melakukanjurnal untuk penyesuaiarpemakaianbeban persediaanperiode
berjalan dibandingkandengan saldo awal persediaandengan saldo akhir
persediaasebesaselisihnya.

c. SelisihPersediaan

Sering kali terjadi selisih persediaanantara catatan persediaanmenurut
Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi
akuntansi dengan hasitock opnameSelisih persediaan dapat disebabkan
karenagpersediaahilang,usang, kedaluwarsataurusak.
Jika selisih persediaandipertimbangkansebagaisuatu jumlah yang tidak
material (kurang dari 5% dari total nilai persediaan tssitk opname maka
selisinpersediaaini diperlakukarsebagabeban.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang material,
makaselisihpersediaaimi diperlakukarsebagakerugiandaerah.

LaporanKeuangarPemerintatDaerahmengungkapkan:

a. Kebijakanakuntansyangdigunakardalampengukurarpersediaangan

b. Penjelasanlebih lanjut persediaanseperti barangatau perlengkapanyang
digunakan dalam pelayananmasyarakat,barang atau perlengkapanyang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis,
jumlah,dannilai persediaanlalamkondisirusak atawsang.

10. Investasi

Investasidiakui saat terdapatpengeluarankas atau aset lainnya yang dapat
memenuhkriteria sebagaberikut:

a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan
manfaatsosialatau jasgotensiadi masa depargtau

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal
(reliable).

PengungkapamvestasidalamCatataratasLaporanKeuangarsekurang
kurangnyamengungkapkan hdial sebagaberikut:

1) Kebijakanakuntansuntukpenentuamilai investasi;

2) Jenisjenisinvestasijnvestaspermanemannonpermanen;

3) Perubahaimargapasarbaik investasjangkapendekmaupuninvestasi
jangkapanjang;

4) Penurunamilai investasiyangsignifikandan penyebapenurunan tersebut;

5) Investasiyangdinilai dengamilai wajardanalasampenerapannya;
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6) Jumlahdanabergulir yang tidak tertagih, saldo awal danabergulir,
penambahan/pengurangadamnabergulirdansaldoakhir danabergulir;

7) Informasitentangjatuh tempodanabergulir berdasarkarumur dana
bergulir;dan

8) Perubahaposinvestasi.

11. AsetTetap

a. Asettetapdiakui padasaatmanfaatekonomimasadepandapatdiperolehdan
nilainyadapatdiukur dengan andal;

b. Pengakuarasettetap sangatandal bila asettetaptelah diterima atau
diserahkarnak kepemilikannyalanataupadasaatpenguasaannyaerpindah;

c. Untuk dapatdiakui sebagaasettetapharusmemenuhkriteria sebagaberikut:
1) Berwujud;
2) Mempunyaimasamanfaatebihdari 12 bulan;
3) Biayaperoleharasetdapatdiukur secaraandal;
4) Tidak dimaksudkamuntukdijual dalamoperasinormalentitas;
5) Diperolehataudibangurdengamrmaksuduntukdigunakangan
6) Memenuhibatasaminimal kapitalisasasettetapyang telatditetapkan

d. Nilai peroleharasettetaptersebuharusmemenuhbatasajumlahbiaya
(capitalizationthreshold$} dari asettetapyang telahditetapkan;

e. Nilai satuamminimumkapitalisasi aseetapterdiri dari:

1) Tanah,tidak adakebijakanmengenainilai satuanminimum kapitalisasi,
sehinggaerapaun nilaiperoleharianahakandikapitalisasi;

2) PeralatamdanMesindengamilai sebesaRp1.000.000,00;

3) Peralatandan Mesin yang sifatnya mudah rusak, mudah pecah tidak
dikapitalisasi menjadi aset tetap tetapi dicatat sebagaiekstrakomptabel
seperti karpet, gorderértical blind pecah belah, alalat dapur, alaslat
informasidanlain-lain yang sejenisnya;

4) GedungdanBangunardengamilai sebesaRp20.000.000,00;

5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan,tidak ada kebijakan mengenainilai satuan
minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi,
dan Jaringan dikapitalisasi yaitu untuk pekerjaan berupa pembangunan dan
peningkatarkapasitagalanirigasi danjaringan;

6) Aset Tetap Lainnya hewan ternak sebesarRp1.000.000,00sedangkan
bukubukuperpustakaaRpl,00ataulebih; dan

7) AsettetaprenovassebesaRp20.000.000,00

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan
diperlakukansebagaibarang inventaris ekstrakomptabelang tidak disajikan
dalamNeracatetapidicatatdalamKartu Inventari€Ekstrakomptabel.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masatsing jenis aset tetap
sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai terazatyifg
amouny;
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b. KebijakanAkuntansiuntukkapitalisasiyangberkaitandengarmsetTetap;
c. Rekonsiliasjumlahtercatapadaawal danakhir periodeyangmenunjukkan:
1) Penambaha@set(pembelian,hibah/donasipertukaran reklasifikasidan
lain-lain);
2) Pengurangaaset(penjualanpenghapusameklasifikasidanlain-lain);
3) Akumulasipenyusutamlanperubahamilai, jika ada;dan
4) Mutasiasettetaplainnya.
d. Informasipenyusutanmeliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metodepenyusutalyangdigunakan;
3) Masamanfaatatautarif penyusutaryangdigunakangan
4) Nilai tercatatbrutodanakumulaspenyusutampadaawal danakhir periode.
e. Laporankeuangarugaharusmengungkapkan:
1) Eksistensidanbatasarmakmilik atasasettetap;
2) Kebijakanakuntansuntukkapitalisasiyangberkaitardengarasettetap;
3) Jumlahpengeluarapadaposasettietapdalamkonstruksi; dan
4) Jumlahkomitmenuntukakuisisi asetetap.
f. Untuk KonstruksiDalamPengerjaaliK DP) perludiungkapkan:

1) Rincian kontrakKDP berikuttingkat penyelesaiannyganjangkawaktu
penyelesaiannypadatanggalneraca;

2) Nilai kontrakkonstruksidansumbempembiayaangan
3) Jumlahbiayayang telatdikeluarkarsampaidengartanggalneraca.

g. Asetbersejaraltiungkapkarsecarainci, antaralain nama,jenis, kondisidan
lokasiasetdimaksud.

12. Kewajiban diakui padasaat:

a. Danapinjamanditerimaolehpemerintatdaerahatau

b. Dana pinjaman dikeluarkanoleh kreditur sesuaidengankesepakatan
pemerintaldaerahatau

c. Padasaatkewajibantimbul.

Dalam pengungkapapadaCatatanatasLaporanKeuanganerkait dengan
kewajiban harusdiungkapkan pulkal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikanberdasarkapemberipinjaman;

b. Jumlahsaldo kewajiban berupautang pemerintahdaerahberdasarkarenis
sekuritasutang pemerintabaeratdan jatuntemponya;

¢. Bungapinjamanyangterutangpadaperiodeberjalandantingkat bungayang
berlaku;

d. Konsekuenstlilakukannygpenyelesaiakewajibansebelunjatuhtempo;
e. Perjanjiarrestrukturisasutangmeliputi:

1) Pengurangapinjaman;

2) Modifikasi persyaratamtang;
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4.4,

3) Pengurangatingkatbungapinjaman;

4) Pengundurajatuhtempopinjaman;

5) Penguranganilai jatuhtempopinjaman;dan

6) Pengurangajumlahbungaterutangsampaidengarperiodepelaporan.

f. Jumlahtunggakanpinjamanyang disajikandalambentukdaftar umur utang
berdasarkakreditur; dan

g. Biayapinjaman:
1) Perlakuarbiayapinjaman;
2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan
3) Tingkatkapitalisasiyangdipergunakan.
PenerapanKebijakan Akuntansi Berkaitan denganKetentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pospos Laporan
KeuangartelahsesuadengarketentuarStandarAkuntansiPemerintahan.

Pada Tahun 2005, dilaksanakanpenyusunameracaawal PemerintahProvinsi
Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh
AsetTetap.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah Tahun 2005,
penyajiannydelahberdasarkabiaya perolehaataupertukarar(at cost)

Mulai Tahun 2015, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat dilakukan dengan basis akrual, sehingga adanyakakuypang
timbul karengpenerapan basakrualini yaitu:

x AkumulasiPenyusutarset TetapdanAsetLainnya;
x  AkumulasiAmortisasiAsetTidak Berwujud;

x BebanPenyusutaiset Tetap;

x BebanAmortisasiAsetLainnya;

x AkumulasiPenyisiharPiutang;

x BebanPenyisiharPiutang;

x Pendapataditerimadimuka;

x Bebandibayardimuka;

x Piutang;dan

x UtangBelanja
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BAB V
PENJELASAN POS-POSLAPORAN KEUANGAN

5.1. PenjelasanLaporan RealisasiAnggaran (LRA)

AnggaranPendapatan daBelanja Daerah ProvinsiSumateraBarat Tahun 2022
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember
2021 Sedangkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan
melaluiPeraturartGubernuMNomor 52Tahun2021Tanggal31 Desember 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2022 ditetapkan melalui PeraturanDaerah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 04
November 2022 dan PenjabaranPerubahanAnggaran Pendapatardan Belanja

Daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 Tanggal 04
November 2022.

AnggaranPendapatan daBelanja Daerah ProvinsiSumateraBarat Tahun 2022

setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp6.175.628.018.183,00,
Belanja sebesar Rp6.639.308.547.776,00 dan Defisit sebesar
(Rp463.680.529.593,00). Defisit Anggaran Tahun 2022 ditutup dengan Pembiayaan
NettosebesaRp463.680.529.593,00.

Gambaran secara keseluruhan tentang target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat kita uraikan sebagai
berikut :

5.1.1. PENDAPATAN

PendapatabaerahProvinsiSumaterd8aratTahun2022terdiri dari:

1. PendapataAsli Daerah(PAD);

2. Pendapatafiransfer,dan

3. Lainlain PendapataBaerahYangSah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5

dan 6. Rincian Anggarandan RealisasiPendapatarDaerah Tahun 2022 dalam
tabelberikut:

Tabel 5.1.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode Tahun 2022

Uraian % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4 PENDAPATAN DAERAH 6.175.628.018.183,00 | 6.130.023.203.347,60 | 99,26 |6.706.053.462.904,89
4.1 Pendapatan Asli Daerah 2.821.838.323.784,00 | 2.851.966.014.892,60 | 101,07 |2.551.899.163.309,89
4.2 Pendapatan Transfer 3.275.683.343.259,00 | 3.192.216.355.418,00 | 97,45 |4.077.691.924.339,00
4.3 Lain Lain Pendapatan 78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 | 76.462.375.256,00
Daerah Yang Sah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2022 mencapai
99,26% dari total pagu anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun
2021 makaterdapapenurunarsebesaRp576.030.259.557,28dapunPenjelasan
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anggarandan realisasiPendapataibaerahProvinsi SumateraBarat Tahun 2022
dapatdiuraikan sebagdierikut:

5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kode Tahun 2022
Uraian . % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1 PENDAPATAN ASLI | 2.821.838.323.784,00| 2.851.966.014.892,60| 101,07 | 2.551.899.163.309,89
DAERAH

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli
Daerah dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Untuk realisasi Tahun 2022
mencapail01,07% dari anggarannyaBila dibandingkandenganrealisasi

Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp300.066.851.582,71. Pendapatan
Asli Daerah terdirdari:

TA. 2022 ; REALISASI
RRERER S ANGGARAN REALISASI i TA. 201
41, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28U BKINTBA00 | 2851.966.01400260 | 10107 2551.099.163.309.89
4101, Pajak Dagrah 2190450460.711.00 | 2.24498.61040000 | 103,84 2.060.832.029.361,00
4100 Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 1255446626000 T4 9.102.043.357,00
4103, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 100.908.864.555,00 100.60.964.535.00 | 9974 81.266.832.195,17
4104 Lain-Jain PAD yang Sah §14.325.236.506.00 DAB/IITIIN60 ) 0T 400.676.296.39,12

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing
masingkomponernPendapataAsli Daerahadalahsebagaberikut:

5.1.1.1.1. PAJAK DAERAH

Kode Tahun 2022

Uraian % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.01 | Pajak Daerah 2.190.456.460.711,00 | 2.274.498.610.480,00| 103,84| 2.060.852.029.361,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Pajak
Daerah dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai
103,84% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021
maka terdapatkenaikan sebesarRp213.646.581.119,0(PendapatarPajak
Daerahterdiri dari:

1. PajakKendaraamBermotor(PKB);

BeaBalik NamaKendaraarBermotor(BBNKB);
PajakBahanBakarKendaraarBermotor(PBBKB);
PajakAir Permukaangdan

PajakRokok.

a s~ WD
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PenerimaaajakDaerahdilaksanakamerdasarkaperaturarberikut:

a. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang PerubaharnPajak
Daerah;

b. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar
KendaraarmBermotor;dan

c. Peraturan Gubernur (Pergudpmor 23 Tahun2012 tentangPerubahan

atas Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentangJuklak PemungutanPajak
KendaraarBermotor, Be@alik NamaKendaraarBermotor.

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 dalam tabel
berikut:
Tabel5.1.1.2
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Hasil Pajak Daerah
Tahun 2022 dan2021

TA. 2022 ‘ REALISASI
WUER VR ANGGARAN REALISAS ! TA. 2021
4101, Pajak Daerah LINARAG0TI00 | 2744986104000 10304 2.060.852.09.361,00
410101 {Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TOO0430000 | SRI0S073000| 10740 735.005.946.830,00
440102 |Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENK) SSTIR0B000 | 4004800220000 106,98 392.541.070.650,00
41010, |Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) §36.321.092.000,00 S50635.420766.00 | 1028 S42879.520
410104 |Pajak Air Permukaan 9.01.431.797.00 026946099200 | 9136 §.940.294.630.00
410108, [Pajak Rokok AUIANA00 | ST %9 J2.130.915.289.00

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 terealisasi sebesar
Rp853.903.980.750,0@tau sebesarl107,40%, bila dibandingkandengan
Tahun2021terjadipeningkatarsebesaRp100.898.031.900,00.

Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2022
terealisasi sebesar Rp421.048.102.200,00atau sebesar 106,93% bila
dibandingkardengarnrahun2021naik sebesaRp28.507.031.550,00.

Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB) Tahun 2022 telah

terealisasi sebesarRp550.655.420.766,0@&tau sebesar102,29% apabila
dibandingkandenganrealisasi Tahun 2021 mengalamikenaikan sebesar
Rp26.426.620.844,00

Pajak Air Permukaan Tahun 2022 telah terealisasi sebesar
Rp8.269.460.992,00 atau sebesar 91,36%, bila dibandingkan dengan realisasi
Tahun2021mengalami penurunasebesaRp670.833.658,00

Pajak Rokok Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp440.621.645.772,00 atau
sebesar 96,99%, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami
kenaikansebesaRp58.485.730.483,00.
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5.1.1.1.2 RETRIBUSI DAERAH

Kode Tahun 2022

Uraian . % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.02 Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 |  12.554.466.260,00 | 77,74 9.102.045.357,00

Jika dilihat dari realisasi Tahun 2022 mencapai 77,74% dari pagu
anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terdapat
kenaikan sebesar Rp3.452.420.903,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri
dari:
Tabel5.1.1.3
Anggaran dan Realisasi Rincian Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun 2022dan 2021

Kode ) Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

4.1.02 Retribusi Daerah 16.149.762.012,00 | 12.554.466.260,00 | 77,74 | 9.102.045.357,00

4.1.02.1 | Retribusi Jasa 3.400.340.000,00 | 2.457.600.459,00 | 72,28 | 1.184.700.000,00
Umum

4.1.02.2 | Retribusi Jasa 12.249.422.012,00 | 9.864.785.801,00 | 80,53 | 7.127.311.857,00
Usaha

4.1.02.3 | Retribusi Perizinan 500.000.000,00 | 232.080.000,00 | 46,42 790.033.500,00
Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah ini

peraturarberikut:

a. PeraturarDaerah(Perda)Nomor 1 Tahun2020tentangPerubaharPerda
Nomor 1Tahun2015 tentandretribusiPerizinan Tertentu;

. PeraturarDaerah(Perda)Nomor 2 Tahun2017 tentangPerubaharAtas
PerdaNomor1 Tahun2011tentang RetribuslasdJmum;dan

. PeraturanDaerah(Perda)Nomor 3 Tahun 2018 tentangPerubaharatas
PeraturabaerahNomor1 Tahun2016tentang RetribuslasaJsaha.

Penjelasarterhadapmasingmasing rincian objek Pendapatamapatdilinat
padaLampiran2.

dilaksanakan berdasarkan beberapa

5.1.1.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH  YANG
DIPISAHKAN
Kode Tahun 2022
Uraian % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan | 100.908.864.555,00 | 100.650.964.555,00 | 99,74 | 81.266.832.195,77
Daerah yang dipisahkan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2022 mencapai
99,74% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi
peningkatarsebesaRp19.384.132.359,23.

Bahwa sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan
penyertaanimodalpadaBUMD (LembagaKeuangan)yaitu PT Bank Nagari,
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PT Grafika Jaya Sumbar, PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP), PT
Balairung. PT Jamkrida Sumbar serta perusahaan patungan/milik swasta yaitu
PT Pembangunan Sumb@danPT Bangun Askrida.

Adapun penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Tahun2022berasataripembagiamevidensebagai berikut:

a.PTBankNagarisebesaRp91.026.647.715,00;

b.PT JamkridasebesaRp1.283.905.723,00;

c. PT AsuransiBangunAskridasebesaRp7.822.209.398,0@an
d.PT BalairungsebesaRp518.201.719,00.

5.1.1.1.4.LAIN -LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Kode Tahun 2022

Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 514.323.236.506,00 | 464.261.973.597,60 | 90,27 | 400.678.256.396,12

Berdasar tabel diatas dapat dilihat dari sisi Hain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah dalam Tahun 2022 terealisasi sebesar 90,27% dari pagu
anggarannya. Namun dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan
sebesar Rp63.583.717.201,48. L@m Pendapatan Asli Daerah yang Sah
terdiri dari:

Tabel5.1.1.4

Anggaran dan Realisasi Rincian Penerimaan Laitain Pendapatan Asli Daerah
yang SahTahun 2022dan 2021

Kode Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 514.323.236.506,00 | 464.261.973.597,60 | 90,27| 400.678.256.396,12
4.1.04.1 | Hasil Penjualan BMD yang 677.200.000,00 210.887.401,00 | 31,14 126.230.000,00
tidak dipisahkan
4.1.04.3 | Hasil Pemanfaatan BMD 4.751.000.000,00 | 4.259.000.000,00 | 89,64| 1.925.000.000,00
yang tidak dipisahkan
4.1.04.4 | Hasil Kerja Sama Daerah 1.600.000.000,00 | 2.158.779.400,00 [134,92| 3.137.460.000,00
4.1.04.5 | Jasa Giro 26.562.926.000,00 | 29.714.553.938,00 |111,86| 34.132.111.810,00
4.1.04.7 | Pendapatan Bunga 11.721.666.668,00 | 11.844.444.446,00 |101,05| 5.000.000.000,00
4.1.04.8 | Penerimaan atas Tuntutan 77.448.856.838,00 | 26.720.621.598,60 | 34,50 0,00
Ganti Kerugian Keuangan
4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak 18.750.000.000,00 | 7.726.588.878,00 | 41,21| 15.383.323.090,00
Daerah
4.1.04.15 | Pendapatan dari 0,00 0,00 53.551.898.807,12
Pengembalian
4.1.04.16 | Pendapatan BLUD 372.811.587.000,00 | 381.627.097.936,00 |102,36| 287.422.232.689,00

Berdasarkamabeldiatasdapatdijelaskarhalhal sebagaberikut:
x Hasil PenjualanBMD vyang tidak dipisahkanyang terealisasisebesar

Rp210.887.401,00 merupakan hasil penjualan aset lainnya. Rincian lebih

lengkappadalLampiran 25;
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x Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar
Rp4.259.000.000,00merupakan kerja sama pemanfaatanaset antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pihak ketiga atas sewa tanah
oleh PT Graha Mas, Paviliun Bung Hatta, Bung Hatta Convention Hall dan
SewaATM BankNagaridi KantorGubernur;

x Hasil Kerja Sama Daerahyang terealisasisebesarRp2.158.779.400,00
berasal dari pendapatan penyelenggaraandiklat kerjasama dengan
pemerintahkabupaten/kotadan instansi lainnya serta pendapataryang
berasaldari kabupaten/kotayang menyerahkanpengelolaansampahnya
kepada UPT Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera
Barat;

x Pendapatan Jasa Giro yang terealisasi sebesar Rp29.714.553.938,00 Kas
Daerah dan Jasa Giro BendaharaPengeluaran/Bendaha@engeluaran
Pembantu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penerimaan Jasa Giro dari BPD Sumatera
Barat;

x PendapatarBunga atas penempatanuang pemerintah/pendapatayang
berasal dari Deposito yang terealisasi sebesarRp11.844.444.446,00.
Pendapatanbunga Deposito berasal atas dana Rajawali, selain itu
pendapatarBunga juga diperoleh dari Deposito Kas Daerahdi Bank
Nagari yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun
2012tentang SisterManajemen daRengendalian Kddmum;

x Penerimaanatas Tuntutan Ganti Kerugian Keuanganyang terealisasi
sebesarRp26.720.621.598,6@nerupakanpendapatanyang berasaldari
pengembalianbelanja pegawai/belanjabarang dan jasa/belanjamodal
tahun lalu yang berdasarkan hasil temuan pemeriksaan, denda kegiatan,
potongan uang pensiun melalui PT Taspen, pengembalianjaminan
pekerjaartahunlalu danlainnya;

x Pendapatan Denda Pajak Daerah vyang terealisasi sebesar
Rp7.726.588.878,00 berasal dari denda atas pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melewati
waktujatuhtempo;dan

x Pendapatan BLUD sebesar Rp381.627.097.936,00 berasal dari pendapatan
yang asalnya dari penerimaan langsung oleh SKPD ataupun UPTD yang
berstatu8LUD padaTahun2022dengarrinciansebagai berikut :

No Uraian Nilai (Rp)
1 RSAM Bukittinggi 165.372.956.059,00
2 RSJ. HB. Sa‘anin 29.781.981.426,00
3 RSUD M. Natsir Solok 102.182.388.703,00
4 RSUD Pariaman 76.806.754.894,00
5 BKIM-LABKES-DINKES 7.483.016.854,00
TOTAL 381.627.097.936,00
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5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Kode Tahun 2022
Uraian . % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2 PENDAPATAN 3.275.683.343.259,00|  3.192.216.355.418,00 | 97,45| 4.077.691.924.339,00
TRANSFER

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2022 sebesar
Rp3.192.216.355.418,00atau 97,45% dari

pagu anggarannya. Bila

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat penurunansebesar
Rp885.475.568.921,00.

Pendapatafmransferterdiri dari:
a. PendapatamransferPemerintaliPusat DanaPerimbangangan
b. PendapataiiransferAntar Daerah.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing

masingkomponerPendapataiiransferadalahsebagai berikut:

5.1.1.2.1. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA

PERIMBANGAN

Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

4.2.01 Pendapatan Transfer 3.247.961.543.259,00 | 3.164.494.555.418.00 | 97,43 4.072.492.324.339,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan transfer

pemerintah pusat - dana perimbangan Tahun 2022 lebih kecil jika
dibandingkardengarrealisasiTahun2021sebesaRp907.997.768.921,00.

PendapatamransferPemerintaliPusatDanaPerimbangarerdiri dari;
1. DanaTransferldmum- DanaBagi Hasil(DBH);

2. DanaTransfertUmum- DanaAlokasi Umum(DAU);
3. DanaTransferKhusus- DanaAlokasi Khusus(DAK) Fisik; dan
4. DanaTransferKhusus- DanaAlokasi Khusus(DAK) Non Fisik.

Rincian Anggaran dan Realisasi PendapatanTransfer PemerintahPusat
DanaPerimbangan Tahun 2022lamtabelberikut:

Tabel5.1.1.5
Anggaran dan RealisasiPendapatanTransfer Pemerintah Pusat

Kode ) Tahun 2022
Uraian — Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.01 Pendapatan 3.247.961.543.259,00 | 3.164.494.555.418,00 | 97,43 |4.072.492.324.339,00
Transfer
Pemerintah Pusat
4.1.01.01.1 | Dana Transfer 170.447.971.259,00 | 180.744.332.533,00 (106,04 | 182.002.546.180,00
Umum-Dana Bagi
Hasil (DBH)
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Kode i Tahun 2022
Uraian . % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.1.01.01.2 | Dana Transfer 1.887.033.911.000,00 | 1.877.994.607.585,00 | 99,52| 1.887.033.911.00,00
Umum-Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.1.01.01.3 | Dana Transfer 279.978.313.000,00 | 255.159.075.776,00 | 91,14 | 235.072.486.686,00
Khusus-Dana
Alokasi Khusus
(DAK) Fisik
4.1.01.01.4 | Dana Transfer 910.501.348.000,00 | 850.596.539.524,00 | 93,42 |1.717.667.838.473,00
Khusus-Dana
Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik
4.2.01.02. | Dana Insentif 0,00 0,00 | 0,00 | 50.715.542.000,00
Daerah (DID)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2022 dan PMK Nomor 86/PMK.07/2022 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang
PengelolaaanaBagi Hasil,AlokasiUmumdanDanaOtonomi Khusus.

Rincian anggaran dan realisasi serta sisa DAK Fisik dan Non Fisik dapat
dilihat padaLampiran 7dan 8.

5.1.1.2.2. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Daerah

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian . %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar 27.721.800.000,00 27.721.800.000,00 | 100 5.199.600.000,00

Jumlah tersebut diatas merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan
Transfer Antar Daerah dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk Tahun 2022
terealisasi sebesar Rp27.721.800.00,00 atau sebesar 100% dari anggarannya.
Dibandingkandenganrealisasi Tahun 2021terdapatpeningkatansebesar
Daerah sebesar

Rp22.522.200.00,00. Pendapatan Transfer

Rp27.721.800.00,00erasabari:

Antar

No Uraian Realisasi (Rp)
1 Bantuan Keuangan Kota Bukittinggi 6.419.250.000,00
2 Bantuan Keuangan Kab. Pasaman 7.755.000.000,00
3 Bantuan Keuangan Kab. Sijunjung 5.440.800.000,00
4 Bantuan Keuangan Kota Pariaman 4.646.400.000,00
Tambahan Bantuan Keuangan Kota
5 Bukittinggi 2.100.750.000,00

Tambahan Bantuan Keuangan Kota
Pariaman

1.359.600.000,00
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Dapat juga kami informasikan sampai akhir Tahun 2022, untuk Pendapatan
Transfer Antar Daerah berupa bantuan keuangan dari kabupaten/kota sebesar
Rp27.721.800.00,00 telah direalisasikan sebesar Rp25.451.235.343,00 yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana penggunaannya untuk sekolah
sekolah sesuai haskah bantuan dan masih tersisa sebesar Rp2.270.564.657,00
yangakandianggarkarkembalipada Tahui2023.

5.1.1.3. LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Tahun 2022
Kode ) Tahun 2021
Uraian Anggaran o %
Rek Realisasi (Rp) (Rp)
(Rp)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00| 109,9| 76.462.375.256,00
DAERAH YANG SAH

Jika dilihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa realisasi dan anggaran
Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah Tahun 2022 terealisasi sebesar
Rp85.840.833.037,00atau sebesar 109,90% dari pagu anggarannya.
Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat
peningkatarsebesaRp9.378.457.781,00.

Lain-lain PendapatabaerahyangSahterdiri dari:
1. PendapataHibahdari PemerintatPusatdan
2.Sumbanga®ihakKetiga/Sejenis.

Tabel5.1.1.6

Anggaran dan Realisasi Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2022dan 2021

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021

Uraian — %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

4.3 Lain Lain Pendapatan 78.106.351.140,00 | 85.840.833.037,00 | 109,90 | 76.462.375.256,00
Daerah Yang Sah

4.3.01 | Pendapatan Hibah dari 69.188.751.140,00 | 77.131.795.037,00 | 111,48 | 62.831.189.256,00
Pemerintah Pusat

4.3.05 | Sumbangan Pihak 8.917.600.000,00 |  8.709.038.000,00 | 97,66 | 13.631.186.000,00
Ketiga/Sejenis

Jika dilihat dari tabeldi atas dapat dilihabahwa Pendapatan Hibah dari
Pemerintah Pusat adalah pendapatan IPDMIP dan PHJD yang dialokasikan
berdasarkan PMK No:-591/MK.7/2017 tanggal 6 Desember 2017 Perihal
PenetapanPemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Integrated
Participatory Development And Management Of Irrigation Proj#eDMIP)

dan PMK No0.S8/MK.7/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal Penetapan
Pemberian Hibah Untuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang
bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2021. Sedangkan
sumbangan pihak ketiga terdiri dari sumbangan diler kendaraan bermotor,
DOC Peternakan, Jasa Raharja dan PT Semen Padang. Sumbangan Pihak
Ketiga ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
tentangSumbangarPihak Ketiga dan PeraturarGubernurNomor 62 Tahun
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2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

tentangSumbangan Pihak Ketiga.
5.1.2. BELANJA

BelanjaDaerahProvinsiSumaterdaratTahun2022terdiri dari:

1. BelanjaOperasi;
2. BelanjaModal,
3. BelanjaTidak Terdugadan
4. BelanjaTransfer.

Adapun PerbandingarRincian Anggarandan RealisasiBelanja DaerahTahun
2022dan2021dapatdilihat dalamtabelberikut:

Tabel5.1.2.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun 2022 dan2021

Kode Tahun 2022
Uraian —— % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5 BELANJA DAERAH 6.639.308.547.776,00 | 6.304.434.742.047,81 | 94,96 | 6.468.906.658.345,37
5.1 Belanja Operasi 4.363.098.223.478,00 | 4.156.251.043.888,92 | 95,26 | 4.728.173.160.487,02
5.2 Belanja Modal 1.052.569.573.536,00 | 941.069.948.131,89 | 89,41 | 666.352.120.893,35
5.3 Belanja Tidak Terduga 16.144.188.106,00 197.187.371,00 1,22 | 71.352.130.954,00
5.4 Belanja Transfer 1.207.496.562.656,00 | 1.206.916.562.656,00 | 99,95 | 1.003.029.246.011,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Daerah dalam Tahun 2022
mencapai94,96% dari pagu anggarannyaSedangkanbila dibandingkan
dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar
Rpl164.471.916.297,56 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahandaerah, organisasi, program dan kegiatan
Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 3, Rekapitulasi Belanja per SKPD
Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9. SedangkanRekapitulasi
Penerbitan dan Pencairan SP2D per SKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada
Lampiran 14 dan Rekapitulasi setoran pengembalian belanja per SKPD dapat
dilihat padaLampiranl5.

Penjelasan anggaran dan realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun2022dapatdiuraikansebagaberikut:

5.1.2.1.BELANJA OPERASI
Kode . Tahun 2022
Uraian - - % Tahun 2021
Rek Anggaran Realisasi
5.1 BELANJA OPERASI 4.363.098.223.478,00 | 4.156.251.043.888,92 95,26 | 4.728.173.160.487,02

Jumlah tersebutdiatas merupakanrealisasi dan anggaranbelanja operasi
dalam Tahun 2022 dan 2021. Untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar
Rp4.156.251.043.888,%%ausebesaB5,26%dari anggarannya.
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Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunansebesar
Rp571.922.116.598,10.

BelanjaOperasterdiri dari:

i ;7 ANGGARAN - REALISASI k R:L ;;S I
i, BELANJA OPERASI 4300802047800 | 4190251 04308692 | 9.6 4T8.A73.160 467,02
AN Belanja Pegawai LALALTISTHO0|  2078.501672886.00) 9503 2083.837.763.635,00
50 Belanja Barang dan Jasa 200474051900 | 19904999%06% | %5 1.703.232.648.316,02
AN Belanja Subsidi 1.300.000.000,00
508, Belanja Hibah 71.552.898.148.00 14164017900 W2 931.062.746.3%.00
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 11.030.800.000,00 10.833.000.000,00 | 9803

Rekapitulasbelanjaoperasper SKPDdapatdilihat padaLampiranl0.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing
masingkomponen belanjaperasiadalahsebagaberikut:

5.1.2.1.1. BELANJA PEGAWAI

Kode Tahun 2022

Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.1.01 BELANJA PEGAWAI | 2.187.152.775.751,00 2.078.501.672.886,00 | 95,03 | 2.093.837.765.635,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan anggaran Belanja
Pegawai Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.078.501.672.886,00 atau sebesar
95,03% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat

penurunarsebesaRpl15.336.092.749,0@elanjaPegawai terdirdari:

S o o

BelanjaGaji danTunjangarASN;
BelanjaTambaharPenghasila\SN;
TambaharPenghasilaBerdasarkafertimbangan;
BelanjaGaji danTunjangarDPRD;
BelanjaGaji danTunjangarKDH/WKDH,;
BelanjaPenerimaathainnyaPimpinanDPRD;dan

7. BelanjaPegawaBLUD.

RincianBelanjaPegawadapatdilihat padaabelberikut:

Tabel5.1.2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2022dan 2021

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.1.01 BELANJA PEGAWAI 2.187.152.775.751,00 | 2.078.501.672.886,00 | 95,03 2.093.837.765.635,00
5.1.01.01 | Belanja Gaji dan 1.307.216.454.872,00 | 1.271.309.121.425,00| 97,25 |1.294.327.547.935,00
Tunjangan ASN
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Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

5.1.01.02 | Belanja Tambahan 278.004.155.463,00 | 255.563.688.949,00 | 91,93 | 224.048.291.550,00
Penghasilan ASN

5.1.01.03 | Tambahan 556.144.684.163,00 | 505.852.906.273,00 | 90,96 | 522.353.925.833,00
Penghasilan
berdasarkan
Pertimbangan

5.1.01.04 | Belanja Gaji dan 40.865.288.652,00 | 40.863.014.755,00 | 99,99 | 39.937.803.507,00
Tunjangan DPRD

5.1.01.05 | Belanja Gaji dan 244.244.496,00 241.803.743,00 | 99,00 225.966.523,00
Tunjangan KDH/WKDH

5.1.01.06 | Belanja Penerimaan 4.525.948.105,00 4.525.948.105,00 | 100 | 4.057.320.810,00
Lainnya Pim.DPRD

5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD 152.000.000,00 145.189.636,00 | 95,52 | 8.886.909.477,00

RincianBelanjaPegawaper SKPDdapatdilihat padaLampiranll.

5.1.2.1.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Kode ) Tahun 2022
Uraian - - % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.1.02 | BELANJA BARANG 2.092.041.749.579,00 | 1.999.499.938.823,92| 95,58 | 1.703.252.648.316,02
DAN JASA

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Barang JasaTahun 2022

terealisasi sebesar Rp1.999.499.938.823,92 atau sebesar 95,58% dari pagu
anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar

Rp296.247.290.507,9Hal ini disebabkankarena anggaranbelanja BOS
seluruhnyadianggarkanpada Belanja Barang dan Jasayang didalamnya
terdapakomponen BelanjRegawadanBelanjaModal.

RincianBelanjaBarangdanJasadapatdilihat padatabelberikut:

Tabel5.1.2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2022dan 2021

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5102 | BELANJA BARANG |5 199 041 749.579,00 |1.999.499.938.823,92 | 95,58 |1.703.252.648.316,02
DAN JASA
5.1.02.01| Belanja Barang 447.955.691.287,00 | 406.110.570.418,78| 90,66 | 693.922.217.422,72
5.1.02.02| Belanja Jasa 597.301.169.951,00 | 566.875.795.364,78 | 94,91 | 486.955.331.447,76
5.1.02.03| Belanja Pemeliharaan | 111.440.311.481,00 | 107.565.284.352,69| 96,52 | 95.964.051.589,54
5.1.02.04 g?:]agjsa Perjalan 252.824.381.752,00 | 233.536.562.181,00 | 92,37 | 170.912.111.867.00
5.1.02.05| Belanja uang dan/atau
Jasa untuk diberikan
kepada Pihak 17.423.051.400,00 | 17.061.473.900,00 | 97,92 | 9.686.524.400.00
Ketiga/Pihak lainnya
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Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.1.02.88| Belanja Barang dan 319.360.360.025,00 | 346.912.742.807,67 108,63 0,00
Jasa Bos
5.1.02.99 ?;;”g“l_%aéa"g dan 345.736.783.683,00 | 321.437.509.799,00 | 92,97 | 245.812.411.589,00

RekapitulasBelanjaBarangdanJasgper SKPD dapatdilihat padaLampiran
12. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa terdapat beberapakejadian

dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana diuraikan

dalamLampiran33.

Dikapitalisasinya Belanja Barang dan Jasa tersebut sesuai dengan Kebijakan

Akuntansi PemerintahProvinsi SumateraBarat yang ditetapkan dengan
Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi. Sistem
Akuntansi dan Bagan Akun StandarPemerintahProvinsi SumateraBarat

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor

82 Tahun2015tanggal31 DesembeR015tentangPerubahamtasPeraturan
GubernuNomor43 Tahun2014.

5.1.2.1.3. BELANJA SUBSIDI

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

5.1.04 | BELANJA SUBSIDI 1.300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja subsiditidak terealisasidisebabkanbelum adanyaregulasi dalam

bentuk peraturan gubernur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan belanja

subsidi tersebut. Untuk pembahasarperaturangubernur dimaksud sudah
dilaksanakanbeberapakali antara Tim TKKSD Provinsi SumateraBarat

dengan Kanwil Kemenkumham namun sampai saat ini Peraturan Gubernur

tentangTataCaraPemberiarSubsiditersebubelumtuntas.

5.1.2.1.4. BELANJA HIBAH

Kode Tahun 2022

Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.1.05 | BELANJA HIBAH 71.552.898.148,00 67.416.432.179,00 | 94,22 931.082.746.536,00

Jika dilihat dari realisasi dan anggaran Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar

Rp67.416.432.179,0@Gtau sebesar94,22% dari pagu anggarannya.Jika

dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan realisasi Belanja Hibah

sebesaRp863.666.314.357,00.
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RinciananggarardanrealisasiatasBelanjaHibahsebagai berikut:

Tahun 2022
Kode . Tahun 2021
Uraian Anggaran Realisasi %
Rek (Rp)
(Rp) (Rp)
5.1.05 BELANJA HIBAH 71.552.898.148,00 | 67.416.432.179,00 | 94,22 | 931.082.746.536,00
5.1.05.01 | Belanja Hibah 550.997.400,00 528.010.000,00 | 95,83 0,00
kepada Pemerintah
Pusat
5.1.05.02 | Belanja Hibah 0,00 0,00 875.401.702.000,00
kepada Pemerintah
Daerah Lainnya
5.1.05.05 | Belanja Hibah 68.151.761.548,00 | 64.038.282.979,00 | 93,96 | 52.830.905.336,00
kepada Badan,
Lembaga,
organisasi
5.1.05.07 | Belanja Hiobah 2.850.139.200,00 | 2.850.139.200,00 100 | 2.850.139.200,00
Bantuan Keuangan
Kepada Partai

Belanja Hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki
oleh masingmasing partai politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Daftar

partai politik yang menerima hibah Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran
21.

5.1.2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.1.06 | BELANJA BANTUAN 11.050.800.000,00 10.833.000.000,00 | 98,03 0,00
SOSIAL

Pada Tahun 2022 realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar
Rp10.833.000.00,0@tau sebesar98,03% dari pagu anggarannyaBelanja
Bantuan Sosial dialokasikanberdasarkanlPMK Nomor 134/PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib dalam RangkaPenanganamampak Inflasi Tahun
2022 yangmewajibkanpemerintah daeramenganggarkarBelanja Wajib
Perlindungarsosialsebesa% dari DanaTransfeldmum (DTU).

Kegiatan ini berupa penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam
rangka PenanganarDampak Inflasi Provinsi Sumatera Barafrahun 2022
kepada&KeluargaPenerima ManfagkPM) DTKS Non Bansos.

Dalam penyalurannyaPemerintahProvinsi SumateraBarat bekerja sama
dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Padang dengan
Perjanjian Kerja Sama Nomor 460/1736/Dinso$SB/2022 dan Nomor
970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Penanganan Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat
Tahun2022.
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5.1.2.2. BELANJA MODAL

Kode Tahun 2022
Uraian % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.2 BELANJA 1.052.569.573.536,00 941.069.948.131,89 | 89,41 666.352.120.893,35
MODAL

Jumlah tersebutmerupakanrealisasidan anggaranBelanja Modal Tahun

2022 dan 2021. Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp941.069.948.131,89 atau
89,41% dari pagu anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021
terdapat peningkatan sebesar Rp274.717.827.238,54. Belanja Modal terdiri

dari:

A. BelanjaModal Tanah;

B. BelanjaModal PeralatadanMesin;

C. BelanjaModal GedungdanBangunan;

D. BelanjaModal Jalan|rigasidanJaringangdan
E. BelanjaModal AsetTetapLainnya.

Adapun perbandingan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan
2021dapatdilihat padatabelberikut:
Tabel5.1.2.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2022 dan2021

Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.2. BELANJA MODAL | 1.052.569.573.536,00 | 941.069.948.131,89 | 89,41 | 666.352.120.893,35
5201 | BelanjaModal Tanah | 7.172.700.000,00 |  7.168.525.850,00 | 99,94 | 6.726.538.390,00
5202 | BelanaModal 405 565 88484300 | 254.880.410.731,90 | 81,62 | 132.169.741.357,81
Peralatan dan Mesin
Belanja Modal
5.2.03 | Gedung dan 286.908.412.567,00 | 265.824.770.504,43 | 92,65 | 232.422.988.281,47
Bangunan
5.2.04 | Belanja Modal JIJ 403.696.106.466,00 | 378.135.131.477,56 | 93,67 | 293.989.128.624,07
5.2.05 E;'fr‘]”r@g""da' Asel | 42 528.469.660,00 | 35.061.109.568,00 | 82,44 | 1.043.724.240,00

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per SKPD dapat dilihat pada Lampiran

16.

Perbandinganantara anggarandengan realisasi yang telah dicapai dari
masingmasingkomponerBelanjaModal adalahsebagai berikut:

5.1.2.2.1.BELANJA MODAL TANAH

Kode . Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 7.172.700.000,00 7.168.525.850,00 | 99,94 6.726.538.390,00
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Jika dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Tahun 2022
sebesar Rp7.168.525.850,00 atau sebesar 99,94% dari pagu anggarannya. Jika
dibandingkandengan realisasi Tahun 2021 terdapat peningkatansebesar
Rp441.987.460,00. Adapun anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah ini
dilaksanakan oleh SKPD Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dalam

rangkagantirugi tanahuntuk jalan.

5.1.2.2.2.BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Kode . Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian . %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.2.02 3:?;\‘,{:5';’:10“' Peralatan 312.263.884.843,00 | 254.880.410.731,90| 81,62 132.160.741.357,81

Jika dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Modal
Peralatandan Mesin Tahun 2022 sebesarRp254.880.410.731,90,0atau
sebesar81,62%. Jika dibandingkandenganrealisasiTahun 2021 terdapat
peningkatarsebesaRp122.710.669.374,09.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel

berikut;
Tabel5.1.2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2022dan 2021
Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
BELANJA MODAL

5.2.02 PERALATAN DAN 312.263.884.843,00 | 254.880.410.731,90 | 81,62 | 132.169.741.357,81
MESIN

52021 | Belanja Modal Alat Besar | 3.135.576.818,00 | 2.889.937.310,00 | 92,17 | 3.004.011.450,00

52022 | Belanja Modal Alat Angkut | 19.243.141.575,00 | 17.699.688.603,00 | 91,98 | 9.298.845.457,81

52023 | Belanja Modal Alat 1.721.871.594,00 | 757.370.414,00 | 43,99 | 592.727.500,00
Bengkel & alat ukur

52024 | BelanaModal Alat 7.960.352.166,00 7.581.792.401 | 95,24 | 4.137.865.700,00
Pertanian

5.2.02.5 2g'ra]“FifTM°da'A'atKa”‘°r 50.421.904.796,00 | 47.890.796.236,90 | 94,98 | 27.535.384.149,00
Belanja Modal Alat Studio,

5.2.02.6 | Komunikasi, dan 11.149.209.015,00 | 10.922.381.830,00 | 97,97 | 5.546.561.034,00
Pemancar
Belanja Modal Alat

5.2.02.7 | Kedokteran dan 46.702.390.732,00 | 42.816.799.220,00 | 91,68 | 23.566.237.526,00
Kesehatan

52028 | BelanaModal Alat 62.665.310.916,00 | 60.631.860.055,00 | 96,76 | 41.761.457.832,00
Laboratorium

5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 20.416.453.927,00 | 19.528.200.557,00 | 95,65 | 13.403.562.882,00

5.2.02.12 | Belanja Modal Alat 0,00 0,00 79.850.000,00
Pengeboran
Belanja Modal Alat

5.2.02.13 | Produksi. Pengolahan. 539.000.000,00 | 440.863.751,00 | 81,79 | 217.438.000,00
dan Pemurnian
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Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.202.15 | Belanja Modal Alat 212.802.150,00 |  207.184.426,00 | 97,36 |  292.200.000,00
Keselamatan Kerja
5.2.02.16 g‘zfglgaa""‘)da' Alat 315.900.000,00 | 314.667.800,00 | 99,61 |  190.624.000,00
520219 | Belanja Modal Peralatan 15.815.500,00 12.275.000,00 | 77,61 |  269.400.000,00
Olahraga
5.2.02.88 ge""‘“‘a Modal Peralatan | 5 71 158 654,00 | 34.712.294.385,00 | 68,51 0,00
an Mesin BOS
5.2.02.09 | BelanaModalPeralatan | 57 595 997 000,00 | 8.474.298.743,00 | 22,85 | 2.273.575.827,00
dan Mesin BLUD
5.1.2.2.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
Kode . Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.2.03 | BelanjaModal Gedung dan | 286.908.412.567,00 | 265.824.770.504,43 | 92,65 | 232.422.988.281,47
Bangunan

Jika dilihat dari tabel di atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2022 sebesar Rp265.824.770.504,43atau 92,65% dari pagu

anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terjadi peningkatan

sebesaRp33.401.782.222,96.
BelanjaModal GedungdanBangunarterdiri dari:

1. BelanjaModal GedungdanBangunarTempatKerja;
2. BelanjaModal GedungdanBangunarnTempat Tinggaldan
3. BelanjaModal GedungdanBangunarBLUD.

Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel5.1.2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2022dan 2021

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian %
Rek Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) (Rp)
BELANJA MODAL
5208 | SEOUNG DAN BANGUNAN | 286.908:412.567,00 (265.824.770.504,43 | 92,65 (232.422.988.281.47
5.2,03.01 | Belanja Modal Gedung dan | o7 105 529 597 00 |256.567.902.741,43 | 92,89 |226.852.750.755,22
Bangunan Tempat Kerja
5.2,03.02 | Belania Modal Gedung dan 122.883.040,00 | 122.701.540,00 | 99,85 | 1.889.115.563,00
Bangunan Tempat Tinggal
5.2.03.04 | Belania Modal tugu Titk 0,00 0,00 | 0,00]| 994.960.46825
Kontro
5.2.03.99| Belanja Modal Gedung dan | 1 596 600,000,00 | 9.134.166.223,00 | 86,25 2.686.161.495,00
Bangunan BLUD
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5.1.2.2.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Kode
Rek

Uraian

Tahun 2022

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Tahun 2021 (Rp)

5.2.04

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan

403.696.106.466,00

378.135.131.477,56

93,67

293.989.128.624,07

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Belanja Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan Tahun 2022 terealisasi sebesarRp378.135.131.477,5tau
93,67% dari pagu anggarannya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun

2021terjadipeningkatan sebesRp84.146.002.853,49.

BelanjaModal Jalan|rigasi danJaringarterdiri dari:

1. BelanjaModal JalardanJembatan;
2. BelanjaModal BangunarAir;

3. BelanjaModal Instalasigdan

4. BelanjaModal Jaringan.

Adapun perbandinganrealisasi rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringardapatdilihat pada tabeberikut:

Tabel5.1.2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2022 dan2021
Kode _ Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian —— %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
Belanja Modal Jalan,
5204 | i dan Jaringan | 203-696.106.466,00 | 378135.131.477,56 | 93,67 | 293.989.128.624,07
5.2.04,01| BelanjaModal Jalan | 51 546 354 637,00 | 291.721.625.438,82 | 94,00 | 191.415.261.294,57
dan Jembatan
5.2.04,02| Belanja Modal 90.863.085.884,00 | 84.002.686.364,74 | 92,45 | 95.735.876.608,58
Bangunan Air
5.2.04.03 Fneéiggs"’i"’da' 2.286.665.945,00 | 2.211.535.014,00 | 96,71 | 6.556.589.000,92
5.2.04,04| Belania Modal 200.000.000,00 | 199.284.660,00 | 99,64 | 157.822.000,00
Jaringan
Belanja Modal Jalan,
5.2.04.99| lIrigasi dan Jaringan 0,00 0,00 | 0,00 123.579.720,00
BLUD
5.1.2.2.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA
Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian . %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap | 42.528.469.660,00 | 35.061.100.568,00 | 82,44| 1.043.724.240,00
Lainnya

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat anggaran dan realisasi Belanja Modal

AsetTetapLainnyaTahun2022terealisasi sebesar Rp35.061.109.568180
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82,44%dari pagu anggarannyaldika dibandingkandenganrealisasiTahun

2021terjadipeningkatan sebesRp34.017.385.328,00.

BelanjaModal Aset TetapLainnyaterdiri dari:

ok~ w D RE

BelanjaModal BahanPerpustakaan;
BelanjaModal BarangBercorak;
BelanjaModal Hewan;

BelanjaModal AsetTak Berwujud;dan
BelanjaModal AsetTetapLainnyaBOS.

Adapunrincian BelanjaModal Aset Tetap Lainnya dapatdilihat padatabel

berikut:

Tabel5.1.2.8

Tahun 2022 dan2021

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)

BELANJA MODAL

5.2.05 ASET TETAP 42.528.469.660,00 | 35.061.109.568,00 | 82,44 | 1.043.724.240,00
LAINNYA
Belanja Modal Bahan

5.2.05.01 Perpustakaan 276.546.753,00 262.596.893,00 | 94,96 | 489.459.920,00
Belanja Modal Barang
Bercorak

5.2.05.02 ! 264.910.000,00 255.560.000,00 | 96,47 | 223.264.320,00
kesenian/Kebudayaan/
Olahraga

5.2.05.03| Belanja Modal Hewan 697.897.500,00 638.948.750,00 | 91,55 91.000.000,00

5.2.05,04| Delana Modal Aset Tak | g4 50 000,00 | 80.000.000,00 | 100 | 240.000.000,00
Berwujud

5.2.05.8g| Belania Modal Aset | 41 49 115 407,00 | 33.824.003.925,00 | 82,08 0,00
Tetap Lainnya BOS

5.1.2.3.BELANJA TIDAK TERDUGA
Tahun 2022
Kode Tahun 2021
Uraian Anggaran Realisasi %
Rek (Rp)
(Rp) (Rp)
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.144.188.106,00 197.187.371,00 | 1,22 | 71.352.130.954,00

Berdasarkantabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tak
Terduga Tahun 2022 sebesarRp197.187.371,00atau 1,22% dari pagu
anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan
yang sangat signifikan sebesar Rp71.155.943.583,00. Penurunan ini terkait
dengan adanyeefocusingdan realokasi anggaran belanja untuk penanganan
Covid-19 pada Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022. Namun pada Tahun
2022 pandemiCovid-19 sudahmulai terkendalidan ditanganidenganbaik
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sehinggadana yang dibutuhkan untuk penanganarCovid-19 tidak terlalu

besar.

5.1.2.4.BELANJA TRANSFER

Kode ) Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
5.4 BELANJA 1.207.496.562.656,00| 1.206.916.562.656,00 | 99,95| 1.003.029.246.011,00
TRANSFER

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi Belanja Transfer Tahun 2022
sebesar Rp1.206.916.562.656,00 atau sebesar 99,95% dari pagu anggarannya.
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar

Rp203.887.316.645,00.

Belanja Transfer Tahun 2022 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja
BantuarKeuanganAdapunrinciannyadapatdilihat padatabelberikut:

Tabel5.1.2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun 2022dan 2021
Kode Tahun 2022
Uraian —— % Tahun 2021 (Rp)

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

BELANJA
5.4 TRANSFER 1.207.496.562.656,00 |1.206.916.562.656,00 | 99,95 |1.003.029.246.011,00
5.4.01 | BelanjaBagiHasil | 1.123.088.172.256,00 |1.123.088.172.256,00 | 100 | 963.100.943.062,00
5402 | Belanja Bantuan 84.408.390.400,00 | 83.828.390.400,00| 99,31 | 39.928.302.949,00

Keuangan

BelanjaTransferterdiri dari:
1. BelanjaBagiHasil;dan
2. BelanjaBantuanKeuangan.

AdapunrincianBelanjaTransferTahun2022adalahsebagaberikut:

1. Belanja bagi hasil yang dianggarkan sebesar Rp1.123.088.172.256,00 dan

telah terealisasi sebesar Rp1.123.088.172.256,00merupakan hak
pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari bagi hasil PKB, BBNKB,
PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berikut rincian Belanja
Bagi Hasil Pajak ke pemerintahkabupaten/kotaTahun 2022 dengan
rinciansebagaberikut:

Tabel5.1.2.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun 2022 dan2021

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian %

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.4.01 EE\LQINLJA BAGI 1.123.088.172.256,00 | 1.123.088.172.256,00 | 100 | 963.100.943.062,00
5.4.01 | Kab. Pesisir Selatan | 91.945.174.697,00 | 91.945.174.697,00 | 100 | 72.893.637.496,00
5.4.01 | Kab. Solok 75.496.852.924,00 | 75.496.852.924,00 | 100 | 56.056.002.367,00
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Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % (Rp)

5.4.01 | Kab. Sijunjung 56.140.159.482,00 | 56.140.159.482,00 | 100 | 48.909.373.913,00
5.4.01 | Kab. Tanah Datar 64.977.786.344,00 | 64.977.786.344,00 | 100 | 54.241.719.209,00
5.4.01 | Kab. Padang Pariaman | 75.464.139.708,00 | 75.464.139.708,00 | 100 | 62.560.028.743,00
5.4.01 | Kab. Agam 80.240.114.375,00 | 80.240.114.375,00 | 100 | 64.803.890.396,00
5.4.01 | Kab.LimaPuluhKota | 54.414.246.966,00 | 54.414.246.966,00 | 100 | 56.165.919.591,00
5.4.01 | Kab. Pasaman 59.218.210.809,00 | 59.218.210.809,00 | 100 | 48.926.382.264,00
5.4.01 | Kab. Mentawai 39.483.935.630,00 | 39.483.935.630,00 | 100 | 37.225.541.133,00
5.4.01 | Kab.Pasaman Barat 74.770.188.354,00 | 74.770.188.354,00 100 | 61.443.744.772,00
5.4.01 | Kab. Solok Selatan 59.572.147.878,00 | 59.572.147.878,00 | 100 | 49.536.830.420,00
5.4.01 | Kab. Dharmasraya 58.631.965.543,00 | 58.631.965.543,00 | 100 | 51.272.491.740,00
5.4.01 | Kota Padang 128.695.034.336,00 | 128.695.034.336,00 | 100 | 121.386.514.469,00
5.4.01 | Kota Solok 33.464.193.090,00 | 33.464.193.090,00 | 100 | 28.860.577.233,00
5.4.01 | Kota Sawahlunto 33.658.971.260,00 | 33.658.971.260,00 | 100 | 28.726.379.525,00
5.4.01 | Kota Padang Panjang | 28.775.084.648,00 | 28.775.084.648,00 | 100 | 24.825.883.245,00
5.4.01 | Kota Bukittinggi 34.412.971.120,00 | 34.412.971.120,00 | 100 | 32.675.257.234,00
5.4.01 | Kota Payakumbuh 38.395.400.313,00 | 38.395.400.313,00 | 100 | 33.191.679.260,00
5.4.01 | Kota Pariaman 35.331.594.779,00 | 35.331.594.779,00 | 100 | 29.399.090.052,00
2. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar

Rp84.408.390.400,00antelahterealisassebesaRp83.828.390.400,00.
BelanjaBantuanKeuanganTahun 2022 dianggarkandan direalisasikan
untuk BelanjaBantuanKeuangarkepadapemerintatkabupaten/kota.
Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
penganggarannydilakukanberdasarkasuratpermohonarfrekomendasi)
dari Bupati/Walikotayang disampaikarkepadapemerintahprovinsi.
BelanjaBantuanKeuangarkepadgpemerintatkabupaten/kotgtang
dialokasikanpadaTahun 2022 adalahBelanja BantuanKeuanganyang
bersifat Khusus (BKK) yaitu alokasi bantuan keuangan yang
peruntukannyaelah ditetapkanoleh pemerintahprovinsi selakupemberi
bantuarberdasarkakegiatanyangdiusulkanoleh Bupati/Walikota.
BantuanKeuangarKhusus(BKK) Tahun2022diarahkanpadakegiatan
yangbersifatBelanjaModal (menambalaset)berdasarkakKeputusan
Menteri Dalam Negeridalamrangkamembanticapaiarkinerja program
prioritas pemerintaldaeratsesuaidengarnurusanpemerintaharyang
menjadikewenangannya.

Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan Pergub Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada pemerintah kabupaten/kota

danKeputusarGubernursebagaberikut:
a) KeputusanGubernur Nomor 903-234-2022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten

Lima PuluhKota Tahun2022;
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

KeputusanGubernur Nomor 9032352022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten

SolokTahun 2022;
KeputusanGubernur Nomor 9032362022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Solok

Tahun2022;

KeputusanGubernur Nomor 903-237-2022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
KepulauarMentawaiTahun2022;

KeputusanGubernur Nomor 9032382022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten

SolokSelatanTahun 2022;

KeputusanGubernur Nomor 9032392022 tentang Alokasi Dana
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota
Bukittinggi Tahun2022;

KeputusanGubernur Nomor 9032402022 tentang Alokasi Dana
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota
Sawahluntorahun2022;

KeputusanGubernur Nomor 903-241-2022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten

TanahDatarTahun2022;
KeputusanGubernur Nomor 903-242-2022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten

Pasamaifahun2022;dan
KeputusanGubernur Nomor 903-850-2022 tentang Alokasi Dana

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten

PasamamBaratTahun2022.
RealisasBelanjaBantuarKeuangarkepadgemerintatkabupaten/kotgaitu:

Tabel5.1.2.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Tahun 2022dan 2011

Kode Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
BELANJA BANTUAN

5.4.02 KEUANGAN 84.408.390.400,00 | 83.828.390.400,00 | 99,31 | 39.928.302.949,00
5.4.02 | Kab. Solok Selatan 11.500.000.000,00 | 11.500.000.000,00 | 100 | 2.500.000.000,00
5.4.02 | Kab. Lima Puluh Kota 8.580.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kab. Solok 7.350.000.000,00 | 7.350.000.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kab. Mentawai 2.256.636.000,00 | 2.256.636.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kab. Tanah Datar 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kab.Pasaman 12.102.754.400,00 | 12.102.754.400,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kab. Agam 0,00 0,00 - 7.000.000.000,00
5.4.02 | Kab. Pesisir Selatan 0,00 0,00 - 7.500.000.000,00
5.4.02 | Kab.Pasaman Barat 23.420.000.000,00 | 23.420.000.000,00 | 100 | 8.913.302.949,00
5.4.02 | Kota Solok 13.199.000.000,00 | 13.199.000.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kota Bukit Tinggi 400.000.000,00 400.000.000,00 | 100 0,00
5.4.02 | Kota Sawahlunto 600.000.000,00 600.000.000,00 | 100 0,00
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Kode ) Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian — %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
5.4.02 | Kota Padang Panjang 0,00 0,00 - | 7.500.000.000,00
5.4.02 | Kota Payakumbuh 0,00 0,00 - | 1.015.000.000,00
5.4.02 | Kota Padang 0,00 0,00 - | 2.000.000.000,00
5.4.02 | Kab. Sijunjung 0,00 0,00 - | 2.000.000.000,00
5.4.02 | Kab. Padang Pariaman 0,00 0,00 - | 1.500.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)
Kode Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)

Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

SURPLUS (463.680.529.593,00) (174.411.538.700,21) 37,61 237.146.804.559,52

(DEFISIT)

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun
2022 dan 2021 berasal dari pendapatan dikurangi dengan belanja dan transfer.
Realisasi Tahun 2022 sebesar (Rp174.411.538.700,21) atau sebesar 37,61%
dari anggarannya.Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat
penurunarsebesaRp411.558.343.259,73.

5.1.3. PEMBIAYAAN

Kode Tahun 2022
Uraian — % Tahun 2021 (Rp)
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
6 PEMBIAYAAN | 463.680.529.593,00 463.691.231.579,59 100 246.533.725.034,07

Jumlahdi atas merupakananggarandan realisasiPembiayaanTahun 2022

dan 2021. Untuk membiayai defisit APBD 2022 dianggarkan pembiayaan
sebesarRp463.680.529.593,0dalam pelaksanaarAPBD 2022 dan telah
terealisasi sebesar Rp463.691.231.579,59atau sebesar 100% dari
anggarannyaDibandingkandengan realisasi Tahun 2021 terjadi kenaikan
sebesaRp217.157.506.545,52.

Pembiayaarerdiri :

A. Penerimaafembiayaan
Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya yang
dianggarkan sebesar Rp483.680.529.593,00dan terealisasi sebesar
Rp483.691.231.579,59 atau 100% yang berasal dari SiLPA tahun lalu
sesuaiaudited sebesarRp463.680.529.593,00an koreksitambahkas
BOS sebesarRp10.726.986,0Gerta koreksi kurang kas lainnya pada
RSAM Bukittinggi sebesaRp25.000,00

B. Pengeluarafembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 direncanakan sebesar
Rp20.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000.000,00 atau
100%. Realisasi atas PengeluaranPembiayaanmerupakantambahan
PenyertaarModal PemerintahProvinsi SumateraBarat kepadaBUMD
PT Bank PembangunaiaerahProvinsi SumateraBarat (Bank Nagari)
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Tahun 2022

dengan SP2D

Nomor 03230/SP2b

LS/5.02.0.0.0.0.00.01/BO2/2022besaRp20.000.000.000,00.

5.1.4. SILPA
Kode _ Tahun 2022 Tahun 2021
Uraian . %
Rek Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp)
SiLPA 0,00 289.279.692.879,38 483.680.529.593,59

Jumlahtersebuti atasmerupakarSiLPA Tahun2022dan2021.Berikut ini
perhitungarSiLPA Tahun2022dan 2021.

Tabel5.1.2.12

Perhitungan SiLPA Tahun 2022dan 2021

Uraian

Tahun 2022 (Rp)

Tahun 2021 (Rp)

Realisasi Pendapatan

6.130.023.203.347,60

6.706.053.462.904,89

Realisasi Belanja & Transfer

6.304.434.742.047,81

6.468.906.658.345,37

Surplus/(Defisit) Anggaran

(174.411.538.700,21)

237.146.804.559,52

Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

483.691.231.579,59

261.533.725.034,07

Pengeluaran Pembiayaan

20.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

463.691.231.579,59

246.533.725.034,07

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA)

289.279.692.879,38

483.680.529.593,59

RincianatasSisal ebih Perhitungamnggaran(SiLPA) :

Rp 220.852.557.928,7
Kasdi Bendahardengeluaran Rp 528.993.120,0
Rp 38.788.664.902,6
Rp 26.930.000.000,0
Rp 2.179.476.928,0
Rp  289.279.692.879,2

Kasdi KasDaerah

KasBLUD
KasLainnya
KasBOS
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5.2. PenjelasanatasLaporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih (SAL)

. Tahun 2022 Tahun 2021 (audited)
No. Uraian
(Rp) (Rp)

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 483.680.529.593,59 260.850.624.206,07
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan

2 ] ) (483.691.231.579,59) (261.533.725.034,07)
Pembiayaan Tahun Berjalan

3 Saldo Awal Kas BLUD

4 Sub Total (1+2+3) (10.701.986,00) (683.100.828,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

5 ] ) 289.279.692.879,38 483.680.529.593,59
Anggaran (SIiLPA/SIKPA)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

6 10.701.968,00 683.100.828,00
Sebelumnya

7 Saldo Anggaran Lebih Akhir (4+5+6) 289.279.692.879,38 483.680.529.593,59

PenjelasaatasLaporanPerubahaiBAL adalahsebagaberikut:
1.

SAL awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA
tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lainnya yang
diperkenankan. SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp483.680.529.593,59
merupakan saldo SiLPAahun 202Xaudited;

PenggunaarnSAL sebagaiPenerimaanPembiayaantahun berjalan sebesar
Rp483.691.231.579,59merupakan SAL yang telah digunakan sebagai
penerimaampembiayaan tahun berjalan;

SILPA/SIKPA sebesar Rp289.279.692.879,38 adalah selisihn Pendapatan dan
Transfer LRA dengan Belanja dan Transfer LRA Tahun 2022 ditambah dengan
PembiayaamNeto Tahun 2022;

Koreksi kesalahanpembukuantahun sebelumnyasebesarRp10.701.986,00
merupakan koreksi tambah atas saldo Kas BOS sebesar Rp10.726.986,00 dan
koreksi kurang Kas Lainnya pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
sebesar Rp25.000,00 atisa Dana Covid9;

SAL akhirper31 Desembef022adalahsebesaRp289.279.692.879,38;
SiLPA sebesaRp289.279.692.879,38rdiri dari:

Uraian Jumlah (Rp)

Kas di Daerah 220.852.557.928,75

Kas di BLUD 38.788.664.902,63

a | RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 28.452.652.251,80

b | RSJHB Saanin 5.464.052.226,66

¢ | RSUD M. Natsir Solok 910.485.435,50
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No. Uraian Jumlah (Rp)
d | RSUD Pariaman 2.740.709.909,67
e | BKIM-Dinas Kesehatan 1.220.765.079,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran 528.993.120,00
a | Dinas Lingkungan Hidup 250.000,00
b | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.752.008,00
¢ | Dinas Penanaman Modal Provinsi dan PTSP 2.537.500,00
d | Dinas Pemuda dan Olah Raga 1.890.000,00
e | Dinas Kebudayaan 12.033.600,00
f | Dinas Pariwisata 18.241.750,00
g Dina.s Perkebunan, Tanaman Pangan dan 387.534.026,00
Hortikultura
h | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35.100.000,00
i Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.656.000,00
j Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.955.000,00
k | Badan Pendapatan Daerah 4.110.040,00
| Badan Kepegawaian Daerah 3.085.000,00
m | Satuan Polisi Pamong Praja 170.000,00
n | Biro Pemerintahaan dan Otonomi Daerah 827.500,00
0 | Biro Administrasi Pimpinan 1.160.500,00
p | Biro Hukum 4.175.000,00
g | Biro Administrasi Pembangunan 795.000,00
r | Biro Umum 40.275.196,00
s | Biro Pengadaan Barang dan Jasa 1.445.000,00
4 Kas BOS 2.179.476.928,00
5 Kas Lainnya 26.930.000.00,00
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5.4.PenjelasanLaporan Operasional (LO)
5.4.1PENDAPATAN i LO

KENAIKAN/ PENURUNAN
KODE PERKIRAAN TA 2022 TA. 2021
REK Rp. Rp. Rp.
8. PENDAPATAN-LO 6.605.862.801.394,53 |  7.092172575.714,82 | (486.309.774.320,29)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapat#&h dalam Tahun 2022 dan 2021.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar
Rp486.309.774.320,29. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Ddgbah
Pendapatamransfer- LO, Lain-lain Pendapatan yar&ph- LO.

KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 201 KENAIKAN! PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
81, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 2.777.267.965.572,29 |  2.606.124.405.722,22 171.143.559.850,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daek#&h dalam Tahun

2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan
sebesaRp171.143.559.850,07.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Dadr@h Retribusi
Daerah- LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
LO dan Lainlain PADyang SaH_O, vyaitu:

KENAIKAN! PENURUNAN
KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021
REK Rp. Rp. Rp.
81.1.  |PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO 2.280.740.234.907,00 |  2.065.956.383.200,00 214.783.851.707,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Dak€@ldalam Tahun
2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan
sebesaRp214.789.851.707,00

PendapataRajak Daerah LO terdiri dari:

KODE TA 2022 TA. 201 KENAIKAN/ PENURUNAN

REK PERKIRAAN o . .
144, |PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LO 1.280.740.234.807 00 1.065.956.363.200,00 4.783.851.707,00
1.1.1.01. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKBJ-LO §53.803.980.750.00 153.005.948.85000 100.898.031.900,00
71102 |Bea Balk Nema Kendaraan Bermotor (BBNKEB)-LO 21.048.10220000 3025407085000 26.507.031.550,00
11103 |Paiak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO 596.502.377.833.00 202565154400 27.245.846.283,00
1104 |Pajak Air Permukean-LO 566412835200 9.016.916.867 00 (352.788.515,00)
1.1.1.05 | Paiak Rokok-LO 4062164577200 3213591520900 2048573048300
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Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Dadt&®A dengan Pendapatan
Pajak Daerah LO dapatdijelaskansebagaberikut:

PERKIRAAN LRA LO SELISH
Rp. Rp. Rp.
PENDAPATAN PAJAK DAERAH 2.274.498.610.430,00 2.280.740.234.907,00 (6.241.624.427,00)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 853.903.980.750,00 853.903.980.750,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKE) 421.048.102.200,00 421.048.102.200,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 550.655.420.766,00 556.502.377.833,00 (5.846.957.067,00)
Pajak Air Permukaan 8.269.460.992,00 £.654.128.352,00 (394.667.360,00)
Pajak Rokok 440.621845.772 00 440621845772 00

Penjelasarselisih:

1) Selisih kurang Pendapatan PBBKBRA dibanding Pendapatan PBBKED
sebesarRp5.846.957.067,00merupakanpenyesuaianterhadap penerimaan
piutang PBBKB Tahun lalu sebesarRp48.614.750.010,0@an pengakuan
piutang peB1 Desember 2028ebesar Rp54.461.707.077;00

2) Selisih kurang Pendapatan Pajak Air PermukalalRA dibanding Pendapatan
Pajak Air PermukaanLO sebesar Rp394.667.360,00 merupakan penyesuaian
terhadap penerimaanpiutang Pajak Air Permukaantahun lalu sebesar
Rp931.342.333,0@an pengakuanpiutang per 31 Desember2022 sebesar
Rp1.326.009.693,00

PendapatanPajak Daerah tersebut dikelola oleh Badan PendapatanDaerah
Provinsi SumateraBarat. PenyesuaiarPendapatarPajak Daerah- LO yang
dilakukanoleh SKPDtersebut selam@ahun2022adalah sebagaierikut:

Jurnal Penyesuaian
SKPD Semester | Semester |l Salda (Rp)
Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3+5-24)
Bapenda 40 546,002 343,00 - | S5.TE7.716.770,00 | 6241824 427 00

Jika dihubungkandengansaldo piutang pendapatanPajak di Neracadengan
PendapataRajak- LO, dapat dijelaskadalamtabelberikut:

Uraian Piutang th, Lalu Pendapatan LO | Pendapatan LRA Jumih Piutang th, Ini Selisih
i l i 4 B+ 34) § T={6-5)
Pajk 495003528500 | ZZB0TALZANUTO0 | 22T44BEA04B000 | SSTMEOTTIZOU| SSTETTETTON 16.208.058,00

Selisih sebesar Rp16.209.058,00 merupakan koreksi atas saldo Piutang Pajak Air
Permukaan Tahun 2021 yang sesuai penerimaan Piutang Pajak Air Permukaan di
Tahun 2022, yang saldo piutang per 31 Desember 2021 dicatat sebesar
Rp915.133.275,08an diterima sebesar Rp931.342.333,00.
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KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021 KENAIKAN/ PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
8.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO 13.540.734.060,00 9.107.045.357,00 4.433.688.703,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribh@sidalam Tahun 2022
dan 2021. Bila dibandingkandenganTahun 2021, terdapatkenaikan sebesar
Rp4.433.688.703,00.

PendapataRetribusi Daerakh LO terdiri dari:

KENAIKAN/ PENURUNAN
K&[')(E PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2041
Rp. Rp. Rp.
5.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH-LO 13.540.734.060,00 9.107.045.357,00 4,433.688.703,00
8.1.02.01. |Retribusi Jaza Umum-LO 2/668.927.958 00 1.184.700.000,00 1.504.227.558,00
8.1.02.02. |Retribusi Jasa Usaha-LO 10.619.726.101,00 7.132.311.857 00 3487 414.244 00
8.1.02.03. |Retribusi Perizinan Tertentu-LO 232.080.000,00 790.033.500,00 (557.953.500,00)

Adapun perbedaanjumlah PendapatanRetribusi Daerah - LRA dengan
PendapataRetribusiDaerah- LO dapatdijelaskan sebag#ierikut:

PERKIRAAN LRA LO SELISIH
Rp. Rp. Rp.
PENDAPATAN RETRIBU 51 DAERAH 12.554.466.260,00 13.540.734.060,00 (986.267.800,00)
Retribusi Jaza Umum 2.457.600.459,00 2.688.927.959,00 (231.327.500,00)
Retribusi Jasa Usaha 5.864.785.801,00 10.619.726.101,00 (754.540.300,00)
Redribusi Perizinan Tertentu 232.080.000,00 232.080.000,00

Selisih sebesarRp986.267.800,0(pada tabel di atasterdiri dari penyesuaian

penambahanPendapatanLO sebesar Rp1.031.267.800,00dan penyesuaian

pengurangarPendapatarO sebesarRp45.000.000,0@enganuraian sebagai

berikut:

a. Penyesuaian menambah pendapat&® sebesar Rp1.031.267.800,00 terdiri
dari:

1) PenyesuaianPengakuanPiutang Retribusi Jasa Umum - Pelayanan
KesehatasebesaRp231.327.500,0pada DinaKesehatan;

2) PenyesuaianPengakuanPiutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian
Kekayaan Daerah berupa pemakaian labor sebesar Rp783.690.300,00 pada
Dinas Lingkungan Hidup;

3) PenyesuaianPengakuanPiutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian
Kekayaan Daerah berupa pemakaian bangunanpada Dinas Kelautan
Perikanarsebesar Rp5.000.000,@3n

4) PenyesuaianPengakuanPiutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian
Kekayaan Daerah berupa pemakalmngunanpada Dinas Perkebunan,
TanamarPangan daRloltikulturasebesar Rp11.250.000,00.
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b. Penyesuaian mengurangi pendapdt@nsebesar Rp45.000.000,00 merupakan
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Jasa Ufamakaian
Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan pada Dinas Kelautan
dan PerikanasebesaRp45.000.000,00.

PenyesuaiaRendapatanLO berdasarkan SKPBdalah sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian

SKPD Semester | Semester Il Saldo (Rp)
Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3+5-2-4)
Dinas Kesehatan 23132750000 | 231.327.500,00

Dinas Lingkungan Hidup

783.650.300,00

783.690.300,00

Dinas Kelautan dan

] 45.000.000,00 5.000.000,00 (40.000.000,00)

Perikanan
Dinas Perkebunan dan TPH 11.250.000,00 11.250.000,00
Jumlah 45,000.000,00 | 1.031.267.800,00 | 986.267.300,00

Jika dihubungkan dengan saldo piutang retribusi di Neraca dengan pendapatan
RetribusiLO, dapatdijelaskan dalam tabélerikut:

Uraian Fiutang th.Lalu | Pendapatnl0 | PendapatimIRA Junlah Piutang th. Ini Selisih
1 1 ] 4 Hi) f TH6)
Retribusi ST000000 | 13307306000 | 1233446626000 0L97780000 | LOT977.800.00 43.000.000.00

Selisih sebesar Rp45.000.000,00merupakan PendapatanDiterima Dimuka
Retribusi Jasa Usah&@emakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian tanah dan
bangunarpada Dinas Kelautan dan Perikanan.

. KENAIKAN/
KODE . TA.2022 TA.2021
- PERKIRAAN PINURUNAN
REK
Rp. Rp. Rp.
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
25,607 780.007.77 1 2

8.1.03, YANG DPSARKANLO 109.008.125.607,00 100.133.789.007,77 §.874336.599.23

Jumlah tersebut merupakan Saldo PendapatanHasil PengelolaanKekayaan

Daerah yang DipisahkanLO dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan
dengan Tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp8.874.336.599,23. Pendapatan
Hasil Pengelolaan Kekayaddaerah yandipisahkan- LO terdiri dari:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahKa® merupakan proyeksi
penerimanBagian Laba yangDibagikan kepadaPemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD PT Bank Nagari sebesar
Rp105.346.719.705,0@an BUMD PT Jamkrida sebesarRp3.143.204.183,00
berdasarkan
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1) PT Jamkridasesuaisurat Nomor 0501/B:01/358/11l-2023 tanggal 3 Maret
2023perihalpembayaraleviden tahun buku 2022.

2) PT Bank Nagari sesuai surat Nomor/002/TRS/PE2023 tanggal 14 Maret
2023perihalkonfirmasideviden Tahun Bukg022.

Adapun perbedaanPendapatanHasil PengelolaanKekayaan Daerah yang
Dipisahkanantara LRAdanLO dapatdijelaskansebagaberikut:

PERKIRAAN LRT if. Sfllifm
;ngjupﬁ:g]‘m‘m KERAVAAN DAERAHVANG 100.630.964.355,00 1090081256070 | (8357161052,00)
iﬁﬁiﬁiﬁﬁﬁﬁﬁdﬁmﬁﬁﬁw 100.132.762.836.00 | 1001327628360
iiﬁ;;iﬁigﬁﬁgﬁ%ﬁﬁﬁiﬁm (Divider) 518.201.719,00 100.008.125.607.00 | (108.489.923.888 00)

Selisih sebesar Rp8.357.161.052,00 yang merupakan LRA dikurangi LO dapat
dijelaskarsebagaberikut:

a. Penyesuaiarmenambahpendapatani LO sebesarRp108.489.923.888,00
terdiri dari:

1)

2)

Penyesuaianpiutang deviden PT Bank Nagari Tahun 2022 yang
merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar
Rp105.325.796.438,0eang akan dibayarkan Tahun 2023.

Penyesuaian piutang deviden PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan
bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp3.143.204.183,00 yang akan
dibayarkan Tahun 2023.

b. Penyesuaiarmengurangipendapatari LO sebesarRp100.132.762.836,00
terdiri dari:

1)

2)

3)

Penyesuaiardeviden PT Bank Nagari Tahun 2022 yang merupakan
bagian laba yang diterima pemda sebesarRp91.026.647.715,0¢ang
dicatat sebagagiutang Tahun lalu.

Penyesuaiardeviden PT Asuransi Bangun Askrida Tahun 2022 yang
merupakan bagian laba yang diterima pemda sebesar Rp7.822.209.398,00
yangdicatatsebagapiutang Tahutalu.

Penyesuaian deviden PT Jamkrida Tahun 2022 yang merupakan bagian
laba yang diterima pemda sebesarRp1.283.905.723,00/ang dicatat
sebagai piutang Tahualu.

Jika dihubungkan dengan saldo Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
yang Dipisahkan di Neraca dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang
Dipisahkan LO, dapatijelaskandalamtabelberikut:
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Uraian Piutang th. Lalu PendapatanL0 | Pendapatan LRA Jumih Piutang th. Ini Selisih
1 l 3 4 B={2+34) f 7={6-5)
BagiHesl PKD 100345831 85100 | 109.00812560700 | 1008509845500 |  108.702.992.703,00 | 108.489.523.888,00 (213.068.815,00)

Selisih pada tabel di atas dapat dijelaskan merupakanreklasifikasi piutang
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ke piutang Pendapatan
Lain-lain PAD yang Sah berupa denda pembayaran deviden pada PT Grafika
sebesar Rp60.000.000,00 dan PT BalaiselgesaRp.153.068.815,00

KENAIKAN! PENURUNAN
K|?E[|)(E PERKIRAAN TA. 2022 TA. 201
Rp. Rp. Rp.
8.1.04.  |LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO 373.978.870.098,29 430.927.188.157 45 (56.948.317.159,16)

Jumlah tersebut merupakan Saldo PendapatanldiaifPAD yang Satt.O dalam
Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat
penurunan sebesBRp56.948.317.159,16.

KEHAIKAN! PENURUNAN
K;}E[:(E PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021
Rp. Rp. Rp.
5.1.04, LAIN LAIN PAD YANG SAH-LO 373.978.870.998,29 430.927.188.157 45 (56.948.317.159,16)
7.1.0401. (Hasl Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7.1.04.03. |Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO 2.985.100.000,00 2.025.000.000,00 960.100.000,00
7.1.04.04. |Hasil Kerja Sama Daerah-LO 2.149.820.000,00 3.166.520.000,00 (1.016.700.000,00)
7.1.04.05. |Jasa Giro-LO 29.714553.938 00 34.132.11.810,00 (4.417.557 872 00)
7.1.04.07. |Pendapatan Bunga-LO 11.344.444 445 00 5.000.000.000,00 5.544.444 445 00
7.1.04.08. [Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan 24554221595 80 40.303.3M.807 12 (15.349.080.208,52)
Daerah/Pendapatan dari Pengembalian

7.1.04.12. |Pendapatan Denda Pajak Dagrah-LO 7.726.588.878,00 15.383.323.080,00 (7.656.734.212 00)
7.1.04.16. |Pendapatan BLUD-LO 2094599926 279 33 330.916.931.450,33 (36.317.005.221,00)
710847 nguneram Dana Transfer Treasury Deposit Facilty (TOF) 42159083 } 42159083

Pendapatahain-lain PAD yang SaH_O terdiri dari:

Adapun perbedaanumlah PendapatariLain-lain PAD yang SakhLRA dengan
Pendapatahain-lain PAD yangSahLO dapat dijelaskan sebagai berikut:
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PERKIRAAN LRA LO SELISIH
Rp. Rp. Rp.

LAIN LAIN PAD YANG SAH 464.261.973.597 60 373.978.870.998,29 90.283.102.599,31
Hagil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 210.887.401,00 210.887.401,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 4.259.000.000,00 2.985.100.000,00 1.273.900.000,00
Hasi Kerja Sama Daerah 2.158.779.400,00 2.148.820.000,00 8.959.400,00
Jaza Giro 29.714.553.838 00 29.714.553.938,00

Pendapatan Bunga 11.844 444 445 00 11.844 444 445 00

E:::;;:: ;ﬁt;:;ﬁ”dt:tna;ei:r:r'nizﬁ:ﬁ'ﬂ” Keuangan 26720621 598 60 UAD15860 |  1768.400.000,00
Pendapatan Denda Pajak Dagrah 1.726.588.878,00 1.726.588.878,00

Pendapatan BLUD 381.627.097 936,00 204 559.926.229 33 B7.027.471.708 67
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Faciity (TDF) 4215908 36 (4.215.908,36)

SelisihsebesaRp90.283.102.599,3dapat dijelaskarebagaberikut:

a. Penyesuaiagangmenambalpendapatanyangterdiri dari:

1) Penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan RemunerasiTRDRdari
rekening TDF- TKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Bank

Indonesia dengan

nomor

rekening 519000214980 sebesar

Rp4.215.908,36,00 sesuai Surat Edaran Kanwil Dirjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat nomor-557WPB.03/2023 tanggal 20 Februari

2023,;

b. Penyesuaiamengurangi pendapatdi®© yangterdiri dari:

1) Penyesuaiannilai penjualan aset yang telah dihapus/dijual yang
direklasifikasi ke surplus dari kegiatan non operasionallainnya pada
BPKAD sebesaRp210.887.401,00;

2) Selisih pemanfaatan BMD

yang

tidak dipisahkan sebesar

Rp1.273.900.000,00 merupakan Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Tahun 2022 sebesar (Rp2.423.900.000,00) dan Penyesuaian Pengakuan
Piutang sewa gedung Rohana Kudus sebesarRp325.000.000,00dan

penyesuaian pendapatan diterima dimuka tahun

lalu sebesar

Rp825.000.000,0pada BPKAD;

3) Penyesuaian Hasil Kerja Sama Daerah dari Jasa Pelayanan TPA Sampah
Regional sebesar Rp8.959.400,00 merupakan penerimaan piutang pada
DinasLingkungan Hidup;

4) Selisih pendapatan dari pengembalian/TGR sebesar Rp1.766.400.000,00
yang terdiri dari penerimaan Piutang TGR pada BPBD sebesar
Rp1.740.000.000,00dan penerimaan Piutang Bagian Lancar TGR
terhadaPensiunarPegawai Dina®endidikarsebesaRp26.400.000,00;

5) Selisih pendapatanBLUD sebesarRp87.027.171.706,6 Penyesuaian
PendapatariLain-Lain PAD Yang Sah (BLUD) - LO Tahun lalu dan
Tahun2022merupakarPendapatabiterimaDimukadanPiutangsebesar
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Rp42.612.916.445,6d@an reklasifikasipendapataBLUD ke pendapatan
HibahsebesaRp44.414.255.261,08engarjurnal sebagaberikut:

Jurnal Penyesuaian

SKPD Semester | Semester |l Saldo (Rp)
Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 ? 3 4 5 =(3+5-24)
Dinas Kezehatan %64 .109.300,00 B05.931.600,00 58.177.700,00
RSAM Bkt 66.798.811.820,00 | 61.421.252.478,00 88.728.456.498 00 | 54.505.138.862,33 | (39.600.876.988 67)
R&J HB Saanin 18.034.845 00 43.115.329,00 32.852.631,00 127.706.073,00 119.933.926,00
RSUD M. Natsir 3.467.215.733,00 35.434.002.035,00 153.803.459,00 | (31.512.982.844,00)
RESUD Pariaman 33.756.344 597 00 | 21.112.2680.797 00 33.426670.065,00 | 30.339.231.266,00 | (15.791.423.500,00)
JUMLAH 100.573.194.271,00 | 87.008.053.635,00 | 158.587.913.731,00 | §5.125.879.660,33 | (87.027.171.706,67)

Jika dihubungkandengansaldo piutang Lain-lain PAD yang Sah di Neraca
dengarlLain-lain PADyangSahLO, dapatijelaskandalamtabelberikut:

Uraian Piutang th. Lalu Pendapatan LO Pendapatan LRA Jumiah Piutang th. Ini Selizih
1 2 3 4 b=(2:34) § 7=(6-5)

Dinag Kesehatan 422.512.300,00 7.541.194554 10 7433016854 00 430.690.000,0000 480.690.000,00 -
REAN Bl 2543482004700 | 125772079.070,33 | 165.372.955.059.00 | (14.116.047.541 6700)]  J04BEITABE00 | 17182585127 67
R5J HB Saanin 747204 560,00 2990191535200 | 29.781.981.426 00 B67.138.485,0000 B57.138.485,00 -
REUD M. Natsir 5.457.535.276,00 7036340585500 | 102182.388.703,00 | (26355447 5680000) 72224738500 | 2707785495300
R5UD Pariaman 16.028.046.500,00 61.015.331.384 00 | 76.806.754.834 00 236.623.000,0000 236.623.000,00
OLH 1.926.033 680,00 2.143.820.000,00 215877940000 | 1517134260 0000 | 1.817.134.260,00 -
BPKADIRRKD 1.387.500.000,00 6948558580096 |  73.310.093.75960 | (2437.007.868,6400) 197978472338 4.366.792.592,00
Bapenda - 7.726.588.878,00 7.726.588.878,00 - - -
JUMLAH 5145372034300 | 373.961.920.995.29 | 464.822.559.97360 |  (39.406.917.632,31) 9.200.155.040,36 | 4860707267267

(catatan pendapatanBPKAD terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil
pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimizesa giro, pendapatan bunga serta ldain PAD
yangsahlainnyadari pengembalian)

Selisihpadatabel diatas dapat dijelaska®bagai berikut:

a. Pada RS Achmad Muchtar Bukittinggi terdapat selisih sebesar
Rpl17.162.585.127,67 yaitu berupa koreksi piutang sebesar Rp285.836.800,00
dan adanya penyesuaian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp35.833.333,33
dan reklasifikasi pendapatanBLUD bantuan pusat ke PendapatanHibah
sebesar Rp17.484.255.261,00;

b. Penyesuaian piutang pada RSUD M. Natsir Solok sebesar Rp147.694.953,00
dan reklasifikasi pendapatanBLUD bantuan pusat ke PendapatarHibah
sebesar Rp26.930.000.000,dan

c. Terdapat selisih pada BPKAD sebesar Rp4.366.792.592,00 yang terdiri dari
penyesuian pendapatan diterima dimuka sebesar Rp1.603.350.000,00,
Penerimaanpiutang TGR sebesarRpl.766.400.000,00reklasifikasi hasil
penjualan BMD yang dipisahkan ke Surplus Defisit Kegitan Non Operasional
sebesar Rp210.887.401,00 dan koreksi bunga deposito PT Rajawali sebesar
Rp560.586.376,00 yang akan dibentuk deposito pada tahun 2023 dan koreksi
piutang hasil PKD direklasifikasi ke piutang lain-lain PAD sebesar
Rp.213.068.815,00.
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KENAIKAN PENURUNAN
KODE PERKIRAN TA. 2022 TA. 201
REK Rp. Rp. Rp.
8.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO 3A76.496.982.931,00 | 4104.047.631.403,00 |  (927.550.648.472,00)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Tranks@rdalam Tahun 2022
dan 2021. Bila dibandingkandenganTahun 2021, maka terdapatpenurunan

sebesaRp927.550.648.472,00.

Pendapatafransfer- LO terdiri dari:

. . KENAIKANI PENURUNAN

KIEE[I}(E PERKIRAAN TAR2$22 TAR2$21 o
8201,  [PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO 3448.775.482.931,00 4,098.848.031 403,00 (950.072.8348.472,00)
820101, |Dana Perimbangan-L0 3.148.775.182.931 00 4.043.132.489.403,00 (899.357.306.472,00)
Dans Transfer Umum-Dans Bagi Hasil (DBH)-LO 165.024.960.046,00 208.358.253.244,00 (43.333.293.198,00)
Dana Transfer Umum-Dans Alokssi Umum (DAU)-LO 1.877.994.607.585,00 1.867.033.911.000,00 (8.039.303.415 00)
Dans Transfer Khusus-Dana Alokssi Khusus (DAK) 255.159.075.776,00 235.072.486.686,00 20.086.589.090,00
Dana Transfer Khusus-Danz Alokssi Khusus (DAK) Nen 850.596.539.524,00 1.717.667.838.473,00 (867.071.258.943,00)
520102 |Dana Insentf Dagrah (DID)-LO - 50.715.542.000,00 (50.715.542.000,00)
8202 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO 27.724.800.000,00 5.199.600.000,00 22.522.200.000,00
520202, |Bantuan Keuangan 27.721.800.000,00 5.199.600.000,00 22522.200.000 00
Jumlah 3476.496.982.931,00 4.104.047.63.403,00 (927.550.648.472,00)

Adapun perbedaanjumlah PendapatanTransfer - LRA dengan Pendapatan
Transfer- LO untuk TahurR022 adalah sebadaérikut:

PERKIRAAN LRA Lo SELISH
Rp. Rp. Rp.

PENDAPATAN TRANSFER 3.192.216.356.418,00 3.176.496.952,931,00 15.719.372.487,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 3.164,494.555.48,00 3.145.775.152.931,00 15.719.372.487,00
Dana Perimbangan 3.164,494.555.448,00 3.448.775.152.931,00 16.719.372.487,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 180,744,332 533 00 165.024.950.045 00 15.719.372.487 00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.877.984 807.585,00 1.877.984 807.585,00 -
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 255.158.075.778,00 255.158.075.778,00 -
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 850.596.538.524 00 850.595.538.524 00 -
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 27.721.500.000,00 27.721.500.000,00

Bantuan Keuangan 27.721.800.000,00 27.721.800.000,00 -

Selisih sebesar Rp15.719.372.487 terdiri dari penyesuaian penerimaan piutang
dana transfer dari pusat berupa Dana Bagi Hasil tahun lalu sebesar
Rp33.102.381.658,00 dan pengakuan penerimaan Dana Transfer Treasury Deposit
Facility (TDF) sebesaRp17.383.009.171,00
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Jika dihubungkan dengan saldo piutang transfer di Neraca pendapatan-transfer
LO, dapatdijelaskan dalanabelberikut:

Uraian Pitangth.Lalu | Pendapatanl0 | Pendapatan LRA Jumiah Piutang th, Ini Selisih
i ! i 4 e{2e34) b T={6-5)
Transfer SREST0T06400 | 3176436562550 00 | JARHBITABN0 | 10EBIUITN0 (10636.33 577 00)

Selisih sebesarRp10.636.334.577,0@erdiri dari sebesarRp6.746.674.594,00
merupakan selisih dari pengakuan piutang tahun lalu sebesar
Rp26.355.707.064,00 dan uang yang ditransfer dari Pusat sebesar
Rp33.102.381.658,00serta pengakuan pendapatanDana Transfer Treasury
Deposit Facility (TDRLO sebesaRp17.383.009.171,00

KODE TA. 2022 TA. 201 KEHAIKAN! PENURUNAN
PERKIRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO §52007.852.891,24 | 382.000538.589,60 |  270.097.314.301,64

Jumlah tersebut merupakan Saldo PendapatarldiairPendapatan Yang Sah
LO Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka
terdapakenaikan sebes&p270.097.314.301,64.

Pendapatahain-lain Pendapata®aerahyang Sah LO terdiri dari:

: . KENAIKAN! PENURUNAN
K;DKE PERKIRAAN TARQDl?QQ TAR2£21 o
6301,  |PENDAPATAN HIBAH-LO (52.097.852.891,4 382.000.538.589,60 270.097.314.301 64
830111, |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 643380014801 24 367.120.488.559,80 276260026231 44
8.3.01.02. |Pendapatan Hibah dari Pemerintan Lainnya dan Pihak Lain 1.248.863.920.80 (1.245.863.920 80)
830105, |Sumbangan Finak Ketiga/Sejenis 8709.038.000,00 13.631.185.000,00 (4522.143.000,00)

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan HibBRA dengan Pendapatan Hibah
LO dapatdijelaskan sebagdierikut:

PERKIRAAN LRA Lo SELISIH
Rp. Rp. Rp.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.840.833.037,00 652.097.852.891,24 | (566.257.019.854,24)
PENDAPATAN HIBAH 5.840.833.037,00 652.097.852.891,24 | (566.257.019.854,24)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 77.131.795.037,00 643388814891 24 | (566.257.010.854 24)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya dan Fihak Lain
Sumbangan Pihak Keiga/Sejenis 8.709.038.000,00 8.708.038.000,00

Penjelasan selisilmealisasi tersebut merupakan adanya hibah barang dari pihak
lain yang diakui sebagaiPendapatan Hibah LO oleh BPKAD/PPKD sesuai
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54.2

dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Aset dan dicatat sesuai dengan nilai

bukunya, sesuai dengan Pergub Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar PemerintahProvinsi

Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2015

tentangPerubahamtasPeraturan GuberniNomor 43Tahun 2014yaitu:

a. Hibahdari Pemerintah:
1) Pendapatan Hibah berupa obatatan dan alat kesehatan dari Pemerintah

PusatKementerian Kesehatan yang menjadi persediaan pada Dinas
Kesehatasebesar Rp69.611.023.436,00;

2) Hibah Barang dari Pusat/Kab/Kota/pihak Lain/Komite berupa Aset Tetap

sebesaRp452.231.741.157, ,0Rinciandapat dilihat pada Lampiraty.

b. Reklasifikasi Pendapatan Laiain PAD-Pendapatan BLUD berupa bantuan
dari pemerintah pusat ke Pendapatan Hibah sebesar Rp44.414.255.261,00 yang
terdiri dari RSAM Bukittinggi sebesar Rp17.484.255.261,00 dan RSUD M.
Natsir Solok sebesar Rp26.930.000.000,00

BEBAN

KODE
REK

PERKIRAAN

TA. 2022
Rp.

TA. 201
Rp.

KENAIKAN! PENURUNAN

Rp.

BEBAN DAERAH

5.893.880.7114.907 47

6.348.905.660.084,37

(455.024.945.176,90)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dalam Tahun 2022 dan 2021 yang terdiri
dari Beban Pegawai, Beban Barang dan {Bs®an Persediaan, Beban Jasa,

Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas), Beban Hibah, Beban
Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Bebabadimaiserta

Beban Transfer.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2021,

terdapat penurunan sebesar
Rp455.024.945.176,3fngan rinciasebagaberikut:

KODE
REK

PERKIRAAN

TA. 2022
Rp.

TA. 2021
Rp.

KENAIKAN! PENURUNAN

Rp.

9.1.01.

BEBAN PEGAWAI

2072.833.685.995,00

2.097.358.919.178,00

(24.525.233.183,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai dalam Tahun 2022 dan 2021.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2021,
Rp24.525.233.183,00.

terdapat penurunan sebesar
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BebanPegawaini terdiri dari:

KENAIKAHNI PENURUNAN

KIEEDKE DERKIRAAL TA. 2022 TA. 2021
Rp. Rp. Rp.
9101.  |BEBAN PEGAWAI 2.072.833.685.995,00 2,097.366.919.478,00 (24.525.233.183,00)
81.01.01. |Beven Gaji dan Tunjangan ASN 1271.001.762.925,00 1294632 635.750,00 (23.680.872.825,00)
9.1.01.02. |Beban Tambanan Penghasian ASN 252.320.839.385,00 225,031,391 538,00 27.289.447.848,00
901,03, | ambaan Penghasian berdasarken Pertmbangen Dbt 503.734.575.950,00 §25.079.268.853,00 (21.344,590.003,00)
Lainnya ASN-LO

9.1.01.04. |Beban Gaijidzn Tunjangan DFRD 40.363.014755,00 39.937.803.507,00 §25.211.248,00
91.01.05. |Beban Gaji den Tunjangan KOHAWKDH 241.303.743,00 225.965.523,00 15.837.220,00
9.1,01.06. |Beden Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta 4.525,943.105,00 4057.320810,00 468.627.295,00
91.01.99. |Bsban Pegawai BLUD 145.738.131,00 8344 532.087,00 (8.188.793.866,00)

Adapun perbedaarjumlah Belanja PegawaidenganBeban Pegawaidapat
dijelaskansebagaberikut:

PERKIRAAN LRA Lo SELISIH
Rp. Rp. Rp.
BELANJA PEGAVIAI 2.078.501,672.886,00 2.072.333.685.995,00 5.667,936.891,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.271.308.121.425 00 1.271.001.762.925 00 307.358.500,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 255.563.688.949,00 252.320.839.385,00 3.242 249 563 00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lain 505.852.906.273,00 503.734.578.950,00 211832732300
Belanja Gaji dan Tunjangan OPRD 401.863.014.755,00 40.863.014.755,00 -
Belanja Gaji dan Tunjangan KDHAVKDH 241.803.743,00 241 80374300 -
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHAWKDH 4 525943 105,00 4 525 948 105,00 -
Belanja Pegawai BLUD 145.189.636,00 145.738.131,00 (548,435 00)

Selisihdi atasdapatdijelaskansebagai berikut:

a. Penyesuaian untuk mengakui Beban Gaji dan Tunjandad Tahun 2022
sebesar Rp307.358.500,00 berupa pembayaran utang pegawai tahun lalu dan
pengakuan utang pegawai tahun ini, berupa kenaikan gaji berkala dan lainnya
padabeberapa SKPD, yaitu

Jurnal Penyesuaian
Semester | Semester Il

SKPD Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1 2 3 4 5 6=(3+5-2-4)
Dinas Pendidikan - 1595.528.812,00 - - 196.528.812,00
Dinas Kesehatan - 35286.772,00 1838827200 - 16.383.500,00
RSJ HB Sa'anin - 1.825.079,00 - - 1.925.079 00
RSUD Pariaman - 127 .366.591,00 45 360.582,00 - 20.505.509,00
Dinas Kearsipan & - 11.506.200,00 - - 11.506.200,00

Perpustakaan

JUMLAH - 372.617.454,00 65.258.954,00 307.358.500,00

b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan lEN$ahun
2022 berupa pembayaranutang tahun lalu dan pengakuanutang belanja
pegawai tahumi pada SKPDsebesaRp3.242.849.563,00, yaitu:
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Jurnal Penyesuaian
Semester| Semester i
SKPD Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 G=(3+5-2-4)

Dinas Pendidikan - 2.998.568.033,00 - - 2.998.568.033,00
Dinas Kesehatan - - 1.319.235,00 - (1.319.235 00)
RSUD Solok - 155.437.022,00 - - 155.437.022,00
RSUD Pariaman - 14.400.015,00 - - 14.400.015,00
Dinas Pariwizata - 43.223.200,00 - - 43.223.200,00
Dinas Peternakan - 32.540.532,00 - - 32.540.532,00
dan Keswan
JUMLAH 3.244.168.802,00 1.319.239,00 3.242.849.563,00

c. Penyesuaianuntuk mengakui beban Tambahan Penghasilanberdasarkan
PertimbanganObjektif Lainnya ASN-LO (TPG, TKG, Tamsil, Honorarium
dan Insentif Pungutan Retribusi) Tahun 2022 berupa pembayaran utang tahun
lalu dan pengakuanutang belanja pegawaitahun ini pada SKPD sebesar
Rp2.118.327.323,0Qaitu:

SKPD

Jurnal Penyesuaian

Semester|

Semester |l

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

1

2

3

4

5

6=(3+5-2-4)

Dinas Pendidikan

2.483.786.320,00

307.909.500,00

-z

.175.876.820,00

Dinas Kesehatan

77.169.200,00

125.278.657,00

{52.109.457,00)

Dinas Perhubungan

5.440.000,00

(5.440.000,00)

JUMLAH

2.560,955.520,00

442.628.197,00

2

118.327.323,00

d. Penyesuaiaruntuk mengakui beban pegawai BLUD Tahun 2022 berupa
pembayaran utang tahun lalu dan pengakuan utang belanja pegawai tahun ini
padaSKPDsebesa(Rp548.495,00), yaitu

Jurnal Penyesuaian
Semester | Semester |l
SKPD Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3+5-2-4)
RSJ HB Sa'anin - - S548.495 00 - (548.455 00)
JUMLAH 545.495,00 (548.495,00)

Jika dihubungkandengansaldo utang belanjapegawaidi neracadenganbeban
pegawaidapatdijelaskan dalam tabélerikut:

Uraian Utang tahun Lalu R4 L0 Jumlzh Utang tahun [ni Selisih
1 ! 3 { ) i =64)
Peraw 6.217.803.323,00 | 2078.301672.886.,00 | 2072833 68399500 MOR1643200) 35016817300 1LHL0

Penjelasaselisinpadatabel diatasdapatdijelaskansebagaberikut:

a. Adanya koreksi utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatansebesar
(Rp4.494.639,00);
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b. Adanya koreksi utang belanja pegawai pada RSUD Solok sebesar
Rp2.554.538,00dan

c. AdanyakoreksiutangbelanjapegawaipadaDinas Peternakamlan Kesehatan
Hewansebesar Rp1.588.560,00.

KENAIKAN PENURUNAN
KIEE?(E PERKIRAAN TA. 2022 TA. 201
Rp. Rp. Rp.
9102, |BEBAN BARANG DAN JASA 1.815.642.941.64345 |  1.634.742.181.003 57 180.900.760.639,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa dalam Tahun 2022 dan
2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp180.900.760.639,88.

BebanBarangdanJasadni terdiri dari:

K&[I)(E PERKIRAAN TAIR?H TA.RQD?H KENNKANJ'R ?NURUNAN
98102 |BEBAN BARANG DAN JASA IBMEE204 64345 | 1634742481.00357 180.900.760.639,88
310201, |Beban Barang 407.752.790.160.98 18 546 569,947 03 (210793.779.726,05)
910202 |Beban Jasa 18 045 578.637,46 492.390,046.187 98 71555 520 49 48
910203, |Beban Pemelharaan 92,922 066 660,68 30.188.692.907 23 1273427375235
91.02.04. |Beban Perjalanan Dinas 233,53 562.181,00 171.599.344.339,00 193721784200
910205, E:ﬁ:;gi::iE:;ﬁ::g;:;i:t”t”kDiberika” tepacda Phak 17.061.473.900,00 9.686.524,400,00 7.374,949.500,00
91,0285, |Belania Barang dan Jasa BOS 281.175.995.67267 ; 281,175,995 87267
91.02.99. |Beban Barang dan Jasa 3LUD 267,247 574.23066 262.331.003.221.73 491657100893

Untuk beban barang dan jasa BLUikelompokkan dalam 4 bagian yaitu beban
persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Khusus
untuk belanja barang dan jasa BLUD dibagi dalam 4 kelompok belanja tersebut

yaitu :
DAFTAR 4 KELOMPOK BELANJA BARANG DAN JASA BLUD TA. 2022
Persediaan/ Pemeliharaan | Perjalanan Dinas
SKPD Barang BLUD Jasa BLUD BLUD BLUD Jumilah
RSAM BUKITTINGGI 41176.549.145,56] B3.775.089.572 26| 2.924.715.896,00 804.513.335,00| 108.680.548.252 82
RSJ. PROF. HB SAANIN PADANG| 553156382700  21.132.466.098,00 ?5-9.0?3.493,%' 266.001.584,00[  27.689.104.807,00
RSUD SOLOK 12675698344 81| 44745550035 67 szs.u&s.me,uul 587.347.088,00] 5883163157848
RSUD PARIAMAN 22905494737 36| 39.405.481794 000 1450678961 ,nnl 552 680.579,00] 64.414316.071 36
DINAS KESEHATAN 2.216.558.107 00 4.430.402.648,00 TZZ.BUB.B&&.UU' 262.401.900,001 783167352100
JUMLAH 84.505.864.961,73] 173.578.970.448,93) S.S?B.EH.SS0,0-D' 2.452.924.490,00] 267.247.574.230,66
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KODE PERKIRAAI TA. 2022 TA. 201 KEHAIKAR! PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
Beban Barang 502.121.580.330.07 4782301020 | (M2613.624.6343)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan/Barang dalam Tahun 2022

dan 2021. Bila dibandingkandenganTahun 2021, maka terdapatpenurunan

sebesaRp212.613.624.631,13.

BebanPersediaan/Bararigi terdiri dari:

. ' KENAIKAHN! PENURUNAN
K&?{E PERKIRAAN TA;DI?QQ TA;$21 .
Beban Barang 502.121.589.339,07 714.735.243.970,20 (212.613.624.631,13)
8.1.02.01. |Beban Barang 407.752.780.160 36 10.346.565.547 03 (210.793.779.786,05)
Beban Barang Pakai Habis 405.566.123.842.08 617.244.072.610,58 {211.675.546.566,90)
Beban Barang Tak Habis Pakai 2.164.666.31850 1.302.497.136,05 882.169.182,85
9.1.02.99. |Beban Barang dan Jasa BLUD (Barang) 94.368.799.178,09 96.188.644.02317 (1.819.844.845 08)

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan JaBarsediaan/Barang dengan

BebanPersediaan/Bararaplalahsebagaberikut:

PERKIRAAN LRA Lo SELISH
Rp. Rp. Rp.
Belanja Barang 500.807.738.528,64 502.121.589.339,07 (1.313.850.510,43)
Belanja Barang 406.110.570.418 78 407.752.790.160,8 (1642219742 20)
- Belanjz Barang Pakai Habis 405,334 £18.699,85 405.568.123.842,08 {233.503.142 20}
- Belanjz Barang Tsk Habiz Paksi 775.951.718,90 2.184.666.318,90 (1.408.714.600,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Barang) 94 697,168,409 85 94 368.799.178 09 32838820177

Selisih Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp1.313.850.510,43
merupakan penyesuaianpersediaanyang terpakai dan yang masih menjadi
persediaanpada Tahun 2022, berdasarkanstock opname persediaanper 31

DesembeR022 pada SKPD, sebadmarikut:
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Jurnal Penyesuaian
SKPD Semester| Semester |l Jumiah (Rp)
Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 ] 3 4 5 B={3+5-24)

DINAS PENDIDIKAN B.BT4652.734 14 | 1.428.540.776,00 - | 5.338.327.98880 (107.774.969,34),
DINAS KESEHATAN 5.163.321671.27 7143469600 | 23118542100 223457358714 | (3.0B2.488.809,13)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHWAD MOCHTAR BUKITTINGGI 281.067.836,56 - 61.123.365,00 - (342.191.201 58),
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN 2079.088.429,00 | 2323177.729,00 | 2603.540.082,00 | 2.086.217.157,00 (263.233635,00)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR SOLOK 23829032444 - - | 1.260.23362613 | 1.023.963.301 69
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN 62820923100 | 30245369625 |  563.251.580,00 989.043.282 39 100.036.167 64
DINAS BINA NARGA, CIPTA KARY A DAN TATA RUANG 55.538.667,00 57.706.282,00 | 142562044300 2869.500,00 | (1.420.783.328,00)
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKS! 446.470.110,16 11.288.310,00 - 178.882.096,50 (256.259.703,66),
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN - 1.454.000,00 1.262.500,00 - 191.500,00
PERTANAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.518.500,00 - - 186.800,00 (6.331.700,00),
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.254.450,00 137310000 188.015.700,00 196.435.700,00 [42.481.360,00)
DINAS S0SIAL £45.500,00 22.439.475,00 20177.427 00 655.700,00 233224800
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS! 524.300,00 11.839.350,00 15.000.700,00 2.163.620,00 (1.552.030,00),
DINAS P. PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB 4.305.950,00 16.599.100,00 9.760.300,00 33.031.500,00 35.563.750,00
DINAS PANGAN 23.288.950,00 | 261.279.80713 50.890.300,00 361.799.251,00 543.899.808,13
DINAS LINGKUNGAN HIDUR 78.571.316,00 16.446.215,00 19.126.109,00 160.834.485,00 79.583.285,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASY ARAKAT DAN DESA 7.772.100,00 - - 2.145.300,00 (5.626.800,00),
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18.197.400,00 1.548.200,00 134.300,00 27.813.285,00 11.029.735,00
DINAS PERHUBUNGAN 12/684.500,00 6.116.300,00 16.909.600,00 2.316.400,00 [21.141.400,00)
DINAS KOMUNIKAS], NFORMATIKA DAN STATISTIC 13.739.228,00 29.119.000,00 13.013.100,00 5.431.600,00 7.848.27200
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH 771.600,00 - - 1.530.600,00 739.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU 54.156.300,00 £00.000,00 10.082.700,00 10.918.500,00 (52.719.500,00)
SATU PINTU
DINAS PEMUDA DAN DLAHRAGA 2643.000,00 42.874.200,00 22 606.250,00 63.309.175,00 80.934.125,00
DINAS KEBUDAYAAN 853.600,00 1.342.100,00 1.424.000,00 21.591.600,00 20.856.100,00
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN - 1.843.225,00 3175.575,00 - (1.232.350,00),
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 78.115.400,00 39.485.101,00 409214800 383.101.311,00 340.388.864,00
DINAS PARIWISATA 50.926.900,00 54.436.500,00 34,840,650,00 293.615.375,00 222.284.32500
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTKULTURA 50.971.200,00 8.836.500,00 - 118.609.600,00 76.474.900,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 754880000 |  B19.450.760,00 | 6173991500 1.219.533.035,00 | 1.414.035.880,00
DINAS KEHUTANAN 173390000 11478842500 74.222.090,00 46.792.668,00 85.625.103,00
DINAS ENERGI DAN SUNBER DAY A MINERAL 25.508.000,00 12.322.500,00 3412.100,00 7.087.300,00 (9.510.300,00),
DINAS PERNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 30.178.277,00 66.781.699,00 65.759.633,00 - (28.156.211,00)
SEKRETARIAT DAERAH 4364000000 | 12269760000  122.899.100,00 583.895.025,00
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA 768.000,00 15.245.000,00 11.802.500,00 1.062.000,00 3.736.500,00
BIRO ADMINISTRAS! PIPINAN 6.322.000,00 - 1.698.000,00 - (8.020.000,00),
BIRO HUKUM 4.492 500,00 - 2682.800,00 15.002.000,00 7.826.700,00
BIRO PEREKONOMIAN - 5.250.000,00 12.457.000,00 - (7.207.000,00)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.211.800,00 174.000,00 - 7.401.000,00 6.363.200,00
BIRO ADMINISTRAS! PEMBANGUNAN 13.057.530,00 31.699.330,00 34,316,490 00 - [15.674.630,00)
BIRO ORGANISAS! 2.273.450,00 918.240,00 188.900,00 3658.200,00 2.114.080,00
BIRO UMUM 4364000000 | 12269760000  122.899.100,00 583.895.025,00 534.053.525,00
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA £6.648.500,00 - - 2.153.700,00 (4.494 200,00),
SEKRETARIAT DPRD 122.194.422 00 79.565.30000 |  220.433.080,00 34.806.478,00 (228.255.734,00),
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.112.200,00 10.722.700,00 35.889.200,00 366.000,00 (28.912.700,00)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.824,600,00 18.959.800,00 340.500,00 - 11.794.700,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH 268.013.800,00 5.378.238,60 3824117400 320.813.248 20 19.936.412,80
BADAN KEPEGAWAISN DAERAH 632954600 |  151.894.31400|  203.302.36400 42.125.400,00 [15.612.196,00)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.567.490,00 1.468.582,00 465727500 17.681.878,00 10.825.695,00
BADAN PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN 1.201.500,00 - - .737.000,00 5.535.500,00
BADAN PENGHUBUNG 11.513.200,00 17.379.330,00 10.768.540,00 1.566.100,00 (3.336.250,00),
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI 16.985.500,00 - 979.750,00 561240000 (12.353.850,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTK 4.134.000,00 - 564.300,00 10.135.500,00 5.437.200,00

JUMLAH 16.865.289.322,57 | 6.309.806.200,98 | 6.880.145.881,00 | 16.655.832.017,16 | (1.313.850.510,43)
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JikadihubungkardengarsaldoPersediaadi Neraca dibandingkadengarBeban
Persediaargapatdilihat padatabelberikut:

Uraian Tahun Lalu LRA L0 Jumlah Tahun Ini Selisih
1 2 3 4 5={2+34) ] 7=(6-5)
Persediaan 260837352537 48 | S00.807.738.82864 | 502121589.33007 |  250523502.027.05 | 358.337.16415060 |  9B.813.662.12364

SelisihsebesaRp98.813.662.123,64)adatabel sebelumnyasesuaidengan
Jurnal PenyesuaigrersediaapadaBebanPersediaapadaSKPD berikutini:
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SHED Perssiizzn Tzhun Jurnal Penyesuaian —— Jumian di Neraca Saiisin
Laiu Dbt (Rp) Hrati Rp) penyssuan
1 2 3 A ) % =T

DNAS PENDIDNAN BETAGSITMNY| GEMSMES00| GTESATITEAAD|  SSSAEISSMIH| 140BLMdE4mED| 70T A4 SESE
OMAS KESEHATAN 26T 2212|  SIMSNONLT | 2o0600GZ5304|  99ST1ZI0M2G0| SH U9 MBNGA90 | W0STATSI A
RUMAE] SAKIT UMM DAERAH Or ACHMAD MOCHTAR EonmIEEss|  M2191a015 T esmmesssn|  ssmosadssi
BUKITTINGG
RUMEH SAKIT JIVA P 45 SR 118354101000 | 4BE262E00 | 441838485800 sniramsn | sEnioTaTN
RUMAH SAKIT VM DRERAH SOLOK ATTIZEZANS|  Zwm20imad| 129025362613 ST oiEsERE|  19TZisERE
RUMAE] SAKIT UNUM DAERAH PARAMAN IZTEMIAS|  1MTSANNIA|  1MdeTaed|  25517T925T2ES|  AAMOSANEISAT |  1ASEIIM
DNAS B4 MAREA, CRTA KARYA AN TATA RLANG BMITITHIE| 145115811000 BIITETEION|  BRSTISIEAZEIG| GRSSNONOGET | A4TIEI SIS
DNAS SUMESR DAYA AR DAN ENA KONSTRUKS Tasizerdte|  AsdTOIOs | tsrodnesd|  1Msmmemss|  1mssmems
DNAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERAKCAIAN DAN 5783 5516011 126250000 145000000 | S7EATESIOEN | 1BLOSLETZII | 12726107 OEE13
PERTANAHAN
SATURN FOUS! PAMONS PRAJA 921350000 551350000 186:300,00 255550000 25590000
EADAN PEMANGEULANGAN EENCAMNA DAERAH saTEE| 000 | 18TanEEN00 FTEEINN | ASETTIALE T0ETS 14455
OMAS 5O5AL B3M40M|  Mazemm §65554500 5655500
OMAS TENAGA KERA DAN TRANSMIGRAS 955050, 155500000 1400257000 510402000 10402000
DMAS P PEREAIPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PR & K5 13 452530.00 14.063.330.00 43306000 4344000 43 MAAD000
DS PANGAN 45E188T TaATIaN00 | czaoransia|  SaasnE0D|  523asBssN0
DINAS LNGKUNGAN HIOUP ZEERHLN | WETABN| 172071000 SEANEE0| sS4 AT
DRAS PEVEEADAYAN MASYARAKAT DAN DESA 10.555.300.00 T2 A0 214530000 4975.500,00 493550000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN FENCATATAN SPL 55302500 18.351.700,00 2351 485,00 £6.663.520,00 B5653. 520,00
DNAS PERHUELNGAN a0 | 2S00 345270000 17,505 700,00 17 505.700,00
DMAS KOMUNAS], MFORMATIA DAN STATISTE BN | mramm ALE0 AN TR0 STEIZTON0
DINAS KCPERAS] DAN USAHA KECL & MENENGAH 2263.000,00 77160000 1550500,00 3.025.000,00 5.025000,00
DINAS PEMANAKIAN HIODAL FRCVHS! DAN PELAYANAN BLASTSN0N| 6423800000 151850000 ZTI0000 FETHO000
TERPADU SATU PHTU
OMAS PEALIA DAM CLAMRAGA, Rs00| SN0 | 1061857E0 MO | 1aZTeTEN
DINAS KEBUDAYAAN 3.052.900,00 2077.600,00 2293370000 25509.000,00 2390900000
DNAS KEARSPAN DAN PERFUSTAKARN 4558650.00 194322500 335530000 335530000
OAS KELAUTAN DAN PERIANAN 1GEERAEN | mRATHEN0 | 4Azsed120 SEw1|  5meE1anm
DINAS PARIWISATA AETESI10000|  1Z57ETSS00 | 805187500 FRMsAsn| GOS0
DINAS PERKEEUMAN TANAMAN PANGAN DAN HORTHULTURA 1BEI0000 | S0eT000|  AZTadEionm USATION|  ZTE1Z80000 00,00
OAS PETERNAKAN AN KESEHATAN SEWAN 2063302 856,00 BT  209EsTeS00|  ATIASETEO|  4ZSWTTEN | M24m0N0W
DINAS KEHUTAHAN HESTINM|  TEUSHNN0| 16155108300 ss2e24zs 00| SrSAskdzin 22982 000,00
DNAS ENERE DAN SUNEES DAYA MMERAL atea00d|  zssn10000 19.408:500,00 3455000000 4EH000000
DAS PERNDUSTRIAN DAM PERDAGANGAN M| seTnm 56731 500 52067 935,00 52067 935,00
|SEXRETARIAT DAERAH
E R0 FEMERMTARAN DAN OTODA 4057.500,00 12570.500,00 16.307.000,00 778400000 775400000
ER0 ADMMISTAAS| PRIERAN £520.000,00 £020.000,00 - 800.000,00 0000000
ER0 HUKLA £557.100,00 77330000 1500200000 1442350000 1442550000
ER0 FEREKONOMAN 1267400000 1245700000 525000000 545700000 545700000
BR0 KESEJAATERAAN RAKYAT 145500000 121150000 TATE00000 75520000 75520000
ER0 ADANISTAAS! PEAEANGMAN 7T | 4TameEn 1529380, 505510000 505510000
ER0 CRGANSAS T E05450.00 245235000 L5TEAN0 9HEHI0 9719500
BIRD UMM B[ T2EIAN00|  TORSZEEN 53 20052500 1530630000 | (58985502500
BIRD PENGADAAN BARANE DAN JASA £.543.500,00 £.543.500,00 215370000 2155700,00
SEKRETARIAT DFRD ssEEEN|  M2ETHIZ TNEREE0| 26N
BADAN PERENCAMAAN PEMEANGUNAN DAERAH TSN | 4000140000 105570000 S0 45 1L 20000
BAIIAN PENGEL OLAAN KELIHGAN DAN ASET DAERAH 20553.500,00 7165.100,00 1395950000 32.353.000,00 3235500000
BADAN PENDAPATAN DAERAH TINESEIAN|  IBZWOTADD |  a2615143580 TILTELIELA
BADIAN KEPECAWAIAN DAERAH NN | 2EENENI0|  1MmaTILm 7 STAETA00 !
BADAN PENGEUBANEAN SUMEER DAYA LANUSIA 11.967.745.00 5.224.765,00 19.150.450,00 22503.443.00 2259344300
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMEANGAN 5345.500.00 120150000 TST00000 10.851.000,00 1035100000
BADAN FENGHLELNG 04azs0m| 2 m 1594549000 37069.390,00 708959000
IWSPEKTORAT DAERAH FROVING! 41297 400,00 17 966.250,00 551240000 25543 550,00 94355000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5103.500,00 455.300.00 1013550000 1454070000 1454070000

JUMLAH ORTILSTAE | ZTeee10sT| morsamssenid| mesaswmomes| ssamistisss| ssasszizmst
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Selisihtersebutapat dijelaskasebagaberikut:

OPD

Jumilah

Keterangan

DIMAS PEMDIDIKAMN

25.223.090.087,00

Reklas dari BM

(16.727.099.755,14)

Koreksi

(1.428 549 776,00)

IUtang Belanja

DIMAS KESEHATAM

G9.611.023 436,00

Hibah dr pusatiain

(2.660.000,00)

Dikapitalisir jadi Aset

(110.212.559.971,00)

Droping RS dan pihak lain

25445 177,00

Koreksi

RSUD PARIAMAMN

1.056.560.863,40

Hibah dari pihak lain

(2.660.730,00)

Dikapitalisir jadi Aset

805.928.179,14

Droping RS dan pihak lain

DIMAS BINA MARGA,

CKTR

(28.666.160,00)

Belanja Pemeliharaan

3.506.630.000,00

Reklas dari BM

(6.462.320 45)

Koreksi

DIMAS PERUMAHAM RAKYAT, KPP

127 42793053313

Reklas dari BM

(146.843.500,00)

Utang Belanja

BADAM PENANGGULANGAMN BEMCAMA DAERAH

154,232 000,00

Hibah dari pihak lain

87.376.509,00

Reklas dari BM

(70732264 44)

Koreksi

DiMNAS PERKEBUMAN TPH

(7.875.000,00)

Dikapitalisir jadi Aset

DIMNAS PETERMAKAMN DAMN KESEHATAN HEWAMN

112.459.000,00

Koreksi

DIMAS KEHUTAMNARM

22.992.000,00

Reklas dari BM

BIRO UMUM

(582.895.025,00)

Dikapitalisir jadi Aset

JUMLAH 98.813.662.123,64
. KENAIKAN/
KODE . TA.2022 TA.2021
RIK PERKIRAAN PENURUNAN
Rp. Rp. Rp.
Behan Jasa 675.706.258.123,80 651.745.048.198,54 13.961.200.925,35

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila
dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
.925,35.

Rp23.961.209

Beban Jasani terdiri dari:

KSE]IIT PERKIRAAN TA. 2022 TA.2021 ;S\I'\L;%::;
Rp. Rp. Rp.
Behan Jasa 675.706.258.123,80 651.745.048.198,54 23.961.209.925,35
010202 |Beban Jasa 515945578637 46 492 390.046.18798 2355553244948
- Beban Jasa Kantor 328.214.690.431,00 332003 678.3758,05 (4.6858 087 947 03)
- Beban Iuran Jaminaw/Asuransi 113.217338.404.01 102.207.623.695,26 11.008.715.708,65
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin 13.728.750.825,00 5.333.002.000.00 8305748 82500
- Beban Sewa Gedung dan Bangunan G.378. 16107633 4793942 653,67 1584218422 66
- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya 275.630.000,00 127.500.000,00 148.150.000,00
- Beban Jasa Kornsultansi Konstruksi G.307.290.902.22 14.607.538.516,00 (8.100.247.613,78)
- Beban Jasa Konsultansi Non KEonstruksi 596771495000 7856.135.846,00 (1955 440.866,00)
- Beban Jasa Ketersediaan Layanan (dvailibility 34.279.500,00 16.894.499,00 17.383.001,00
- Beban Beasiswa Pendidilian PNS 34.000.000,00 48.300.000,00 3.300.000,00
rf::f?s:;;i;iﬁifiji;!;g:;j tmbtngan 41567701 518,00 24305 210.600,00 17.172.490.918,00
91.0299. |Beban Barang dan Jasa BLUD (Jasa) 159.760.679.456,43 159.355.002.010.56 405.677.475,87
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Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa dengan Bebaadada

sebagai berikut:

. SELISIH
PRRAAY % i 5

Belanja Jasa 778.896,515.728,78 675.706.258.123,89 | 103.190.167.604,89
Belama Jazz 366.873.793.364,78 313.943.578.637 46 30.930.216.727.32
- Belanja Jaza Kantor 343.161.330.413,00 313.214600431,00 |  14.046.848 987 00
- Belawja Iuvan Jaminan/dsuransi 113332.087.53573 113.217.330.404 91 135648 13062
- Belanja Seva Peralatan dan Mezin 13.728.750.825,00 13.728.730.825,00

- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.637.713.733,00 6.378.161.076,33 230332676,67
- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 275.430.000,00 275.630.000,00

- Belanja Jara Konsultans Konstruksi 41.900.033.990,03 6.307.200.00222 |  33.392768.087 83
- Belanja Jaza Konsultansi Non Konstruksi 6.163.113.530,00 3067714 980,00 193,398 8350.00
- Belanja Jaza Ketersediaan Lavanan (Availibility Paymeni) 3427050000 34.270.500.00

- Belanja Beasirva Pendiclikan PNS 34.000.000,00 34.000.000,00

- Belanja Kurrus/Pelatihan, Sosialisar, Bimbingan Tebnis serta

Pendidikan dan Pelatthan 41.567.701.313,00 41.567.701.518,00

Bielanja Barang dan Jasa BLUD (Jaza) 212.020.730.364.00 159.760.679.486. 43 32260050877 57

Perbedaan Belanja Jasa dengan Beban Jasa sebesar Rp103.190.267.604,89 pada

tabel di atas dapat dijelaskan penyesuaiarBeban Jasayang terdiri dari Jasa
Kantor, luran Asuransi, Sewa, Jasakonsultansi,Jasalayanan Beasiswadan
Kursus Pelatihaffahun 2022 pad@KPD berikut:
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Jurnal Penyesuaian
SKPD Semester | Semester II Saldo (Rp)
Dehet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit Rp)
1 2 3 4 § f=(H5-14)

DINAS PENDIDIKAN 3434043500 6143324900 | 370.579.003,00 60.086.134,00 (303.398.037,00)
DINAS KESEHATAN 79.084.83430 | 1572050482100 | 70695977900 | 16120742673 | 15.086.777.61423
RSAM BUKITTINGGI - | 49.656.667.148.96 | 2554843527922 | 7631.530.831,00 | 31.740.742.700,74
RUMAH SAKIT ITWA Prof. HB SAANIN 266537248800 |  4.547.142.01800 | 4.040.550.086,00 | 2.363.435.389,00 404.674.853,00
RUMAH SAKIT UMUM DAFRAH S0LOK 1922361167 | 14872339.08796 | 4.339.173.760.96 21354737350 [ 1033371643283
RUMAH SAKIT UMUM DAFRAH PARTAMAN -| 1785649467000 | 838788921200 339.073.000,00 | 9.807.680.438,00
DINAS BINA MARGA, CTPTA KARTA DAN TATA RUANG 87903 236,67 323400543 83 8648632300 | 564392017489 | 579494013903
DINAS SUMBER DAYA AIR. DAN BINA KONSTRUKSI 19.338.964,00 44.187.003,00 J178542600 | 9.799.038.39341 |  9.771.921.008.41
DINAS PERUMAHAN RAKTAT, KAWASAN FERMUKIMAN - 18.136.967.30 18.136.967,30 | 16.546.788.800,00 | 16.346.788.800,00
SATUAN POLISI PAMONG PRATA 24.844875.00 7.781.999.00 11.232.023,50 29.153.452,00 860.330,30
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 14.186.597,00 14.736.277,00 - (549.680,00)
DINAS SOSIAL 4861.541,67 120.814.720,00 36.786.932,00 | 239.827.200,00 338,993 44633
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.705.001,67 38.860.519.73 35.304.784,30 - 1630.643,38
DINAS P FEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PP & 12.946.142,00 16.203.386,00 25.277.393,00 20.862.083,00 (1.138.066,00)
DINAS PANGAN 7401711292 9024075475 | 117.687.347,08 77944 53425 (23.319.171,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 76.078.313,30 76.911.201,30 2.900.000,00 2.067.114,00
DINAS PEMBERDATAAN MASTARAKAT DANDESA 28.614.192,00 223140000 12.767.586,17 40.103.342,73 933.164,38
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPLL 21.261.836,00 19.356.616,00 20.589.907,00 20.508.998,00 (1.786.149,00)
DINAS PERHUBUNGAN - 34.563210,00 36.435.610,00 - (1.872.400,00)
DINAS KOMUNIKAST, INFORMATIKA DAN STATISTIK - 2511791500 4011628300 |  195.398.830,00 180.400.482,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENENGAH - 45964 511,30 48.173.261,30 25.743.200,00 23.532.450,00
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELATANAN - 17338.048.00 10.821.047,00 . 6.517.001,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 14.199.063.00 151.154.482,00 2489790600 |  149.818.862,00 261.876.375,00
DINAS KEBUDAYAAN 40.449.999.30 43.621.733,00 3885009083 | 12204733834 66.360.003,01
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2716283330 4563338000 | 11684177942 [  103.106.420,00 6.737.374,08
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 27.646.440,00 144303.762,15 |  102.621.46748 |  282.877.82000 196.913.674,67
DINAS PARTWISATA 22.628370,09 70.788.639,30 69.331.742,82 2194182250 770.369,09
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN - 156.643.873,00 96.941.023,00 93.838.420,00 153.543.270,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 40.569.633,00 17154135100 | 14743720200  282.858.801.67 266.393.313,67
DINAS KEHUTANAN - 13763110625 |  128.986.573.23 . §.964.331,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 6.991.943.00 39.879.508,00 . (2.887.563,00)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 18.007.370,00 14961537300 | 105.127.540,00 - 26.480.463,00
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTODA 823373730 - §.234.422.08 16.273.690,00 (212.469,38)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 994219630 16.310.380,33 15.716.816,16 18.387.433,63 937902334
BIRO HUKUM 473237502 38.360,00 443754430 9.478.301,66 346.742.34
BIRO PEREKONOMIAN 3.903.803,00 103.674,00 265223642 10.513.405,00 4061.017,38
BIRO KESETAHTERAANRAKYAT - 663.829.17 7.989.930,00 1324.120.83
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN §.912.200,00 - 5.941.466,67 14.439 666,67 (394.000,00)
BIRO ORGANISASI - - - - -
BIRO UMUM 9793278230 | 124638632330 | 73892103400 [  249.343.403,70 639.276.090,70
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 6.269.843.73 11.661.318,73 177421230 - (2382.73750)
SEKRETARIAT DPRD 100.620.000,00 39875076127 | 45125203327 127027246491 | 111715117291
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3639767342 7003214737 7232513090 - (38.690.636,73)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAFRAH - - - - -
BADAN PENDAPATAN DAFRAH 171.387.264,00 153.641.187,00 | 33100381100 [ 336.358.523.00 187.806.633,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 21.944.703,00 49324 465,00 39.185.512,00 48.353.071,00 36.349.321,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 16.364.390,00 3761590433 33.566.591,33 23833.440,00 11.518.163,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.448.463.83 9.733.880,00 13.33837834 | 232337370.38 241.106.206.,41
BADAN PENGHUBUNG - TT0.538.809,67 | 71778232930 | 290.993.066.67 343.769.546,34
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI 24275.410,00 16.857338,00 41.794 853,00 34.891.173,00 5.678.268,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 19.351.766,00 19.477.773,00 - (126.007,00)

JUMLAH 3.801.743.200,71 | 107.361.526.137,09 | 47.874.313.346,37 | 47.304.800.214,88 | 103.190.267.604,89
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. KENAIKAN/
KODE . TA. 2022 TA 2021
) PERKIRAAN PENURUNAN
RIK
Rp. Rp. Rp.
Behan Pemeliharaan 103.552.452.736,82 8542584387783 18.126.603.858,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan dalam Tahun 2022 dan
2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp18.126.603.858,99.

BebanPemeliharaami terdiri dari:

. ‘ KENAIKAN PENURUNAN
K|$E[|}(E PERKRAAN TA:D{?ZQ TA:D{?M "

Beban Pemeliharaan 103.552452.736,82 85.425.848.877 83 18.126.503.858,99

810203, |Beban Pemeharaan §2.922.966.660 65 80.138.692.907 83 1273427375285
Beban Pemeliharazn Tansh 189.779.675,00 189.779.675,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.387.447.367,00 2057526230300 5812.185.084.00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.763.957 243 53 11.018.507 525,83 274444372370

Beban Pemeliharasn Jalan, Jaringan, dan Irigasi 52.561.762.169,15 48.593923079,00 J.967.659.090,15

8.1.02.99. |Beban Barang dan Jasa BLUD (Pemefharaan) 10629.486.076,14 5.237.155.870,00 5.362.330.108,14

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) dengan Beban
Pemeliharaarsebagaberikut:

PERKIRAAN LRA L0 SELISIH
Rp. Rp. Rp.

Belanja Pemeliharaan 119.796.285.887,83 103.562452.736,82 | 16.243.833.454,01
Belanja Pemelinaraan 107 5685.284 352 69 02972 06BEE068 | 1484231769201
Beban Pemeliharaan Tanah 189.779.675.00 189.779.675.00

Belanja Pemeliharasn Peralatan dan Mesin 26.369.745.207,00 26.387 447 367,00 2.297.640,00
Eelanja Pemeliharasn Gedung dan Bangunan 26.324.876.101,54 13.763.957.249,53 14.560.920.852,01
Eelanjs Pemeliharasn Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.660.861.169,15 52.581.782.169,15 79.099.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD (Pemeliharaan) 1223100153514 10629.485.076,14 1.601.515.459,00

Perbedaasebesar Rp16.243.833.151,0htdis terjadikarena:

1) Penyesuaian Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin Tahun 2022 sebesar
(Rp2.297.840,00) yang ada diakui sebagai persediaan dan utang pada SKPD

berikut;
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PENYESUAIAN
Jumlah
OPD Semester | Semester Il
DEBET(Rp) | KREDI(Rp) | DEBET(Rp) | KREDI (Rp) Rp.
1 2 3 4 § e(2+4-3.5)
Dinas Bina Marga, Cin'a Karya dan Tata Ruang T0O3E%000 617598500 28.556.160,00
Dinas Pangan 054000001  (30.964.000,00)
JUNLAH S| T3OSIENA00 |  GITIOES400|  J09L00000|  (2A7.84000)

2) PenyesuaiaBebanPemeliharaagedungdanbangunaryangdikapitalisir
menjadi AsefTetap Rp14.560.920.852,@adaSKPDberikut:

PENYESUAIAN
OPD Semester | Semester Il Jumlah Rp.
DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
1 2 3 4 5 B=2+4-3.5)

DINAS KESEHATAN 618.135.697,00 (618.135.697,00)
DINAS SUMBER DAYA AR DAN BINA (340.072.485,00)
KONSTRUKS! 340.072.485,00
DINAS SOSIAL 286.510.300,00 (286.510.300,00)
DINAS TENAGA KERJA DAN 306.340.555,00 (306.340.555,00)
TRANSMIGRASI
DINAS P. PEREMPUAN DAN 494.573.600,00 (494.573.600,00)
PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB
DINAS PERHUBUNGAN 222 730.017,80 (222.730.017 80)
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL & 288.454.800,00 (288.454.800,00)
WMENENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 121.514.191,70 264.813.520,44 (386.327.712,14)
DINAS KEBUDAY AAN 338.578.000,00 (338.578.000,00)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 506.818.206,98 (506.518.206,98)
BIRO UMUM 1.092.467.823.20) (1.092.467.82320)
DINAS KEHUTAMAN 45.000.000,00 B866.514.268,00 (911.514.268,00)
BADAN PENDAPATAN DAERAH 250.990.500,00 (250.990.500,00)
BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN 197.480.629,82 (197.480.629,82)
SET DPRD 6.847.445.879,00 | (6.347.445.879,00)
BADAN PERENCANAAN 145.297.510,00 (145.297.510,00)
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGHUBUNG 183.000.000,00 {183.000.000,00)
DINAS PETERNAKAN & KESWAN 123.240.000,00 392.490.905,00 (515.730.905,00)
DINAS PERKEBUNAN TANAMAN 442.851.963,07 (442.851.963,07)
PANGAN & HOLTIKULTURA
DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN 20.000.000,00 (20.000.000,00)
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP 165.600.000,00 (165.600.000,00)

JUMLAH -| 289.754.191,70 -| 14.271.166.660,31 | (14.560.920.852,01)

3) PenyesuaiaBebanPemeliharaadalan,Jaringandanirigasi yangdikapitalisir
menjadi AsefTetap Rp79.099.000,(txada SKPherikut:

PENYESUAIAN
0PD Semester | Semester Il Jumlzh Rp.
DEBET (Rp) | KREDIT (Rp) | DEBET (Rp) | KREDIT [Rp)
i 2 ] 4 3 f=f2#d-3-3)
Baan Perencanaan dan Pembangunan Dazrah 79.055.000,00]  (79.099.000,00)
JUMLAH - - -1 79.093.000,00 [ (79.099.000,00)
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4) PenyesuaiaBebanPemeliharaaBLUD padaRumahSakit sebesar

Rpl1.601.515.459,00erikut:
Jurnal Penyesuaian
SKPD Semester | Semester |l
Debet (Rp) Kredit (Rp) | Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)
1 2 3 4 5 6={3+5-2.4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- - - 1.311.016.808,00| 1.311.016.808,00

SOLOK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - - - 250 453 850,00 250 453 850,00
PARIANMAN
JUMLAH 1.601.515.459,00 | 1.601.515.459,00
KODE TA 2022 TA. 2021 KENAIKAN! PENURUNAN
PERKIRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
Beban Perjalanan Dinas 236.025.171.671,00 173.149.545,557,00 62.875.626.114,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas dalam Tahun 2022 dan

2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp62.875.626.114,00.

BebanPerjalanarDinasini terdiri dari:

KENAIKAN/
TA. 2022 TA. 2021 PENURUNAN
KODE REK PERKIRAAN Rp. Rp. Rp.
Beban Perjalanan Dinas 236.025.171.671,00] 173.140.545.557,00( 62.875.626.114,00
9.1.02.04. |Beban Perjalanan Dinas 233.536.562 181,001 171.599.344.335 00| 61.937.217 842 00
9.1.02.99. |Beban Barang dan Jaza BLUD (Perjalanan Dinas) 2.468.609.490,00 1.550.201.218.000  938.408.272,00

Untuk perbedaanumlah Belanja PerjalananDinas denganBeban Perjalanan
Dinassebagaberikut:

LRA LO SELISIH
PERKIRAAN Rp. Rp. Rp.
Belanja Perjalanan Dinas 236.025.171.671,00 236.025.171.671,00 -
Belanja Perjalanan Dinaz 233.535.562.181,00 233.535.562.181,00 -
Belanja Barang dan Jaza BLUD (Perjalanan Dinas) 2.438609.450,00 2.488.6509.450,00 -

Untuk Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 tidak terdapat selisih antara
LRA dengan LO.
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. KENAIKAN/
KODE ) TA. 2022 TA.2021
- PERKIRAAN PENURUNAN
REK
Rp. Rp. Rp.

Behan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada

706147 3 747
Pihak KetigaPiak Lain Masvarakat 17.061.473.900,00 9.686.524.400,00 7.374.949.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Belang dan/atau Jasantuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila
dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp7.374.949.500,00.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakaini terdiri dari:

. KENAIEAN/
KODE . TA202 TA. 201
. PIRKIRAAN PENURINAN
RIK
Rp. Rp. Ryp.

Behan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiza/Pihak Lain/Masvarakat
Beban Usng yang Diberikan kepada Fihak

010205 17.061.473.900,00 0.686.524.400,00 7374.949.500,00

16.828.773.900.00 06227440000 7206.042.300.00
RetigaPinak Lain Masyaraat 7 ' 3'
Beban Jasa yang Diberdkan kepada Pihak
- o ')-’\'J 'I| 4
Ketsy Pk i Nisvariat 132.700000.00 63.800.000.00 168.900.000.00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan Beban Uang dan/atau Jasa untuk
DiberikankepadaPihak Ketiga/Pihak ain/Masyarakasebagaberikut:

LRA LO SELISIH

PERKIRAAN Rp. Rp. Rp.
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan 17.061.473.900,00 17.061.47.3.900,00
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pikak 16.828.773.900,00 16.628.773.500,00 -
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Eelanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 232.700.000,00 232.700.000,00 -

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Untuk belanja uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat paddahun2022tidak terdapaselisihantaraLRA dengarLO.

. KENAIKAN/
KODE i TA 2022 TA.2021
) PERKIRAAN PENURINAN
REK
Rp. Rp. Rp.
0.1.02.88. |Behan Barang dan Jasa BOS 1811759958726 -1 2811759958716
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Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Barang dan Jasa BOS dalam Tahun
2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan
sebesar Rp281.175.995.872,67Pada Tahun Angggaran 2021, belanja ini
dianggarkan pada Belarfgrangdan Jasa BelanjaBarang.

Untuk perbedaan jumlah Belanjparang jasaBOS dengan Beban barang jasa

BOSsebagaberikut:
PERKIRAAN LRA L0 SELISH
R. Rp. Rp.
Belanja Barang dan Jasa BOS 46.912.742.801 67 ATI95.87267 | 6ATI6T46.93500
Belanja Barang dan Jasa BOS HB.912742 80T 7 281.175.995.67267 | B5.736.746.335,00

Selisih Belanja Barang dan Jasa BOS sebesarRp65.736.746.935,0@apat
dijelaskanpadatabeldibawah inisebagaberikut:

Jurnal Penvesuaian
SKPD Semester | Semester Il Saldo (Rp)
Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)
1 2 3 § 5 f=(H3-14)
Dinas Pendidikan - - 63.736.746.933.00 - | (83.736.746.933,00)
JUMLAH - - | 65736.746.935,00 - | (65.736.746.935,00)

Penguranganbeban barang jasa BOS dikarenakan adanya belanja yang
direklasifikasi menjadpersediaan, asdan belanja hibah.

Jika dihubungkan dengan saldo di Neraca dengan Beban Barang Jasa, maka akan
mempengaruhi saldo Beban Dibayar Dimuka dan Utang Belanja Barang dan Jasa
yangdapatdijelaskan sebagdierikut:

a. Bebandibayar dimuka

Jika dihubungkardengan saldo Beban Dibay&imuka di Neracadengan
Beban Premi Asuransi dan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, dapat
dijelaskandalamtabelberikut:

Objek Belanja LRAILOD Belanja-LRA Beban-LO Selisih +/-
1 2 3 4=(2-3)
Belanja |luran Jaminan/Asuransi 113.352 987 535,73 113.217 335404 81| 13564813082
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.728.750.825,00 13.728.750.825,00 -
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.637.713.753,00 6.378.161.076,33| 259.552.676,67
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 275.650.000,00 275.650.000,00 -
JUMLAH 133.095102.113,73 | 133.599.901.306,24 | 395.200.807 49

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas telah dijelaskan pada perbedaan
Belanja Baranglan Jasadan Bebalasa.
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Traian Saldo Awal 1) 10 Junlzh Saldo Akhir Selisth
] ! ] | HR) 1 =(6)
Bebun dbayardembs | G310018L06 | IRO0SMLISTS | DS00N0LN0624 | GODILSA0DS | LELATIA0T)  (RITIBEATG)

Pada Beban Dibayar Dimuka di Neraca keterkaitannya dengan Beban Premi
Asuransi dan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkiterdapat selisih
sebesar Rp5.077.308.694 y#hg dapat dijelaskan sebabatrikut:

1) PenyesuaiarKoreksi Beban Dibayar Dimuka pada Pekerjaangedung
bangunan dan Jaringan lIrigasi terhadap realisasi fisik pekerjaan sebesar
Rp5.064.598.341,85 pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
(Pekerjaan Gedung Kebudayaan sebesar Rp4.798.603.390,00) dan Dinas
SumberDaya Air dan Bina Konstruksi(Pekerjaan IrigasDI.Sungai Aro
dan Pemb.SeawallsebesarRp225.705.650,3Han pengamanpantai air
manisPadang Rp40.289.301,48da SKPD.

2) Penyesuaian Beban Jasa Lainnya yang menjadi Beban Dibayar Dimuka
pada Set DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (Jasa Kebersihan), sesuai dengan
tabel berikut:
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BEBAN DIBAYAR PENYESUAIAN JUMLAH BEBAN
SKPD DIMUKA TAHUN DEBET (Rp) KREDIT (Rp) Julil;:;é :S;;I;‘AH DIBAYAR DIMUKA SELISIH
LALU NERACA
1 2 3 4 5=(2+4-3) 6 7=(6-5)
DINAS PENDIDIKAN 54.340.435,00 54.340.435,00 60.086.134,00 £0.085.134,00 60.086.134,00 -
DINAS KESEHATAN 144 952 233 25 79.064.854,50 101.582.426,73 167.450 205 48 167.469.805,48 -
RUMAH SAKIT UMUN DAERAH 1.928.569,22 1.887.090,%6 542.858,41
Dr. ACHMAD MOCHTAR 584 334 67 642856 41 -
BUKITTINGGI
RUMAH SAKIT JWA Prof. HB B ~ - B
SAANIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 19223611 67 18.223.611,67 21.554.737,50 2155473750 21.554.737,50 -
SOLOK
RUMAH SAKIT UMUK DAERAH - . - -
PARIAMAN
DINAS BINA MARGA, CIFTA - 171.845.081 867 72.003.025,00 - S7.835.500,00 .
KARYA DAN TATA RUANG 4.956.280.946 67 4.856.438.800,00 (4.788.603.380,00)
DINAS SUMBER DAYA AR < - 19.538.964,00 23.812.500,00 - B6.422 172,00 - -
DAN BINA KONSTRUKS! 328 143.587 85 332417123 85 (265.994.951,85)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, - - -
KAWASAN PERMUKIMAN DAN - - -
PERTANAHAN
SATUAN POLISI PAMONG 28.985.687,50 28.985.667,50 28.155.452,00 29,155,452 00 29.155.452,00 B
PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN R _ - R
BEMCAMNA DAERAH
DINAS SOSIAL 4 281.541 87 20.352.15567 21.885.150,00 §.304 535,00 6.394.536,00 -
DINAS TENAGA KERJA DAN - 4.296.34917 4.750.638,75 c c 2. 381,25 B
TRANSMIGRAS! 1.705.081,67 2.158.381,25
DINAS P. PEREMPUAN DAN 18.851.641,00 20.862.083,00 20.862.083,00
PERLINDUNGAN ANAK, PP & 19.851.641,00 20.862.082,00 -
KB
DINAS PANGAN 74.017.112,92 125.318.373,00 127.516.211,00 76.214.950,92 76.214.950,92 -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 43.350.903,50 43.390.903,50 - - -
DINAS PEMBERDAYAAN 4019887817 40.105542,75 P 40.105.542,75
MASYARAKAT DAN DESA 40.198.878,17 40.105.542 75 -
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 2167773100 28.904.862,00 27.736.128,00 20.508.898,00 20.508.998,00 -

PENCATATAN SIPIL
DINAS PERHUBUNGAN - 18.424 450,00 18.424 450,00 - - -

DINAS KOMUNIKASI, - - -
INFORMATIKA DAN STATISTIK
DINAS KOPERASI DAN USAHA 18.198.503,50 18.198.503,50 -
KECIL & MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL - - -
PROVINSI DN PELAYANAN - - -
TERPADU SATU PINTU

DINAS PEMUDA DAN . 22 482 169,00 46.375.862,00 42.401.612,00
OLAHRAGA. 18.507.918,00 4Z.401.612,00 -
DINAS KEBUDAYAAN 51.349.999,33 51.349.999,33 85.647.338,34 88.647.338,34 88.647.338,34 -
DINAS KEARSIPAN DAN - 64.428.329,52 105.106.420,00 81.422.373,33
PERPUSTAKAAN 40.744.283,25 8142237333 _
DINAS KELAUTAN DAN 102.186.519,48 121.026.007,15 - 46 485927 67
PERIKANAN 27.646.440,00 46.485.927 67 -
DINAS PARMISATA 23.061.348 41 70.542.991,81 66.682.782,00 19.201.138,50 19.201.138,50 -
DINAS PERKEBUNAN 95.115.523,00 95.115.523,00 -
TANAMAN PANGAN DAN - - -
HORTIKULTURA
DINAS PETERNAKAN DAN - 117.076.058,00 115.838.791,67 66.378.791,67
KESEHATAN HEWAN 67 616.058,00 66.378.791 67 -
DINAS KEHUTANAN - 97.074.753,25 97.074.753,25 - - -
DINAS ENERGI DAN SUMBER B 31.288.417,00 31.285.417,00 ~ - B
DAY A MINERAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 72.299.339,00 102.644.618,00 - 48.252.649,00
PERDAGANGAN 18.007.370,00 28.252.649,00 _
SEKRETARIAT DAERAH - -

oo 3 T
BIRO PEMERINTAHAN DAN 15.131.852,08 16.488.159,58 16.275.680,00 14.919.382.50 14.918.382,50 B
OTODA
BIRC ADMINISTRAS! - 21.178.040,66 25936 640,00 17.284.980,00
BIMBINAN 12.526.380,68 17.284 980,00 -
BIRO HUKUM 8550.520,83 9.131.233,32 9.478.301,66 9.006.5289 17 9.006.588,17 -
BIRO PEREKONOMIAN 5.638.258,34 6.514.375,42 10.513.405,00 9.637 287 92 9.637.287,92 -
BIRQ KESEJAHTERAAN 665.828,17 7.989.950,00 7.324.120,83
RAKYAT - 7.324.120,83 -
BIRC ADMINISTRAS! - 14 853 666,67 14.459 666,67 c 14458 668,67 -
PEMBANGUNAN 14.853.686.67 14.459.686,67
BIRO ORGANISASI - - - -
BIRO UMUK - 196.310.653,50 196.310.653,50 - - -
BIRO PENGADAAN BARANG - 14.044.056,25 11.661.31875 - 3.887.108,25 -
DAN JASA 6.269.843,75 3.887.108,25
SEKRETARIAT DPRD 100.620.000,00 383273.41227 382.714.777,18 120.051.354 91 105.061.364,91 (15.000.000,00)|
BADAN PERENCANAAN 86.916.742,32 45.759.675,57 - 8.065.017 49 .
PEMBANGUNAN DAERAH 49.222.084,24 8.0685.017 49 (0,007
BADAN PENGELOLAAN - - -
KEUANGAN DAN ASET - -
DAERAH
BADAN PENDAPATAN 253.036.008,00 253.035.008,00 485213.211,00 465.213.211,00 485213.211,00 -
DAERAH

o 23.05 z;
BADAN KEPEGAWALAN 31.508.232,00 53.057.322,00 52.919.862,00 31.460.772,00 31.480.772,00 B
DAERAH
3

BADAN PENGEMBANGAN 16.364.590,00 40.166.098,33 49.634.948,33 25,833 440,00 25.833.440,00 -

SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENELITIAN DAN - 16.987.024,17 16.889.670,58 N 10.490.320,57

PENGEMBANGAN 10.587.674,16 10.490.320,57 -

BADAN PENGHUBUNG 703.258.142,50 796.329.023,3¢ 93.070.880,84 93.070.880,84 N

INSPEKTORAT DAERAH 45.550.620,00 48 550.820,00 54.891.175,00 £2.891175.00 54.891 175,00 R

PROVINSI

BADAN KESATUAN BANGSA 13.708.800,00 13.708.900,00

DAN POLITIK - -
JUMLAH 6.514.915.181,76 | 3.275.945.903,62 |  3.673.436.356,68 691240563662 | 1.832.807.294,97 | (5.079.598.341,85)
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3) Penyesuaian Beban Jasa BLUD sebesar Rp2.289.647,57 yang merupakan
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daer8eban Dibayar Dimuka

padarumah sakiberikut:

Jurnal Penyesuaian Selisih LRA-LO
Semester | Semester Il (Rp)
SKPD Debet (Rp) Kredit (Rp) Debet (Rp) Kredit (Rp)

1 2 3 4 5 6=(2+4-3.5)
RSAN Bkt 1.867.090,96 1.928.569, 22 41.478 26
RSUD Solok 19.223.611,67 21.554.737,50 (2.331.125,83)|
JUMLAH 19.223.611,67 1.887.090,96 1.928.569,22 21.554.737 50| (2.289.647,57)

b. UtangBelanja BaranglanJasa
JikadihubungkardengarsaldoutangBelanjaBarangdanJasadi Neraca
dengarBeban BaranganJasadapatdijelaskandalamtabel berikut:

Uraian Saldo Awal [R4 L0 Jumlzh Saldo Akhir Selisih
| 1 i) 4 HH) ] =6-5)
Utang Barang Jasa 0127623747007 | 1900400938 82300 | 1815642041 64345 |  (86.380.739.710400 3418172083600 |  140.762.480.666.40

PadaUtang BelanjaBarangdan Jasadi NeracaketerkaitannyalenganBeban

Barangdan Jasaerdapaselisihsebesar Rp140.762.480.666y&u:

1 Penyesuaiarterhadaputang Tahun 2022 dan 2021 pada SKPD sesuai
BelanjaJasasebesar Rp140.762.480.666,40 berikut:
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SHPD ang Barang 22 Jurnal Panyeziuzian uman wn Jumian giNeraca Saiisin
Tahun Lalu Dabet fRp) ——— panyésiLan
1 2 3 [ S [ T65)

DIMAS PENDIDBAN 20150600 | TASRSTIATANL | TREISAGOBZE0| (5510438266 STOSTENOS00 | BRATASE2SH155
DINAS KESEHATAN 15.721.010653,00 3084.596.150.90 THESTTH00 | (236TEWITH
RURIAH SAKIT UNIUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BXT 154851964500 57 3E1GTETEE 15154552 | 25MESBTING | 25IE623561,15
FURIAE SAKIT JIVA PIOE. HE SAANN 44T 142015,00 MIDNRIE00|  4405TOOEN0NN|  rEm00sED [216.599.571,00)
RUMIAH SAKIT UMM DAERAH SCLOK 22532423070 1B2EITOATEE | S1B0035540 | 12ESA0ETTIR00 |  SOTEMETIEESN
FUIAH SAXIT UNIUM DAERAH PATIAMAN ITIT0STAN0E0 | 95TRSS002500 | 1943548028664 | TAMZMERY| SETER2IZN STBESSTIES
DINAS A MARGA, CIPTA KATYA DAN TATA RUANG soasm|  1mT 567 |  BOARTURAGETZ| (4340447 05108) 25450000 | 44299155105
DINAS SUMEER DAYA AR DAN BINA KONSTRUKS! 1165 005.056,06 SITTMS00I6 | 9SSRAMMA3EEN | (70400455259 5178542500 TH0IEE
ONAS PERLMARAN RAYAT, HANASAN PERMLKAAN 0N 49095 750,00 195045750 | 16517 280017,50 | (15,448 755 500,00 -| 1BusTEE0m
PERTANAHAN

SATURN POLIS| PAMONG FRAJA TTIRAR0 4259540050 A2 13.205.645,50 O (11543550
EACIAN FENANGEULANGAN EENCANA DRERAH 14,051 381,00 21300643700 171566.357,00 57.062931,00 147827700 [42:326.654,00)
DINAS SCSIAL B4634.570,00 G24T140057 680.307.385,00 (543,200 424 53 212BHEN 55448774235
DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRAS 35920404475 (2TEETI 431,55 23T 30955495550
DINAS P PERENPUAN DN FERLINDUNGAN ANAK, PR 5 KE 5220033500 551.260.558,01 (512 325.552,01) 15.371.3,00 531287 445,01
DINAS PANGAN 40 550.075,00 B5EITION BZ2I/ATAI (515.675.558,13) 55.335.067,00 55205154513
DINAS LINGKUNGAN HIDUP BHTAZW 174 505,626, 50 235250025.50 330B/EM THSE3 2500
DIMAS PEMSERDAYAAN MASYARAKAT DHM DESA 215700000 49153875,17 4445224275 1.132800,00 (56757I542)
DINAS KEPENDUDURAMN DN FENCATATAN SPIL 12301 885,00 60.153.453,00 63.427.108,00 1254590100 EE=E =)
DINAS PERHUGUNGAN 16.1355.760,00 6500871000 BITBITE 1501116000 21 5EE1T 50
DINAS KCWIUNBAS], INFORMATIKA DAN STATISTI 26.551.565,00 65555 511,00 255173500 (161587 183,00 40115.285,00 11347200
DINAS KOPERAS] DAN USAHA KECL & MENENGRH Z7.765.008,00 45 W5.551,50 EEER ] (254.560.242,00) WETETHN $14.857.000,00

DINAS PENAMARMAN MODAL PROVING] DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PNTU

0545,00 004700 194,457 545,00 (102.016.853,00) 10521.047,00 112838.000,00

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA st BRI W TEIAMAT L ([0 #14.730,14) 16514, 50,00 THAZEIN4
DINAS KEBUDAYARN 42 THREST 0 101355580, 55 SITAB0TIE M (3829954851 4755908100 4Ed T
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKARN 45.5500559,00 47150208 52 2RI 18ER B84 02 TH.57E.0E,00 T4 40
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.EET0EE M 2TATIAT A 13565920113 (1118765 580,55 250515500 1146845 058 55
DINAS PARNVISATA 260477000 A7 L A0 TR I (1570085954, 09 2471210 2154241508
DINAS PERKESUMAN TANARAN PANGAN DAN HORTEULTURA 41.530.350,00 Wrszzsm 0 TE2IE T (B30T 07 18255000 BI2TOS 28307

2azssaesesn)|  esmisaTTe0 | 28198E9TEET

DS PETERMAKAN DAN KESEHATAN HEWAN s |  szemrmm | soeressm
DS KEHUTANAN M| 2MwrsEsIs | 1211MEAETES 288.219.548,00) HeMEz | 1020131310
OMAS ENERS DM SUMBER DAYA MNERAL 24655855.00 55.790.505,00 76401 745,00 3T05653,00 26,583 091 00 (6453 440,00)
DMAS PERMOUSTRUAN DAN PERDATANGAN gopassm|  neomEmm|  memToRM 49702.203,00 TS0 103338500
SEXRETARIAT DAERAH - -

ERC PEVEINTAHAN DAN OTO0A - 2005585058 32582800,00 [2524090,42) - L5042
EIR0 ADMMISTRAS] PRAPHAN 451000 BTN 3508803500 150855 4383500 (325140055
ERO MM 300 CRIERILES BT [ERED R 68500 BATITER M
EIR0 PEREKCNOMIAN 105574,00 1201506142 15.252078,00 1580 4383500 (3207 9704Z)
B0 KESEJAHTERAAN RAKYAT - 1ETTERIT 1554 850,00 (13557 320,53 - 13687 3208
B0 ADANISTRAS] PEMEANGUNAN - B2 27 B ET 45130055 57 16 053 530,00 - (16052 530,00
BIRD DAGANIZAZ! - 245235000 45TE440,00 (2114.090,00) - 21140800
BIRO LML tegssmmanm|  1ooesmeesssn | sxesteoamEan|  owmsemen|  ewssism 53683090
BIRO PENGADAAN BARANG DN JASA - e 13E1E01873

SEKRETARIAT RO 1M | emamssr | semswmesiis|  pemassssen|  mEsmaam

BADAN BERENCANAAN PEUBANELMAN DAERAH wisemz|  uermamzm|  wssn (132623.381,25) 2180606200 15442904325
BADAN BENGEL OLAAM KELISHGAN DAN ASET DAERAH - TAB 100,00 18.952:500,00 (1.7 700,00 - 1784 700,00
BADAN BENDAPATAN DAERAH 19043531200 EDeEeEtegDo | 1267351EED memezma|  wmesmoerm|  sTessaam
BADAN KEPEEAWIAN DAERAH mrmaMm|  T0TERzEM | 2tEm2snm (350 307,00 072395,00 ERET]
BADAN SENGEVBANEAN SULIBER D&YA MANUSIA R MmwME | TmseMsn: 612,597 205,00 H7ES0eE0 | 651320
BADAN BENELITIAN DN BENGEMBANGAN 170255000 a7 | 4ss0E040 443.419755,23) 300002000 | MB419FER
BADAN PENGHUBLING usEER00|  TenoetoeRs | 13T 488907 134,34 TETRE ] B ER G Er k)
INSPERTIORAT DAERAH PROVINS! 18.604185,00 03651500 TTEI M 17519.44500 0:322,00)
BADAN KESATLIAN SANGSA DAN POLITIK 581238500 U1TEOTE00 29457 26600 576857300 545750000

JURILAH STITE2STATONT | TEIWTIATOAES | 20167 T11 88512 (  (BESBOTEOTIOAN)| S41B1T2088600 ( 140.762450556.40

PenjelasaselisinsebesaRpl140.762.480.666,40adatabelsebelumnyalapat
dijelaskarsebagaberikut:
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‘ JP Betan ! o | Utang Selain
0P Koreksi Utang Bty itk JPPersediaan | BJ Dikapitalasir |  Reklasifikasi Belanj esa Jumlah
1 1 3 4 § b 1 [}

DHAS PENDDKAN (S3120455700)|  S74RY900 | (M7TT4S3)|  THA0ABN0 | SHIBITBM - BIETABR2831 6
DHAS KESEHATAN ABLIGB00 | Z2HITST2ZY| (R0BASBR0913)|  6TTRSLENTO - - RWTEBRINY)
RUMAH SAKIT UNUN DAERAA Or. ACHHAD MOCHTARBKT | 2457648212300 (H4T828)  (M291205)  TELD09MBN0 - | BB
RSJ Prof. HB SAANN - S| (BIZERM)|  4BEITEAN - (21B.599.871.00)
RSUD M NATSR SOLOK | ZIMABEY| 0SS 1MI0BR0800|  TALBSIEH | TR 3835
RSUD PARIAMAN U151 % S| (ISESZ0ME)|  I0B/ANN | B122673814 - §76.655.379,63
DMAS BILA NARGA, CIPTA KARYA DANTATA RUANG SO00000 | (S9B420%667) (142078332800) GRE22308T2|  (288816000) | 4259155
DHAS SUMBER DAYA AR DAN BNA KONSTRUKS (1123818051 08) 427353600 | (29629970386) S1MBMIT 4 - 775,790 30868
ElENFGi:E\mAHAN RARVAT, KAASA ERHKA 45.085750,00) - 19150000 | 16.497633.050 00 - - 1644878880000
SATUAN POLISIPAHONG PRAJA G000 IBITRASD|  (B3T0000) - - - [B1543550)
BADAN PENANGELLANGAN BENCANA DAERAH 13470600 S| (248136000) - - (4232685400
DHAS S09AL | 151843 2300 SE0ERE00M - - SRLA0T 142 33
DHAS TENAGA KERIA DAN TRANGHIGRASI AJA400 | ASA2R0ER)  (1ES203000) 30634055500 - - 309.504 958 58
DMAS P PERENPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PP & KB TA0R5400 | 0044200 | BESEITA000|  AS4STIE00N0 - - SH.2T 450
DHAS PANGAN | ATBEN0|  4BRSRR0R13 3096400000 - - SEL061 645,13
DHAS LINGKUNGAN HDUR - | 792800 - - - 7958328500
DMAS PENBERDAY AAN HASYARAKAT DAN DESA Lan (§333542)]  (5626.80000) - - - (SETSTIE4)
DMAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL TH000 | (117300 107800 - - - 95856200
DHAS PERHUBLNGAN - | A 22T - - 21 58861780
DMAS KOMUNIKAS], NFORMATIKA DAN STATETK (1433650,00) - TRIT200 | 19539885000 - - 23134200
DMAS KOPERASI DAN USAHA KECL & NENENGAH - - TEOO0000 | 419800000 - - 1485700000
?ElNR;;iEEIN;EJT?IL:\rTTEUDAL RO TAEATAN (42500,00) S| (2TI950000)  165800.000,00 - - 1283800000
DIAS PEHUDA DAN OLAHRAGA | BRIGEN0|  SSMANN|  E19ENTIZ - - 724428530 14
DHAS KEBUDAY AN SB00 | TATINN| 2080000 MATBN000 - - 430854 55711
DHAS KEARSIPAN DAN PERRUSTAKAAN HET0000 | A0ETROG00B|  (1.23235000)  20000.00000 - - 5974144008
DMAS KELAUTAN DAN PERIANAN - BENATET|  MONBMAN|  THTEBTIER - BIRAL: SR
DHAS PARINISATA | BR8N 2SN - - HB4A R0
DMAS PERKEBUNAN TANANAN PANGAN DAN HORTKILTURA - | TRATASOOD| S0 - - BI2705. 283,07
DHAS PETERNAKAN DAN KESERATAN HEWAN (BE4000) (129726833 2002388000  TH3BHE00 - 11990071867
DHAS KEHUTANAN - | BREISANIN)  STTOBERN0 680000000 R A R
DHAS ENERG DAN SUMBER DAYA INERAL 1046.860,00 S| 503000 - - - (BAE344000)
DMAS PERNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (S570000)| 0245900 |  (4520100) - - - 103336800
SEKRETARIAT DAERAH - - - - - - -
BRO PEHERINTAHAN DAN TODA S| (48R 3TN - - - 15403042
|BIROADI.HMSTR&S\PHJP\NAN | ATERSRM| (RO2DN0N) - - - (3.261.40068)
|BIRO HUKLM - MR TR0 00 - - - BT 768 M
|BIRO PEREKONOMAN - IR0 (AT - - - 32754
|BIRO KESEIAHTERAAN RAKYAT - TN 836320000 - - - 1368732083
|BIROADI.HMSTR#S\PEMBANGUNAN - (A00000)  (1567463000) - - - (16.068.830,00)
|BIRO (RGANBAS| - - 211409000 - - 21408000
|BIRO UM - S| SMOSISN) 124383335500 - - TR0
BRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | RITHA) (4484800 00) - - [BETT5TA)
SEKRETARIAT DPRD S| GA AR (RB2STI0)| 7 STESATIN0 - (1500000000)  7773B426094
BADAN PERENCANAAN PENBANGUNAN DAERAH 1270000 | (MA57T06675)  (2831270000) 2243951000 - - 15442944325
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - | ST - - - 78470000
BADAN PENDAPATAN DAERAH JAREE00 | M2ATII00|  1RGMAIB0|  R23EHIN - - 54765530280
BADAN KEPEGAWALLN DAERAH S| (AN (15BN Z7EEE0N0 - - 741900
BADAN PENGENBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | QABRBNO00|  ID925REN0|  E309EB.AMND - - £51.362.988,00
BADAN PENELTAN DAN PENGENBANGAN 165.000,00 (S735359)  SSIEN000|  40B1BENR - - 454977823
BADAN PENGHUBUNG 029100 | 9307088084 | (332000 HBE30.80000 435360000 - 513431 31 84
NSPEKTORAT DAERAH PROVINGI (T8 00)  B3403800)  (12353850,00) - - - (T760.322,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK 3030000 543720000 - - 5467 50000

JUMLAK DTNSATE [ 30749048506 | (150357868957)] GO.506417.02504 | 5704850001943 | (15.000.00000)| 140.762480.66640
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KODE TA.2022 TA. 20 KENAIKAN/ PENURUNAN
PERKRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
0.1.05.  (BEBAN HIBAH 170625055400 | 961.207.867681,00 |  (B19.501.607.127,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila
dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat penurunan sebesar
Rp819.501.617.127,00.

BebanHibahterdiri dari:

KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021 KENAIKAN! PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
9105, |BEBAN HIBAH 144.706.250.554,00 964.207.367.681,00 (819.501.647.127 ,00)
81.05.02 |Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 538,010.000,00 875.401.702.000,00 (874,873 692.000,00)

Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
8.1.05.05. |Niraba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan 138.325.101.354,00 82.956.026.481,00 55.372.074.873,00
Peraturan Perundang-Undangan

8.1.05.07. |Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politk 2.850.139.200,00 2.850.139.200,00

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah dengan Beban Hibah dapat dilihat pada
tabel berikut:

PERKIRAAN LRA L0 SELISIH
Rp. Rp. Rp.

BELANJA HIBAH 67.416432479,00 144.706.250,554,00 | (74.289.818.375,00)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Lainnya 528.010.000,00 528.010.000,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

A TIEaT Yepaca Sacan, Lehaga, rgansas 640362829790 1383081013540 | (74289 818.375,00)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.850.138.200,00 2.850.138.200,00

Perbedaan antara LRA dan LO tersebut di atas dapat dijelaskan karena adanya
Belanja Barang Jasa BOS untuk sekolah swasta dirklasifikasi ke Beban Hibah
sebesar Rp74.289.818.375,00.

KODE TA. 2022 TA. 201 KENAIKAN! PENURUNAN
PERKIRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
9.1.06.  BEBAN BANTUAN SOSIAL 10.833.000.000,00 - 10.833.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2022 dan
2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp10.833.000.000,00 yang terletak pada SKPD Dinas Sosial dengan Program
KegiatanFasilitasBantuanSosial Kesejahteraatkeluarga.Kegiatanini berupa
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Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka Penanganan
Dampak Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 kepada Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) DTKS Non Bansos. Dalam penyalurannya Provinsi Sumatera
Barat bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama
Padang dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 460/1736/E8®&29022, Nomor
970/PKS/KCUPADANG/JASKUG/1022 tentang Penyaluran BLT Penanganan
Dampakinflasi ProvinsiSumatera Barat Tahun 2022.

KENAIKAN! PENURUNAN
KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021
REK Rp. Rp. Rp.
94.7.  |BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 665.181.576.241,22 604.475.692.714,69 60.705.883.526,53

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Tahun
2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan
sebesaRp60.705.883.526,53.

BebanPenyusutailanAmortisasiini terdiri dari:

KENAIKAN! PENURUNAN
KI?E[l)(E PERKIRAAN TA. 2022 TA. 201
Rp. Rp. Rp.

9.1.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 665.181.576.241,22 604.475.692.714,69 60.705.883.526,53
8.1.7.01.  |Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 27M.775.799.105,11 275.837.091.822,00 (4.061.292.516,39)
9.1.7.02  |Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 89.973.083.206 95 86.131.532.343 50 3.841.550.863,06
9.1.7.03.  |Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 301.050.839.145 83 237.7681.917.02138 6328892212525
9.1.7.04. |Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 407.924.735 20 2187 42181377 (1.779.497.077 57}
9.1.7.05.  |Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 813.823.352,83 1.286.740.250,63 (472.915.897,80)
9.1.7.06. |Beban Penyusutan Aset Lainnya 1.160.106.693,49 1.270.989.663,01 (110.852.969,52)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi
AsetTidak BerwujuduntukmasingmasingkelompokAsetdihitungberdasarkan:

a. Pergub Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015
tentangPerubahamtas Peratura@ubernur Nomor Jahun 2014;

b. Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 Pergub
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan
BaganAkun Standar Pemerintah Provir&imateradBarat.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada lampiran
penyusutanaset yang merupakanbagianyang tidak terpisahkardari Laporan
Keuangarini.
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. KENAIKAN/
KODE . TA.2022 TA. 2021
) PERKIRAAN PENURUNAN
REK
Rp. Rp. Rp.
9.18.  |BEBANPENYISIHAN PIUTANG 171517631160 15.302.2120.257,11 (12.576.943.045,51)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang dalam Tahun 2022
dan 2021. Bila dibandingkandenganTahun 2021, maka terdapatpenurunan
sebesar Rp12.576.943.945,51.

BebanPenyisiharPiutangterdiri dari:

a. PiutangPajakdengarrincian:

SKPD Jumilah Piutang Per Penyisinan Penyisinan _ngan
31 Desember 2022 Piutang 2022 Piutang 2021 Penyisihan 2022
Bapenda
PBE-KB 54 451.707.077,00 272.308.535,39 243.073.750,05 272.308.535,39
Pajak Air Permukaan 1.326.009.6593,00 200.620.033,12 4 575 666,35 290.620.033,12
Jumlah RR.TET.T16.770,00 RR2.928.568,50 247.649.416,43 FG2.925.565,50

b. PiutangRetribusi denganncian:

SKPD Jumlah Piutang Per | Penyisihan Penyisinan Beban
31 Desember 2022 Piutang 2022 Piutang 2021 Penyisihan 2022
Dinas Kesehatan 231.327.500,00 39.658.345,00 - 39.658.345,00
Dinas Kelautan dan Perikanan 11.250.000,00 6.750.000,00 3.750.000,00 3.000.000,00
D. Perkebunan dan TPH 11.710.000,00 516.250,00 460.000,00 56.250,00
Dinas Lingkungan Hidup 783.690.300,00 104.458.556,50 - 104.458 556,50
Jumiah 1.037.977.800,00 151.383.151,50 4.210.000,00 147.173.151,50

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan

rincian:
SKPD Jumlah Piutang Per Penyisihan Penyisihan .Bt.-}ban

31 Desember 2022 Piutang 2022 Piutang 2021 Penyisihan 2022
PT GRAFIKA JAYA SUMBAR §0.000.000,00 G0.000.000,00 §0.000.000,00 -
PT BALAIRUNG CITRA SUMBA 153.068.815,00 153.068.815,00 153.068.815,00 -
BAMNK NAGARI 105.345.718.705,00 526.733.508,53 455.133.238 58 526.733.588,53
PT.BANGUN ASKRIDA - - 39.111.045 89 -
PT. JANMKRIDA 3.143.204.183,00 15.716.020,92 5.419.528 62 15.716.020,92
JUMLAH 108.702.992.703,00 755.518.434,44 713.732.62918 542.449.619 44
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d. PiutangLain-lain PAD yangSah denganncian:

SKPD Jumilah Piutang Per Penyisihan F_’enyisihan lB_eban

31 Desember 2022 Piutang 2022 Piutang 2021 Penyisihan 2022

RSAM Bukittinggi 3.045.537.186,00 2.000.818.956,30 3.630.120.635,52 450.448.501 97
RSJ. HB. Sa'anin Padang 857.138.485,00 751.914.328,20 540.991.078,53 143.785.440,65
RSUD Solok 722.247.385,00 323.593.725,00 2.571.010.165 81 175.898.772,00
RSUD Pariaman 235.623.000,00 112.777.900,00 7.973.207 690,00 112.777.900,00
Dinas Kesehatan 450.5690.000,00 41.433.450,00 8.517.481,50 41.433.450,00
Dinas Lingkungan Hidup 1.917.134.260,00 1.723.244 663,00 1.7159.721.260,00 10.2591.003,00
PPKIVBPKALD 1.8925.734.723,38 1.8925.585.804 54 1.387.500.000,00 538.089.504,54
JUMLAH 9.200.155.040,36 | 6.889.372.965,03 17.931.068.290,15 1.472.724.972,16

e. PiutangBagianLancardengarrincian: lain-lain PAD yangSahdengan

rincian:
SKPD Jumlah Piutang Per Penyisihan Penyisihan Beban
31 Desember 2022 Piutang 2022 Piutang 2021 Penyisihan 2022
Bagian Lancar TGR 43 464 086.300,00 | 21.691.851.150,00 21.691 .651.150,00 -
Jumlah 43,464.086.300,00 | 21.691.651.150,00 21.691.651.150,00

f. PiutangTransferdengan rincian

Jumiah Piutang Penyisihan Penyisihan Beban
URAIAN Per 31 Desember Pillti-]:[l 2022 Pilﬂf;:[l 2021 Penyisihan
2022 g g Piutang 2022
1 2 3 4 5
Piutang Transfer - - | 13.177.853.532,00 -
JUMLAH - - | 13.177.853.532,00

Beban Penyisihan Piutang untuk masingmasing jenis Piutang dihitung
berdasarkan Pergub Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember
2015tentang Perubahaaias Peratura@ubernur Nomo#3 Tahur2014.

KODE PERKIRAAN TA 2022 TA 201 KENAIKAN! PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
94, BEBAN TRANSFER 1.164.304.600.395,00 |  1.021.669.973.540,00 142.634.626.855,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Transfer dalam Tahun 2022 dan 2021.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp142.634.626.855,00
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BebanTransferterdiri dari:

KODE TA. 2022 TA. 2021 KENAIKAN/ PENURUNAN
PERKIRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
94, BEBAN TRANSFER 1.164.304.600.385,00 1.021.669.973.540,00 142.634.626.855,00
9401,  |BEBAN BAGI HASIL 1.080.476.209.985,00 951.741.670.691,00 98.734.639.404,00
gapigy |Beban Bagitasi Pajgk Dacrah Kepada Pemerintahan 1.080.476.209.985,00 981.741670.591,00 95.734.538.404,00
Kabupaten/Kota dan Desa
9402 |BEBAN BANTUAN KEUANGAHN 53.528.390.400,00 39.928.302.94,00 43.900.087.451,00
gapzqy |Beban Bantuan Keuangan Dacrah Provisike 33.825.300.400,00 30.928.302.949,00 43.900.087.451,00
Kabupaten/Kota

Adapun perbedaan jumlah transféiRA dengan Beban Transfer dapat dijelaskan

sebagai berikut:

PERKIRAAN

LRA
Rp.

LO
Rp.

SELISIH
Rp.

BELANJA TRANSFER

1.206.916.562.656,00

1.164.304.600.395,00

42,611.962.261,00

BELANJA BAGI HASIL

1.123.088.172.256,00

1.080.476.209.995,00

42.,611.962.261,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Dasrah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa

1.123.088.172.256,00

1.080.476.209.995,00

42.611.962.261,00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

83.828.380.400,00

83.828.380.400,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

83.828.350.400,00

83.828.390.400,00

SelisihsebesaRp42.611.962.261,0merupakarpenyesuaiatJtang Tranfser
Bagi HasilPajakTahun 2022 dan 2021 berikut:

SKPD Jurnal Penyesuaian Jumiah
DEBET (Rp) KREDIT (Rp)
1 2 3 A4=(2-3)

TRANSFER
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada 147 823.383.949,00 190.437.346.210,00 (42 611.962 261,00)
ProvinsifKabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bagi Hasid Pajsk Daerah Kepada Kabupaien Pesisir Selatan 13.704.932 502, 00 18,394 742 241,00 (4. 585 805, 739, 00)
Belanja Bagi Hasd Pajak Dacrah Kepada Kabupaten Solok 9275454 451,00 10,247 951 424 00 {1.672.455.973,00)
Belanja Bagi Hasid Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sjunjung T.156.257 391,00 9438 497 338 00 (2.282.199.947 00)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tanah Datar 9,358 534 367 00 11.478 026 462 0D {2119 391 505 00)
Belanja Bagi Hasd Pajak Dacrah Kepada Kabupaien Padang Paraman 11.451 557 483 00 13.924 180.921,00 (2.462 453 438 00)
Belanja Bagi Hasl Pajak Daerah Kepada Kabupaten Agam 12 957 824 102,00 14.901.147.623,00 {1.833.323.521,00)
Belanja Bagi Hasil Pajsk Daerah Kepada Kabupaien Lima Puluh Koia 9.937 654 494 0D 10.253. 555,810 ,00 {(3156.012.315,00)
Belanja Bagi Hasid Pajak Daecrah Kepada Kabupaien Pasaman 5.412.353 741 00 10,384 321520 00 {4.971.957 779, 00)
Belanja Bagi Hasd Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mentawai 11.228 137 .087 00 5.715.989 771,00 5.512.147 315,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Kabupaten Pasaman Barat 4048 118.745,00 14.214 775.676,00 {10.165.657 931,00}
Belanja Bagi Hasil Pajsk Daerah Kepada Kabupaien Solok Selatan 3.534.765.320,00 11.841.193.359,00 (8. 105,428,039, 00)
Belanja Bagi Hasidl Pajak Dacrah Kepada Kabupaten Dharmasraya 9,186 485 845 00 9.630.355 468 00 (443 859 623, 00)
Belanja Bagi Hasi Pajak Daerah Kepada Kola Padang 17.824.050.977 00 18.035.391.197,00 (2192330230, 00)
Belanja Bagi Hasidl Pajak Dacrah Kepada Kota Solok 3.724 245 7594 00 5.393.152 879,00 {1.665. 903 585, 00)
Belanja Bagi Hasl Pajak Daerah Kepada Koda Sawahiunic 4 308 972 250,00 5508 33147300 {1.199.359.213,00)
Belanja Bagi Hasid Pajsk Daerah Kepada Koia Padang Panjang 3.351.319.414 00 4 332 288 640 00 (S 9650 726 00)
Belanja Bagi Hasl Pajak Dasrah Kepada Buki@ingg 3. 781 987 835 00 4 09 749 128 00 (427.761.234,00)
Belanja Bagi Hasi Pajsk Daerah Kepada Kofa Payakumbuh 4,282 330 085, 00 &.014.850. 752, 00 {1.732.511.555,00)
Belanja Bagi Hasdl Pajak Daerah Kepada Kota Pafiaman 3,280 058 055,00 &.017.751.497 00 (2.737 553 442 00)
Tranafer Bantuan Kevangan kepada Kabupaten/Kota - - -

JUMLAH 147 823.363.949,00 190.437.346.210,00 (42.611.962.261,00)
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Jika dihubungkan dengan saldo utang transfer di neraca dengan beban transfer,
dapatdijelaskan dalanabelberikut:

Uraian Saldo Awal LRA Lo Jumiah Saldo Neraca Selisih
1 2 3 4 B=(2+4-3) § 7=(6-6)
Utang Transfer | 190.437.346.210,00 | 1.206.916.562.655,00 | 1.164.304600.385,00 | 147.825.38394000 | 147.825.383.948 00
JUMLAH 190437.346.210,00 | 1.206.916.562.656,00 | 1.164.304.600.395,00 | 147.825.383.949,00 | 147.825.363.949,00

Rincian perbedaaantaraLRA dan LO disajikarpadalLampiran 58.

KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 201 KEHAIKAN/ PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.
919,  (BEBAN LAIN-LAIN 20.653.383.767,20 14.148.805.710,00 6.504.578.057,20

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban-laimdalam Tahun 2022 dan 2021.
Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan sebesar
Rp6.504.578.057,20

Beban Lainlain merupakan Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak dikapitalisir
menjadiaset. Rincianlapatdilihat pada Lampiran 34.

Surplus/Defisit Operasional Kegiatan Operasional

. KENAIKAN/
KODE - TA2022 TA 2021
REK PERKIRAAN PENURUNAN
Rp. Rp. Rp.
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL 711.982.086.487,06 743.266.915.630.45 (31.284.820.143,39)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/Defisit Operasional Kegiatan
Operasionaldalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkandengan Tahun

2021, maka terdapat penurunan sebesar Rp31.284.829.143,39 yang merupakan
PendapatanlL O dikurangidengarBeban.

5.4.3 Surplus/Defisit OperasionalKegiatan Non Operasional

KODE PERKIRAAN TA. 2022 TA. 2021 KENAIKAN! PENURUNAN
REK Rp. Rp. Rp.

SURPLUSI{DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL (7.647.908.913,52) (17.523.775.224,36) 9.875.866.310,84
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Jumlah tersebut merupakanSaldo Surplus/Defisit OperasionalKegiatan Non
Operasional dalam Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021,
makaterdapat kenaikan sebe$9.875.866.310,84.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari hasil penjualan aset pada
Tahun 2022 baik yang telah dihapuskan sesuai dengan SK Gubernur pada Tahun
2022 dan yang belum terbit SK penghapusanny#etapi telah dijual sebesar
Rp210.887.401,00 dikurangi nilai buku aset tersebut sebesar Rp1.257.323.611,45
danpenghapusaasetsebesaRp6.601.472.703,0yaitu:

- Uraian Aset Lainya (Aset Tidak Bermanfaat) Niai Jual st
Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
DPRD Sisa Bongkaran Bangunan Wusnaladan | g0 oy 50000 | 23205642023 | 69483807977 | 4165000000 | (653 188.079.77)
Garace Bus

SHAN 3 SLUNJUNG Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan 5541100000 | 16.623.300,00 3678770000 | 350000000 |  (35.287.700,00)
SWKN1RANAHPESISR  |SisaBongkaran Gedung danBangunan | 25463872000 | 3564942206 | 21898930694 |  3.000.00000 | (215.989.306,94)
BADANPENGHUBUNG  |Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan | 11430936300 |  23.808.526.25 9050003674 |  7.950.00000 |  (92550.836,74)
SLB 1 BUKITTINGG SisaBongkaran Gedung danBangunan |  202280.00000 |  40.456.00000 | 16132400000 |  6£.500.00000 | (155.324.000,00)
DINAS KEBUDAYAAN Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan | 121209220000 | 1.163.608512,00 4045366800 |  1500.00000 |  (46.983.668,00)

BIRO UMUM Peralatan Dan Mesin 211241233667 | 211241233667 -
DINAS TENAGA KERJA Rumah Dinas 1500000000 | 11.100.000,00 3900.000,00 (3.900.000,00)
DINAS PEMUDA OLAHRAGA |Sisa Bongkaran Dispora 3.100.000,00 3100.000,00
DINAS PERINDAG Sisa Bongkaran Rehab 4000.000,00 4000.000,00
SHKN 1 GUNUNG TALANG | Sisa Bongkaran Rehab 1150000000 | 11.500.000,00
SHKN 3 PARIAMAN 3500.000,00 3500.000,00
SHAN 1 SITUJUH Bongkaran Gedung dan Bangunan £.000.000,00 £.000.000,00
RSUD PARIAMAN Bongkaran Sekat Pembatas RSUD 7.000.000,00 7.000.000,00
DINAS SOSIAL Bongkaran Pagar 2500.000,00 2500.000,00
RSJ HB SAANIN 7.000.000,00 7.000.000,00
7293380100 | 7293330100
2599710000 |  26.997.100,00
BAPENDA Penjualan Aset Lainnya 256.500,00 256.500,00
JUMLAH 409303012867 | 363571451722 | 125732361145 | 210.867.401,00 | (1.046.436.210,45)

Rincianpengapusanaset sebagdierikut:

Nilai Aset
SKPD Uraian Nilai Jual
Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
DINAS PENDIDIKAN Aset Tidak Bermanfaat 1.324.814.216,00 42.100.30818 1.282.713.907 82
RSUD PARIAMAN Aset Tidak Bermanfaat 180.193.000,00 7.207.720,00 172.985.280,00
DINAS BMCKTR Aset Tetap Lainnya 3.303.023.214,02 3.303.023.214,92
DINAS S0SIAL PN, Aset Tetap Lainnya 424.519.570,00 424.519.570,00
DKP Peralatan dan Mesin 1.876.000.000,00 1.876.000.000,00
D. PERKEBUNAN, TPH Tanah 2.446.687.500,00 - 2.446.687.500,00
DINAS ESDM PM dan Gedung 1.449.167.532,00 1.449.167.532,00
DINAS PERINDAG Tanah 336.238.085,28 336.238.085,28
PENGELOLA Tanah dan Gedung 2.892.427.000,00 529.579.070,03 2.362.847.929,97
JUMLAH 14.233.070.118,20 7.631.597.41513 | 6.601.472.703,07
5.4.4 PosLuar Biasa
- KENAIKAN/
KODE . TA 2022 TA. 2021 o
- PERKIRAAN PENURUNAN
REK
Rp. Rp. Rp.
POS LUAR BIASA (197.187.371,00) (1.448.049.702,00) 1.250.862.331,00
Pendapatan Luar Biasa - - -
Beban Luar Biasa 197.187.371.00 1448.049.702.00 (1230.862.331.00)
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Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa dalam Tahun 2022 dan 2021,
yaitu pendapatan luar biasa dikurangi dengan beban luar biasa. Bila dibandingkan
dengan Tahun 2021, maka beban luar biasa terdapat penurunan sebesar
Rp1.250.862.331,0@endapatahuar Biasgpada Tahun 202dak ada.

SedangkanBeban Luar Biasa Tahun 2022 sebesarRp197.187.371,0erupa
BelanjaTidak Terduga (LRA) Tahun 2022 yaitu :

URAIAN JUMLAH KET

Pembayaran Pengembalian Sisa Dana Hibah Daerah
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan 110.496.388,00
Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2019

Pembayaran Pengembalian Kesalahan Setoran Pajak
Tahun 2020 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas 3.832.009,00
Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021

Pembayaran Pengembalian 2 kali Setoran Tunjangan
Daerah Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 2.778.750,00
Sijunjung Dinas Pendidikan Triwulan | Tahun 2020

Pembayaran Pengembalian Penyetoran Bunga/Jasa Giro
Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dan Tahun 80.080.224,00
2017 Kab. Tanah Datar.

JUMLAH 197.187.371,00

Surplus/Defisit Laporan Operasional

KODE TA. 2022 TA. 201 KENAIKAN! PENURUNAN
PERKIRAAN
REK Rp. Rp. Rp.
SURPLUS!(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL 704136.990.202,54 | 724.295.090.704,09 (20.158.100.501,55)

Jumlah tersebutmerupakansaldo Surplus/Defisit Laporan Operasionaldalam
Tahun 2022 dan 2021. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat

penurunarsebesaRp20.158.100.501,55 yaitu:

No Uraian Jumlah
1 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 711.982.086.487,06
2 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional (7.647.908.913,52)
3 Pos Luar Biasa (197.187.371,00)
JUMLAH 704.136.990.202,54
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5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara
kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan
pengambilan keputusan. Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
dapatdiuraikansebagaberikut:

5.5.1 ARUSKAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus
Kas bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanpa
mengandalkasumbemanadariluar.

5.5.1.1 ARUS MASUK KAS

JumlahArus Masuk Kas dari Aktivitas OperasiTahun 2022 sebesar
Rp6.129.812.315.946,60an Tahun 2021 sebesaRp6.705.919.232.904,89
bila dibandingkardenganTahun2021terdapatpenurunamrus MasukKas
Tahun2022sebesaRp576.106.916.958,2%ngarrinciansebagai berikut:

No. Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)

| Arus Masuk Kas

1 Penerimaan Pajak Dagerah 2.274.498.610.480,00 | 2.060.852.029.361,00

2 Penerimaan Retribusi Daerah 12.554.466.260,00 9.102.045.357,00

3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 100.650.964.555,00 81.266.832.195,77

Dipisahkan

4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah 464.051.086.196,60 | 400.544.026.396,12

Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil

180.744.332.533,00

182.002.546.180,00

Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum

1.877.994.607.585,00

1.887.033.911.000,00

Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus

1.105.755.615.300,00

1.952.740.325.159,00

8 Penerimaan Dana Penyesuaian/DID 0,00 50.715.542.000,00
9 Penerimaan Hibah 85.840.833.037,00 76.462.375.256,00
10 | Penerimaan Lainnya 27.721.800.000,00 5.199.600.000,00
11 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00

Jumlah Arus Masuk Kas | 6.129.812.315.946,60 | 6.705.919.232.904,89
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5.5.1.2 ARUSKELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar
Rp5.363.364.793.915,9@an Tahun 2021 sebesaRp5.802.554.537.452,02
bila dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan Arus Keluar Kas
dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp439.189.743.536,10 dengan

rinciansebagaberikut:

No. Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)

1l Arus Keluar Kas

1 Pembayaran Pegawai 2.078.501.672.886,00 | 2.093.837.765.635,00

2 Pembayaran Barang 1.999.499.938.823,92 | 1.703.252.648.316,02

3 Pembayaran Hibah 67.416.432.179,00 931.082.746.536,00

4 Pembayaran Bantuan Sosial 10.833.000.000,00 0,00

5 Pembayaran Tak Terduga 197.187.371,00 71.352.130.954,00

6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota 1.123.088.172.256,00 963.100.943.062,00

7 Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota 83.828.390.400,00 39.928.302.949,00
Jumlah Arus Keluar Kas 5.363.364.793.915,92 | 5.802.554.537.452,02

Arus KasBersihDari Aktivitas Operasiadalahsebagaberikut:
Rp6.129.812.315.946,60
(Rp5.363.364.793.915,92)

Arus MasukKas

Arus KeluarKas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas

Operasi

Rp766.447.522.030,68

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2022 sebesar
Rp766.447.522.030,68 merupakan selisih surplus antara Arus Masuk Kas
denganArus Keluar Kas.

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan
untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di
masa yangkan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2022 mengalami defisit
sebesar (Rp960.859.060.730,89) yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk
dikurangi Aruskas Keluardengaruraiansebagaberikut:

5.5.2.1 ARUS MASUK KAS

Arus Masuk Kas merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari
penjualan Aset Daerah yang mana pada Tahun 2022 berasal dari pendapatan
ataspenjualanPeralatardan Mesin yang sudahtidak digunakanlagi untuk

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

179



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

operasionapemerintatdaerah.

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar
Rp210.887.401,00dan Tahun 2021 sebesarRp134.230.000,00Apabila
dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan pada Tahun 2022

sebesar Rp76.657.401,00 denganiansebagaberikut:

No. Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)

| Arus Masuk Kas

1 Penjualan atas Tanah 0,00 0,00

2 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 210.887.401,00 126.230.000,00

3 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

4 Pengembalian Dana Bergulir 0,00 8.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas 210.887.401,00 134.230.000,00

5.5.2.2 ARUSKELUAR KAS

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2022 sebesar
Rp961.069.948.131,86lan Tahun 2021 sebesaRp681.352.120.893,35
merupakan Arus Keluar Kaatas Aktivitas Investasi aset non keuangan.
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka terdapat kenaikan Arus

Keluar Kas dari Aktivitas

Rp279.717.827.238,5kengan rinciasebagaberikut:

Investasi pada Tahun 2022 sebesar

No.

Uraian

2022 (Rp)

2021 (Rp)

Arus Keluar Kas

1 PerolehanTanah 7.168.525.850,00 6.726.538.390,00
2 Perolehan Peralatan dan Mesin 254.880.410.731,90 132.169.741.357,81
3 Perolehan Gedung dan Bangunan 265.824.770.504,43 232.422.988.281,47

Perolehan Jalan. Irigasi dan Jaringan

378.135.131.477,56

293.989.128.624,07

Perolehan Aset Tetap Lainnya

35.061.109.568,00

1.043.724.240,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

20.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas

961.069.948.131,89

681.352.120.893,35

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang
bertujuanuntuk memprediksklaim pihak lain terhadaparus kas pemerintah dan

klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan Tah022 adalah sebedap0,00.

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

180



PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

5.5.4 ARUSKAS DARI AKTIVITAS TRANSITORI

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran dengan Arus Kas Bersih
dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 berupa Arus Masuk Kas
sebesar Rp221.321.905.423,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp221.321.905.423,00
dengarrincian sebagéberikut:

5.5.4.1 ARUSMASUK KAS

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitori pada Tahun 2022 sebesar
Rp221.321.905.423,08an Tahun 2021 sebesaRp186.509.303.310,82
bersumberdari PenerimaanPerhitunganPihak Ketiga (PFK) sehingga
apabila dibandingandengan Tahun 2021, maka Arus Masuk Kas dari
Aktivitas  Transitori Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar
Rp34.812.602.112,18. Rincian dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK) adalah sebagbhérikut:

No. Jenis Pajak Jumlah (Rp)
1 | PPH2L 84.101.650.770,00
2 PPH 22 7.586.510.191,00
3 PPH 23 3.461.963.751,00
4 | PPH4(2) 13.725.150.018,00
5 PPN 112.446.630.693,00

5.5.4.2 ARUSKELUAR KAS

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitori mencerminkan pengeluaran kas
bruto yang tidak mempengaruhianggaranpendapatandan belanja serta
pembiayaan pemerintah daerah berupa perhitungan pihak ketiga melalui kas
daerahmaupunBendaharaPengeluaranArus Keluar Kas dari Aktivitas
Transitori pada Tahun 2022 sebesar Rp221.321.905.423,00 dan Tahun 2021
sebesarRp186.509.303.310.8berasal dari pemungutandan penyetoran

pajak penghasilanserta pajak pertambahamilai. Apabila dibandingkan
denganTahun 2021, maka terdapatkenaikan pada Tahun 2022 sebesar
Rp34.812.602.112,18. Seluruh penerimaan telah disetor pada Tahun 2022
sehingggadaakhir Tahun2022 tidakadapenerimaalyang terutang.

5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)

Kenaikan/Penurunan Kas (194.411.538.700,21) | 222.146.804.559,52

Kenaikan/Penurunan Kas pada Tahun 2022 sebesar (Rp194.411.538.700,21) dan
Tahun 2021 sebesar Rp222.146.804.203.52 merupakan selisih antara Arus Masuk
Kas dengan Arus Keluar Kas. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka
terdapaPenurunan Kapada Tahur2022 sebesar Rp416.558.343.259,73.
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5.5.6 SALDO AWAL KAS

No. Uraian 2022 (Rp) 2021 (Rp)
| Saldo Awal Kas
1 Kas di Kas Daerah 442.913.517.964,96 247.721.818.355,44
2 Koreksi Saldo Awal Kasda 10.701.986,00 683.100.828,00
3 Kas Awal BLUD 40.767.011.628,63 13.128.805.850,63
Jumlah Saldo Awal 483.691.231.579,59 261.533.725.034,07

Jumlah Saldo AwalKas Tahun 2022 sebesar Rp483.691.231.579,59Tdanin
2021 sebesar Rp261.533.725.034,07 merupakan Saldo Awal Kas pada Tahun 2022

dan2021dengan peningkatan sebesar Rp222.157.506.545,52.

5.5.7 KAS PER 31DESEMBER 2022/2021

No. Uraian Tahun 2022 (Rp) Tahun 2021 (Rp)

| Saldo Kas Daerah 223.561.027.976,75 | 442.913.517.964,96
1 Saldo Kas di Bank (GIRO) 220.852.557.928,75 | 434.394.308.416,29
2 Deposito 0,00 0,00
3 Sisa UP/CP di Bendahara Pengeluaran 528.993.120,00 3.276.687.463,00
4 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
5 Saldo Kas di Bendahara BOS 2.179.476.928,00 5.242.522.085,67
I Kas BLUD 38.788.664.902,63 | 40.766.986.628,63
1 RSAM Bukittinggi 28.452.652.251,80 | 29.997.860.635,80
2 RSJ Saanin 5.464.052.226,66 4.659.059.507,66
3 RSUD M. Natsir 910.485.435,50 588.754.394,50
4 RSUD Pariaman 2.740.709.909,67 4.014.918.569,67
5 UPT- BKIM - LABKES Dinas Kesehatan 1.220.765.079,00 1.506.393.521,00
1l Kas Lainnya-Sumbangan Pihak Ketiga 26.930.000.000,00 25.000,00
1 RSAM Bukittinggi 0,00 25.000,00
2 RSUD M.Natsir 26.930.000.000,00 0,00
IV | Pajak yang belum disetor 0,00 235.590.047,00
1 Dinas Pendidikan 0,00 234.861.047,00
2 RSJ HB Saanin 0,00 729.000,00
Jumlah Kas Per 31 Desember 2022/2021 289.279.692.879,38 | 483.916.119.640,59
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5.7. Pengungkapan atas Pospos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja serta
rekonsiliasinyadenganpenerapanbasiskas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan sejak tahun 2016, terdapat-akum baru pada Neraca
dengarrincian sebagaberikut:

1. PenyisiharPiutang;

2. BebanDibayarDimuka;

3. PendapatabiterimaDimuka; dan

4. UtangBelanja.

Sedangkatpada Lapora®@perasional:

1. BebanPenyusutan dan Amortisasi; dan
2. BebanPenyisiharPiutang.

Selisih antara LRA dan LO telah dijelaskan pada Catatan atas Laporan Operasional.
Rekapitulasi selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan
Keuanganni.
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BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

INFORMASI PENTING TERKAIT PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022

A. KHUSUS
1. OrganisasiPemerintah Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama DPRD telah
menindaklanjutinyadengan menetapkanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukardan SusunanPerangkatDaerah Provinsi
Sumatera Barat, diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021 Nomor 2 dengan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat: (2
100/2021).
Perangkabaerahdisusunsebagai berikut:
a. Sekretariat Daerahipe A,
b. Sekretariat DPROipe B;
c. InspektoraDaerahTipe A;
d. DinasDaerahterdiri dari:

1) DinasPendidikan(A);

2) DinasKesehatarfA);

3) DinasBinaMarga, CipteKaryadanTata Ruang (B);

4) DinasSumber Daya\ir danBina Kontruksi(B);

5) DinasPerumahamakyat,KawasarPermukiman daRertanahan (B);

6) DinasSosial(A);

7) SatuarPolisiPamong PrajéB);

8) DinasTenag&erjadanTransmigrasi (B);

9) DinasPemberdayaaRerempuamanPerlindungamnak, Pengendaliaffenduduk

dan Keluarga Berencai(A);

10) DinasPangarn(A);

11) DinasLingkunganHidup (B);

12) DinasPemberdayaallasyarakatlanDesa(A);

13) DinasKependudukadanPencatatasipil (B);

14) DinasPerhubunga(B);

15) DinasKomunikasilnformatikadanStatistik(A);

16) DinasKoperasi Usah&ecil danMenengahl(A);

17) DinasPenanaman ModalanPelayanan TerpadsatuPintu(B);

18) DinasPemudadan OlahRaga(A);

19) Dinas Kebudayaa(B);

20) DinasKearsipardanPerpustakaa®);
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21) DinasKelautandanPerikanar(A);
22) DinasPariwisata(A);
23) DinasPerkebunanTanamarPangardanHortikultura(A);
24) Dinas Peternakan dan Kesehdtiwan (B);
25) DinasKehutanar{A);
26) DinasEnergi darSumbeiDayaMineral (A);
27) DinasPerindustriar& Perdaganga(A);
e. BadanDaerahterdiridari:
1) BadanPerencanaadanPembangunaBaerah (A);
2) BadanPenelitian& Pengembanga(iB);
3) BadanPengeloaaKeuangardanAset Daeral{B);
4) BadanPendapataDaerah(B);
5) BadanKepegawaiamaerah(A);
6) BadanPengembangaBumber Daydanusia(A);
7) BadanPenanggulangaBencana DaerafB);
8) Badan Penghubung;
9) BadanKesatuarBangsadanPolitik;
DinasDaerahdapat dibentukJPTD Dinas;
BadanDaerahdapat dibentukJPTD Badan;

Gubernurdibantu3 (tiga) staf ahli;

@ =

Selain UPT Dinas sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 terdapat UPT Dinas
Pendidikarberupa SatuaRendidikan Daeraformal dan norformal;

j- Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat UPT Dinas di Bidang
Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan
unit layananyangbekerja secara profesional;

k. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit
dantatakelolaklinis sertamenerapkan polpengelolaan keuangan.

2. Nama-nama UPTD pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi
SumateraBarat:

a. BADAN PENDAPATAN DAERAH
1) UPTD Pengelolaa®endapatabaerahdi Padang;
2) UPTD PengelolaafPendapatabaerahdi Bukittinggi;
3) UPTD Pengelolaaiendapatabaerahdi Pariaman;
4) UPTD PengelolaaendapataBaerahdi Payakumbuh;
5) UPTD PengelolaafPendapatabaerahdi Solok;
6) UPTD Pengelolaafendapatabaerahdi Batusangkar;
7) UPTD PengelolaaendapataBaerahdi Padand?anjang;
8) UPTD Pengelolaafendapata®aerahdi Painan;
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9) UPTD Pengelolaafendapatabaerahdi Lubuk Basung;
10) UPTD PengelolaafPendapataBaerahdi Lubuk Sikaping;
11) UPTD PengelolaafrendapataBaerahdi Sijunjung;
12) UPTD PengelolaaPendapatabaerahdi Sawahlunto;
13) UPTD Pengelolaaffendapata®aerahdi SimpangAmpek;
14) UPTD PengelolaaendapataBaerahdi PulauPunjung;
15) UPTD PengelolaaendapataBaerahdi PadangAro;
16) UPTD PengelolaafrendapataBaerahdi Arosuka;
17) UPTD Pengelolaatendapatabaerahdi Sarilamak;
18) UPTD PengelolaafPendapatabaerahdi Kota Pariaman;
19) UPTD Sisteminformasi Pendapatdbdaerah.
b. DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
1) UPTD Balai PerlindungarmTanamardanHortrikultura;
2) UPTD Balai Pengawasadan SertifikasiBenih;
3) Balai BenihInduk TanamarPadiPalawijadanHortikultura;
4) Balai MekanismePertaniarTanamarPangar& Hortikultura danPerkebunan;
5) UPTD PelatihardanPenyuluharPertanian;

6) UPTD Balai PengawasafengujianMutu Benih PerlindunganTanaman
Perkebunan.

c. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1) UPTD RumahSakitHewanSumatera8arat(RSHSB);

2) UPTD TernakRuminansia;

3) UPTD TernakUnggas;

4) UPTD PengujiarMutu ProdukPeternakan;

5) UPTD Balai Pengembangareknologi darSumberDaya TualSakato.
d. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1) UPTD PelabuharPerikananVilayah! (Carocok);

2) UPTD PelabuharerikanarWilayahll (Air Bangis);

3) UPTD PelabuharerikananWilayahlll (Sikakap);

4) UPTD Balai LaboratoriumPengujiardan Penetapavutu Hasil Perikanan;

5) UPTD Balai PerikanamBudidayaAir Laut danPayau'Teluk Buo®;
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6) UPTD KonservasdanPengawasaSumberday&elautandanPerikanan.
e. DINAS KEHUTANAN
1) UPTD Balai SertifikasidanPerbeniharmanamarHutan;
2) UPTD KPHL Pasamamaya(Unit I);
3) UPTDKPHL LimapuluhKota (Unit 11);
4) UPTD KPHL AgamRaya(Unit III);
5) UPTDKPHL Bukit Barisan(Unit IV);
6) UPTDKPHL Sijunjung(Unit V);
7) UPTDKPHL Solok (Unit VI);
8) UPTD KPHL Hulu Batanghar{Unit VII);
9) UPTDKPHP Dharmasray#&Unit VIII);
10) UPTD KPHP PesisirSelatan(Unit IX); dan
11) UPTD KPHP Mentawai (Unit XdanUnit XI)
f. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1) UPTD Logam;
2) UPTD Balai PengujiamanSertifikasiMutu Barang;
3) UPTD Pelayanan dan Pengembangginyak Atsiri.
g. DINAS KOPERASI DAN UMKM
1) UPTD Balai PendidikardanLatihanKoperasi
h. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1) Balai LatihanKerja Payakumbuh;
2) Balai LatihanKerja Padandanjang;
3) KeselamatadanKesehatarKerja;
4) Balai PengawasaKetenagakerjaawilayahl;
5) Balai Pengawasaletenagakerjaawilayahll;
6) Balai PengawasaKetenagakerjaawilayahlll.
i. DINAS KESEHATAN
1) UPTD Balai Kesehata®lah RagaMasyarakat daPRelatiharKesehatan;
2) UPTD LaboratoriumKesehatan;
3) UPTD Balai KesehataindraMasyarakat;
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4) RSAM BUKITTINGGI;

5) RSUDM. NATSIR;

6) RSUDPARIAMAN;

7) RSJHB SA'ANIN;

8) RSPARU SUMBAR.

j-  DINAS PENDIDIKAN

1) Balai TeknologilnformasidanKomunikasiPendidikan
SatuarPendidikan
a) CabangDinasPendidikarWilayahl;
b) CabandgdinasPendidikanVilayahll;
¢) CabandDinasPendidikarWilayahlll;
d) CabangDinasPendidikarWilayahlV;
e) CabangDinasPendidikanVilayahV;
f) CabangDinasPendidikanWilayahVI;

g) CabangDinasPendidikarWilayahViIl;
h) CabandgdinasPendidikanWilayahVIII.

k. DINAS SOSIAL
1) UPTD Panti Sosial Asulinak BinaRemaja'Budi Utama" LubukAlung;
2) UPTD Panti Sosial AsulAnak" Tri Murni" PadandgPanjang;
3) UPTD Panti Sosial Tresn&/erdha'Sabai NarAluih" Sicincin;
4) UPTD Panti SosiaBinaNetra"TuahSakato" Padang;
5) UPTD Panti Sosial Kary&Vanita"Andam Dewi" Solok;
6) UPTD Panti Sosial Bin&Remajd'Harapan" PadanBanjang;
7) UPTD Panti Sosial Tresn&/erdha'Kasih Sayandbu" Batusangkar;
8) UPTD Panti Sosial Bin&rahita"Harapan lbu'Padang.
.  DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
1) UPTD Balai SumbeDayaAir danBina KonstruksiWilayahUtara;
2) UPTD Balai SumbeDayaAir danBina KonstruksiWilayah Selatan.
m. DINAS BINA MARCA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
1) UPTD Workshop darPeralatan;
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2) UPTD Laboratorium BahaKonstruksi;

3) UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunasddnng;

4) UPTD Jalandan Jembatawilayahl;

5) UPTD JalandanJembatawVilayahll;

6) UPTD JalandanJembatawilayahll;

7) UPTD JalandanJembataWilayahV;

8) UPTD JalandanJembataiWilayahV;

9) UPTD JalandanJembataWilayah-VI.

DINAS PERHUBUNGAN

1) UPTD Prasaran®erhubungahalu LintasdanAngkutanJalanWilayahl,

2) UPTD Prasaran®erhubungahalu LintasdanAngkutanJalanWilayahll.

DISPORA

1) UPTD KebakatarOlahraga

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1) UPTD Persampahan;

2) UPTD LaboratoriumLingkunganHidup.

DINAS PANGAN

1) UPTD Balai Pengawasan Mutlan KeamanaRangan,;
2) UPTD Distribusi,PasokamlanAksesPangan.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

1) UPTD PerlindungarPerempuaanAnak
DINAS KEBUDAYAAN

1) UPTD MuseumAdityawarman;

2) UPTD Taman Budaya.

3. Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur yang diterbitkan Tahun 2022adalah:

©cooo

PeraturarbaerahNomor 1 Tahun2022tentangPerpustakaan;
PeraturarbDaerahNomor 2Tahun2022tentangMars Sumateraarat;
PeraturarbDaerahNomor3 Tahun2022tentang KeterbukaanformasiPublik;
PeraturarbaeranNomor4 Tahun2022tentangPengelolaateuangarDaerah;
Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
sertaMonitoring dan EvaluasBelanja Bantuaikeuangan;
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f. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kerja,
Persyaratan,serta Tata Cara Pengangkatandan PemberhentianUnsur Penentu
KebijakanBadan Promodprariwisata Daerah;

g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi
AparaturSipil Negaradi LingkunganPemerintaha®aerahProvinsi Sumatr8arat;

h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
SatuData Indonesidi TingkatProvinsi;

i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembukaan dan
PengoperasiaRekening Penerimaan dan Rekeritengeluaran;

j- PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 6 Tahun 2022 tentang StandarHarga
SatuariTahun Anggaran 2022;

k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang PenghapusanSanksi
Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama KendaraanBermotor serta PembebasarBea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

I. Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian dan Perpanjangan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di
Luar Kawasan Hutan;

m. Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara
PengelolaamNama Domairdan Sub Domain;

n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tah@022;

0. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanjabaerah Tahuinggaran 2022

p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang PenjabaranAnggaran
Pendapatadan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang PenjabaranAnggaran
Pendapatadan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

r. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Percepatan
Eliminasi Malaria;

s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Grand Design
PembangunaKependudukan;

t. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran
AnggaranPendapatan daBelanja Daeraffahun Anggara022;

u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Pengelola
Geopark RanaMinang;
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v. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
PemerintalDaerah ProvinsBumatera Baratahun 2023;

w. Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Peraturan
PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
PariwisataHalal;

X. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Nomor
PokokWajib Pajak DaerakintukJenisPajakBahan BakaKendaraan Bermotor;

y. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan
Analisis StandaBelanjaPemerintalProvinsi SumaterBarat TahurAnggaran2022;

z. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola,
RencanaStrategis dan Standar PelayananMinimal Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri;

aa. PeraturarGubernur SumateraBarat Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan
KesehatanSumateraBarat Sakatoke dalam JaminanKesehatanNasional Melalui
BadanPenyelenggardaminan Sosid{esehatan;

bb.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Perangkabaerah Tahun 2023;

cc. PeraturarGubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Bardghun 2022;

dd.PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
sertaMonitoringdan EvaluasBelanja Tidak Terduga;

ee. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintdtrovinsi SumaterBaratTahun20222026;

ff. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022;

gg.PeraturarGubernur Sumater8arat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
KewenanganPenyelenggaraarPerizinan Berusahadan Non Perizinan Berusaha
kepadaKepala Dinas Penanaman ModainPelayanan Terpadu Satu Pintu;

hh.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan
HargaBarangPemerintatProvinsiTahun Anggaran 2023;

ii. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

jj- Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021,
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kk.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Uraian
Tugasdan Fungsi PerangkBaerah diLingkunganPemerintah Provinsi;

ll. PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Mekanisme
Koordinasi Kerja dLingkunganPemerintah Provinsi;

mm. PeraturarnGubernur SumateraBarat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Perubaharnggaran Pendapataan BelanjdDaerah Tahun Anggar&922;

nn.PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaadan Pengembangan Kurikuluduatan Lokal;

oo.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan;

pp.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan
PajakKendaraan Bermotatan Bea BalikNama KendaraaBermotor;

gq.PeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Bararat Tahun Anggaran
2023.

4) PelaksanaanLikuidasi PT ANDALAS TUAH SAKATO dan PT DINAMIKA
SUMBAR JAYA.

a. Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat N0.32/SB/2015 tanggal 31
Desember2015 tentang RekomendasiDPRD Provinsi SumateraBarat terhadap
permasalahan BUMD Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa Perseroan Terbatas
(PT) Andalas Tuah Sakatodan PT Dinamika Sumbar Jaya secaraekonomi tidak
berkembang karena tidak mendapatkan laba dari masiisgng bisnisnya, sehingga
mengalami rugi setiap tahunnya, yang pada akhirnya direkomendasikan DPRD untuk
dilakukanpembubaran.

b. Menyikapi Rekomendasi DPRD tersebut, telah dilaksanakan RIBPBT Andalas
Tuah Sakato dan RURASB PT Dinamika Sumbar Jaya masingsing pada tanggal 29
Juni 2016 dan sesuai dengan Keputusan RLBP&edua perusahaan tersebut tanggal
29 Juni 2016 pemegang saham menyetujui dilakukan likuidasi terlfald#&'S dan
PT Dinamika dan sekaligusdibentuk Tim Likuidasi sesuaiAkta Notaris masing
masing Akta Berita Acara RUPSB PT ATS Nomor 232 tanggal 29 Juni 2016 dan
Akta Berita Acara RUP&B PT Dinamika Nomor 230 tanggal 29 Juni 2016, dan
dikuatkan dengan Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor 500-885.1:2016,
tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Andalas Tuah Sakato,
dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor88d0:2016, tanggal 1 Agustus
2016 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar Jaya, hal ini artinya
perusahaatidak beroperasiondhgi.

c. Tim Likuidasi sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai
dengan keputusan rapat Tim LikuidddT ATS dan PT Dinamika pada tanggal 1
Agustus 2016 dan dari hasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa
dokumen likuidasi yang disampaikan Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM sudah
betul, namun arahan kepada Tim Likuidasi untuk proses selanjutnya harus dicabut
dahuluPerdaPendiriankeduaperusahaarersebut,setelahitu baru dapatdilakukan
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pembayaran kewajiban hutang perusahaan, pesangon karyawan daimyaimelalui
penjualan aset perusahaan. Rangkaian proses likuidasi tersebut juga sudah dibahas
bersama BPKP Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 2 September 2016, dengan
hasil bahwa proses likuidasi tersebut sudah sesuai dengan klnddany No. 40
Tahun2014 dan peraturgrerundangan yargerlaku.

d. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses
penyelesaiankewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil
keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan
setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan perusahaan bahwa
telahdilikuidasi.

e. Proses sebelum penetapan likuidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dinamakan
perusahaan tersebut (PT ATS dan PT Dinamika) dalam proses likuidasi, dan yang
dilakukan oleh Tim Likuidasi yaitu rapaapat untuk menginventarisir kewajiban dan
asetperusahaan.

f. Melalui Nota Kepala Biro PerekonomiarNo.500/439/Perefsarana/201&anggal 5
Agustus 2016,telahdisampaikarkepadaBiro Hukum RanperdaPembubaran
/PencabutarPerda Pendirian Kedua Perusahaartersebut,untuk diagendakanpada
Prolegdasupaya dibahas pada perubahan ARBBRuUN2016.

g. Setelah Perda dicabut nantinya dan setelah proses likuidasi dilakukan, dimana proses
penyelesaiankewajiban dilakukan, maka nantinya dilakukan RUPS dan hasil
keputusan RUPS disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Notaris dan
setelah diperiksa seluruh dokumen penyelesaian baru ditetapkan bahwa perusahaan
telahdilikuidasi.

h. Biro Hukum melalui Surat Gubernur No.188/2650/F2{KL6 tanggal 30 Agustus 2016
telah menyampaikan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT Dinamika, namun ditolak DPRD karenatidak ada Laporan Audit
terhadarkeduaPerseroatersebuper29 Juni2016.

i. Telah disampaikan Laporan Audit untuk periode Januari tahun 2016 sampai tanggal 29
Juni 2016 atasLaporan KeuangafPT Dinamikadan Laporan Audit atas Laporan
Keuangan PT ATS oleh Ketua Tim Likuidasi. Selanjutnya melalui Nota Dinas Kepala
Biro Perekonomian No. 500/llla/Per@017 tgl 10 Februari 2017, telah disampaikan
Laporan Audit atas Laporan Keuangan kedua perseroan tersebut kepada Biro Hukum
dansekaligus mintkepadaBiro Hukumutk meneruskannyke DPRD.

j- Namun karena Laporan Auditor yang disampaikan Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika
dan PT ATS tidak lengkap (belum final) sehinggaBiro Hukum belum dapat
menyampaikannya ke DPRD, maka melalui melalui Surat Kepala Biro Perekonomian
No. 500/163/Sarana/Per@R17 tgl 7 Maret 2017 diminta kepada Ketua Tim Likuidasi
untuksegaranenyampaikan Laporan Audieduaperseroaiersebut.

k. Karenabelum juga disampaikanLaporan Audit final kedua perseroantersebutke
Pemprov, maka melalui Surat Sekdaprov Nomor 500/757/S&amek/2017 tanggal
14 Agustus 2017 perihal Laporan Auditor IndependenPT Dinamika dan PT ATS,
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diminta kembali agar Ketua Tim Likuidasi segera menyampaikan Laporan Audit kedua
perseroanersebut.

I. Gubernur Sumatera Barat menyurati Ketua Tim Likuidasi melalui surat
No0.500/523/SaranRerek/2017 tanggal 15 September 2017 meminta agar disampaikan
Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika
danPT ATSkepada BirdPerekonomiampalinglambattanggal 29 Septemb2017.

m. Pada tanggal 25 September 2017 Ketua Tim Likuidasi telah menyampaikan Laporan
Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT
ATS kepada Bird?erekonomian untuk diteruskka Biro Hukum.

n. Pada tanggal 27 September 2017 Kepala Biro Perekonomian meneruskan Laporan
Auditor Independen atas Laporan Keuangan per 29 Juni 2016 PT Dinamika dan PT
ATS kepada Biro Hukum.

0. Biro Hukum melalui surat Gubernur No. 188/2448/FR{KL7 tanggal 29 September
2017 kembali menyampaikan Ranperda Pencabutan Perda No. 13 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT ATS dan Ranperda tentang Pencabutan Perda No. 15 Tahun 2007 tentang
Pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya besertalLaporan Auditor Independenatas
Laporan Keuangan per 29uni 2016PT Dinamika danPT ATS ke DPRD Prov.
Sumbar.

p. Padatanggal 20 Maret 2018 diterbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang
pencabutan Perda Prov. Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT
Dinamika Jaya Sumbar dan perda Nomor 5 Tahun 2018 tantang Pencabutan Perda
Prov.Sumbar Nomor 13 Tahun 20@8htangpenataarPT ATS.

g. Tanggal 25 Juni 2018 melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor
500/311.A/Saran®erek/2018 menyurati Ketua Tim Likuidasi PT Dinamika Sumbar
Jayadan PT AndalasTuah Sakatoperihal percepatarkerja tim likuidasi PT DSJdan
PTATS.

r. Tim likuidasi sudah melaksanakan rapat beberapa kali dan terakhir rapat dilaksanakan
padatanggall9 Septembe2018dengan kesepakataebagai berikut:

1) Biro Hukum dan Biro Aset selaku anggotatim likuidasi akan melaksanakan
konsultasi ke KPKNL Sumatera Barat terkait pelelanganasstPT ATS dan PT
DSJ.

2) Tim likuidasi akan menjadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan inventarisasi
terhadap asedset PT ATS dan PT DSJ (barang yang bisa dipakai, barang rusak tapi
masihbisadipakaidanbarang rusak yang tiddlisa dipakai).

3) Untuk asetaset yandpilangakandibuatkanberitaacaranya.

4) Terkait tim penilai aset dari lembaga independenyang sudah tersertifikasi
diserahkanke Biro Aset untuk menunjuk lembaganyadengan ketentuanada
perjanjiantertulis dan batawaktu pekerjaan penilaiaaset.

s. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kali konsultansi ke KPKNL berdasarkan
hasil konsultasiliperolehinformasisebagaberikut:

Tim Likuidasi untuk melaksanakanproses lelang harus melengkapi persyaratan
sebagai berikut.
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1) Melengkapi bukti kepemilikaasetatas nam&®T DinamikadanPTATS;
2) Melakukanapraisal terhadapilai aset dengakondisisaatini;
3) SuratKeputusarGubernur Pemilik Sahanterkait dengamset yangkandilelang.

t. Menindaklanjutihasil konsultasidengarKPKNL Tim Likuidasi telahmelakukarrapat
danterkendala dengdmal sebagaberikut:

1) Asettanahyangdimiliki oleh PT DinamikadanPT ATS masihatasnama
perseorangasehingga harus dilakukaatih status kepemilikan.

2) Untuk melakukaralih statuskepemilikandanappraisatdibutuhkandanayang
cukup besadananggararersebutidak tersedia.

u. Melalui Surat Gubernur Nomor 500/ /PerekSarana/2020tanggal Februari 2020
menyurati Dirjen Bina Keuangan daerah untuk meminta arahan terkait permasalahan
likuidasi antardain sebagaberikut:

1) Dengan tidak adanya dana yang dimiliki oleh BUMD, apakah Higaya yang
diperlukan dalam proseslikuidasi dapat dialokasikandalam APBD Pemerintah
Provinsi Sumater8arat.

2) Dasar Hukum pengalihan kepemilikan aset tanah yang masih atas nama PD. Sari
Petojo yang digabungkanke PT ATS dan asettanah atas nama perseorangan
(Direktur PD SariPetojo).

3) Penyerahan tanah yang disewa PT Dinamika Jaya Sumbar kepada Pemerintah Kota
Padangrang sedang dalaproses likuidasi.

4) Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang Badan Usahamilik Daerah,dinyatakanbahwa Pemerintah
Pusat, PemerintahDerah Provinsi dan/atauPemerintahDaerah Kabupaten/Kota
dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian dan
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan
maksud dan tujuan BUMD. Mencermatiaturanini, apakahdimungkinkan jika
Pemerintah Provinsi SumateraBarat memberikan penugasankepada BUMD
lainnyauntukmembantu penyelesaian permasaldhandasi

v. Melalui undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/492/Peasckna/2020 tanggal 27
Agustus 2020 dilaksanakanrapat pada tanggal 1 September2020 perihal solusi
penyelesaiapermasalahaaset PTATS danPT DJS dengakesepakatan:

1) Inventarisirtahaparnyangsudahdilakukanolehtim likuidasi dansandingkan
dengarketentuan pasdl47s.d 149 UUNomor40 tahun 2007.
2) Informasikankepadatim likuidasi untuk menyiapkandokumenpendukungerkait
hutangdan piutang.
3) PenjadwalakembalirapatTim pembinaBUMD danpersiaparmpelaksanaaRUPS.
w. Melalui undanganSekretarisDaerah Nomor 500/382/PerelSarana/202Qanggal 7

Oktober 2020 dilaksanakan rapat tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan sebagai
berikut:

1) Ketiadaan biaya untuk proses balik nama sertifikat milik perusahaanyang
dilikuidasi, makadisepakatiseluruhasetperusahaadiserahkarke Pemerintah
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daerah dan seluruh hutang dan piutang perusahaan diakomodir dalam APBD sesuai
peraturardan ketentuagang berlaku.
2) Diagendakamapatselanjutnyadengamengundangdim likuidasi.

X. Melalui undanganSekretarisDaerah Nomor 500/652/PerelSarana/202danggal 6
November2020 dilaksanakanrapat tangga® November2020 dengankesimpulan
sebagai berikut:

1) Perlu dilakukan kajian terkait proses penyerahan aset tanah dan bangunan (eks. PT
ATS danPT DJS)ke Pemerintah Daerah;

2) Perlu konsultasi denganKPKNL, BPN dan Biro Aset sesuaikewenangannya
masingmasing;

3) Perlu menyiapkan Nota Dinas ke Gubernur terkait alternatifalternatif untuk
disepakatdalamRUPS;

y. Undangan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/77 2Heaeka/2020
tanggal 22 Desember020 dilaksanakan rapaanggal 29 Desembe2020 dengan
kesimpularsebagaberikut:

1) Koordinasi dengan Biro Hukum apakah proses likuidasi yang kita lakukan sudah
sesuai dengaketentuan yang berlaku.

2) Melepasaset perusahaan haruselalui lelang karenaperusahaardalam proses
likuidasi.

3) Perwakilan Tim Likuidasi dan Pemerintah Daerah kembali koordinasi ke KPKNL
untuk menjelaskanbahwa PT ATS (Persero)artinya tidak perlu syarat yang
dimintakanoleh KPKNL.

4) Selanjutnyaagendakarkembali rapat Tim likuidasi denganpemerintahdaerah,
untuk menyepakati beberapahal untuk disampaikanke Gubernur sekaligus
menetapkajdwal RUPS.

z. Undangan Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/2658B4p€R2 1
tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan rapat tanggal 7 Juni 2021 dengan kesimpulan sebagai
berikut:

1) Tim telahmelakukarinventarisasterhadamset perusahaamang dilikuidasi.

2) Dalam upaya percepatan penyelesaian kewajiban perusahaan yang telah dilikuidasi
Tim PercepatarSumbar Madaniakan melakukan peninjauaerhadap aset dan
dokumen PTATS dan PTDinamika.

3) Tim Percepatan Sumbar Madani juga akan mencarikan investor untuk menalangi
biayayangdibutuhkan dalanpenyelesaiakewajibanperusahaan.

aa. Undangan Pj. Sekretabserah Prov Sumatera Barat Nomor 500/444/PB&021
tanggal 27 Juli 2021 dilaksanakanrapat tanggal 28 Juli 2021 dengankesimpulan
sebagai berikut:
1) Tim PercepatarSumbar Madani telah menyampaikhasil kajian disisihukum
terhadagasetkedua perusahaan.
2) Bahwa aset tidak bergerak dari kedua perusahaan tersebut yaitu 3 (tiga) sertifikat
Hak Guna Bangunan dan@ua) sertifikatHak Milik.
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3) BerdasarkarPeraturanPemerintahnomor 18 tahun2021 TentangHak Tentang
PengelolaanTanah, Satuan Rumah Susun dan PendaftaranTanah Dalam Satu
Naskah bahwa berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberianperpanjangaratau pembaruanhaknya. HapusnyaHGB diatas tanah
negaraatausesuadengan amgputusan.

4) Berkenaan dengan peraturan diatas dan tidak diurusnya perpanjangan HGB oleh
perusahaanmaka sertifikat HGB nomor 8 tahun 1991 Pemeganghak PD.
Dinamika dan Sertifikat HGB nomor 64 tahun 1965 pemegang hak PD. Sari Petojo
serta sertifikat HGB nomor 1 tahun 1981 Pemegang hak PD. Sari petojo atas PT
ATS maka kembali jadi aset Negara, sehinggaapabila tanah tersebutingin
dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengajukan
permohonarHak Pengelolaan atas Tanah Negara tersebut.

5) Aspek hukum terhadap aset yang tercatat atas nama pribadi, 2 (dua) sertifikat hak
milik (SHM No.1396 darSHM No.1397)PT ATS harusdibalik nama.

6) Menyikapi kajian TPSM tersebut diatas, disarankan kepada Tim Likuidator untuk
dapat menyusun jadwal untuk mengeksekusipelaksanaanbalik nama SHM
tersebut.

bb. Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 500/563.&2B&P6éR1 tanggal
22 September2021, yang ditujukankepadaKetua Tim Likuidator PT ATS danPT
Dinamika tentang penyelesaian asset BUMD yang telah dilikuidasi yang menegaskan
kepadaTim Likuidator untuk menindak lanjuti hasil kajian dan inventarisasiasset
BUMD.

cc. Rapat tanggal 15 Maret 2022, pemaparan hasil Kajian Aset BUMD yang dilikuidasi ( PT
ATS dan PT Dinamika Sumbar Jaya,

Padarapattersebuterdapabeberapaekomendasimumsebagaberikut:

1) Tim Likuidator PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) dan PT Andalas Tuah
Sakato (Dalam Likuidasi) segera melakukan pemberesan aset yang dapat dilikuidasi
dengan mengacuke aset yang sudah dikategorikan dengan cara mengajukan
permohonarelang.

2) Tim Likuidator PT AndalasTuahSakatoDalamLikuidasi) agar:

a) Segera menagih piutang kepada pipdiak lainnya berdasarkan bukiiikti
yang dimiliki. Untuk piutang yang belum memiliki bukti Tim Likuidator
menyiapkarsurat pengakuanutangyangditandatangani oleyiaangberutang.

b) Memanggil pihak yang kalah untuk menyerahkansecarasukarela objek
perkara atau meminta eksekusi melalui pengadilan berdasarkan putusan No.
117 jo Putusan No. 124/PDT/2018/PTPdg jo Putusan 1370K/Pdt/2019
yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai permasalahan Hotel Ranah
Bundo.

c) Pemerintah Kota Padang segera membantu proses penyerahan kembali lahan
yang digunakan oleh PT Dinamika Sumbar Jaya (Dalam Likuidasi) ke Pemko
Padanglengarcarasecardersamasamamembuat beritacarapenyerahan;

Darirapattersebudiperolehkesimpularsebagaberikut;
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1) Terhadaptanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunanyang telah habis masa
berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, maka akan
ditindaklanjuti oleh SKPD teknis yang ada di Pemprov, untuk mengurusHak
Pengelolaannyke BPN.

2) Tanah 2 Kapling a.n Djusmar Sulin, maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Likuidator
dan merumuskan langkdéingkah yang akan diambil dengan alternatif melakukan
penjualan langsung dan hasil penjualannyadisetor ke Perusahaandengan
mempedomarappraisal.

3) Hotel Ranah Bundo yang sudah putusan Inkrah, dapat dilakukan secara sukarela
atau dapat melalui eksekusi pengadilan. Untuk itu Tim likuidator agar melakukan
Pendekataataumelaluisuratdan akan dibantu oldBapakMiko Kamal.

4) Aset tanah pada SPBU Kota Padang, agar Tim Likuidator dan didampingi oleh Biro
Perekonomian melakukan kesepakatan dengan Kota Padang dengan menyerahkan
asetSPBUdankota padangangakanmembayasemugkewajiban pajaknya.

5) Aset Dinamika yang sudah habis, tetapi kewajiban masih ada berupa pesangon, dan
pajakpajakmakaupaya tindakkanjutnya setelahdanyahasil penjualartanah.

6) Penagihampiutangdilakukanoleh Tim Likuidator.

7) Terkait dengan tanah yang SHGB, akan ditindaklanjuti dengan pembicaraan khusus
dengarSKPDterkait padapertemuarselanjutnya.

dd. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 20 Mei 2022 Nomor
500/233/ PerekBB /2022, perihal undangan rapat tindak lanjut penyelesaian
permasalahaset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang
dilaksanakamanggal25 Mei 2022.Dengan hasibebagaberikut:

1) Terhadaptanah masih Sertifikat Hak Guna Bangunanyang telah habis masa
berlakunya, maka status tanah tersebut kembali kepada Negara, dan untuk
selanjutnyalim Likuidator telahmengajukarsuratkepadaBapakGubernurSumbar
c.g Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses
perpanjangan SHGB sesuai surat tanggal 27 Mei 2022 Nomor 01/KDS/ -2022,
dan surat Nomor 01/DE.KD/V -2022 yang merupakan aset Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang dihitung sebagai penyertaan Modal kepada PT ATS dan PT
DinamikaSumbarJaya yakni

T SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di
Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak pernah
balik namake PT ATS.

I SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak di
Jin. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980 dan tidak
pernah baliknama kePTATS.

I SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya
yang terletak diin. NipahdanHGB berakhirsejak tahun 2004.

ee. Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Juni 2022 Nomor
500/426/PerekBB /2022, perihalundangarrapattindak lanjut penyelesaian
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permasalahaset PT Andalas Tuah Sakato dan PT Dinamika Sumbar Jaya yang
dilaksanakamanggal24 Juni2022, dengan hasskbagai berikut

1) Penyelesaiarpermasalaharterhadapasset PT Dinamika berupa pengelolaan
SPBUakan ditindaklanjutsebagaberikut:

1) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk
mengembalikan lahan/Tanah yang disewa oleh PT Dinamika untuk operasional
SPBU.

2) Tim Likuidator akan menyurati Pemerintah Kota Padang untuk mengajukan
permohonan keringanan terhadap beban pajak dan sewa yang terhutang selama
ini .

3) Terhadap Aset yang berada diatas tanah ex. Pengelolaan SPBU, berupa mesin,
pagardll. akan dilakukarappraisatdan dilakukarpelelangan.

2) Tim Likuidator akan mengajukan proses eksekusi melalui Pengadilan terhadap
Hotel Ranah Bundo sesuaiputusanpengadilanNomo 117 jo PutusanNomor
124/PDT/2018/PTPdg jo Putusan Nomor 1370K/Pdt/2019 yang sudah berkekuatan
hukumtetap.

3) Menindaklanjutisurat Nomor 01/ATSLKD/V -2022 tanggalR7 Mei 2022 dan
surat Nomor 01/DSJ3LKD/V -2022 tanggal 27 Mei 2022, Badan Pengelolaan
Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) akan mengajukanprosesperpanjangan
SHGBkepada PemerintdPusaimelaluiKanwil BPN Sumbar untuk;

a) SHGB Nomor 1 tahun 1981, tercatat sebagai aset PD. Sari Petojo yang terletak
di Batang Kabung, Pariaman HGB berakhir sejak 29 Januari 2008 dan tidak
pernah baliknama kePTATS.

b) SHGB Nomor 64 tahun 1965, tercatatsebagaiaset PD. Sari Petojo yang
terletak di JIn. M.Thamrin No. 81 dan HGB berakhir sejak 24 September 1980
dantidak pernah balik nama KeT ATS.

c) SHGB Nomor 08 tahun 1991, tercatat sebagai aset PD. Dinamika Sumbar Jaya
yangterletak diJIn. Nipahdan HGBberakhir sejak tahu2004.

Dalam proses pengajuanperpanjanganSHGB, BPKAD akan berkoordinasi
dengan Tim Likuidator terkait dengan data dan dokumen pendukungyang
dibutuhkan.

4) Dalam upaya pemenuhan biaya proses likuidasi, Tim Likuidator akan menjual
asset tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di batas kota Lubuk Buaya
dengarterlebihdahulumelakukarbeberapa halebagaberikut:

a) BerkoordinasidenganPemerintahKota Padangterkait denganaksesjalan
menujutanah tersebut.

b) Melakukanappraisal daprosedelangmandiri.

c) Berkoordinasi dengan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait
pelaksanaalelang.

5) Terkait denganpiutang, Tim Likuidator akan membuatdaftar piutang dengan
melampirkardokumen pendukung serta berupayalakukarpenagihan.
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6) Sehubungan dengan keberadaan anggota Tim Likuidator sudah ada yang pensiun,
disepakati bahwa sesuai SK Gubernur mereka masih memiliki tanggung jawab
terkait dengan penyelesaian permasalahan likuidasi dan masih dapat ditugaskan
kembali.

7) Menindaklanjuti beberapa kesepakatandiatas, tim Likuidator akan segera
melaksanakan rapat dan merumuskan langkahlangkah dan jadwal
penyelesaiannya.

8) Tim Likuidator diminta untuk melaporkansecaraberkala terhadap progress
pelaksanaakesepakatan.

ff. Tindaklanjutdarihasilrapat:

1) Tim Likuidator telah mengajukansurat permohonanke Kota Padangterkait
pengembalian Aset Kota Padang ( Lahan ex. SPBU) dengan surat Nomor-06/DSJ
LKD/XI1-2022 tanggal 18 November 2022 perihal PermohonanPenghapusan
TunggakarRetribusiSewaTanahdan PBB, dengan rincian
1 Penghapusatunggakarretribusisewatanah(Pokokdan Denda).

9 Penghapusahunggakan PBEBPokok darDenda).
1 Untuk tidak menerbitkan surdeteranganRetribusi Daerah (SKRD) tahun
2023.

2) Berkoordinasi ke Pengadilan Negeri Padang untuk proses Eksekusi Hotel Ranah

Bundo.
g9. UndanganPT Dinamika Sumbar Jaya Nomor 05/DSJ3LKD/XI-2022 tanggal 18

November 2022 perihal undangan rapat terkait teknis pengembalian asset tanah eks

SPBU yang dipakai oleh PT Dinamika SumbarJaya dengansistim sewa ke Kota

Padang yandilaksanakan tanggal 21 November 20 garhasilsebagaberikut :

1) Tanah ex SPBU PT Dinamika Sumbar Jaya merupakan aset tanah milik Pemko
Padang seluas 858 M2 yang tercatat di kartu Inventaris Barang (KIB) A BPKAD
Kota Padang.

2) PT Dinamika sumbar Jaya sebelumnyamemanfaatkantanah tersebut dengan
membayar retribusi sewa ke Kota Padang dan sampai saat ini tunggakan sewa
sampai tahun 2022 sebesar Rp. 209.842.776,00 dan tunggakan Pajak Bumi dan
BangunarsebesaRp. 8.031.924,00.

3) Mengingat Perusahaantelah dilikuidasi dan tidak mempunyai dana untuk
pembayararretribusi sewa dan tunggakanPBB (sesuaisurat permohonanTim
Likuidasi untuk penghapusan tunggakan retribusi sewa), disarankan oleh BPKAD
Kota Padang kepada tim likuidasi untuk segera menyurati Pemko Padang agar tidak
lagi menerbitkarSuratKeputusarRetribusiDaerahuntuk tahur2023.

Terkait dengan tunggakan PBRgar Tim Likuidasi berkoordinasidengan Bapenda

Kota Padang dengan mengajukan surat permohonan dan melengkapi persyaratannya
antara lain: Perda Pencabutan Pendirian Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan
tahunterakhir.
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5) Kronologis PenyelesaiarpermasalahaninvestasiPemerintah Provinsi Sumatera
Barat di PT ARP/PIP.

a. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 5 Tahun 1995, Pemerintah Provinsi
mendirikan dan melakukan penyertaan modal di PT ARP sebagai tindak lanjut dari
Kesepakatan Dasar Kerjasama tanggal 5 Juli 1994 dan Perjanjian Dasar Kerjasama
tanggal 20 Juli 1994 bersama 4 pengusaha, penyertaan modal Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat di PT ARP senilai Rp3 miliar dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang
selanjutnya disetorkan sebagai penyertaan modal PT ARP di PT PIP dengan komposisi
kepemilikan saham PT ARP sebesar 45% dalam bentuk lahan seluas 108 ha yang
dinilai sebesar Rp5,4 miliar dan pihak Johor Technopark sebagai mitra 55% berupa
danatunaisebesaRp6,6 miliar.

b. Sesuai perjanjian di atas akta notaris Zamri, SH No. 183 tanggal 20 Juli 1994, tentang
Pendirian PT ARP, modal dasar perusahaan adalah Rp10 miliar rupiah dengan modal
disetor sebesar Rp6 miliar rupiah, penyertaan modal Pemprov adalah berupa lahan
seluas 108 ha di Kawasan PIP/Duku Padang Pariaman yang dibebaskan melalui APBD
SumbarsebesaRp1,6 miliar yang dinilai sebesar Rp3niliar, 4 orang pengusaha
(Irman Gusman Cs) sebagai mitra kerjasama dengan menyetorkan dana tunai sebesar
Rp3 miliar.

c. Sampai pelaksanaan RUPS perseroan tanggal 8 September 1999 untuk
pertanggungjawaban operasional perusahaan tahun 1994 s/d 1998 (dimana disepakati
operasional perseroan dibekukan), pihak swasta/pengusaha belum memenuhi modal
disetor Rp3 miliar, kecualisebesaiRp600 jutayang tidak didukung oleh dokumen
yang lengkap. Penyetoran modal disetor dari pihak swasta hanya diwujudkan dari hasil
capital gaindan goodwill penyertaan modal PT ARP ke PT PIP sebagaimana yang
dimuatdalam RisalalRUPSTahun1999dengan kalkulasi sebadagrikut:

Tabel 6.1 Risalah RUPS ahun 1999

Pemegang Saham % Nilai Saham

Pemprov. Sumbar 50 Rp3 miliar berasal dari pembebasan lahan 108 ha senilai
Rp1,6 miliar melalui APBD Prov. Sumbar ditambah hibah
capital gain dan goodwill dari swasta sebesar Rp1,4 miliar.

Swasta 50 Rp3 miliar berasal dari uang tunai senilai Rp0,6 miliar
ditambah hibah capital gain dan goodwill sebesar Rp2,4

miliar.

Daritabel di atapihakswastamenjelaskatahwa:

1) Pemprov Sumbar membebaskan lahan seluas 108 ha dengan biaya lebih kurang
Rp1,6 miliar, dengan kemampuamtrepreneurship/ang beresiko serta melalui
proses negosiasi yang alot selama bertahban, akhirnya lahan tersebut diterima
sebagai saham PT ARP pada PT PIP senilai US$ 2,7 juta (setara dengan Rp5,4
miliar berdasarkan kurs US$ 1= Rp.2.000,00 di tahun 1994). Artinya usaha tersebut
menghasilkamilai tambah(capital gain) sebesaRp3,8 miliar.
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2) Selanjutnya pihak swasta menyebutkan, selisih nilai sebesar Rp3,8 miliar tersebut
merupakan hak pihak swasta, namun pihak swasta hanya mengambil sebesar Rp2,4
miliar dan merelakansisanya sebesarRpl1,4 miliar untuk dihibahkan kepada
Pemprov Sumbar, sehingga nilai saham Pemprov. Sumbar pada PT ARP berjumlah
Rp3 miliar. Dengan demikian, dari proses pendirian PT ARP, Pemprov. Sumbar
sebagai pemod#tlahdiuntungkan sebesar RpInliar.

3) Dengan demikian komposisi saham Pemerintah Provinsi dan swasta di PT ARP
menjadi 50:50 atau Pempr&p3 miliar darswastaRp3 miliar.

d. Berawal dari hasil pemeriksaanBPK yang dikatakantidak jelasnya Surat Saham
Pemprov di PT ARP, maka untuk penyelesaian penyertaan modal Pemprov di PT
ARP/PIP, dibentuk Tim Penyelesaian Penyertaan Modal Daerah pada PT
ARP/Kawasan Industri Padang dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor
5003042010, yang keanggotaannya mencakup lintas instansi termasuk dari DPRD
Sumatera Barat sebanyak dua orang yaitu Bapak Marlis dan Bapak Arkadius, untuk
menyelesaikannybersamaihak swasta;

e. Dalam rangka penyelesaian masalah dan pemberdayaan penyertaan modal Pemprov di
PT ARP, pihak swasta dan PT PIP secara informal pernah menawarkan/membicarakan
rencana perubahan skenario penyertaan modal Pemprov di Kawasan Industri Padang
yang semula melaluiPT ARP menjadi/ke penanamamodal langsung dPT PIP,
sehingga Pemprov Sumbar dapat mengontrol penyertaanmodal dan mengawasi
manajemen PT PIPSesuaipembicaraanvaktu itu perubahan skenario penyertaan
modal adalahdengancara Pemprov. mengambil alih/membeli sashamPT ARP di
PT PIP sehingga komposisi saham antara Johor, Pemprov dan swasta di PIP menjadi
55%:22,5%:22,5%;

f. Pada pelaksanaan RUPS LB PT ARP tanggal 31 Maret 2011, Bpk Dedi Harun (Asisten
Direktur ARP) menjelaskanbahwa prinsipnya Bpk Irman Gusman setuju untuk
reposisi saham dengan mengeluarkan cadangan saham yang masih tersimpan sehingga
saham Pemprov menjadi lebih besar, namun pihak swasta menolak untuk membatalkan
komposisi saham hasil RUPS Tahun 1999 (tanpa menjelaskan komposisi akhir saham),
sehingga agenda RUPS dibatasi dengan pengesahan pengunduran diri/habisnya periode
kepengurusarpengurusperseroanyang lama (Irman Gusmandan lain-lain) serta
pemilihan dan penetapan pengurus baru, masiaging Dedy Haroen selaku direksi,
AchmadCharisma Komutlanlsmail GusmarsebagaKomisaris;

g. Tercatatsebanyak?2 kali diadakanpertemuansusulandi ruang Ass Il Setdaprov.
Sumbar antara perwakilan Irman Gusman dengan Tim Pemprov (Syafrial S./Ass II,
Zainuddin/Staf Ahli dan 2 orang anggota DPRD Sumbar) masegjng tanggal 11
Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011, yang mewacanakan pembagian komposisi
saham antara Pemprov. dengan swaistl PIP yakni25 %: 20 %;

h. Tanggal 12 Mei 2012 diadakan RUPS LB dengan rencana pokok bahasan sebagai
berikut:

1) Pemprov keluar dan menarik sahamnya di PT ARP dan investasi langs&ig di
PIPdengarmengambikebagiarsahamPT ARP di PTPIP;
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2) Menghibahkan 30.000 lembar saham milik ahli waris Gusman Gaus dalam PT ARP
kepada Pemerintah Provinsi Sumbar; dan Sehingga dengan demikian komposisi
kepemilikan sahamantaraPemprov.denganswastadari semulamasingmasing
300.000lembar (50% : 50%) menjadi 330.000lembar: 270.000lembar (55% :

45%) dan kemudian komposisi kepemilikan saham di PT PIP menjadi Johor tetap
55%,Pemprov. dan swastaenjadi25% :20%.

i. Pada tanggal 14 s/d 17 Juli 2012 Pemprov. Sumbar yang diwakili oleh Bapak Drs.
Syafrial S./Ass Il, Zainuddin/Staf Ahli Gubernur bertemu grup Johor Technopark mitra
PT ARP sebagai pemegang saham di PT PIP di Johor Malaysia untuk membicarakan
hasil RUPS di atas, yang prinsipnya pihak Johor sepakat wacana masuknya Pemprov
sebagai pemegang saham di PT PIP dengan komposisi antara Johor, Pemprov. dan
swastayakni 55%: 25% :20 %;

j. Setelah beberapa kali tertundanya pelaksanaan RUPS PTPIP karena tidak sempatnya
pihak JohorMalaysia, makapadatanggal16 SeptembeR013 baru terlaksanaRUPS
PT PIP dan disepakati masuknya saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan
ditetapkannya komposisi saham antara Johor, Pemprov. dan PT ARP di PIP menjadi
55% : 25% : 20% atau dengannilai Rp7.236.900.000,00 Rp3.289.500.000,00
Rp2.631.600.000,00, dengan total nilai saham Rp13.158.000.08@&Epakatan ini
akan berlaku setelah adanya pencabutan Perda No. 5 Tahun 1995 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga Sebagai Pendiri Dalam
Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Rekasindo Pratama dan Perda
tentang Penyertaan Modalpada PT PIP apabila telah disahkan;

k. Prosesperubahanskenario penyertaanmodal terhenti/dipendingsementarawaktu
dengaradanya hasil Paripurna Pansus PT ARP/PIP di DPRD tanggal 26 Agustus
2014 sesuai dengan Kep. DPRD No. 29/SB/2014 yang antara lain
merekomendasikan agar dilakukan audit atas investasi Pemprov. dalam
pembebasan dan pembangunan Kawasan Industri Padang di bawah kelola PT
ARP/PIP yang berada diDuku Kabupaten PadangPariaman;

|. Padatanggal 23 Desember2014, diadakanrapat biasa (diluar RUPS) membahas
rekomendasi DPRD dan disepakati perlu audit investigasi oleh lembaga independen
(BPKP).

m. Kegagalan pelaksanaanrRUPS saat itu sebenarnyalebih disebabkanoleh posisi
perseroanyang dalam prosestindak lanjut RekomendasiPansus,sehinggasetiap
keputusan atau kebijakan yang diambil dalam RUPS akan menjadiisigkarena
dikhawatirkan tidak relevan dan tidak singkron dengan 4buitiir yang diamanatkan
dalam rekomendasi Pansus, oleh karena itu semua pembicaraan terkait keuangan dan
asetperseroan dipending sementara waktu;

n. Untuk menindaklanjuti KeputusanDPRD No. 29/SB/2014 tentang Rekomendasi
DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat
dengan surat No. 500/29/PerSkrana/2015 tanggal 13 Januari 2015, meminta BPKP
Kantor Perwakilan Sumbar melakukan audit terhadap investasi PemprovPpada
ARP/PIP terutama dalam pembebasan lahan seluas 108 ha dan pembangunan Kawasan
Industri(suratterlampir);
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0. Dalam menyelesaikaraudit tersebut,BPKP mengalamikendala karenaminimnya
data/dokumen pendukung utamanya SPJ dan LKPD sebagai bukti realisasi dana APBD
SumbarTA. 1994 s/d 1998ntukpembebasan dgrembangunan kawasardustri;

p. Beberapakali koordinasi dan rapat telah dilaksanakanselamatahun 2015 untuk
mengupayakan data dan dokumen dimaksud, termasuk koordinasi ke BPN Kabupaten
PadandPariamar(surattugas terlampir);

g. Dalam upaya pencarian dokumen SRPBD tahun 1994/1995 1998/1999, maka
pada tanggal 7 Desember 2015 diadakan rapat di ruang Ass. Il bersama Staf Ahli
Ekkeu, Bappeda, Inspektorat, Ropem, Biro Aset, Ro Hukum, Direksi dan Komisaris
ARP serta Direksi PIP, menindaklanjuti rapat dimaksud dibuat Tim pencari dokumen
yangditetapkardengan Keputusa@ubernur (sebagaimaterlampir);

1) Tanggal 25 Februari 2016 dibentuk Tim Pencari Dokumen Investasi Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP/PIP deri{gputusan Gubernur Sumbar
No0.500-1832016;

2) Terkait dengan penelusuran dokumen/arsip data pendukung penyertaan modal pada
PT ARP, pada tanggal 4 Februari 2016 Bapak Sekda mengadakan rapat bersama
Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Ass. I, Kabiro Perekonomian yang antara lain
meminta Tim menelusuri dokumen yang sama dengan dikoordinir oleh Staf Ahli
padatanggal %/d 12 Februa2016;

3) Selanjutnya pada tanggal 9 s/d 12 Februari 2016 telah diadakan pencarian atas
dokumen dimaksud di gudang arsip Padang Baru, namun Tim tidak menemukan
hasil,karena arsip yang aderhitung arsigahun2005ke atas;

4) Pada tanggal 26 April 2016 kembali diadakan pencarian atas dokumen dimaksud di
tempat yang sama yakni di gudang arsip Padangbaru, namun Tim tidak
menemukarnasil, karena arsipangadaterhitungarsip tahur2005ke atas;

r. RUPS tanggal 29 Juni 2016, sesuai Akta Notaris Nomor 233 tanggal 29 Juni 2016
disepakati bahwa: deviden yang telah dibagikan oleh PT Padang Industrial Park kepada
perseroan sebesar Rp. 1.530.000-0(&tu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)
pada bulan Oktober 2014 ditunda dulu pembagiannya karena belum ada kejelasan
mengenai asal usul deviden tersebut sampai hasil audit BPKP keluar, sehingga deviden
tersebuttidak dapat dipergunakanatau dalam istilah diperbankandiletakan pada
rekeningEscrow Account

s. Sesuai Surat Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan
Pembangunan Nomor-Z1/D6/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tenthagil audit
BPKP Perwakilan Sumatera Barat terhadap PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT
Padang Industrial Park telah selesai dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Sumatera
Barat.

Upayapenyelesaiagangtelahdilakukan:

1) Pada tanggal 22 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan
penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dihadiri Staf Ahli
Bidang Hukum, Ass. Ekbang dan Kesra, Ass. Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka
Bakeuda,KepalaBiro PemerintahanKepalaBiro Hukum, KepalaBiro
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Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro
Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai
berikut:

Diminta BPKP Perwakilan Sumbar untuk menjelaskan hasil Audit Investigasi yang
dilakukan, agar lebih mudah dipahami oleh SKPD terkait untuk larigkafkah
penyelesaiannya.

2) Pada tanggal 25 September 2017 telah diadakan rapat penyelesaian permasalahan
penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PTARP/PTPIP yang dihadiri Staf Ahli
Bidang Hukum, Ass. Ekbang dan Kesra, Ass.Pemerintahan, Inspektur Provinsi, Ka
Bakeuda, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro
Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Biro
Perekonomian, rapat dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan hasil sebagai
berikut:

a) bahwa sebagai tindak lanjut penyelesaianhasil audit investigasi BPKP
Perwakilan Sumatera Barat peserta rapat sepakat untuk diserahkan
penyelesaiannyaelaluijalur hukum.

b) Untuk, pelaksanaan penyelesaian melalui jalur hukum peserta rapat sepakat agar
Pemerintah Provinsi SumateraBarat menyerahkandan memberikan kuasa
kepada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengurusan
danpengajuan ketingkatenyidikan.

t. Pada tanggal 1 November 2017 diundang Direktur PT ARP untuk dapat hadir pada
rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Istana
Gubernuranguna membahastindaklanjut hasil rapat tanggal 25 September2017
tentang hasil audit investigasi permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT
PIP, namun berdasarkan surat tanggapan dari Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun)
Nomor 001/PTARP/R/X1/2017 tanggal 3 November 2017 yang dialamatkan kepada
Sekretaris Daerah Prov. Sumbar bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dengan
alasan yang bersangkutanbelum mendapat/menerimahasil Audit Investigasi
permasalahan aset Pemprov Sumbar pada PT ARP/PT PIP yang dilakukan oleh BPKP
PerwakilanSumbar.

u. Sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 September 2017 sebagaimana disebutkan pada
point 18.b diatas, maka pada tanggal 7 November 2017 Gubernur Sumatera Barat
memberikan kuasa kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti audit
investigasimelaluijalur hukum(suratKuasaterlampir).

v. Sesuaidengan Surat Kepala Perwakilan BPKP SumateraBarat kepada Gubernur
SumateraBarat Nomor S-2416/PW03/5/201tanggal 20 November 2017, perihal
Hasil EksposelLaporanAudit Investigasi ataf?enyertaan ModaPemprov Sumbar
pada PTARRIanPTPIP kepad&ejaksaarnTinggi Sumbarmenyatakamahwa :

1) Laporan HasilAudit Investigasiatas Penyertaan ModaPemprov Sumbapada
PTARP dan PTPIP tidak dapat ditindaklanjuti ke jalur pidana khusus oleh Penyidik
KejaksaarTinggi SumaterdBaratkarenaelahdaluarsgPasal78 KUHP).
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2) Hasil Audit Investigasitersebutdapat ditindaklanjuti oleh PemerintahProvinsi
Sumatera Barat dengan menggunakan jalur perdata dan tata usaha negara melalui
koordinasi dengapihak KejaksaaiTinggi Sumaterdarat.

w. Surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Nomp4 1%/PW03/5/2017 tanggal
20 November 2017, tersebut pada point 21 diatas yang ditujukan kepada Gubernur
Sumatera Barat, dan pada tanggal 5 Desember 2017 Gubernur mendisposisikan surat
dimaksudkepadanspektorat Provinsi SumateBaratuntukmenindaklanjutinya.

X. Pada tanggal 11 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk Dedy Harun) mengundang
Gubernur Sumatera Barat untuk hadir pada rapat yang membahas rencana internal
Pemegang Saham dan hasil audit BPKP, namun rapat ini tidak dapat dihadiri oleh
Gubernur Sumatera Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, karena undangan
rapat tersebutditerima Biro Perekonomiandari Biro Umum padajam 09.10 Wib
tanggal 11 Desember 2017. Pada saat itu juga undangan tersebut langsung disampaikan
kepadajudan Gubernur.

y. Pada tanggal 18 Desember 2017 Direktur PT ARP (Bpk. Dedy Harun) memberikan
satu map kepadaStaf Biro Perekonomianyang berisikan berita acarahasil rapat
tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil/keputusan peserta rapat menyetujui rencana
restrukturisasi komposisi pemegang saham perseroan dan meminta agar manajemen PT
ARP mempersiapkan dan melaksanakan RUPS seldarmhbatnya 30 hari kedepan
dan meminta manajemen PT PIP untuk melakukan audit terkait kinerja, keuangan dan
penyertaan modal TPM Technopark SDN BHD serta mendapatkan hasil audit BPKP
untukdiberikan kepada seluruh pemegaapam.

z. Pada tanggal 9 Januari 2018 pertemuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku
pemegang saham dengan Direktur PT ARP terkait penyelesaian permasalahan aset
PemprowadaPT ARP/PTPIPyang direncanakatanggall6 Januar2018;

dd.Pada tanggal 10 Januari 2018 pertemuan Pemprov Sumbar dengan BPKP Perwakilan
Prov. SumateraBarat terkait penjelasannyaterhadap tindak lanjut hasil audit
investigasi permasalahanaset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT
ARP/PTPIP dan BPKP menyarankan sebelum menempuh jalur perdata perlu dilakukan
pendekatanmediasi oleh berbagaipihak untuk kesepakatarmelalui mediasi oleh
BPKP selaku lembagapemerintahdenganpemprov, Pihak swastadan pemegang
saham PT ARP serta PT PIP/pihak Johor Technoparkyang dibicarakan untuk
disepakatpadarapattanggall6 Januari2018nantinya.

ee. Tanggal 2@anuari 2018 rapat dengan Gubernur Sumbar dan PT ARP/PTPIP serta
BPKP terkait rencana mediasi penyelesaian permasalahan PT ARP/PTPIP dengan hasil
sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemegang saham dan manajemen
PT ARP/PT PIP sepakatdi mediasi sepenuhnyaoleh BPKP Perwakilan Provinsi
Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian permasalahan penyertaan modal Pemerintah
Provinsi pada PT ARP/PT PIP dan ini disahkan dengan penandatangan kesepakatan
dikedua belalpihak;
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cc. Pada tanggal 3¥aret 2018 menyurati BPKP Provinsi Sumatera Barat melalui surat
Gubernur Sumatera Barat Nomor 530/152.A/PSakana/2018 bahwa PT ARP/PT
PIP bersedia dimediasi oleh BPKP Provisi Sumatera Barat dalam upaya penyelesaian
aset Pemprov ke PT ARP/PT PIP dengan menyerahkan kesepakatan bersama antara
pemerintah Provinsi SumateraBarat dan pemegangsaham lainnya di PT ARP
sebagaimanterlampir.

dd.Pada tanggal 11 April 2018 pertemuan pemprov Sumbar Asisten Il (Bapak Syafruddin)
dengan Tim BPKP Perwakilan Sumbar (Bapak Posma Cs) membicarakan/menyepakati
besaran yang didapatkan oleh Pemprov sumbar dalam proses mediasi yang dilakukan
oleh BPKP dan disepakati Pemprov 60% dan 40% untuk Irman Gusman GSI'dan
PIP.

hh.Padatanggal23 April 2018 pertemuanPemprovSumbardan Kanwil BPN Provinsi
dan BPN Kab Padang Pariaman dengan undangan Sekretaris Daerah Nomor
500/196/Perefsarana/2018tanggal 18 April 2018 terkait langkah langkah yang
dilakukan oleh Pemprov dalam pengurusanHPL tanah 108 ha, namun pada
kesempatan itu belum ada kesimpulan karna pihak BPN mempelajari terlebih dahulu
LHAI BPKP Perwakilan SumateraBarat. Sehinggapada saatitu disepakati rapat
diskoruntuk sementaraaktu sampajadwal berikutnyaditetapkan.

ff. Tanggal 18 Mei 2018 sesuaiundanganSekretarisDaerah Nomor 500/228/Perek
Sarana/2018 yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian dengan peserta rapat Staf
Ahli Bidang Hukum, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, BPN Padang Pariaman,
Pemerintah Kab. Padang Pariaman, BPKP Prov. Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi,
Biro Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Biro Hukum serta Direksi PT
PIP dengankesimpulanbahwa pembuatanalas hak berupa HPL terhadaptanah
Pemprov Sumbar seluas 108 Ha yang diserahkan kepada PT ARP/PTPIP. ditetapkan
melalui RUPSLB PT ARP.

jj. Pada tanggal 12 Juli 2018 manajemen PT ARP (Deddy Harun Cs) datang ke Biro
perekonomiamembicarakakejelasamprosegpembuatamlashakatastanahl108ha.

kk.Pada tanggal 20 Juli 2018 diadakan RUBSPT Andalas Rekasindo Pratama dengan
undangannomor 001/RUPS/ARP/DIR/VH2018 tanggal 2 Jul2018 di ruang rapat
Biro Perekonomian Escape Building yang dihadiri oleh para pemegang saham dengan
agenda

1) RUPStahunan :
a) Laporanpertanggungjawababireksi danKomisarisPT ARP
b) LaporanKeuangan PRARP s/d Desembe2017

2) RUPSLB :

a) Membahas kesepakatan pembuatan alas hak berupa HPL terhadap tanah 108 Ha,
yang diserahkanoleh pemprov Sumbar sebagaipenyertaansahampada PT
ARP/PTPIP pada Tahun 1995.

b) PenetapasusunarPenguru®TARP
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Namun dikarenakan maskmgasing peserta rapat tidak membawa sutetsadari
pemegang saham dan sampai saat ini peserta rapat tersebut tidak menyerahkan surat
kuasa dari pemegang saham untuk mengikuti RUPS tersebut, maka RUPS tersebut
tidak memenuhkuorum dan dinyatakan batal olilotaris.

ii. Rentangwaktu Akhir 2018 sampaiPertengahan Jur019 pihak kejaksaan masih
memintai keterangan terkaRT AR/PTPIP termasuk mantan pejabat dan pensiunan
dariBiro perekonomian;

jj- Pada tanggal 18 Juli 2019 Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memintai dokumen asli
terkaitPT ARP/PTPIP;

kk.Tanggal 10 Juni 2020 komunikasi via WA Kasubag BUMD dengan pak Kurniawan
(Kejati) Sumbar untuk memintai dokumen asli yang di pinjamkan ke pak kurniawan
untuk kepentingan penyidikan dan dokumen tersebut masih diperlukan hingga
sekarang.

aa. Padatanggaltanggal 12 Juli 2021 diadakanrapat tindaklanjut analisapengembangan
dan evaluasi PT Padang Industri Park (PIP) dan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP)
yang dihadiri oleh Irfan Jasri Direktur PT Padang Industri Park (PIP) dan Dedi Harun
Asisten Direktur PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dalam rapat tersebut disarankan
sebanyak &antardain :

1) Menyurati KejaksaanTinggi SumateraBarat untuk minta informasi terkait sampai
dimanaproses penyelidikakasusPT ARP dan PTPIP.

2) Mohon adanyaSuratPencabutafPenghentiafPerkara(SP3)terhadapkasusperdata
yangada diKejaksaan Tinggbumatera Barat.

3) Menyampaikan solusi kepada kedua belah pihak antara pemerintah daerah dengan PT
ARP setelahitu baru kepad®T PIP.

4) MendorongPT ARP untuk segeramelakukanRapatUmum Pemegangaham
(RUPS).
5) Melakukankajianterhadagpencabutamoratorium yanglikenakarterhada@PT PIP.

bb. Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 pertemuan dengan dengan Pihak PT Andalas
Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT Padang Industri Park (PIP), dengan tujuan
Tindaklanjut dan langkalangkah penyelesaian masalah PT Andalas Rekasindo Pratama
(ARP) dan Pihak PT Padanglindustri Park (PIP) dari pertemuantersebutdiambil
kesepatan bahwa dalam penyelesaian ini diminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera
BaratsebagaPendampindPenyelesaiaAset/laharPT ARP dan PTPIP.

cc. Pada hari Selasatanggal 14 September2021 Kejaksaan Tinggi SumateraBarat
menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Print
964/L.3/Fd1/09/2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan
modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT
ARP)danPT Padang IndustridPark(PT PIP).

dd.Pada hari Jumbat tanggal 17 September 2021
sebanyak 47 (empat puluh tujuh) barang bukti antara Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera
Baratyang diwakili oleh llhamd Wahyudi, SH. MH yang menyerahkamdenganPihak
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Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Ridawati Kepala Sub Bagian
Ekonomi Makro yangnenerima.

ee. Pada tanggal 24 September 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor
500/435/PereiBB-2021 tanggal 24 September2021, perihal Permintaan Tenaga
Pendampingan Hukum Penyelesaian Aset/lahan PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP)
danPihakPT Padang Industi?ark (PIP).

ff. Pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan rapat Rapat Tindak lanjut dan L-&amgkath
Penyelesaian Aset PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park
(PIP) dan Persiapan pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala Kejaksaan
Tinggi Sumater®aratdengan kesimpulan sebagaiikut:

1

Adanya pendampingandari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam proses
penyelesaianpenyertaanmodal Pemerintah Provinsi SumateraBarat pada PT
AndalasRekasindo PratandanPT Padang Industridbark, dengatujuanyakni :

a. mengumpulkamlanmengolatdata/informasterkaitkeberadaa®T Andalas
RekasinddPratama daRT Padang IndustridPark;

b. melakukarkonfirmasitentangkeberadaamlata/informasterkait keberadaafT
AndalasRekasindo Pratama d&T Padang IndustridPark.

c. melakukananalisadan kajian data/informasidikaitkan denganstatus hukum
investasi yangelah dilakukarPemerintah ProvinSumatera Barat.

d. memberikarrekomendasialternatifdan solusikebijakankepadaSekretaris
Daerahagar permasalahan ini dapligelesaikasecaraptimal.

Membentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi SumateraBarat dan Tim

Pendampin@ eknis darikejaksaainggi Sumatera Barat.

Diharapkan kedua Tim Teknis dimaksud dapat menyelesaikanpermasalahan
permasalahanyang ada serta penyertaanmodal PT ARP dan PT PIP dapat
diselesaikapadatahun2021.

gg. Padatanggal 19 Oktober 2021 diadakan rap@apat/pertemuarGubernur Sumatera
Barat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait penyelesaian penyertaan
modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP)
danPT Padang Industrial Park (PIP) kesimpudabagaberikut:

1

Gubernur Sumatera Barat bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
untuk menyelesaian permasalahan yang terjadi pada PT Andalas Rekasindo Pratama
danPT Padang Industriddark.

Gubernur SumateraBarat menyurati Kejaksaan Tinggi SumateraBarat untuk
meminta tenaga PendampingHukum dalam penyelesaianmasalahPT Andalas
Rekasindd’ratamalanPT Padang IndustridPark.

Dalam melaksanakan tugas dibentuk Tim Teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera
Baratdan TimPendamping eknis dariKejaksaarnTinggi Sumatera Barat.

Kedua Tim dimaksud dapat menyelesaikanpermasalahanpenyertaan modal
pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT
PadangdndustrialPark dengan segera.
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hh. Padatanggal 29 Oktober 2021 dikirimkan Surat Gubernur SumateraBarat Nomor
500/652.A/PereiBB-2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Permintaan Tenaga
PendampingarPenyelesaiarPenyertaarModal PemerintahProvinsi SumateraBarat
pada PTAndalasRekasinddPratamg ARP) danPihakPT Padangndustri Pari(PIP).

ii. Pada tanggaP2 November2021 diterima SuratKepala KejaksaanTinggi Sumatera
Barat Nomor B3071/L.3/Gp.2/11/2021 tanggal 09 November 2021, perihal Permintaan
TenagaPendampingarHukum PenyelesaiarPenyertaanModal PemerintahProvinsi
SumateraBarat pada PT AndalasRekasindoPratama(ARP) dan Pihak PT Padang
Industri Park (PIP).

ji. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bersama Tim
KejaksaanTinggi SumateraBarat melakukan kunjungan lapangan(survey) secara
bersama, guna merumuskan fakta serta kondisi terkini tentang keberadaan PT Andalas
RekasinddPratama (ARPJanPT Padang Industridbark (PIP).

kk. Pada tanggal 21 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Persiapan dan Pemantapan Tim
Percepatan Penyelesaian Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas
Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan sebagai
berikut:

1 Ada 2 (dua) opsi yang diajukan oleh pihak KejaksaanTinggi SumateraBarat
mengenai penyelesai®&T PIP yaitu:

a. Pengembaliaasset kepad@emerintatProvinsiSumaterdarat.

b. Kerjasama dengan PT PIP dalam pengelolaan lahan dan menutup/membubarkan
PTARP.

I Sekiranya dalam proses negosiasi antara Pemerintah Provinsi dengan PT PIP tidak
ada keputusan dalam proses penyelesaian asset ini, maka pihak Pemerintah Provinsi
sebaiknya segeramenindaklanjutinyamelalui proses pengajuanpenetapanoleh
Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dokudodmmen dan bahamahan
pendukung/angakan didampingi olefiim dari Kejaksaan Tinggi.

Tujuan untuk pengajuan penetapan di Pengadilan Negeri adalah agar Pemerintah
Provinsi mempunyai kekuatan hukum apabila pihak PIP/JJSEDC Techno Park (JTP),
melakukanklaim melalui pengadilararbitraseinternasional sert&alau ada klaim
daripihak lain dikemudiaiari.

Mengenaipembiayaan untulprosespenetaparke PengadilanNegeri, disarankan

oleh Tim Kejaksaan Tinggi untuk dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi pada APBD
tahun 2022 dan rencananya jam 14.00 wib hari ini kami akan rapat Kembali dengan
Tim Kejaksaan Tinggdi DPKAD untuk membahalsal tersebut.

1 Hasil pertemuan Bapak Gubernur Sumatera Barat yang didampingi oleh Sekretaris
Daerah bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumat e
Desember 2021 tempat Istana Gubernuran, bahwa dengan kondisi sekarang ini sulit
bagi Tim Kejaksaan dalam bekerja dengan leluasa dan gerak cepat karena disebabkan
oleh kondisbirokrasidi PemerintahaRrovinsiSumatera Barat.

1 Tim Kejaksaan minta kepada Gubernur agar mengirimkan Surat Permintaan Bantuan
Hukum dan Pendampingatukum kepadaKejaksaanTinggi SumateraBarat guna
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percepatanpenyelesaianmodal Pemerintah Provinsi SumateraBarat pada PT
Andalas RekasindoPratamadan PT Padanglndustrial Park, untuk memperkuat
langkahlangkah yang akan dilakukan secara tepat dan cepat maka sangat diperlukan
dokumenpendukung lainnya.

Langkahlangkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengancara mengajukan
permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan pihak
pengadilannegerimemeriksadokumendokumenyang adapada PT ARP dan PT

PIP.

Pada tanggal 23 Desember 2021 diadakan rapat Rapat Lanjutan Persiapan pemantapan
Tim PercepatanPenyelesaiarModal PemerintahProvinsi SumateraBarat pada PT

Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kesimpulan
sebagai berikut

1 Ada beberapaopsi yang diajukan oleh pihak KejaksaanTinggi SumateraBarat

terhadagpenyelesaiaPT PIP yaitu:

a. Langkahlangkah alternatif yang akan ditempuh adalah dengan cara mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan pengadilan, sedangkan
pihak pengadilan negeri akan memeriksa dokudwkumen yang ada pada PT
ARPdan PTPIP.

b. Kembalinyaaset(tanah108ha) PemerintaRrovinsiSumateraarat.
c. Menutupdan/ataunembubarkaf®T ARP danPT PIP.

PemerintahProvinsi sebaiknyasegeramenindaklanjutimelalui prosespengajuan
penetapan oleh Pengadilan Negeri yaitu dengan menyiapkan dckiokiemen dan
bahanrbahanpendukung/angakandidampingi olehlim dariKejaksaarTinggi.

Tujuan untuk pengajuan penetapan/pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah agar
Pemerintah Provinsi mempunyai kekuatan hukum dalam menghadapi pihak
PIP/JSEDC Techno Park (JTP), apabila mereka melakukan klaim melalui pengadilan
arbitrasdanternasional sertlialauadaklaim daripihaklain dikemudian hari.

Pihak kejaksaan tidak menemukan dokumenA¥®r tahun 2008 PT PIP dan tidak
melakukanRUPS, padalanuari 2011 Pemerintah ProvirSumbardiwakili oleh
Asisten 1l, melakukan negosiasi terhadap komposisi saham yaitu 60% : 40% (1,9
Milyar) sebagasahamataucapitalgain.

Mencermati saran dan masukan yang berkembang dari peserta rapat, dapat kami
sampaikanbahwa alternatif solusi terbaik yang dapat ditempuh oleh Pemerintah
Provinsi SumaterBaratadalahdengarmelakukan pembubaran ARP danPT PIP.

Hal ini memang tidak mudah karena membutuhkan persetujuan prinsip dari unsur

legislatif daerah khsusnya pada proses perumusan peraturan daerah tentang
pembubaran PARP danPT PIP nantinya.

mm. Pada tangg&®7 Desember 2021 dikirimkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor

500/580/PereiBB-2021 tanggal 27 Desember 2021, perihal Permintaan Bantuan
Hukum dan Pendampingamukum terkait PenyelesaiafenyertaarModal Pemerintah
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Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan Pihak PT
PadandndustriPark(PIP).

nn. Padatanggal 25 Januari2022 diadakanrapat Tidak lanjut PenyelesaiarPenyertaan
Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang
Industrial Park BersamaTim KejaksaanTinggi SumateraBarat dan Penyampaian
Paparan terkait tindaklanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat
pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park dari persfektif
hukumbisnisoleh Miko Kamal, SH, LLM, Ph. D.

00. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 diadakan rapat Tidaklanjut Penyelesaian
Penyertaan Modal Pemprov. Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama dan
PT Padang Industrial Park Bersama Tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Bersama
ahli hukum bisni®lehMiko Kamal,SH, LLM, Ph.D. yangdiadakarolehBiro Hukum.

pp. Padatanggal 22 Juni 2022 telah dilakukan pertemuanantara PemerintahProvinsi
Sumatera Barat (Drs.Hansastri, MM, Wardarusmen,SE.MM, Ezeddin Zain SH. MH, Ria
Wijayanty, ST, M.Si) bersama Tim Penyelesaian PT ARP/PIP dari Kejaksaan Tinggi
Provinsi SumateraBarat (Fahri, SH.MM, Bob Sulistian, SH, MM, Hendri Lubis,
SH.MH, Rini Anita C, SH, MH) dengan pihak PT PIP dari Johor Malaysia (Irvan Jasri,
Mhmd. Taufik Esa, Shafesulaiman Jbrahim Abdhul Somad)

qqg. Dari Pertemuan antara Pihak PT PIP dengan Tim dari Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, ada beberapa informasi yang

berkemban@ntardain:

a. Padakesempatanini pihak PemerintahProvinsi SumateraBarat dalam hal ini
diwakili oleh Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa sesuai Rekomendasi BPK dan
DPRD mempertanyakan tentang keberadaan PT ARP yang tidak memberikan hasil
(deviden)ke Pemerintah ProvinSilumatera Barat.

b. Koordinator kejaksaan Negeri (Fahri, SH.MH) berpendapat bahwa PT ARP dan PT
PIP memiliki masalah hukum, yang mana PT ARP yang pemegang sahamnya terdiri
dari Pemprov.Sumbardan4 Orangdariindividu, namunsampaisaatini sahamdari
4 orang yang individu tersebut tidak pernah memenuhi/menyetor sahamnya, sehingga
secardhukummereka tidalbisabertindakuntukdanatas nam#&T ARP.

c. Disampingitu PT ARP dan PT PIP tidak sepenuhnyamempedomaniAmanah
Undangundang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mana pada
ketentuan Pasal 22 menegaskantentang perusahaanpenanam modal untuk
memperoleh hak atas tanah. PT ARP dan PTPIP akan kehilangan hak atas tanah
setelah beroperasionalselama 50 tahun namun pada pendirian PT PIP masa
berdirinya75 Tahunsehingga menyebabkaendirianPT PIP cacat Hukum.

d. Selanjutnya pihak Johor (Ibrahim) menjelaskan bahwa antara PT ARP dan PT PIP
selalu melakukan RUPS setiap tahunnya, dan memberikan deviden kepada PT ARP.
Namun dapat berdasarkanlaporan keuangan perusahaanmemang mengalami
kerugian, akan tetapi di dalam kas terdapat dana 40 milyar yang dibagikan melalui
RUPSdengarkomposisimasingmasing PTARP sebesa#5% danPT PIP 55%.

rr. Sehubungandenganhal tersebut,dari pertemuanini diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
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SS.

tt.

V Pihak kejaksaan memberikan estimas3 Bulan sebelum proses pengadilan agar
dapat memberikan keputusdrahwa PemerintahProvinsi SumateraBarat adalah
pemegangahaniTunggalpadaPT ARP.

V Diminta kepada pihak Johor dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak
melakukankesepakataratau kegiatan KerjasamadenganPihak Swastaatau PT
AndalasRekasindo Pratama (PT ARP).

V Memastikan kembali keabsahankeberadaanPT ARP, berupa ketaatan dalam
penyampaianlaporan hasil RUPS kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum
KemenkumHAM dan pelaksanaankewajiban pembayaran pajak penghasilan
perusahaasecaraerkalakepadakantor PelayanaRajak Pratamdi Padang.

Guna menindaklanjuti hasil pertemuandi Batam yang salah satunya memastikan
keabsahanatau keberadaanPT ARP di KemenkumhamRI maka melalui Surat
SekretarisDaerahProvinsi Sumaterabarat Nomor 500/473/PerelBB/2022 tanggal 6

Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur Jenderal Administrasi
Hukum UmumKementerian HukundanHAM RI di Jakarta.

Namun sampai saat ini belum ada balasan dari kementerian Hukum dan HAM terkait
Suratdimaksud

uu. Pada tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan Forum Group Disscussion (FGD) terkait

Finalisasi Hukum penyelesaiarpermasalaahamsset PemerintahProvinsi Sumatera

Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT PIP bertempat di Ruang

rapat Jamdatun Kejaksaan Agung RI di Jakarta, yang dihadiri oleh Direktur Perdata

Jamdatun,Kasubdit Penegakanhukum Direktorat Perdata, Tim PerdataJamdatun,

Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat, Tim Biro Ekonomi Setda Prov Sumbar dan

Biro Hukum SetddrovSumbar, Kajati Sumbar danTim JRjati Sumbar.

FGD dimaksud menghadirkan 4 Orang Narasumber yang berasal dari Tim JPN Kejati

Sumbardengarmmasingmasingjudul paparan:

- MekanismePemeriksaarPerseroardi Pengadilaroleh Yusron. SH.MH (Tim JPN
Kejati Sumbar).

- EksistensiBidang Datun Dalam Pencegahan/PenyimpangdarugianKeuangan
Negaraoleh Khaidir SH. MH(Tim JPNKejati Sumbar)

- PeranJaksaPengacar&dlegaradan PembubarafPerseroamleh Fahri SH. MH (Tim
JPNKejati Sumbar)

- Tindaklanjut penyelesaian Penyertaan Mod@¢mprov Sumbapada PT Andalas
Rekasindo Pratama dan PT Padang Industrial Park oleh Bob Sulistian SH. MH (Tim
JPNKejatai Sumbar).

ww. Dari informasi yang berkembang dalam rapat FGD dimaksud maka disimpulkan bahwa

dalam rangka penyelesaian penyertaan modal Pemerintah Prov. Sumatera Barat pada PT
ARP dan PT PIP, Tim JPN akan mengajukan pemeriksaan perseroan ke Pengadilan
terhadaPT ARP dan selanjutnymengajukan pembubaran PT ARP.

xX. Pada tanggal 28 Oktober 2022 pihak TPM Technopark SDn. BHD menyurati Sekretaris

yy.

Daerah Provinsi Sumaterabarat melalui surat nomor (101) dim.KEW/AM/2022
menanyakan sejauhmana perkembangan dari hasil pertemuan di Batam pada tanggal 22
Juniyanglalu.

Maka melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 500/812/perelBB/2022 tanggal 15
November 2022 perihal Informasi tentang PT ARP, dijelaskankepadapihak Johor
dimaksudbahwa TimBatuan Hukundari Kejaksaaifinggi akan bertindakelaku wakil
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dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pada PT ARP akan
mengambil langkamenggugaPT ARP melaluijalur Pengadilan

zz. Pada tanggal 16 Novemb@022 stafdari kejaksaanTinggi Sumatera Barat, masih
meminta beberapa Dokumen untuk dipersiapkan lagi dalam proses yang akan diajukan
dimaksud.

aaa. Terkait dokumen dimaksud ada beberapa dokumen yang dibutuhkan dari PT PIP maka
melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/832/PB#2022 tanggal 21 November
2022perihal permintaan Datdapatmengirimkandokumenyangdiminta.

bbb. Karenabelum adanya jawaban terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/473/Perek
BB/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Konfirmasi Eksistensi BUMD disurati Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta,
maka pada tanggal 21 November 2022 pihak Kejaksaan menyurati juga Kepala kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui surat Kepala
KejaksaarTinggi SumaterdaratNomor2639/L.3/Gp.2/11/2022.

ccc. Sampai pada tangggal 5 Desember 2022 belum juga ada jawaban, maka pada tanggal 6
Desember 2022 pihak kejaksaan tinggi dan Biro Perekonomian melakukan koordinasi ke
Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM SumateraBarat, maka dari hasil
koordinasi pihak Kanwil mengatakan tidak ada data perusahaan dimaksud namun untuk
penjelasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan koordinasi ke Kantor pusat Kementerian
Hukum dan HAM diJakarta.

ddd. Padatanggal 7 Desember2022 pihek kejaksaanTinggi SumateraBarat menyurati
Direktur PerdataCq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan HAM melalui surat Nomor-B754/L.3/Gp.2/2022 perihal Permintaan Data
Perusahaa(Company ProfilePT Andalas RekasindBratama (PRARP).

eee. Menindaklanjuthasil koordinasi dimaksud maka pada tanggal 13 Desember2022
diperintahkan dari Biro Perekonomian untuk melakukan koordinasi ke pusat, sesuai
dengankoordinasi bersamaSubkoordinatorDokumentasidan PengumumanmBadan
Hukum Dirjen AHU KementerianHukum dan HAM, bahwa terkait dengan Data
Perusahaan (Company Perusahaan) PT Andalas Rekasindo Pratama, secara Aministrasi
Data Perusahaanercatatdi KementerianHukum dan HAM RI namun untuk data:
maksud dan Tujuan perusahaan, besarnya Modal Dasar, modal ditempatkan serta
modal disetor semua kosong (format terlampir) sampai saat ini bagian Kearsipan
KemekumHAM masih mencari arsip terkait data perusahaan dimaksud dan kita akan
terusberkoordinasdengarpihak KemenkumharRl.

fff. Padatanggal27 DesembeR022KementeriarHukum danHAM membalasSurat
SekretaridDaerahNomor500/473/PerelBB/2022tanggalé Juli 2022melaluisurat
KemenkumHAMNomor AHU.2.UM.01.025159 PerihalKonfirmasi EksistensBUMD.
ggg.MenindaklanjutiSuratDirektur PT ARP tanggal23 November2022 Direktur PT ARP
menyuratiGubernurSumatera Baraimelalui surat Nomor 023/UPMPIP/ARP/DIR/XF
2022 PerihaPermohonapencabutan MoratoriufAT PIP, makaiadakanrapat pada
tanggal 13 Januari2023 dengankesimpulanRapatbahwaMoratorium belum bisa di
cabutsampai permasalah®enyertaamodalPemprovsumbarselesai.

6) Kronologis Tindak lanjut PenyelesaianTukar Guling/Ruislag Tanah Kompleks
GOR H.Agus Salim Padang Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan
BNI-46 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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No. Tanggal Uraian Keterangan

1. Tahun 1983 a. Pemprov Sumbar meminjam Tanah BNI

untuk keperluan kegiatan MTQ ke XilI

b.  Surat Nomor 590/5125/Pem.83 tanggal 07
Oktober 1983 Pemprov Sumbar telah
menyampaikan permintaan untuk dapat
memanfaatkan Tanah BNI di Rimbo
Kaluang untuk pengembangan Gedung
Olah Raga (GOR H. Agus Salim Padang )

2. Tahun 1984 BNI telah mendapat izin Prinsip untuk proses | a. Surat No.DIR/065 tanggal 08 Februari 1984

Ruislag tentang persetujuan ruislag dari direksi BNI
b. Surat No.S-918/MK.011/1984 tanggal 29 Agustus
1984 persetujuan ruislag dari menteri Keuangan
dan pembentukan tim penaksir Harga.

3. Tahun 1991 Dibentuk Tim Penaksir Harga terdiri dari : Tim penaksir melakukan penaksiran harga dan
1.BNI hasilnya dituang dalam Berita acara tanggal 20 Juli
2.Depkeu 1991 dengan penjelasan shb :
3.Pemprov Sumbar a. Total Tanah BNI dI Rimbo Kaluang seluas 33.804
4.8PN Pemprov Sumbar M2 (SHM 72.73.85 dan 380) namun yang

diperhitungkan dalam ruislag hanya seluas 25.075
5.BPN Kota Padang
M2, Sisanya seluas 8.729 M2 tidak diperhitungkan
karena merupakan Fasilitas Umum/fasum/Jalan
b. Tanah BNI Rimbo Kaluang 25.075 M2 ( 50.000/m?
= Rp.1.253.750.000,- ) equivalen dengan tiga
persil tanah pengganti Pemprov Sumbar di Air
Pacah dan Dadok Tunggul Hitam seluas 62.670
M2 (20.000/m2 = 1.253.750.000) setelah
persetujuan tukar menukar tahun 1999 diterbitkan
sertifikatnya an BNI
c.Persyaratan yang harus dipenuhi Pemprov Sumbar
adalah
- ljin Mendagri dan DPRD TK |
- Status Tanah bersertifikat
(SHGB/SHM)
4. Tahun 1999 -Telah diterbitkan sertifikat atas 3 persil tanah 1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam
pengganti oleh BPN yang biayanya ditanggung atas nama BNI luas 15.210 M?
oleh Pemprov. - .
2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam
-Sertifikat telah diserahkan ke BNI atas nama BNI luas 18.735 M?
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No. Tanggal Uraian Keterangan
- Sertifikat tanah Milik BNI (GOR H.Agus Salim ) | 3. Sertifikat HM no.1304/Kel Air Pacah tertulis atas
masih atas nama BNI dan belum diserahkan nama BNl luas 28.725 M?
kepada Pemprov. L o
Proses serah terima tidak bisa dilaksanakan karena
persil tanah SHM no 761/Kel Dadok Tunggul Hitam
atas nama BNI luas 15.210 M? digugat oleh
masyarakat (Mahidin CS) sehingga pihak BNI secara
fisik dilapangan tidak dapat menguasai, maka 1 persil
tanah pengganti itu ditolak oleh BNI
5. 10 Januari 2001 Surat BNI no W02/7.2/0051 tanggal 10 Januari | - Proses Ruislag belum dapat dilaksanakan
2001 perihal Masalah tanah pengganti milik BN karena salah satu persil tanah pengganti
statusnya dalam sengketa (SHM No 761/Kel
Dadok Tunggul Hitam)

2. Untuk mempercepat proses penyelesaiannya
agar dapat diganti dengan tanah lain yang
nilainya sama

6. 20 April 2001 Nota Dinas Sekretaris Daerah kepada Gubernur | Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas
Sumbar 15.210 M? maka diusulkan tanah pengganti dari
tanah pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah

yaitu :

1. Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M2

3. Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M2

7. 28 April 2001 Surat Sekda nomor 147/1V/Perl-2001 tanggal 28 | Sehubungan dengan sengketa tanah SHM 761/luas
April 2001 perihal tanah pengganti tanah BNI 15.210 M2 disetujui tanah pengganti dari tanah
pengembalian 30% E.Verp 1794 Kel. Air Pacah yaitu

1.Peta bidang 740/1999 luas 10.895 M?

2.Gambar Situasi (GS) 1257/1995 luas 5.025 M?

8. 23 May 2001 Surat BNI no W02/7.2/1364 kepada Gubernur | 1. BNI menyetujui tanah pengganti yang diusulkan
Sumbar tanggal 23 May 2001 perihal tanah Pemprov
engganti milik BNI . .
penag 2. Biaya pengurusan menjadi beban Pemprov.
3. BNI menerima penggantian dari Pemprov setelah
hak kepemilikan sertifikatnya an BNI
9. Tahun 2005 Proses Sertifikat 2 persil tanah pengganti
10. 04 Januari 2008 Surat keputusan Badan Pertanahan Kanwil Pemberian Hak milik atas nama BNI yang terletak di
Sumbar nomor 1-520.2-23.2008 Air Pacah dengan luas 4.316 M?
11. 29 Oktober 2008 Rapat terkait pembahasan proses tukar guling | 1. 3 (tiga) persil tanah pengganti tanah BNI telah
tanah BNI yg terletak di GOR H. Agus Salim terbit sertifikatnya dan telah dikuasai oleh BNI.
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dinadir ol 2. 4 persil sertifikat tanah di Rimbo Kaluang belum
1.Pemprov Sumbar diserahkan ke Pemprov. karena menurut BNI
2 BPK RI SHM 761/1999 bermasalah dan disarankan untuk
penggantian Tanah
3.BNI

3. SHM no 761/1999 Luas 15.210 M2 diganti dengan
2 persil tanah seluas 10.800.M2 dan 4.316M?
dalam proses penerbitan sertifikat di BPN

12. 8 Januari 2009 Surat BNI No W02/4.4/009/R tanggal 08 Januari
2009 perihal penyelesaian tukar guling tanah
BNI dengan Pemprov. Sumbar
13. 5 Februari 2009 Nota Dinas Sekda ke Gubernur tanggal 5 | Selusi permasalahan:
Februari 2009 perihal tukar guling tanah antara | 1. Sertifikat dengan luas 4.316 M2 telah diterbitkan
Pemprov dengan BNI tahun 2008 oleh BPN Kota Padang, namun untuk
persil tanah dengan luas 10.800 M2
pengurusannya ke BPN Pusat di Jakarta s/d
tahun anggaran 2008 tidak dapat terealisasi
karena masih ada persyaratan yang belum
dilengkapi oleh BNI selaku pemohon kepemilikan
tanah.

2. Terkait evaluasi dan pembahasan aturan baru
oleh BPN Pusat, dimana BUMN yang telah
menjual saham kepada masyarakat tidak
dibenarkan lagi mendapatkan sertifikat hak milik,
jika peraturan itu keluar dipastikan BNI merubah
usulan Hak Pakai atau luas tanah 10.800 M?
dipecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat sehingga
pembuatan sertifikat cukup BPN Kota Padang.

3. Diminta kepada Pihak BNI untuk menyerahkan
sertifikat asli GOR H. Agus Salim yang masih
dipegang BNI dg pertimbangan Pemprov telah
menyerahkan 3 Sertifikat Asli pada BNI

14, 1 september 2009 Rapat terkait pembahasan tukar guling tanah Kesimpulan :

BNI dihadiri oleh :

- Melakukan tunjuk batas kelapangan bersama
1. Kanwil BPN Sumbar instansi terkait.
2. Biro Hukum

- Setelah dilakukan pengukuran atas persil tanah
3. Satpol PP 10.865 M2 yang akan disertifikatkan SHGB an
4. DPKD BNI ternyata bermasalah karena lokasi tersebut
5. Kepala BPN Kota Padang juga telah terbit SHM 762 an. BNI sehingga
6. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Padang terjadi overlap/berhimpitan dan pihak Pemprov
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7. Kepala Bagian pertanahan Kota Padang

8. BNI

harus mengupayakan lagi tanah lainnya yang

setara dengan itu.

15.

05 Agustus 2010

Surat Plt. Sekda Prov. Sumbar Nomor:
005/419/VII/ASET/DPKD-2010 Tanggal 05
Agustus 2010 perihal: Undangan acara
pembahasan penyelesaian Tukar Guling Tanah
BNI 46 Dengan Pemprov. Sumbar dan Tanah
Eks. Verponding 1794

16.

12 Agustus 2010

Notulen Rapat tanggal 12 Agustus 2010 materi:
Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar Guling
BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar dan
Penyelesaian Tanah eks. Verponding 1794,
tempat: Ruang rapat Sekretaris Daerah Prov.
Sumbar

17.

31 Agustus 2010

Surat Plt. Sekretaris Derah Prov. Sumbar
Nomor : 5943/1619/DPKD-Aset-2010 tanggal 31
Agustus 2010

perihal: Permohonan Penerbitan Sertifikat
Pengganti SHM N0.761/1999,762/1999 dan
1304/1999

18.

20 Sept 2010

Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang
Nomor:  682/13-77.3001X/2010 tanggal 24
September 2010

Perihal: Permohonan Penertiban Sertifikat
Pengganti SHM No.761/1999,762/1999 dan
1304/1999

19.

08 Oktober 2010

Surat Plt. Sekda Prov. Sumbar Nomor
:005/1779/DPKD-Aset-2010 tanggal 8 Oktober
2010

Perihal: Undangan Rapat Pembahasan
Sertifikat Pengganti SHM 761/1999,762/1999

dan 1304/1999

20.

11 Oktober 2010

Notulen Rapat Pembahasan Sertifikat
Pengganti SHM 761/1999,SHM 762/1999 dan
SHM 1304/1999 tanggal 11 Oktober 2010,

tempat: Ruang Rapat Sekda Prov. Sumbar
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21. 18 Oktober 2010 Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Prov. Sumbar Nomor: 930/1836/DPKD-
Aset-2010 tanggal 18 Oktober 2010
Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat
22. 10 November 2010 Surat Kepala Kantor Pertahanan Kota Padang | 1. Sertifikat HM no.761/Kel Dadok Tunggul Hitam
Nomor: 757/6.13/X1-2010 tanggal 10 November tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta
2010 (ada pencatatan di buku tanah PTUN
. ) . - No.14/PTUN-PDG/2002
Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat
2. Sertifikat HM no.762/Kel Dadok Tunggul Hitam
tertulis atas nama BNI berkedudukan di Jakarta
3. Sertifikat HM No.1304 Kel Air Pacah tertulis atas
nama BNI berkedudukan di Jakarta
23. 22 November 2010 Surat Plt. Walikota Padang Nomor:
1203/Dispora.X1/2010 tanggal 22 November
2010
Perihal: Memperbaharui SK Pengelolaan GOR
H. Agus Salim Padang
24. 09 Desember 2010 Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan | Permintaan kejelasan keberadaan tanah BNI yang
Daerah Prov. Sumbar Nomor :030/2166/DPKD- | ada di GOR.H.Agus Salim
Aset-2010 tanggal 9 Desember 2010 1. SHM no. 72 seluas 7.400 M2
Perihal: Mohon Konfirmasi Sertifikat GOR | 2 spyM no. 73 seluas 11.303 M2
H.Agus Salim Padang
3. SHM no. 85 seluas 7.015 M2
4. SHM no. 380 seluas 8.086 M2
25, 29 Desember 2010 Kesepakatan Bersama antara Pemprov.
Sumbar dengan Kantor Wilayah Badan
Pertahanan Nasional Provinsi tentang
Penyelesaian Persetifikatan Tanah Milik
Pemprov. Sumbar, Nomor:120-13/GSB-2010,
Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010,
Nomor: 1859/020.1-300/XI1/2010
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26. 31 Desember 2010 Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar
dengan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertahanan Nasional Prov. Sumbar tentang
Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Milik
Pemprov. Sumbar,
Nomor: 030/2346/DPKD-Aset/2010,
Nomor: 1859/020.1-300/X11/2010
27. 24 Januari 2011 Notulen Rapat tanggal 24 Januari 2011 Kesimpulan :
1. Prinsip tukar guling dilanjutkan dengan tahapan
materi: Pembahasan Penyelesaian Tanah Tukar P guing J g p
) emprov akan membantu pihak BNI dlam
Guling BNI-46 dengan Pemprov. Sumbar, pemp P
. pengamanan memagar tanah SHM 762/1999 dan
tempat: Ruang Rapat Sekretaris Daerah Prov.
SHM 1304/1999.
Sumbar
2. Pemprov segera memproses tanah pengganti
sertifikat SHM 761/1999 yang bermasalah
dengan sebagian tanah LIK yang berlokasi di
Ulugadut yang statusnya masih PHL pada
Menteri Perindustrian di Jakarta
3. Pemprov Sumbar mencatat tanah BNI yg
berlokasi di Dadok Tunggul Hitam dan Air Pacah
serta Bangunan yang ada di Gor H. Agus Salim di
neraca Pemprov Sumbar
4. Pemeliharaan Gedung di Gor H. Agus Salim yang
dikelola oleh Kota Padang dicatat sebagai
penambahan aset Pemprov.
5. Dibentuk TIM satgas yang dikoordinir oleh kepala
Bidang Aset dan pihak BNI utk percepatan
penyelesaian Permasalahan tukar guling.
6. Menindaklanjuti MOU dengan BPN dengan
dibuatkan KKS .
28. 04 Maret 2011 Laporan Hasil Kunjungan Kerja Pansus Asset
terhadap Tindaklanjut LHP BPK-RI Tahun 2009
ke BNI-46 Jakarta tanggal 04 Maret 2011
29. 04 Maret 2011 Notulen Pertemuan BNI dengan Anggota DPRD
Sumbar membahas Tanah air Pacah tanggal 04
Maret 2011
tempat: Hotel Grand Cempaka Jakarta
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30.

24 Maret 2011

Notulen Rapat Rutin BNI dan Instasi Terkait
Lainnya dalam Penyelesaian Ruilslag Tanah
BNI Dan Pemda tanggal 24 Maret 2011

tempat: Ruang Rapat BNI KanWil PDG Lt.3 JI.
Dobi No.1 Padang

31.

04 Mei 2011

Surat PT BNI 46 Kantor Wilayah Padang
Nomor: WDP/4.4/1832 tanggal 04 Mei 2011
Perihal: Tukar Guling Tanah BNI dan Tanah

Pemda Sumbar.

32.

30 Juni 2011

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor: 030-305-2011 tanggal 30 Juni 2011
Tentang Pembentukan Satgas (Satuan Tugas)
Penyelesaian Masalah Tukar Guling Tanah Milik
BNI 46 dengan Tanah Milik Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011

33.

09 Agustus 2011

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:
030-305-2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang
Pembentukan TIM Fasilitas Penyelesaian
Sertifikat dan Balik Nama Aset berupa Tanah
Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

34.

26 September 2011

Surat Sekda  Prov.Sumbar  Nomor:
030/1600/DPK-Aset-2011 tanggal 26
September 2011

Perihal: Undangan Rapat Percepatan
Penyelesaian Tukar Guling Tanah antara

Pemprov. Sumbar dengan BNI 46

35.

23 Desember 2011

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor:  030/2254/DPKD-Aset/2011
tanggal 23 Desember 2011,

Perihal Pengamanan Fisik ke Lapangan Tanah
SHM 2962 (Eks.SHM 1304)

Pada dasarnya DPRD memberikan persetujuan
prinsip tukar menukar untuk 5 (Lima) objek asset

milik Pemerintah Kabupaten Solok

36.

28 September 2011

Notulen Rapat tanggal 28 September 2011
Materi: Satuan Tugas Penyelesaian Tukar
Guling Tanah BNI 1946

tempat: Ruang Rapat Istana Gubernur jalan
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Sudirman

37.

28 Desember 2011

Berita acara tanggal 28 Desember 2011: TIM
Satuan Tugas Tukang Guling Tanah antara
Pemprov.Sumbar dengan BNI 46 tidak
melakukan pengukuran Tanah karena dihalangi
oleh sekelompok masyarakat yang mengatas

namakan pemilik tanah ulayat Air Pacah

38.

29 Desember 2011

Dilakukan penunjukan patok batas dilapangan

dengan pengawalan Satpol PP

Setelah melakukan dialog dengan Perwakilan
masyarakat adat yang mengklaim tanah adat
dimaksud tetap melarang pengukuran akhimya

pengukuran terlaksaan dengan ketentuan :

a. Pemprov akan mengundang pemangku adat

terkait menjelaskan batas tanah eks.Verponding
1794 dengan tanah adat pada 4 Januari 2012

b. Pemprov akan membuat kesepakatan tanpa

merugikan pihak manapun

c. Pemagaran dapat dilanjutkan setelah ada

kesepakatan antara kaum Lehar Cs dan ahli

waris Maboet dengan Pemprov.

39.

30 Desember 2011

PT BANK NEGARA INDONESIA Kantor
Wilayah 02 Padang melakukan pemegaran
Tana hEks. SHM 1304 sesuai Proyek :
Pembuatan Pagar Keliling Tanah SHM No.2962
(Eks. SHM 1304) oleh : CV. SERUMPUN
BATUANG, SPK: WDP/7.1/5070 Tanggal 13
Desember 2011, SPP: WDP/7.1/5301 tanggal
30 Desember 2012

40.

9 Januari 2012

Rapat dengan SKPD terkait dengan pihak kaum
Lehar Cs dan AhliWarisMa 6 Bo e t

Kesimpulan :

1. Sertifikat SHM NO 2962 Eks SHM 1304/1999

dengan luas 28.725 M2 terletak dikelurahan Air
Pacah tetap dikuasai BNI dan dilanjutkan dengan

pemagaran

2. Proses pengukuran tunjuk batas antara tanah Eks

Verponding 1794 dengan tanah ulayat kaum
Lehar Cs tidak dapat dilakukan karena belum

adanya kesepakatan.

3. Pemprov akan membahas secara internal dg

SKPD terkait untuk mencari solusi tanpa
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merugikan pihak manapun.

41.

3 Juli 2012

Surat Mamak Kepala Waris (LEHAR) tanggal 3
juli 2012, perihal : Penyelesaian Tanah Milik
Adat Kaum Ma 6 B 8uku Sikumbang Ponia No:
90/1931 dan Eksekusi No: 35/1982

42.

17 April 2012

Surat PTBNI Kantor Wilayah Padang
Nomor:WDP/7.4/664/R tanggal 17 April 2012
tentang Perkara Perdata Nomor

22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan (surat ke 2)

43.

23 April 2012

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor: 120/100/Pewm-2012 tanggal 23
April 2012,

Perihal Undangan Persamaan persepsi dan
solusi terhadap gugatan Perdata Nomor
22/Pdt.G/2012/PN.PDG an. Miswan cs

44.

25 April 2012

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor: 120/101/Pem-2012 tanggal 25
April 2012, Perihal Undangan Tentang tindak
lanjut  pembahasan teknis koordinasi
penanganan Perdata no. 22/Pdt.G/2012/PN.

PDG an. Miswan cs

45.

03 September 2012

Surat  Sekda
005/218/VIII/BPAD-1/2012
September 2012 Tentang Usulan Penyelesaian
Permasalahan Tukar Guling Tanah Milik BNI-46

Prov.Sumbar Nomor:

tanggal 03

46.

2 April 2014

Nota Dinas Asisten Administrasi Umum melalui
Sekda kepada Gubernur Sumatera Barat
Perihal Hasil Tunjuk Batas Tanah Eks BNI
Komplek Gor H. Agus Salim Padang

1. Didapati bahwa 4 persil tanah BNI di komplek

GOR H.Agus Salim hanya sebagian dari
keseluruhan areal GOR H.Agus Salim yang

dekat dengan Jalan Rasuna Said.

2. Setelah dilakukan observasi langsung didapati

bahwa dalam lokasi 4 persil tanah tersebut sudah
berdiri beberapa bangunan permanen yaitu 1 unit
Rumah dan deretan ruko pada sisi kolam renang
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teratai, bangunan rumah makan disamping
kantor UPTD Dishub dan 4 unit rumah pada sisi

utara disamping sport centre.

3. Setelah dikonfirmasi dengan pihak BNI jawaban
kurang memuaskan pihak BNI yang menyatakan
proses ruislag telah selesai dan permasalahan
yang ada diselesaikan masing2 sebagaimana
dulu BNI menyelesaikan permasalahan di Aie

Pacah.

4. Mengadakan pertemuan terbatas dengan pihak
BNI dan BPN Kota Padang untuk melakukan
Klarifikasi terkait keberadaan/Kepemilikan/Status
hunian bangunan?2 tersebut .

47.

30 Juni 2014

SK Gubernur nomor 030-504-2014 tanggal 30
Juni 2014 tentang pembentukan Tim Kerja
Penggunaan dan Pemanfaatan GOR. H. Agus
Salim milik Pemprov tahun 2014

Tugas :

Memberi pertimbangan kepada Gubernur terkait
penyelesaian masalah aset GOR H. Agus Salim

dengan langkah awal pembagian tugasnya :
a. ldentifikasi Objek aset dan Pengelolaan Aset.

b. Identifikasi kepemilikan dan penguasaan aset saat

ini.

48.

17 Juli 2014

Laporan Hasil klarifikasi dan konsultasi
membahasa tukar guling GOR H Agus Salim

1. Pihak BNI tetap komit menyelesaikan masalah
tukar guling

2. Usulan pemprov terkait kekurangan 1 (satu)
hektar tanah ke BNI disetujui untuk evaluasi
ulang nilai tanah masing-masing sehingga
penyerahan dari pemprov tidak perlu ditambah
lagi, jika tidak memungkinkan secara regulasi BNI

bersedia menerima tanah dilokasi lain

3. Tim BNI akan menghitung ulang nilai tanah

Pemprov yang telah diserahkan ke BNI

4. Pihak BNI bersedia memfasilitasi hal-hal terkait
dengan kondisi dan situasi tanah kawasan GOR

sampai kewenangannya.

49.

September 2014

Nota Dinas dari Kepala Biro Pengelolaan Aset
Daerah untuk Kepala Biro Pemerintah perihal
tindak lanjut hasil rapat pembahasan Tim Kerja
Penggunaan dan Pemanfaatan aset GOR. H.
Agus Salim Padang

Hasil dari beberapa kali Rapat Tim Kerja :

1. Tanah Kawasan GOR H. Agus Salim berjumlah
seluas +94.824 M2 yang tercatat pada neraca
seluas +37.591 M2 dan sisanya seluas £57.591

Mz dinyatakan BPN Kota Padang sebagai tanah

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

227




PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

No.

Tanggal

Uraian

Keterangan

Eks. Verponding nomor 4410,772,863,1248,1683,

1646 belum ada alas hak atas nama pihak lain

Dispora sebagai SKPD pengguna segera
mengajukan permohonan penegasan hak
sertifikat terhadap tanah kawasan GOR yang
berada diluar objek tukar guling dengan BNI yaitu
seluas +57.591 M2 kepada BPN Kota Padang

sesuai ketentuan berlaku.

Terkait rencana tanah pengganti milik BNI yang
akan diserahkan kepada Pemprov Sumbar seluas
+37.591 M2 telah berdiri beberapa bangunan
tanpa izin pihak berwenang (serabi Enhay, RM
Mama, RM lkan Karang) segera SKPD terkait
melakukan koordinasi dan survey lapangan
dengan pemilik bangunan tersebut dan hasilnya

akan dibahas pada rapat selanjutnya.

Mengingat tukar guling secara administrasi belum
pernah direalisasikan maka aset tanah komplek
GOR Agus Salim milik BNI secara defacto belum

bisa dikatakan sebagai aset Pemprov.

50.

16 Maret 2017

Rapat pembahasan Ruislag tanah BNI dg tanah

Pemprov Sumbar

1.

Saran BPK RI berdasarkan penjelasan BNI dan

Pemprov Sumbar :

Secara defacto ruislag telah berjalan walaupun

belum ada akta ruislag

Apabila ruislag akan dilanjutkan maka BNI dan
Pemprov harus memenuhi perijinan ulang karena
perijinan terdahulu sudah tidak relevan dengan

ketentuan saat ini.

Acuan pelaksanaan ruislag adalah nilai objek
ruislag, sehingga apabila ruislag akan dilanjutkan
harus melakukan transaksi kembali atas objek
ruislag berdasarkan nilai yg berlaku saat
pelaksanaan ruislag, dengan demikian
kesepakatan awal sesuai tim penaksi tahun 1991
tidak berlaku / tidak relevan lagi.

Apabila berdasarkan taksasi ditemukan selisih
harga maka sebagai opsi penyelesaian dapat
dilakukan :

a. Nilai objek ruislag Pemprov lebih tinggi maka
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BNI melakukan opsi penyelesaian sesuai
Permen BUMN NO.02/MBU/2010 tentang
tatacara

penghapus  bukuan dan

pemindahtanganan aktiva tetap BUMN

b. Nilai Objek ruislag Pemprov lebih tinggi
nilainya maka dapat melakukan opsi
penyelesaian sesua Permendagri no 19
tahun 2016 tentang pengelolaan barang

milik daerah.

5. BNI dan Pemprov agar menginventarisir
permasalahan aset (objek ruislag) yang terjadi di
lapangan saat ini sebagai masukan atas rumusan
opsi penyelesaian yang akan ditempuh dan
selanjutnya menyusun timeline terkait tindak

lanjut.

6. BPK bersedia menjadi advisor penyelesaian
ruislag tanah BNI'i Pemprov

Kesimpulan :

1. BNl dan

menindaklanjuti proses ruislag

Pemprov  Sumbar  sepakat

2. BNI dan Pemprov masing2 membentuk Tim

penyelesaian Ruislag

3. BNI dan Pemprov akan menginventraisir
permasalahan aset (objek ruislag) yg terjadi di

lapangan dan menyusun timeline penyelesaian.

51.

15 Mei 2017

SK Gubernur nomor 030-535-2017 Tentang
Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Masalah
Tukar Guling Tanah BNI di kawasan GOR H.
Agus Salim

52.

24 Mei 2017

Rapat Progres Tim Kerja Penyelesaian Masalah
tukar guling tanah BNI di Kawasan GOR H.Agus
Salim

Point penting :

1. Perlu dilakukan apraisal ulang terhadap kedua
pemilikan karena apraisal tahun 1991 sudah tidak
dapat diyakini lagi validasi nilainya. Pada saat ini
BNI telah memproses apraisal kedua objek
Ruislag namun Pemprov harus melakukan
apraisal sendiri tetapi jika apraisal dilakukan oleh

pihak ketiga ikuti saja.

2. Perlu juga dicek apakah tanah GOR tidak
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No.

Tanggal

Uraian

Keterangan

tumpang tindih dengan tanah pemilik lain.

53.

5 Oktober 2017

Rapat dalam rangka persiapan Fact Finding Ke
Lokasi /Objek Tukar Guling antara tim kerja BNI

46 dengan Tim Kerja Pemprov Sumbar

Kesepakatan :

Turun ke lapangan untuk cek fisik kebenaran lokasi

tanah BNI yg dikuasai oleh masyarakat dan

didampingi oleh BNP kota padang , Satpol PP dan

unsur terkait dengan melakukan unjuk lokasi tanah :

1. GOR H.Agus Salim

2. Dadok Kel.Air Pacah.

54.

23 Juli 2019

Surat Gubernur nomor 030/502/BAP2BMD-IlI-
2019 tanggal 23 Juli 2019

Perihal  Tindak

permasalahan Ruislag Tanah antara Pemprov

lanjut  penyelesaian

Sumbar dengan BNI

Isi:

Secara defacto dan de jure BNI telah memiliki
kekuatan hukum menguasai atas 3 sertifikat
tanah namun secara administrasi belum dapat

dipertanggungjawabkan.

Pemprov secara defacto belum menguasai tanah
pengganti yang diberikan BNI di kawasan GOR
dan secara de jure pihak BNI belum

menyerahkan sertifikat kepada Pemprov.

Ruislag saat ini tidak dapat dilakukan dengan

alasan :

a.  Sesuai pasal 394 ayat 1 dan 4 permendagri
no 19 tahun 2016 tentang pedoman
pengelolaan barang milik daerah Bahwa
BAST paling lama dilakukan 2 tahun
setelah penandatanganan perjanjian tukar

menukar.

b.  Pasal 395 menyatakan bahwa Gubernur
[Bupati/Walikota berwenang membatalkan

perjanjian tukar menukar secara sepihak.

Pihak BNI dan Pemprov kiranya sepakat untuk
saling hibah antara tanah di kawasan GOR
dengan tanah di Dadok tunggul hitam dan Air
Pacah.

55

20 Januari 2022

Pertemuan/Rapat antara Pemprov Sumbar dg
BNI 46 di Jakarta ( BNI 46 ), yang di Fasilitasi

Pertemuan tsb menghasilkan kesepakatan, yaitu :

1. Akan dibentuk Tim kecil sebagai tindak lanjut dari
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No. Tanggal Uraian Keterangan
oleh Bpk. Andre Rosiade, Anggota komisi 3 Pihak Pemprov dan BNI yang nantinya akan
DPR-RI yg membidangi BUMN membahas terkait teknis pelaksanaan Tukar
Guling
2. Pihak BNI akan meminta Pendapat Hukum ke
Kejaksaan Agung, dengan alasan secara aturan
tukar guling belum tereksekusi
3. Untuk kesepakatan awal Tukar menukar tidak
berlaku lagi, hal ini sesuai dengan Permendagri
No.19 Tahun 2016.
4. Dalam waktu dekat, akan dilakukan rapat
sesegera mungkin dengan Tim
56 15 Februari 2022 Rapat dengan Pihak BNI dan Instansi Terkait |Hasil Rapat adalah :
melalui Zoom Meeting, dengan peserta : 1. Peserta Rapat setuju untuk meminta LO ke
- Pihak BNI Pusat dan BNI Wilayah 2 Kejaksaan Agung, sebelum LO diminta terlebih
- Pemprov Sumbar dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap
objek yang clear and clean
- SKPD terkait
2. BNI akan menyampaikan sertifikat an, BNI baik
yang di GOR maupun yang berada di Dadok
Tunggul Hitam dan Air Pacah
3. Membentuk Tim Kecil untuk inventarisasi dan
melakukan pengamanan terhadap 2 objek
4. Ruislagh belum terjadi, karena adanya
persyaratan yang belum terjadi
5. Butuh data dan informasi terkait dengan
perubahan atas 1 sertifikat ( SHM) an, BNI
57. 24 Februari 2022 Melakukan Verifikasi terhadap Naskah yang | - Terbitnya Konsep Naskah yang sudah diverifikasi
akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung | secara bersama antara Pemprov dengan BNI.
yang dikonsep oleh BNI dan sekaligus
masukan-masukan yang perlu disampaikan
didalam Konsep Naskah tersebut dengan
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumbar dan
Kepala Bidang Pengelolaan BMD
58. 11 Maret 2022 Rapat Penyamaan Persepsi terhadap LO ( | Isi:
Legal Opini ) untuk dikirim ke Kejaksaan Agung | Membahas penyamaan persepsi terkait dengan tata
bersama dengan Pihak BNI, BPKAD diruang | naskah permohonan LO untuk disampaikan kepada
Rapat BPKAD Provinsi Sumatera Barat secara | Kejaksaan Agung
Zoom Meeting
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Pemprov Sumbar di Hotel Mahakam Jakarta

yang difasilitasi oleh Pihak BNI,

No. Tanggal Uraian Keterangan
59. 4 Juli 2022 Melakukan kembali rapat terkait adanya | Kesimpulan :
penyamaan tentang Tata Naskah surat yg akan | Tata Naskah sudah disepakati bersama dan dapat
disampaikan kepada Kejaksaan Agung. disampaikan ke Kejaksaan Agung dan selanjutnya
dapat ditandatangani kedua belah Pihak antara
Gubernur Sumbar dan Direksi BNI.
60. 3 Agustus 2022 Rapat kembali dengan Jamdatun, BNI dan | 1.  Setelah dilakukan pemaparan oleh Pihak

provinsi dan Pihak BNI, maka didapat suatu

kesimpulan :

11 Sesuai arahan dari Jamdatun, bahwa untuk
saat ini dapat dilakukan inventarisir kembali
terhadap asset tanah yang dikuasai oleh
Masyarakat atau Pihak Lain.

9 Lengkapi dokumen pendukung.

1 Akan dilakukan kembali Pendampingan oleh
Tim Jamdatun

7) Penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD
Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor:-20802022 Tanggal 30 Desember 2022
tentang Perubahan peraturan Gubernur Nomof78922022 Tentang Penetapan Nomor

Rekening Kas Pemerintah Daerah dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan

BendaharaPengeluaranPembantu/PenerimaaRembantupada Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah/Bank

Nagari dan Bank Lainnya di SumateraBarat Tahun Anggaran 2022 maka seluruh

rekening yang ditetapkan tersebut dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil pada akhir

tahun anggaran,dan sisanya disetorkan ke Kas Umum Daerah. Untuk Rekening

Penerimaan Nomor 2100.0101.0138¥4dalah menampung seluruh penerimaan daerah
dan Untuk Rekening 7517054530 adalah Rekening Penerimaan Pajak Daerah Pemprov.
Sumbar dan setiap harinya harus ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan bersaldo

nol. Berikut lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat N61053-2022 tentang
PenetapanRekening Kas Daerah dan Rekening BendaharaPengeluaran/Penerimaan,
bendaharapengeluaranpembangtu/penerimaapembantu SKPD tahun 2022 sebagai
berikut:

Tabel 6.2Daftar Rekeningpada SK Gubernur

ORGANISAS| PERANGKAT
NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
1 2 2 3
| RekeningKas Pemerintah Daerah Provinsi SumateraBarat
1 | RekeningkasUmumPemerintah 2100.0101.01372.8 PT BPD Sumbar
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ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
Provinsi
2 | PenerimaafPemerintatProvinsi 2100.0101.01374.0 PTBPD Sumbar
3 | PengeluaraPemerintatiProvinsi 2100.0101.01373.1 PTBPD Sumbar
4 | Rekening Penerimaan Pajak Daera 7517054530 PT BNI (Persero)Tbk
Pemprov. Sumbar
1] RekeningBendaharaPengeluaran/
Penerimaan dan Rekening
Bendahara Pengeluaran
Pembantu/PenerimaanPembantu
SKPD
1 | DINAS PENDIDIKAN DinasPendidikarProvinsiSumbar 2100.0101.00898.8
- BPPSekretariat 2100.0101.01594.6
- BPPBid. PSMA 2100.0101.01597.2
- BPPBIid. PSMK 2100.0101.01598.3
- BPPBId. PSLB 2100.0101.01595.0
- BPPBIid. PGTK 2100.0101.01596.0
- BPPUPTD BaltekkomdikProv Sumbar 2101.0101.00282.5
- BPPCabdinWilayahl 0200.0101.00435.5
- BPPKantorCabdinWilayah Il Pariaman 2100.0101.01562.2
- BPPCabdinPendidikarWil I
0600.0101.01807.4
Prov.Sumbar
- BPPCabdinPendidikarWilayah IV 0100.0101.00601.5
- BPPCabdinWilayahV 0700.0101.00670.6
- BPPCabdinWilayah VI 1600.0101.00594.3
- BPPCabdinPendidikarwilayah VIl
o 0400.0101.00847.0
PesisirSelatan
- BPPCabdinPendidikarWilayahVIII 2100.0101.01520.2
DinasKesehatarProv.SumbarBend.
2 | DINAS KESEHATAN 2100.0101.008845

Pengeluaran)

- BPPSekretariat

2100.0101.01598

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

233




PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

ORGANISASI PERANGKAT

NO. DAERAH NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
- BPPBId. PelayanarKesehatan 2100.0101.015%2
- BPP Bid.Kesmas 2100.0101.01593
- BPPBid. SDMKesehatan 2100.0101.01584
- BPPBId. P2P 2100.0101.01592
- BPP UPTDBKIM 2100.0101.0099%
- BPPPenerimaaBLUD UPTDBKIM 1000.0101.001072
- BPPPengeluaraBLUD UPTD BKIM 1000.0101.00108
- BPPUPTD Balai LabkesPadang 2100.0101.01148
- BPPPenerimaaBLUD Labkes 2100.0101.0151:6
- BPPPengeluaraBLUD Labkes 2100.0101.01516
- BPPUPTDBKOM PELKES 2100.0101.00149
- BPPBalai PengobataRenyakitParuParu | 1700.0101.00001.3
- BPPRumahSakit PardParu 1700.0101.00137.6
5 DINAS BINA MARGA CIPTA Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata 2101010100052

KARYA DAN TATA RUANG

Ruang (Bend. Pengeluaran)

- BPPSekretariat

2101.0101.00248

- BPPBId. BinaMarga

2101.0101.0008@

- BPPBId. CiptaKarya

2101.0101.00242

- BPPBId. TataRuang

2101.0101.0036@

- BPPBid. P2BG

2101.0101.00268

- BPPUPTD LaboratoriunBahan
Konstruksi

2101.0101.00280

- BPPUPTD WorkshopdanPeralatan

2101.0101.00242

- BPPUPTD JalandanJembataiWilayah |

0800.0101.00138

- BPPUPTD JalandanJembataWilayahll

0300.0101.00102

- BPPUPTD JalandanJembataWilayahlll

01000101-002845
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NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPUPTD JalandanJembataWilayah
0600.0101.01608
v
- BPPUPTD JalandanJembatan Wilayak/ 0700.0101.00209
- BPPUPTD JalandanJembataWilayah
0500.0101.008148
\
DINAS SUMBERDAYA AIR DAN | DinasSDA BK Prov.Sumbar(Bend.
4 2100.0101.00875.7
: BINA KONSTRUKSI Pengeluaran)
- BPPBid. PIPA 2100.0101.01569.2
- BPPBid. PIJSA 2100.0101.01571.4
- BPPBId. BinaKonstruksi 2100.0101.01566.6
- BPPUPTD Balai SDA Dan BKWilayah
0200.0101.00372.7
Utara
- BPPUPTD Balai SDA Dan BK Wilayah
1403.0101.0031:3
Selatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, DinasPerumahaiRakyat,Kawasan
5 KAWASAN PERMUKIMAN DAN | Permukiman dan Pertanahan (Bend. 2101.0101.00289.8
PERTANAHAN Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2101.0101.00327.5
- BPPBidangPertanahan 2101.0101.00324.2
- BPPBidangKawasarPermukiman 2101.0101.00326.4
- BPPBidangPerumahaRakyat 2101.0101.00325.3
SATUAN POLISIPAMONG
6 SatpolPPProv.Sumbar 2101.0101.00101.8
: PRAJA
DinasSosialProp.Sumbar(Bend.
7 DINAS SOSIAL 2100.0101.01169.1

Pengeluaran)

- BPPSekretariat

2100.0101.01586.5

- BPPBId. PerlindungardanJaminarSosial

2100.0101.01587.6

- BPPBId. RehabilitasiSosial

2100.0101.01563.3

- BPPBIid. Pemberdayaa8osial

2100.0101.01564.4

- BPPPantiSosBinaremaja

1700.0101.00067.2
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NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPPantiSosialBina GrahitaHarapan 2100.0101.00650.4
- BPPPSTWSabaiNanAluih 1700.0101.00010.4
- BPP PSTWKSI BSK 0300.0101.00685.7
- BPPPantiSosialBina NetraTuahSakato 2100.0101.00639.4
- BPPPSAATTi Murni 0900.0101.00098.4
- BPPUPTD PSKWAndamDewi 0600.0101.01667.7
- BPPPantiSosBina RemajaHarapan 0900.0101.00127.7
8 DINAS TENAGA KERJA DAN .

DinasNakertrangBend.Pengeluaran) 2100.0101.00839.4

TRANSMIGRASI
- BPPSekretariat 2100.0101.01599.4
- BPPUPTDBLK PadangPanjang 0900.0101.00148.4
- BPPUPTDBLK Payakumbuh 0100.0101.00011.3

9 DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, DP3AP2KB(Bend.Pengeluaran) 2101.0101.00065.8

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB
- BPPDP3AP2KB 2101.0101.00375.4
- BPP UPTD PPA 2101.0101.00315.0

10| pINAS PANGAN DinasPangar(Bend Pengeluaran) 2101.0101.00071.3

- BPPSekretariat 2101.0101.00340.4
- BPPBId. KeamanarPangan 2101.0101.00346.3
- BPP Bid.KKP 2101.0101.00343.0
- BPPBId. DCP 2101.0101.00341.5
- BPP Bid.KPP 2101.0101.00344.1
- BPP UPTDDPAP 2101.0101.00342.6
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DAERAH
- BPP UPTDBPSMP 2101.0101.00319.4
11 DinasLingkunganHidup (Bend.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2101.0101.00073.7
Pengeluaran)
- BPPBId. PengelolaasampahlimbahB3
2101.0101.00348.5
danPeningkataiKapasitas
- BPPBId. TataLingkungan 2101.0101.00347.4
- BPPBId. PengendaliaPencemaradan
2101.0101.00349.6
KerusakarLingkunganHidup
- BPPUPTD Persampahan 2101.0101.00317.2
- BPPUPTD LaboratoriunLingkungan 2101.0101.00318.3
12 | DINAS PEMBERDAYAAN BendPengDinasPemberdayaalMasyarakat
2101.0101.00111.1
MASYARAKAT DAN DESA Dan Desa
- Bend.Penerimaan 2100.0101.01553.0
- BPPSekretariat 2101.0101.00378.0
- BPP UEMKP 2101.0101.00377.6
- BPPPemnag 2101.0101.00376.5
- BPP SDATTG 2101.0101.00379.1
- BPPKMA 2101.0101.00382.4
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN DinasKependudukaanPencatata®ipil
2101.0101.00293
PENCATATAN SIPIL (Bend.Pengeluaran)
14 DinasPerhubungafrovSumbarBend.
DINAS PERHUBUNGAN 2101.0101.00060.9
Pengeluaran)
- BPP(Sekretariat) 2101.0101.00329.0
- BPP(UPTD Prasaran&erhubungahLAJ
i ] 2101.0101.00328.6
Wilayah! danWilayah 1)
15 | DINAS KOMUNIKASI DinasKomunikasiDan Informatika(Bend.

INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pengeluaran)

2101.0101.00290.4

- BPPSekretariat

2101.0101.00335.6

- BPPBId. InformasiDanKomunikasi
Publik

2101.0101.00334.5

- BPPBId. Aplikasi Informatika

2101.0101.00336.0
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DAERAH
- BPPBId. SiberDan Sandi 2101.0101.00351.1
- BPPBId. StatistikSektoral 2101.0101.00333.4
16 | DINAS KOPERASI,USAHA . .
DinasKoperasiUKM (Bend.Pengeluaran) 2101.0101.00142.1
KECIL DAN MENENGAH
- BPPSekretariat 2101.0101.00331.2
- BPP PKLB 2101.0101.00332.3
- BPPPemkop 2101.0101.00337.1
- BPP PUK 2101.0101.00381.3
- BPPUPTD Balai Diklat Koperasi 1008.0101.00002.5
17 | DINAS PENANAMAN MODAL o
DPM DanPTSPProvinsiSumaterdBarat
DAN PELAYANAN TERPADU 2100.0101.00888.5
(Bend.Pengeluaran)
SATUPINTU
18 | DINAS PEMUDA DAN DinasPemudaanOlahragaBend.
2100.0101.01393.5
OLAHRAGA Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2100.0101.01560.0
- BPPBId. PeningkatarPrestasDlahraga 2100.0101.01561.1
- BPPBId. Pembudayaa®lahraga 2100.0101.01559.6
- BPPBIid. PemberdayaaRemuda 2100.0101.01558.5
- BPPBId. PengembangaPemuda 2100.0101.01557.4
- BPP UPTDKBOR 1005.0101.00023.6
19 | DINAS KEBUDAYAAN DinasKebudayaarfBend.Pengeluaran) 2101.0101.00288.6
- BPPUPTD TamanBudayaSumaterdBarat 2100.0101.01342.1
- BPPUPTD MuseumAdityawarman 2100.0101.00882.4
20 | DINAS KEARSIPAN DAN DinasKearsiparDanPerpustakaa(Bend.
2100.0101.00887.3
PERPUSTAKAAN Pengeluaran)
21 | DINAS KELAUTAN DAN DinasKelautanDanPerikanar(Bend.
2100.0101.00891.5
PERIKANAN Pengeluaran)
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NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH

- BPPSekretariat 2100.0101.01579.5
- BPPBId. PerikanarTangkap 2100.0101.01578.4
- BPPBId. PerikanarBudidaya 2100.0101.01580.6
- BPPBid. PDSKP 2100.0101.01581.0
- BPP UPTDKPSDKPPariaman 2100.0101.01454.1
- BPP UPTDBPBALP Teluk Buo 2100.0101.01453.8
- BPPUPTD PPMHP 2100.0101.01452.6
- BPPUPTD PelabuharPerikanarWilayah| 2100.0101.01455.0
- BPPUPTD PelabuharPerikanariVilayah
' 2100.0101.01470.8
- BPPUPTD PelabuharrerikanarWilayah
" 2100.0101.01451.4

22 | DINAS PARIWISATA DinasPariwisatgBend.Pengeluaran) 2101.0101.00078
- BPPSekretariat 2101.0101.00330

DINAS PERKEBUNAN )

DinasPerkebunaanamarPangarDan

23 | TANAMAN PANGAN DAN 2101.0101.00069.5

HORTIKULTURA

Hortikultura(Bend. Pengeluaran)

- BPPSekretariat

2101.0101.00358.1

- BPPBId. Perkebunaifanhungar

2001.0101.00338.2

- BPPBId. Tansempah

2101.0101.00339.3

- BPPBId. TanamarPangan

2101.0101.00365.1

- BPPBId. TanamarHortikultura

2101.0101.00359.2

- BPP UPTDBP2MB PTP

2101.0101.00294.0

- BPP UPTDBBI

1013.0101.00001.3

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

239




PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPBalai PengawasabBan Sertifikat
0201.0101.00002.1
Benih
- BPPUPTD Balai Pelatihardan
. 2101.0101.00156.1
PenyuluharPertaniarSBumbar
- BPPUPTD Balai PerlindungarTanaman
. 2100.0101.01177.1
PangarHortikultura
- BPPUPTD BMSPPSumbar 2101.0101.00357.0
DINAS PETERNAKAN DAN .
24 DisnakDanKeswan(Bend.Pengeluaran) 2100.0101.00874
KESEHATAN HEWAN
- BPPSekretariat 2100.0101.01568
- BPPBId. ProduksiDanKeswan 2100.0101.01578
- BPPBId. BinaUsaha 2100.0101.01570
- BPPUPTD PMPP 2100.0101.01458
- BPP UPTDRSHSB 2100.0101.01458
- BPPUPTD TERNAK UNGGAS 1200.0101.0016%
- BPPUPTDBPTSDPayakumbuh 0101.0101.000038
- BPPUPTD TernakRuminansia 1200.0101.00208
25 DINAS KEHUTANAN DinasKehutanar{Bend.Pengeluaran) 2101.0101.00082.8

- BPPSekretariat

2101.0101.00368.4

- BPPBid. PPMHA

2101.0101.00369.5

- BPPBIid. PHK SDAE

2101.0101.00371.0

- BPP Bid. PDARHL

2101.0101.00367.3

- BPPBid. PRPH

2101.0101.00370.6

- BPP UPTDBSPTH

2101.0101.00303.9

- BPPUPTDKPHL PasamamiRaya

0800.0101.00158.2

- BPPUPTDKPHL Lima PuluhKota

0100.0101.00368.1
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DAERAH
- BPP UPTDKPHL AgamRaya 1600.0101.00542.0
- BPPPadaUPTDKPHL Bukit Barisan 2101.0101.00302.7
- BPPUPTDKPHL Sijunjung 0700.0101.00632.1
- BPPUPTD KPHL Solok 0600.0101.01741.4
- BPPUPTD KPHL Hulu BatangHari 1300.0101.00357.1
- BPP UPTDKPHP Dharmasraya 1403.0101.00322.6
- BPPUPTD KPHP PesisirSelatan 0400.0101.00801.3
- BPP UPTDKPHP Mentawai 2110.0101.00585.2
DINAS ENERGIDAN SUMBER DinasEnergiDan SumbeiDayaMineral
26 2101.0101.00088
DAYA MINERAL (Bend.Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2101.0101.00352
- BPPBId. EKTL 2101.0101.00353
DINAS PERINDUSTRIANDAN . .
27 DisperindagProvSB (Bend.Pengeluaran) 2101.0101.00247.3
PERDAGANGAN
- BPPSekretariat 2101.0101.00364.0
- BPPBId. Perdagangan 2101.0101.00363.6
- BPPBId. PerlindungarKonsumerdan
o 2101.0101.00361.4
Tertib Niaga
- BPPBId. IndustriAgro 2101.0101.00360.3
- BPP UPTDLogam 2101.0101.00272.2
- BPPUPTD PPMA 2101.0101.00311.3
- BPP UPTDBPSMB 2101.0101.00279.5
Set. DPRD Prop Sumbar (Bend.
28 | SEKRETARIATDPRD 2101.0101.00067.0
Pengeluaran)
INSPEKTORATDAERAH
29 PemegangfasKtr Inspektorat 2100.0101.00878.2
PROVINSI
BADAN PERENCANAAN PemegangfasBappeddropSumbarBend.
30 2100.0101.00874.5
PEMBANGUNAN DAERAH Pengeluaran)
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ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPSekretariat 2100.0101.01567.0
- BPPBid. P2EPD 2100.0101.01565.5
- BPPBIid. PPM 2100.0101.01570.3
- BPPBIid. EKO SDA 2100.0101.01572.5
- BPPBId. Infraswil 2100.0101.01573.6
BADAN PENELITIAN DAN .
31 Balitbang(Bend.Pengeluaran) 2101.0101.00284
PENGEMBANGAN
- BPPSekretariat 2101.0101.00350
- BPPBId. Ekbang 2101.0101.00373
- BPPBId. Inotek 2101.0101.00372
- BPPBid. Sospem 2101.0101.00372
BADAN PENGELOLAAN
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
32 | KEUANGAN DAN ASET 2100.0101.01548.2
DaerahProvSumbarBend.Pengeluaran)
DAERAH
- BPPSekretariat 2100.0101.01577.3
- BPP BMD 2100.0101.01576.2
- BPPBid. APKD 2100.0101.01584.3
33 BADAN PENDAPATANDAERAH | Bapend&rovSumbarBend.Pengeluaran) 2100.0101.00872.0

- BPPSekretariat

2100.0101.01588.0

- BPPBId. RetribusiDan PLL

2100.0101.01585.4

- BPPBId. Pajak

2100.0101.00380.2

- BPPUPTDP3 Padang

2101.0101.00255.2

- BPPUPTD P3Kab.Pd.Pariaman

0500.0101.00841.9

- BPPUPTD P3 PdPanjang

0900.0101.00156.3

- BPPUPTD P3Bukittinggi

0203.0101.00004.9

- BPPUPTD P3Kota Payakumbuh

0100.0101.00296.0

- BPPUPTD P3Lb. Basung

1600.0101.00191.7

- BPPUPTD P3 Lb.Sikaping

0800.0101.00138.7
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ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPUPTD P3 Painan 0400.0101.00672.7
- BPPUPTD P3Solok 0600.0101.01633.0
- BPPUPTD P3Sijunjung 0700.0101.00378.1
- BPPUPTD P3Sawahlunto 1101.0101.00003.2
- BPPUPTD P3Batusangkar 0301.0101.00005.1
- BPPUPTD P3Dharmasraya 1403.0101.00230.0
- BPPUPTD P3 SolokSelatan 1301.0101.00281.7
- BPPUPTD P3 Pasbar 1200.0101.00162.2
- BPPUPTD P3Kab.50Kota 0100.0101.00295.1
- BPPUPTD P3Kab. Solok 0600.0101.01634.3
- BPPUPTD P3Kota Pariaman 0500.0101.00842.1
- BPPUPTD SIKD BakeudaSumbar 2101.0101.00316.1
BADAN KEPEGAWAIAN BadanKepegawaiamaerahProp(Bend.
34 2101.0101.00081.6
DAERAH Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2101.0101.00322.0
BADAN PENGEMBANGAN BadanPengembanga8DM ProvSumbar
35 2100.0101.00889.7
SUMBERDAYA MANUSIA (Bend.Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2100.0101.01583.2
- BPPBIid. PKM dan PKJF 2100.0101.01582.1
- Bend.Penerimaan 2108.0101.00001.3
36 | BADAN PENGHUBUNG BadanPenghubungBend.Penghubung) 3000.0101.0001.2
BADAN KESATUAN BANGSA BadanKesbangpoProvSumbarBend.
37 2101.0101.00007.4

DAN POLITIK

Pengeluaran)
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ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
- BPPSekretariat 2101.0101.00323.1
BADAN PENANGGULANGAN BadanPenanggulangaBencanadaerah
38 2101.0101.00224.2
BENCANA DAERAH (Bend.Pengeluaran)
- BPPSekretariat 2101.0101.00354.4
- BPPBId. PencegahadanKesiapsiagaan 2101.0101.00355.5
- BPPBId. KedaruratamanLogistik 2101.0101.00356.6
BIRO PEMERINTAHAN DAN
39 | OTONOMI DAERAH Biro PemerintahaanOtonomiDaerah 2101.0101.00118.3
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM SEKRETARIAT )
40 BendPengBiro Hukum SetdaProv Sumbar 2101.0101.00121.3
DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN o
41 BPPAdm Pimpinan 2101.0101.00095.6
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEREKONOMIAN . . o
42 Biro PerekonomiaisetdaProvinsi 2101.0101.00052.1
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN
43 RAKYAT SEKRETARIAT BPPBiro KesejahteraaRakyat 2101.0101.00068.3
DAERAH
BIRO ADMINISTRASI
44 | PEMBANGUNAN SEKRETARIAT Biro AdministrasiPembangunan 2101.0101.00095.6
DAERAH
BIRO ORGANISASI . -
45 KuasaPenggunanggararBiro Organisasi 2101.0101.00109.2
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM/ SEKRETARIAT Setda(Bend.PengeluarasetdaProp
46 2101.0101.00097.1
DAERAH Sumbar)
- BPP BiroUmum 2101.0101.00092.1
BIRO PENGADAAN BARANG
47 | DAN JASASEKRETARIAT BPPBiro PengadaaBarangDanJasa 2101.0101.00249.7
DAERAH
RSUDDr. ACHMAD MOCHTAR RSAM Bukittinggi (Bend.Pengeluaran
48 0203.0101.0021:3
BUKITTINGGI APBD)
- Bendahar&engeluaraBLUD RSAM 0203.0101.00275
49 | RSUDPARIAMAN Bendaharé&engRSUD Pariaman 0500.0101.00095.6

- BendPengBLUD RSUD Pariaman

0500.0101.00869.9

- BendPenerimaa®LUD RSUDPariaman

0500.0101.00868.7
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ORGANISASI PERANGKAT

NO. NAMA REKENING KORAN NO. REKENING
DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. RSJProfHB Saanin(Bend.Pengeluaran
50 1009.0101.00001.6
SAANIN APBD)
- RSJProfHB Saanin(Bend.Pengeluaran
1009.0101.00007.7
BLUD)
- BPP APBDRSJPHB Saanin 1009.0101.00131.5
- BLUD RSJPProfHB SaaninPdg 1009.0101.00006.5
51 | RSUDMOHAMMAD NATSIR RSUDM Natsir(Bend.PengeluaraAPBD) 0600.0101.10403.1

- BendPenBLUD RSUDM Natsir

0600.0101.01697.5

- BendBLUD RSUDMohammad Natsir

0600.0101.01668.9

- BPPRSUDMohammad Natsir

0600.0101.02284.5

Disamping Rekeningrekening diatas, diterbitkan juga KeputusanGubernur Sumatera
Barat Nomor 90379-2022 TentangPenetaparNomor dan Nama Rekening Penerima

Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah
Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Se Sumatera Barat Pada PTBank Pembangunan

DaerahSumatera Barat Tahun Anggari2022, dengannciansebagai berikut:

NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
| KAB. AGAM
1 SMA MUHAMMADIYAH TIKU 10304891SMA MUHAMMADIYAH TIKU 16000101006002
SMA TAHFIZHUL QUR AN SYECH
2 Al e 698999008MA THFZHL QRN SYCH 02020105000034
3 Sm}/i T\ILLSJSSABNEig:SI\I/ISAZEISSNTREN 69968154 SMK PLUS BNM BERBASIS 71040103000123
UG MU PESANTRENBNM TANJUNG MUTIARA
4 SLB AMANAH BUNDA 69756285518 AMANAH BUNDA 16000210187670
5 SLB AMPEK NAGARI 103002885LB AMPEK NAGARI 16000103003581
6 SLBBASO 697562865LB BASO 16000101005980
69945383518 ETNIK KREATIF
7 SLB ETNIK KREATIF NUSANTARA S USANT AR 02010103000780
8 SLBKITA SAMA 6998499451 B KITA SAMA 02080103000043
9 SLBMUFTIA RAHMA 699153325LB MUFTIA RAHMA 16000103003592
10 | SMAIT ABI CENTER 70011627SMA IT ABI CENTER 02000103005456
SMA MUHAMMADIYAH LUBUK 10304889 SMA MUHAMMADIVAH
11| gasuNG LUBUK BASUNG 16000101005976
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NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
12| SMAMUNAVIMADIVAH SALAREH 10308631 SNIAMUHAVIMADIVAH 6010101000005
13 | SMA SWASTABANUHAMPU 10300288MA SWASTABANUHAMPU 02000103005434
R T
js | SMIKTEKNOLOGI BUNDO 103048965 TEKNOLOGI BUNDO 6000103008570
16 | SMANEGERI1 BANUHAMPU 10300296SMAN 1 BANUHAMPU 02060101000112
17 | SMANEGERI1 LUBUK BASUNG 103002925MAN 1 LUBUK BASUNG 16020101000013
18 | SMANEGERI1 TANJUNGRAYA L03002BEMAN NEGERILTANJUNG 16020101000061
19 | SLBN1AMPEK ANGKEK 10309211SLBN 1 AMPEK ANGKEK 02000101003994
20 | SLBN1LUBUK BASUNG 10300458LBN 1 LUBUK BASUNG 16000101005486
21 | SMANEGERIL AMPEK ANGKEK iﬁgﬁg’?m NEGERI1 AMPEK 02000101004300
22 | SMANEGERI1 AMPEK NAGARI iffggé?gsm NEGERI1 AMPEK 1601010100062
23 | SMANEGERI1BASO 10300297SMA NEGERI1 BASO 0200010100405
24 | SMANEGERI1 CANDUNG 10304886SMA NEGERI1 CANDUNG 02000101004226
25 | SMANEGERI1 IV KOTO 10300298SMA NEGERI1 IV KOTO 02060101000101
26 | SMANEGERI1KAMANG MAGEK 10300300 SMA NEGERI 1 KAMANG 02000101004230
27 | SMANEGERI1 MATUR 10300301SMA NEGERI1 MATUR 02000101004285
28 | SMANEGERI1 PALEMBAYAN B o NEGERIL 02000101004016
29 | SMANEGERI1PALUPUH 103002935MA NEGERI1 PALUPUH 02000101004101
30 | SMANEGERI1 SUNGAIPUAR 10300304SMA NEGERI1 SUNGAIPUAR 02020101000234
31 | SMANEGERIL TANJUNGMUTIARA ,%AOS%)%SZSMA NEGERI1 TANJUNG 16030101000012
32 | SMANEGERI1TILATANG KAMANG | ou0020BMANEGERILTILATANG 02000101004274
33 | SMANEGERI2 IV KOTO 1030027(8MA NEGERI2 IV KOTO 02000101004064
34 | SMANEGERI2 LUBUK BASUNG 2o SMANEGERI2 LUBUK 16000101005442
35 | SMANEGERI2 PALEMBAYAN O o \EGERI2 16010101000073
36 | SMANEGERI2TILATANG KAMANG | ouioa ISMANEGERIZTILATANG 02000101004053
37 | SMANEGERI3 LUBUK BASUNG 02O MA NEGERI3 LUBUK 16000101005464
38 | SMANEGERIAGAM CENDEKIA é%ﬁgggiﬁm NEGERIAGAM 16020101000024
39 | SMK NEGERIL AMPEK ANGKEK i?\?ggg(‘s'\’”( NEGERI1 AMPEK 02000101004112
40 | SMK NEGERI1AMPEK NAGARI 103104985MK NEGERI1 AMPEK 1601010100036

NAGARI
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NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
41 | SMKNEGERI1BASO 10310706MK NEGERI1 BASO 02010101000165
42 | SMKNEGERI1 LUBUK BASUNG 10300272SMK NEGERI1 LUBUK 16000101005490
BASUNG
43 | SMKNEGERI1 MATUR 103082985MK NEGERI1 MATUR 02000101004311
10304897 SMK NEGERI 1
44 | SMKNEGERI1 PALEMBAYAN 10304892 S 02000101003950
45 | SMKNEGERI1TANJUNGMUTIARA | oporo08 SMKNEGERITTANIUNG 1600010100563
46 | SMKNEGERI1 TANJUNGRAYA 103002735MK NEGERI1 TANJUNG 16000101005674
MUTIARA
47 | SMKNEGERI1TILATANG KAMANG | 10308138SMK NEGERI1 TILATANG 02000101004182
48 | SMKNEGERI2 LUBUK BASUNG 103048935MK NEGERIZ LUBUK 16000101005641
BASUNG
I KAB. DHARMASRAYA
1 | SMASTARUNA SUMATERABARAT | 69760813SMA TARUNA SUMBAR 14050103000172
2 | SLBAthallahSungaiRumbai 10310181SLB ATHALLAH SUNGAI 14010105000010
RUMBAI
3 | SLBKOTOAGUNG 698884565LB KOTO AGUNG 14050103000146
4 | SMKSSTARTUP DARAJINGGA 69986342SMK START UP DARA JIN 14000103001194
5 | SMAN 1Koto Salak 697748525MAN | KOTO SALAK 14000101004201
6 | SMAN1TIUMANG 69954291SMANL TIUMANG 14000101004131
7 | SLBN1PULAU PUNJUNG 10308107SLBN 1 PULAU PUNJUNG 14030101003822
8 | SMAN1ASAM JUJUHAN 69953273MAN 1 ASAM JUJUHAN 14010101000070
9 | SMAN1IX Koto 69774851SMAN 11X KOTO 14030101003870
10 | SMAN 1KOTOBARU 10303218SMAN 1 KOTO BARU 14000101004352
11 | SMAN 1KOTOBESAR 10308311SMAN 1 KOTOBESAR 14000101004260
12 | SMAN 1PULAU PUNJUNG 10303217SMAN 1 PULAU PUNJUNG 14030101003833
13 | SMAN 1SIKABAU 69986156SMAN 1 SIKABAU 14030101003925
14 | SMAN1SITIUNG 10303216BMAN 1 SITIUNG 14050101000493
15 | SMAN 1 SUNGAIRUMBAI 10303216SMAN 1 SUNGAI RUMBAI 14010101000092
16 | SMAN 1TIMPEH 1030487MAN 1 TIMPEH 14050101000482
17 | SMAN 2KOTO BARU 103048755MAN 2 KOTO BARU 14000101004190
18 | SMAN 2 PULAU PUNJUNG 10304874SMAN 2 PULAU PUNJUNG 14030101003855
19 | SMAN2SITIUNG 69986157SMAN 2 SITIUNG 14050101000585
20 | SMAN 2 SUNGAIRUMBAI 699532755MAN 2 SUNGAI RUMBAI 1401010100151
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NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
21 | SMAN UNGGUL DHARMASRAYA DABEIZ> e N INGGUL 71050101000034
22 | SMKN 1KOTO BARU 103032155MKN 1 KOTO BARU 14050101000530
23 | SMKN 1KOTO BESAR 69946934SMKN 1 KOTO BESAR 1403010100381
24 | SMKN 1 PADANG LAWEH 69986158SMKN 1 PADANG LAWEH 14030101003914
25 | SMKN 1 PULAU PUNJUNG 10303214SMKN 1 PULAU PUNJUNG 14030101003763
26 | SMKN 1SITIUNG 698535365MKN 1 SITIUNG 14030101003892
27 | SMKN 1 SUNGAI RUMBAI 10304876SMKN 1 SUNGAI RUMBAI 14010101000044
28 | SMKN 1TIMPEH 69853537SMKN 1 TIMPEH 14050101000515
29 | SMKN 2 PULAU PUNJUNG 10308286SMKN 2 PULAU PUNJUNG 14030101003785
Il | KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
1 | SLBBINA LAGGAI MENTAWAI OU901S0%ELE BINA LAGGAI 21100103003711
, | SLBMUTARABANGSAPRATANA | 60050484 SLE WUTIARA BANGSA 7110010900373
3 | SMALENTERAMENTAWAI 698885655MA LENTERA MENTAWAI 21110105000040
4 | SMASPLUSSETIA 103098855MAS PLUSSETIA 21100103003674
5 | SMAN1SIPORA 103029795MA NEGERI1 SIPORA 21100101005911
6 | SMKNEGERI 1KEPULAUN 69851455V NEGERITKEPULAUAN 7110010100587
7 | SMAN 1PAGAI UTARA SELATAN 2802981 SMAN 1 PAGAUTARA 21120101000095
8 | SMAN1SIBERUTSELATAN 10302978SMAN 1 SIBERUTSELATAN 21110101000133
9 | SMAN1SIBERUTTENGAH 10310733SMANL SIBERUTTENGAH 21000101015073
10 | SMAN 1SIBERUTUTARA 10302982SMAN 1 SIBERUTUTARA 21000101015095
11 | SMAN2SIPORA 1030298(8MAN 2 SIPORA 21100101005922
12 | SMANEGERI1 PAGAISELATAN SOaer SMA NEGERIL PAGAI 21120101000040
13 | SMANEGERI1 PAGAIUTARA 69903388SMA NEGERI1 PAGAI UTARA 21120101000025
14 | SMANEGERI1 SIBERUTBARAT 699176908MA NEGERI1 SIBERUT 21000101015062
15 | SMANEGERILSIBERUT BARAT 698095055MA NEGERI1 SIBERUT 21110101000096
16 | SMANEGERI2 SIKAKAP 698095065MA NEGERI2 SIKAKAP 21120101000051
;7 | SMKNEGERIZKEPULAUAN G950002 5K NEGERIZKEPULAUAN P 1110101000141
js | SMKNEGERI3KEPULAUAN G995338ENIK NEGERI3 KEPULAUAN P 1120101000110
IV | KAB. LIMA PULUH KOTO
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NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
1 SLB AL-AZRA IYAH 103107185LB AL AZRAIYAH 01000105001173
2 SLB AL HIDAYAH 10301189%5LB AL HIDAYAH 01000105001081

SLB BUDI KARYA DANGUNG- 698631051 B BUDI KARYA DANGUNG
3 S UG s 01000105000996
4 SLB SYEHMUHAMMAD SA AD i%310725 SLB SYEKH MUHAMMAD SA 01000105001011
5 SMKS USWATUN HASANAH 103044345MK USWATUN HASANAH 01010101000123
6 SLB AIR RANDAH 103011765LB AIR RANDAH 01000105001232
7 SLB AL MUNAWAROH 700014235LB AL MUNAWAROH 01000105001206
8 SLB CITRA BANGSA 103044365LB CITRA BANGSA 01000105001221
9 SLB DARMA BAKTI INSANI 70001471SLB DARMA BAKTI INSANI 01000105001033
10 | SLB Pelitakapur 69984651SLB PELITA KAPUR 18000101000265
11 | SLBSEHATI 69991911SLB SEHATI 01000105000963
12 | SLBULURAN KASIH 10305494518 ULURAN KASIH 01000105001092
13 | SLB YP PEDULIANAK NAGARI 69900070 SLB YP PEDULI ANAK 01000105001055
NAGARI
14 | SMA Cahayaslam 69972821SMA CAHAYA ISLAM 01000105001243
15 | SMAN 1Kec.Mungka 69946102SMAN 1 KEC MUNGKA 01040101000190
16 | SMAN 1KEC. PAYAKUMBUH 10304426MAN 1 KC. PYKMBH 01000101003974
17 | SMAN 2KEC. BUKIK BARISAN 69946176MAN 2KEC BUKIK 01040101000234
BARISAN
18 SX'QS 2 KEC. PANGKALAN KOTO 103044295MAN 1 KEC PAYAKUMBUH 01000101004195
SMA NEGER| 1 KECAMATAN 69786301 SMAN NEGERI 1
19 | GUNUANG OMEH KECAMATAN GUNUNG OMEH 01040101000120

20 | SLBN1HARAU 103013055LBN 1 HARAU 01000101004081
21 | SMAN1AKABILURU 10301188SMAN 1 AKABILURU 01000101003952
22 | SMAN1BUKIK BARISAN 69786302SMAN 1 BUKIK BARISAN 01040101000164
23 | SMAN1GUGUAK 10301187SMAN 1 GUGUAK 01040101000142
24 | SMAN1HARAU 10301186SMAN 1 HARAU 01030101000040

10301185 SMA N 1 KECAMATAN
25 | SMAN1KAPUR IX R 18000101000232
SMAN 1KEC PANGKALAN KOTO 10301183 SMA N 1 KECAMATAN
26 1 BARU PANGKALAN KOTO BARU 18000101000302
27 | SMAN1LAREH SAGOHALABAN 10301184 SMAN 1 LAREH SAGO 01050101000023
HALABAN
28 | SMAN 1SITUJUAHLIMO NAGARI ;%3&;?5'\’"*“ 1 SITUJUAHLIMO 01000101003823
29 | SMAN1SULIKI 10301181SMAN 1 SULIKI 01040101000212
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30 SMAN 2 HARAU 697863006MAN 2 HARAU 01030101000025
31 SMA Negeri2 Kec.KapurIX ?)3%0622 SMA NEGERI 2 KEC. KAPUR 18000101000243
32 SMKN 1 GUGUK 10304432SMKN 1 GUGUK 01040101000282
33 SMKN 1 KECAMATAN LUAK 10304430MKN 1 KECAMATAN LUAK 01010101000075
34 SMKN 1 PANGKALAN 103044335MKN 1 PANGKALAN 18000101000221
35 SMKN 1 SULIKI 10304431SMKN 1 SULIKI 01040101000260
36 SMKN 2 KEC GUGUAK 10310872SMKN 2 KEC GUGUAK 01040101000186
37 SMKN PP PADANGMENGATAS ]MOE?);C();S:)‘?ASSMKN PP PADANG 01000101003856
\% KAB. PADANG PARIAMAN
1 SLB ARRAHMAN 607245885LB AR RAHMAN 17000101002430
2 SLB NURRACHMAN 103078085LB NUR RACHMAN 17000101002463
3 SMAS YAPPHIBATANG ANAI 10308464SMA YAPPHI PASAR USANG 17000101002485
4 SMASYDB LUBUK ALUNG 1030815I1SMA YDB LUBUK ALUNG 17000101002496
5 imﬁngARMA BAKTI LUBUK 10305576SMK DHARMA BAKTI 17000101002511
6 SMKSINDONESIA RAYA 10307298MK INDONESIA RAYA 17000101002474
7 im;(,\?GKESEHATAN MANDIRI LUBUK 60724587SMK KESEHATAN MANDIRI 17000101002500
8 it/l&\?(;sOSIAL/ PARIWISATA LUBUK 10305597SMK SOSIAL LUBUK ALUNG 17000101002522
9 SMKSYPPLUBUK ALUNG 10305576SMK YPPLUBUK ALUNG 17000101002533
10 SLB AMAL BHAKTI SICINCIN 10301767SLB AMAL BHAKTI SICINCIN 05000105000225
11 SLB ARAFAH 69987361SLB ARAFAH 05000101010516
12 SLB MUTIARA BUDI 103017665LB MUTIARA BUDI 05000105000240
13 SLB Nurul HasanalPakandangan gi%jﬂéiﬁéiNURUL HASANAH 17000101002452
14 SLB PERMATA BUNDA 103017785LB PERMATA BUNDA 05000105000446
15 SLB YPAC NAN SABARIS 103017805LB YPAC NAN SABARIS 05000105000236
16 SMASINS KAYU TANAM 103080985MASINS KAYU TANAM 17010101000351
17 SMK MARITIM NUSANTARA 6990080 MK MARITIM NUSANTARA 05030105000012
18 | SMKSNASIONAL KAYUTANAM L0308 S NASIONAL 17010101000340
lo | GRS PENERBANGAN NUSARTARA " Itieaes SUS PERERBANGAN T 05010500008
20 SMKSYPM ZAIN PAUH KAMBAR 103055785MKS YPM ZAIN PAUH 05000105000251

KAMBAR
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21 | SMAN12X11 ENAMKAYU TANAM | 103055608MAN 12X11KAYU TANAM 17010101000270
22 | SMAN 1 BATANG GASAN 69820357SMAN 1 BATANG GASAN 05030101000072
23 | SMAN 1 ENAM LINGKUNG 10305561SMAN 1 ENAM LINGKUNG 17000101002021
24 | SMAN 1V KOTOA MALINTANG LOSODO02SMAN L IVKOTOAUR 05000101010332
25 | SMAN 1 PATAMUAN 69946914SMAN 1 PATAMUAN 17010101000292
26 | SMAN 2BatangAnai 69826561SMAN 2 BATANG ANAI 17000101001671
27 | SMAN 2 LubukAlung 69823281SMAN 2 LUBUK ALUNG 17000101002091
28 | SMAN 12X11ENAM LINGKUNG o SMAN 1 2X11 ENAM 17010101000266
20 | SMAN 1BATANG ANAI 10301791SMAN 1 BATANG ANAI 17000101002080
30 | SMAN 1LUBUK ALUNG 103017905MAN 1 LUBUK ALUNG 17000101001741
31 | SMAN1NAN SABARIS 10305547SMAN 1 NAN SABARIS 05000101010380
32 | SMAN 1PADANG SAGO 10305563SMAN 1 PADANG SAGO 17010101000314
33 | SMAN 1 SUNGAIGERINGGING B0 N 1 SUNGAI 05000101010251
34 | SMAN 1 SUNGAILIMAU 103055655MAN 1 SUNGAILIMAU 05000101010402
35 | SMAN 1ULAKAN TAPAKIS 10305548SMAN 1 ULAKAN TAPAKIS 05000101010074
36 | SMAN 1VIl KOTO SUNGAISARIK OSOOPOBMAN L VI KOTO SUNGA! 05000101010284
37 | SMAN1VKOTOKAMPUNG DALAM | L0u0uo0@MAN1VKOTOKAMPUNG 05000101010236
38 | SMAN1VKOTOTIMUR 10305568SMAN 1V KOTO TIMUR 0500010101046
39 | SMAN 2 SUNGAILIMAU 1030557C8MAN 2 SUNGAILIMAU 05000101010354
40 | SMAN 2 VIl KOTO SUNGAISARIK Qo822 TOBMAN 2 VIl KOTO SUNGA 05000101010096
41 | SMKN1ENAM LINGKUNG 10308128SMKN 1 ENAM LINGKUNG 17000101002146
42 | SMKN1IV KOTOAURMALINTANG | ooapoao i 1 IV KOTOAUR 05000101010376
43 | SMKN 1 SINTUK TOBOHGADANG e S ISBMKN 1 SINTUK TOBOH 17000101002124
44 | SMKN 1 SUNGAILIMAU 10310791SMKN 1 SUNGAILIMAU 05000101010343
45 | SUPMNEGERIPARIAMAN 103108155UPMNEGERIPARIAMAN 05000101011485
VI | KAB. PASAMAN BARAT

1 | SMASAL - ISTIQOMAH 10306088SMA SAL ISTIQOMAH 12000101005992
2 | SMA'S ASSYFAKAPA 69829535MA ASSYFA 12000101006084
3 | SMASCITRAINSANI 6995531 7SMA CITRA INSANI 15000103002312
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4 | SMASISLAM CENDEKIA 69949635MA ISLAM CENDEKIA 12010210059327
5 | on o ARABIDARUL YAMAN 69775445MK ARABI DARUL YAMANI 12000210254120
6 | SMKSSUBULUS SALAM 6989454(BMK S SUBULUS SALAM 12000101005830
7 | SLBBAITUL FATTAAHU KINALI O oo1076 SLB BAITUL FATTAARU 12020101000106
8 | sLBBismillah 7001127C5LB BISMILLAH 12000101005756
9 | SLBUMMI CHAIRA 10306691SLB UMMI CHAIRA 12000101005793
10 | SMA CENDEKIA PASBAR 699851455MA CENDEKIA PASBAR 12000101005970
11 | SMASIT DARUL HIKMAH 698929055MA SIT DARUL HIKMAH 12010101000015
12| SMASMUHAMMADIVAH AR 1030603ESMA MURANADIVAH AIR 5020101000111
13| SVASNURAVIMADIVAR UJUNG 1030608CSHiA SMURANVADIVAT 1e00010900734
14 | SMASPLUSPEMBANGUNANKINALI | o000 9tSMA SPLUSPEMBARGUNAN 12020101000121
15 | SMA STARUNA AL-MUNIR 6989977(5MA STARUNA AL -MUNIR 12000101005981
16 | SMA STUNAS BANGSAMALIGI O uto34z SMA S TUNAS BANGSA 12000101005944
17 | SMKAL FATIH 69991776SMK AL FATIH 12000101005782
18 | SMKIT Al Hidayah 70011269MK IT AL HIDAYAH 12000101005933
19 | SMK SCERSAPASAMAN 103060925MK S CERSAPASAMAN 12000101005863
20 | SMK S DARUL FALAH 10306093SMK SDARUL FALAH 15000103002301
21| SMKS DARULULUM MUARA 10306054 SN S DARUL ULUNIMUARA ™ 1000101008106
22 | SMK SIT AGUS SUSANTO 69774717SMK SIT AGUS SUSANTO 15000103002286
23 | SMK S NURULFALAH 10308134SMK SNURUL FALAH 12000101005966
24 | SMK S TIZAMIGA 699546555MK STI ZAMIGA 15000103002356
25 | SMAN LKINALI 10303087SMAN 1 KINALI 12020101000040
26 | SMAN1LEMBAH MELINTANG 103030895MA N 1 LMBH MLNTNG 15000101001863
27 | SMAN1SUNGAIBEREMAS 10303091SMAN 1 SUNGAIBEREMAS 1502010100052
28 | SMAN2KINALI 699480995MAN 2 KINALI 12020101000084
29 | SMK N 1KINALI 10308183SMKN 1 KINALI 12020101000073
30 | SMKN1RANAH BATAHAN 10310878SMKN 1 RANAH BATAHAN 15010101000086
31 | SLBN1SUNGAIAUR 103100455LBN 1 SUNGAI AUR 12000101002315
32 | SMAN 1GUNUNG TULEH 10303086SMA N 1 GUNUNG TULEH 15000101001826

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

252




PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
33 | SMAN 1KOTOBALINGKA 10303088SMA N 1 KOTO BALINGKA 15020101000030
34 | SMAN1LUHAK NAN DUO 103060855MA N 1 LUHAK NAN DUO 12000101002223
35 | SMAN 1PASAMAN 1030309C8MA N 1 PASAMAN 12000101002072
36 | SMAN 1RANAH BATAHAN 10306086SMA N 1 RANAH BATAHAN 1501010100075
37 | SMAN1SUNGAIAUR 10307806SMA N 1 SUNGAI AUR 15000101001874
38 | SMAN1TALAMAU 10303106SMA N 1 TALAMAU 12000101002271
39 | SMAN2PASAMAN 69764535MA N 2 PASAMAN 12000101002083
40 | SMAN 2RANAH BATAHAN 69987232SMAN 2 RANAH BATAHAN 15010101000112
41 | SMKN1GUNUNG TULEH 699054655MK N 1 GUNUNG TULEH 12000101002330
42 | SMKN 1KOTO BALINGKA 69968546SMKN 1 KOTO BALINGKA 15000101001922
43 | SMKN1LEMBAH MELINTANG I%AOSS?\?TQ/SNSGMK N1LEMBAH 15000101001896
44 | SMKN1PASAMAN 10310877SMKN 1 PASAMAN 12000101002245
45 | SMKN 1 SASAKRANAH PASISIE o> SMICN L SASAK RANAH 12000101002304
46 | SMK N 1SUNGAIAUR 698206245MK N 1 SUNGAI AUR 15000101001841
47 | SMKN1TALAMAU 10306097SMK N 1 TALAMAU 12000101002260
VIl | KAB. PESISIR SELATAN
1 | SLBAL-MIRZA 103109025LB AL MIRZA 04020105000030
2 | SLBBALQIS NUR ADIBA 70006543SLEBALQIS NUR ADIBA 04020105000015
3 | SLBYAPEM TARUSAN 103080245LB YAPEM TARUSAN 04000105001141
4 | SLBYMIK BAYANG 1038257SLB YMIK BAYANG 04030105000025
5 | SMKSPGRIPAINAN 103019435MK PGRIPAINAN 04000105001163
6 | SLBBINAR TARUSAN 10308076SLB BINAR TARUSAN 04020105000041
7 | SLBCAHAYA BUNDA 10308264SLB CAHAYA BUNDA 19000101000926
8 | SLBDIOFASTABIQUL KHAIRAT 0990252 BLB DIO FASTABIQUL 04020105000026
9 | SLBKASIH IBU BAYANG 10308431SLB KASIH IBU BAYANG 04000103010816
10 | SLBYPPCPAINAN 10308178SLB YPPCPAINAN 04000105001152
11 | SMKSADI KARYA RANAH PESISIR é(és*sllg?gs SMKS ADIKARYA RANAH 19020105000024
12 | SMKSAL ANHAR BAYANG 103019445MKS AL ANHAR BAYANG 04030105000036
13| SUKSEADIKARVALINGGG SARI | 10301S4EHKSE ADI KARYA LINGGO 1602010100145
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14| SMKSMADRASAH ARABIVAN 10310803 SWKS MADRASA 4030105000014
15 | SMKSMAKMUR LENGGAYANG L AKMUR 04000210072564
16 | SMKSTEKNOLOGILENGAYANG L S TEKNOLOG! 04010103000256
17 | SLBN1LINGGO SARIBAGANTI 1081 0o73 SLBN L LINGGO SARI 19020101000423
18 | SMAN 1AIR PURA 103082655MAN 1 AIRPURA 19020101000390
19 | SMKN 1LINGGO SARIBAGANTI 10310750 SMKN L LINGGO SARI 19020101000294
20| SVKN TRANAH AVIPEK HULU 10305785 SHKN T RANAH AVPEK 9000101000613
21 | SLBN1LENGAYANG 1030825%LBN 1 LENGAYANG 04000101008116
22 | SLBN1PAINAN 103018505LBN 1 PAINAN 04000101008083
23 | SLBN1RANAH PESISIR 103082235LBN 1 RANAH PESISIR 19020101000375
24 | SMAN 1BASA AMPEK BALAI 10302022SMAN 1 BASA AMPEK BALAI 19000101000580
25 | SMAN 1 BATANG KAPAS 10302021SMAN 1 BATANG KAPAS 04000101008120
26 | SMAN 1BAYANG 103020095MAN 1 BAYANG 04030101000170
27 | SMAN 1KOTO XI TARUSAN 10308163SMAN 1KOTO XI TARUSAN 04020101000296
28 | SMAN 1LENGAYANG 1030201G5MAN 1 LENGAYANG 04010101000301
29 | SMAN 1LINGGO SARIBAGANTI 10302011 SMAN 1 LINGGO SARI 19020101000272
30 | SMAN 1LUNANG 103020135MAN 1 LUNANG 19010101000251
31 | SMAN1NAGARI IV BAYANG UTARA | [O30203BMANINAGARI IV BAYANG 04030101000166
32 | SMAN 1PAINAN 103020145MAN 1 PAINAN 04000101008234
33 | SMAN 1PANCUNGSOAL 103020155MAN 1 PANCUNG SOAL 19030101000013
34 | SMAN 1RANAH PESISIR 10302016SMAN 1 RANAH PESISIR 19020101000353
35 | SMAN LSILAUT 10308231SMAN 1 SILAUT 19010101000236
36 | SMAN 1SUTERA 10302017SMAN 1 SUTERA 04010101000404
37 | SMAN 2BASA AMPEK BALAI 69987102SMAN 2 BASA AMPEK BALAI 19000101000624
38 | SMAN 2 BATANG KAPAS 10302018SMAN 2 BATANG KAPAS 04000101008256
39 | SMAN2BAYANG 10308086MAN 2 BAYANG 04030101000133
40 | SMAN 2KOTO XI TARUSAN 10307604SMAN 2 KOTO XI TARUSAN 04020101000274
41 | SMAN 2LENGAYANG 103020195MAN 2 LENGAYANG 04010101000360
42 SMAN 2 Linggo SariBaganti 69987076 SMAN 2 LINGGO SARI 19020101000445

BAGANTI
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43 SMAN 2 PAINAN 103020205MAN 2 PAINAN 04000101008212
44 SMAN 2 RANAH PESISIR 103082605MAN 2 RANAH PESISIR 19020101000320
45 SMAN 2 SUTERA 1031090ISMAN 2 SUTERA 04010101000334
46 SMAN 3 LENGAYANG 10307602SMAN 3 LENGAYANG 04010101000356
47 SMAN 3 PAINAN 103107955MAN 3 PAINAN 04000101008175
48 SMKN 1 KOTO XI TARUSAN 103081795MKN 1 KOTO XI TARUSAN 04020101000300
49 SMKN 1 PAINAN 10301942SMKN 1 PAINAN 04000101008186
50 SMKN 1 PANCUNGSOAL 697735455MKN 1 PANCUNG SOAL 19000101000576
51 SMKN 1 RANAH PESISIR 10301948MKN 1 RANAH PESISIR 04010101000496
52 SMKN 1 SILAUT 699870985MKN 1 SILAUT 19010101000284
53 SMKN 1 SUTERA 10308258MKN 1 SUTERA 04000101008061
54 SMKN 2 PAINAN 10301945MKN 2 PAINAN 04000101008223
Vil KAB. SIJUNJUNG
1 SMKSELEKTRO SIJUNJUNG 1030558I1SMKSLKTR SINIJNG 07000101008224
2 SMKSKARYA MULIA MUARO 10305582SMKSKY MULIA MUARO 07000101008202
3 SLBAISYIYAH SIJUNJUNG 69880557SLB AISYIYAH SIJUNJUNG 07010101000136
4 SLB TUNASMULIA 10310891SLB TUNAS MULIA 07000101008176
5 SMAS ORYZA 10310805MAS ORYZA 07000101008180
6 SMK ExcelentYSI 699195235MK EXCELENT YSI 07000101008191
7 SMAN 4 SIJUNJUNG 10302806SMA NEGERI4 SIJUNJUNG 07000101006356
8 SLBN 1 KAMANG BARU 10311324SLBN 1 KAMANG BARU 14020101001174
9 SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG 10302887SLBN 1 MUARO SIJUNJUNG 07000101006393
10 SMAN 10 SIJUNJUNG 10307884SMAN 10 SIJUNJUNG 07010101000044
11 SMAN 11 SIJUNJUNG 10308127SMAN 11 SIJUNJUNG 14020101001163
12 SMAN 12 SIJUNJUNG 10308287 SMAN 12 SIJUNJUNG 07000101006463
13 SMAN 13 SIJUNJUNG 699466535MAN 13 SIJUNJUNG 07000101006496
14 SMAN 1 SIJUNJUNG 103028235MAN 1 SIJUNJUNG 07000101006485
15 SMAN 2 SIJUNJUNG 10302822SMAN 2 SIJUNJUNG 07000101006404
16 SMAN 3 SIJUNJUNG 10302821SMAN 3 SIJUNJUNG 07000101006544
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17 | SMAN5SIJUNJUNG 103028055MAN 5 SIJUNJUNG 07000101006533
18 | SMAN 6SIJUNJUNG 10302804SMAN 6 SIJUNJUNG 14020101001185
19 | SMAN7SIJUNJUNG 10302788SMAN 7 SIJUNJUNG 07000101006511
20 | SMAN 8 SIJUNJUNG 10302787SMAN 8 SIJUNJUNG 07000101006426
21 | SMAN 9 SIJUNJUNG 1030798BMAN 9 SIJUNJUNG 07010101000022
22 | SMKN 1 SIJUNJUNG 103027855MKN 1 SIJUNJUNG 07030101000031
23 | SMKN 2 SIJUNJUNG 10302786SMKN 2 SIJUNJUNG 07000101006415
24 | SMKN 3SIJUNJUNG 10305636MKN 3 SIJUNJUNG 07000101006474
25 | SMKN 4 SIJUNJUNG 10306287SMKN 4 SIJUNJUNG 14020101001211
26 | SMKN 5SIJUNJUNG 103083155MKN 5 SIJUNJUNG 07000101006566
27 | SMKN 6 SIJUNJUNG 10308316MKN 6 SIJUNJUNG 14020101001130
28 | SMKN 7 SIJUNJUNG 69773528SMKN 7 SIJUNJUNG 14020101001200
29 | SMKN 8 Sijunjung 69991477SMKN 8 SIJUNJUNG 07000101006695
IX | KAB.SOLOK
1 | SMASM NATSIR 103015895MA SPPDR M NATSIR 23000103001116
2 | SMASPLUS NAGARITALANG 69822704SMAS PLUSTALANG 06010105000045
3 | SRS PARIWISATA LEMBAR 103015195MKS PRWSTLMBH GMNT 23000103001120
4 | SLBAMAL BHAKTI WARGA 699803265LB AMAL BHAKTI WARGA 06000105001074
5 | SLBANGGUNMANDIRI 69760751SLB ANGGUN MANDIRI 06000105000971
6 | SLBBERKAH ANISA 698923655LB BERKAH ANISA 06000105000982
7 | SLBBUNDA ZIKRILLAH 697869555LB BUNDA ZIKRILLAH 06000105001026
8 | SLB DANAU KEMBAR 699873625LB DANAU KEMBAR 23000103001131
9 | SLBFISABILILLAH 103087225LB FISABILILLAH 06000105001052
10 | SLBSBUNDA 697607525LBSBUNDA 06000105001096
11 | SMARABBANI ISLAMIC SCHOOL 099481119 SMA RABBANI ISLAMIC 06000105001041
12| SMKPLUS PESANTREN VASNU 69949076 SNIK PLUS PESANTREN 6000105001004
13 | SMKSBUDI MULIA 103015485MKS BUDI MULIA 06000105001122
14 | SMKSPROTONIKAYP ABW SALAYO éﬁoAlfgeSMKS PROTONIKAYP ABW 06000105001100
15 | SLBN1ALAHAN PANJANG 699481365LBN 1 ALAHAN PANJANG 21010101003102
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16 SLBN 1 KUBUNG 1030419965LBN 1 KUBUNG 06000101017606
17 SMAN 1 BUKIT SUNDI 103015905MAN 1 BUKIT SUNDI 06000101017422
18 SMAN 1 DANAU KEMBAR 1030159I1SMAN 1 DANAU KEMBAR 23000101000461
19 SMAN 1 GUNUNG TALANG 10301592SMAN 1 GUNUNGTALANG 06000101017595
20 SMAN 1 HILIRAN GUMANTI 103015835MAN 1 HILIRAN GUMANTI 23000101000531
21 SMAN 11X KT SUNGAI LASI 10301582SMAN 1 IX KT SUNGAI LASI 06000101017466
22 SMAN 1 JUNJUNGSIRIH 10301581SMAN 1 JUNJUNGSIRIH 06000101017680
23 SMAN 1 KUBUNG 103015735MAN 1 KUBUNG 06000101017562
24 SMAN 1 LEMBAH GUMANTI 10301574SMAN 1 LEMBAH GUMANTI 23000101000542
25 SMAN 1 LEMBANG JAYA 103015755MAN 1 LEMBANG JAYA 06000101017481
26 SMAN 1 PANTAI CERMIN 10301576SMAN 1 PANTAI CERMIN 23000101000505
27 SMAN 1 PAYUNG SEKAKI 103081506MAN 1 PAYUNG SEKAKI 06000101017503
28 SMAN 1 TIGO LURAH 10310738SMAN 1 TIGO LURAH 06000101017875
29 SMAN 1 X KOTO DIATAS 10301577SMAN 1 X KOTO DIATAS 06000101017433
30 SMAN 1 X KT SINGKARAK 10301578MAN 1 X KT SINGKARAK 06000101017665
31 SMAN 2 GUNUNG TALANG 10301575MAN 2 GUNUNGTALANG 06010101001973
32 SMAN 2 HILIRAN GUMANTI 103106365MAN 2 HILIRAN GUMANTI 23000101000564
33 SMAN 2 LEMBANG JAYA 10308435MAN 2 LEMBANG JAYA 06000101017783
34 SMA N 2 SUMATERABARAT 69862591SMA N 2 SUMATERA BARAT 71020101000063
35 SMAN 2 X KT SINGKARAK 103015805MAN 2 X KT SINGKARAK 06000101017702
36 SMKN 1 BUKIT SUNDI 10310885MKN 1 BUKIT SUNDI 06000101017643
37 SMKN 1 GUNUNG TALANG 10301518MKN 1 GUNUNGTALANG 06010101001962
38 SMKN 1 HILIRAN GUMANTI 10307922SMKN 1 HILIRAN GUMANTI 23000101000520
39 SMKN 1 LEMBAH GUMANTI 103080935MKN 1 LEMBAH GUMANTI 23000101000516
40 SMKN 1 PANTAI CERMIN 10310811SMKN 1 PANTAI CERMIN 23000101000483
41 SMKN 1 SINGKARAK 103079706MKN 1 SINGKARAK 06000101017820
42 SMKN 1 XKOTO DIATAS 103080955MKN 1 X KOTO DIATAS 06000101017735
43 SMKN 2 GUNUNG TALANG 10308154SMKN 2 GUNUNGTALANG 06010101001951
44 SMKN 2 LEMBAH GUMANTI 10310804SMKN 2 LEMBAH GUMANTI 23000101000553
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X | KAB. TANAH DATAR
1 | SLBAUTISCARE 10310499AUTISCARE SNECYCEC 03000103004975
2 | SLBWARAQIL JANNAH 697500435LB WARAQQIL JANNAH 09000101006175
3 | SMASEXCELLENTNURULIKHLAS | 10ot0900 SMAS EXCELLENT NURUL 09000105000865
4 | SLBAISYIYAH CABANG SIMABUR | om0 HISVIYAH CABANG 03000103004942
5 | SLBKEMALA BHAYANGKARI 103082845LB KML BHYNGKR 20000201003519
6 | SLBMUTIARA KASH 103088555LB MUTIARA KASIH 03000103004964
7 | SMASAL HIRA 1031061MAS AL HIRA 09000105000880
8 | oo SHAMMADIVAH BATU 10302474SMASMHMMDYH BT SNGKR 03000103004953
9 | SMASNURUL IKHLAS 10307801SMAS NURUL IKHLAS 09000105000401
o | S T L —
e
12 | SMKSPROGRESIFBATUSANGKAR | pogiiooa SRS PROGRESIE 03000103004990
13 | SLBN1LIMA KAUM 10310471SLBN 1 LIMA KAUM 03000101008984
14 | SLBN1PAGARUYUNG 103025035LBN 1 PAGARUYUNG 03000101009150
15 | SMAN 1BATIPUH 103024755MAN 1 BATIPUH 09000101005066
16 | SMAN 1BATU SANGKAR 10302476SMAN 1 BATU SANGKAR 03000101009006
17 | SMAN 1LINTAU BUO 10302477SMAN 1 LINTAU BUO 20000101001031
18 | SMAN 1PADANG GANTING 103024925MAN 1 PADANG GANTING 03000101009043
19 | SMAN 1PARIANGAN 10302436SMAN 1 PARIANGAN 03000101009231
20 | SMAN 1 RAMBATAN 103023825MAN 1 RAMBATAN 03000101009205
21 | SMAN 1 SALIMPAUNG 10302397SMAN 1 SALIMPAUNG 03000101009220
22 | SMAN 1 SUNGAI TARAB 10302398SMAN 1 SUNGAITARAB 0300010100913
23 | SMAN 1 SUNGAYANG 10302396MAN 1 SUNGAYANG 03000101009146
24 | SMAN1XKOTO 103024008MAN 1 X KOTO 09000101003891
25 | SMAN 2 BATU SANGKAR 10302401SMAN 2 BATU SANGKAR 03010101000686
26 | SMAN2LINTAU BUO 10302404SMAN 2 LINTAU BUO 20000101000983
27 | SMAN 2 RAMBATAN 103024025MAN 2 RAMBATAN 0900010100514
28 | SMAN 2 SUNGAITARAB 103024035MAN 2 SUNGAITARAB 03000101009172
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20 | SMAN 3 BATU SANGKAR 1030779%MAN 3 BATU SANGKAR 03000101009021
30 | SMKN1BATIPUH 10302406SMKN 1 BATIPUH 09000101003950
31 | SMKN 1BATUSANGKAR 10302407SMKN 1 BATUSANGKAR 03010101000701
32 | SMKNZ1LINTAU BUO 10302396MKN 1 LINTAU BUO 20000101001005
33 | SMKN1TANJUNGBARU 103081425MKN 1 TANJUNG BARU 03000101009135
34 | SMKN 2 BATUSANGKAR 103023955MKN 2 BATUSANGKAR 03000101009290
XI | KOTA BUKITTINGGI
1 | SLB AUTISMA PERMATA BUNDA 10307506 SLB AUTISMA PERMATA 02040103000342
2 | SMASKARYA BHAKTI BUKITTINGGI | L0S07980 SMAS KARYA BHAKTI 02040103000305
3 | SLBAL AZHAR 103075655LB AL AZHAR 02040103000316
4 | SLBAI Ikhlas 10310638SLB AL IKHLAS 02040103000202
5 | SLBAUTISMA YPPABUKITTINGGI O oy AUTISMA YPPA 02040103000272
6 | SLBKARAKTER MANDIRI 103082725LB KARAKTER MANDIRI 02010103000776
7 | SLBRESTUIBU 69888476SLB RESTUIBU 02020103000451
8 | SMAISLAM AL ISHLAH 699788195MA ISLAM AL ISHLAH 02040103000364
9 | SMASPEMBANGUNAN 103079555MAS PEMBANGUNAN 02040103000283
10 | SMASPSM 1030753(6MAS PSM 02040103000224
11 | SMASTARUNA BANGSA 10307531SMAS TARUNA BANGSA 02040103000213
12 | SMASXAVERIUS 10310797SMAS XAVERIUS 02040103000261
13| e ASERATAN PRIVIA 699749695MK KESEHATAN PRIMA N 02010103000765
o SHCESCRON WOONESK | RN SHSEECRA | oo
15 | SMKSFARMASIIMAM BONJOL L OO VEMIKSFARMASI IMAM 02040103000320
16 | SMKSGAJAHTONGGABUKITTINGGI | sosarom oy o CAJAR TONGGA 02040103000294
17 | SMKSPARAMITHA BUKITTINGGI B i SPARAMITHA 02040103000235
18 | SMKSPEMBANGUNANBUKITTINGGI | o0 ool KS PEMBANGURAN 02040103000353
jo | SMIKSPENBINA BANGSA 10307545 PEVBINA BANGSA 2040103000101
B
B Il i S —
22 | SLBN1BUKITTINGGI 103034255LB N 1 BUKITTINGGI 02040101002343
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23 | SMAN 4 BUKIT TINGGI 10307526SMAN 4 BUKITTINGGI 02040101002332
24 | SMAN 1BUKITTINGGI 10307523SMAN 1 BUKITTINGGI 02000101004042
25 | SMAN 2 BUKITTINGGI 103075245MAN 2 BUKITTINGGI 02040101002310
26 | SMAN 3BUKITTINGGI 103075255MAN 3 BUKITTINGGI 02020101000212
27 | SMAN5BUKITTINGGI 10307527SMAN 5 BUKITTINGGI 02040101002321
28 | SMKN 1BUKITTINGGI 103075328MKN 1 BUKITTINGGI 02000101004134
20 | SMKN 2 BUKITTINGGI 103075338MKN 2 BUKITTINGGI 02000101004145
Xl | KOTA PADANG
1 | SLB AL HIDAYAH 10303568LB AL HIDAYAH 10000105001003
2 | SLBAL - ISHLAAH PADANG 103035705LB AL ISHLAAH PADANG 10000105001622
3 | SLBBINA BANGSATN.SIRAH 103035755LB BINA BANGSA TN SIRAH 10000105004094
4 | SLBMGFLUBUK BUAYA PADANG 103035685LB MGF LUBUK BUAYA 10000105001401
5 | SLBSLUMIN ALISA 69764537SLB LUMIN ALISA 21030105000192
6 | SLBSPK-PLK TIJI 69762802PK PLK TIJI 71000108001056
7 | SMASBUNDA PADANG 103035455MA BUNDA PADANG 21000105004734
8 | SMASDIAN ANDALAS 10304831SMA DIAN ANDALAS 10000105004186
9 | SMASDM TRIGUNA 103048325MAS DM TRIGUNA 10050105000110
10 | SMKSCITRA UTAMA PADANG 10304836SMKS CTR TM PDNG 10060105000304
11 | SMKSKARTIKA | 1 PADANG 103048425MKSKRTK 1 PDNG 10060105000046
12 | SMKSKARTIKA | 2 PADANG 10304843SMKSKRTK 2 PDNG 10060105000175
13 | SMKSPELAYARAN PADANG 103048555MK PELAYARAN PADANG 10050105000143
14 | SLBAL MUJADILLAH 103047605LB AL MUJADILLAH 10000105001025
15 | SLB AMANAH KOTO TANGAH oLl SLB AMANAHKOTO 10000105000830
16 | SLBASLAM KIDS 70012532518 ASLAM KIDS 10050105000154
17 | SLBAUTIS BIMA PADANG 10303547SLB AUTIS BIMA PADANG 10000105001670
18 | SLBAUTIS BUAH HATI IBU 103088505LB AUTIS BUAH HATI IBU 10050105000121
19 | SLB AUTISHARAPAN BUNDA éﬁ\%fgw AUTIS HARAPAN 10000105001390
20 | SLBAUTISMA MUTIARA BANGSA g%\fé‘éio SLB AUTISMA MUTIARA 10000105004271
21| SLBAUTISVANUTIARA BANGSA 69902665 L8 AUTISA MUTIARA 0000105001350
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22 | SLBAUTISMA YPPA 103076385LB AUTISMA YPPA 10000105001014
25| SLBAUTISVAYASAN NITRA 10310324 SL8 AUTIS AVASAN MITRA | 5100010004670
24 | SLBBAKTI 1030763%LB BAKTI 10000105004223
25 | SLBBUNDOKANDUANG 6973415458 BUNDO KANDUANG 21000105004756
26 | SLBETNIK KREATIF 700070065LB ETNIK KREATIF 21000101015504
27 | SLBFAN REDHA 10303573SLB FAN REDHA 10000105001633
28 | SLBGEMA INSANI 10304767SLB GEMA INSANI 1000010500092
29 | SLBHIKMAH MIFTAHUL JANNAH 0913 iiL SLE HIKMAH MIFTARUL 10000105001305
30 | SLB HIKMAH REFORMASI 103035625L8 HIKMAH REFORMASI 10000105001180
31 | SLBKARYA PADANG 10303561SLB KARYA PADANG 10000105001574
32 | SLBKASH UMMI 10308281SLB KASIH UMMI 10050105000095
33 | SLBKHANSA 699602165LB KHANSA 21000101015493
34 | SLBLIMAS PADANG 103047545LB LIMAS PADANG 10000105000874
35 | SLBMUHAMMADIYAH NANGGALO | 1ouolod bt MURAMMADIYAH 10000105000863
36 | SLBMURAMMADIVAH PAUHX 10303545 SLE WMURAMMADIVAH PAUR |~ 06006000035
37 | SLBPERWARI 1030355058 PERWARI 10000105004212
38 | SLBSALSABILLA INDAH 697645385LB SALSABILLA INDAH 10000105004175
39 | SLBSAMUDERABIRU 6973444258 SAMUDERA BIRU 10000105001095
a0 | SLBTIMAR JAVALUBUK KILANGAN | 1030356(BLE TIVIAR JAYA LUBUK 1050105000065
41 | SLBWACANA ASIH 103047765LB WACANA ASIH 10000105001084
42 | SLBWORKSHOP 103035535LB WORK SHOP 10000105000480
43 | SLB YPACSUMATERABARAT 10303554 SLB YPAC SUMATERA 10000105000491
44 | SLBYPPLB 103035565LB YPPLB 10000105000476
45 | R A 699844195MA DAR EL IMAN ISLAM 10050101000214
46 | SMADEK 698836465MA DEK 21000105004701
o S D SN | oncmon
48 | SMAPUTIBUNGSU 69989801SMAPUTI BUNGSU 21000105004712
49 | SMASABDULLAH AHMAD 10303468SMAS ABDULLAH AHMAD 10000210205287
50 | SMASADABIAH 2 PADANG 10310898SMAS ADABIAH 2 PADANG 21000105004421
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51 SMAS ADABIAH PADANG 10303557 SMAS ADABIAH PADANG 21000105004561
52 SMAS BAITURRAHMAH 10303558MASBAITURRAHMAH 21000105004631
53 SMASBUKIT BARISAN 10303555MASBUKIT BARISAN 21000105004771
54 SMAS DONBOSCO 1030346 7SMAS DON BOSCO 21000105004572
55 SMAS EKA SAKTI 1030346 5MAS EKA SAKTI 21000105004443
56 SMAS HUDAYA 697546086SMA HUDAYA PADANG 21000105004760
| SUSTUNUCTOROAT | IO SRS LA UG ORH | sopomnnrss
58 SMASKALAM KUDUS 10303474SMASKALAM KUDUS 21000105004491
59 SMASKARTIKA 1-5 10303472SMASKARTIKA 15 21000105004793
60 SMASKATHOLIK XAVERIUS 1030347SMASKATHOLIK XAVERIUS 21000105004465
61 SMAS MEDIA UTAMA 103034755MAS MEDIA UTAMA 21000105004410
62 SMAS MUHAMMADIYAH 1 10303476SsSMAS MUHAMMADIYAH 1 21000105004616
63 SMAS MUHAMMADIYAH 2 IlD?Angglill7G7 SMAS MUHAMMADIYAH 2 21000105004362
64 SMAS MUHAMMADIYAH 3 10303478SMAS MUHAMMADIYAH 3 21000105004524
65 SMAS MURNI 1030347SMAS MURNI 21000105004432
66 SMAS PERTIPPMTIPADANG 10303464SMAS PERTIPPMTIPADANG 21010105000463
67 SMAS PERTIWI1 103034455MAS PERTIWII 21000105004480
68 SMAS PERTIWI2 10303443MAS PERTIWI2 PADANG 21000105004502
69 SMAS PGRI2 10303441SMAS PGRI2 21000105004826
70 SMAS PGRI3 103034466MAS PGRI3 21000105004675
71 SMAS PGRI4 1030343MAS PGRI4 10050105000165
72 SMAS PGRI6 103034465MAS PGRI6 21000105004594
73 SMAS PMT PROFDR HAMKA 103055955MAS PMT PROFDR HAMKA 10050105000132
74 SMAS SABBIHISMA 103041805MAS SABBIHISMA 21000105004782
75 SMAS SEMENPADANG 10303447SMAS SEMENPADANG 21000105004373
76 SMAS SIMA 10303448MAS SIMA 21000105004653
77 S¥:§;AMAN SISWAPADANG b(_)r?fs;495MA TAMAN SISWAPADANG 21000105004745
78 SMA SURYA BAKTI 698995665MA SURYA BAKTI 10000105004190
79 SMAS YAPI 1030346(BMAS YAPI 21000105004723
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80 | SMAYULIN PRATAMA 69970543MA YULIN PRATAMA 10000105004116
81 | SMKAN NUR 69882393MK AN NUR 21000105004686
SMK T PARIWISATA 69981295MK IT PARIWISATA
82 | BAITURRAHMAH BAITURRAHMAH 21000105004504
69900200 SMK KESEHATAN
83 | SMKKESEHATAN A A AT NUSARTARA 21000105004642
SMK KESEHATAN GEMA 69993155MK KESEHATAN GEMA
84 | NUSANTARA SUMATERA BARAT NUSANTARA SUMBAR 21000105004336
SMK PARIWISATA AISYIYAH 6997105BMK PARIWISATA AISYIVAH
85 | SUMATERABARAT SUMBAR 21000105004605
86 | SMKSADZKIA PADANG 10304181SMKS ADZKIA PADANG 21090105000053
87 | SMKSDEK BUSINESSSCHOOL 1030483 5MKS DEK BUSINESS 21000105004583
SCHOOL
88 | SMKSDHUAFA PADANG 10304838SMKS DHUAFA PADANG 21000105004314
89 | SMKSLABOR PADANG 103041835MKS LABOR PADANG 21030210967525
90 | SMKSMEDIA UTAMA PADANG é%):,t%“ SMKS MEDIA UTAMA 21000105004664
91 | SMKSMUHAMMADIYAH 1PADANG | -0304845SMKS MUHAMMADIYAH 1 21000105004384
PADANG
92 | SMKSNASIONAL PADANG 103048465MKS NASIONAL PADANG 21000105004325
93 | SMKSNUSATAMA PADANG 103048545MKS NUSATAMA PADANG 21000105004395
SMKS PENERBANGAN ANGKASA 10304856 SMKS PENERBANGAN
94 | NASIONAL ANGKASA NASIONAL 21000105004406
95 | SMKSPERBANKAN PADANG 10304857SMKS PERBANKAN PADANG 10060105001450
96 | SMKSPRATAMA PADANG 1030484(BMKS PRATAMA PADANG 21000105004351
97 | SMKSPROFESIONALPADANG 1030876 %MKS PROFESIONAL 21000105004340
PADANG
98 | SMKSSEMENPADANG 1030486(8MKS SEMENPADANG 21000105004476
99 | SMKSTAMAN SISWAPADANG 103041855MKS TAMAN SISWA 21000105004690
PADANG
100 | SMKSTARUNA 1PADANG 10304862SMKS TARUNA 1 PADANG 10060105000142
101 | SMKSTARUNA 2 PADANG 10304186SMKS TARUNA 2 PADANG 10070105000034
102 | SMKSTD KOSGORO1 PADANG 103041825MKS TD KOSGOROL 10060105000131
PADANG
103 | SMKSTD KOSGORO2 PADANG 10304834SMKS TD KSGR2 PDNG 10060105000610
104 | SMKSTEKNOLOGIPLUS PADANG é%?:ﬁ%ﬁw TEKNOLOGIPLUS 21000105004303
SMKSTRI ABDI PEMBANGUNAN 10304864 SMKS TRI ABDI
105 | pADANG PEMBANGUNAN PADANG 10060105000396
106 | SLBN1PADANG 10307647SLBN 1 PADANG 21020101000953
107 | SLBN2PADANG 10303548SLBN 2 PADANG 10130101000073
108 | SMAN 10 PADANG 10303462SMAN 10 PADANG 21010101003054
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109 SMAN 11 PADANG 103034635MAN 11 PADANG 21000101014911
110 SMAN 12 PADANG 103034806MAN 12 PADANG 10050101000203
111 SMAN 13 PADANG 10303481SMAN 13 PADANG 21000101015003
112 SMAN 14 PADANG 10303482SMAN 14 PADANG 21080101000066
113 SMAN 15 PADANG 103048335MAN 15 PADANG 21000101015121
114 SMAN 16 PADANG 103083235MAN 16 PADANG 10120101000015
115 SMAN 1 PADANG 1030346I1SMAN 1 PADANG 10080101000071
116 SMAN 2 PADANG 10303495MAN 2 PADANG 21000101014841
117 SMAN 3 PADANG 103035006MAN 3 PADANG 21010101003043
118 SMAN 4 PADANG 10303501SMAN PADANG 21000101014900
119 SMAN 5 PADANG 10303502SMAN 5 PADANG 10140101000271
120 SMAN 6 PADANG 103035035MA 6 PADANG 21000101014933
121 SMAN 7 PADANG 10303504SMAN 7 PADANG 10130101000051
122 SMAN 8 PADANG 103035055MAN 8 PADANG 10130101000040
123 SMAN 9 PADANG 10303506SMAN 9 PADANG 21000101014874
120 | SMANEGERI4 SUMATERABARAT | gicior uenRaAkATAN | 1014010100060
(KEBERBAKATAN OLAHRAGA) OLAHRAGA)
125 SMKN 10 PADANG 10307617SMKN 10 PADANG 21000101014793
126 SMKN 1 PADANG 10304847SMKN 1 PADANG 21090101000183
127 SMKN 1 SUMATERA BARAT 103107805MKN 1 SUMATERA BARAT 21090101000161
128 SMKN 2 PADANG 103048485MKN 2 PADANG 21000101014815
129 SMKN 3 PADANG 10304845MKN 3 PADANG 21000101014981
130 SMKN 4 PADANG 103048506MKN 4 PADANG 21000101015014
131 SMKN 5 PADANG 1030485I1SMKN 5 PADANG 21000101015084
132 SMKN 6 PADANG 10303507SMKN 6 PADANG 21000101014922
133 SMKN 7 PADANG 10304188SMKN 7 PADANG 21000101015132
134 SMKN 8 PADANG 10304852SMKN 8 PADANG 21000101014826
135 SMKN 9 PADANG 103048535MKN 9 PADANG 21000101014970
136 SMK PPNEGERIPADANG 697341565MK PPNEGERIPADANG 21000101015106
137 SMK SMAK PADANG 103076165MK SMAK PADANG 21000105004830

CATATANATASLAPORANKEUANGANTAHUN 2022

264




PEMERINTAHPROVINSISUMATERABARAT

NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
138 | SMK SMTI PADANG 10308148SMK SMTI PADANG 21000101015143
Xl | KOTA PADANG PANJANG
1 | SMASUSWATUN HASANAH 103036125MA USWATUN HASANAH 09020105000012
2 | SMKSCENDANAPADANGPANIANG | Loacooud SMKS CENDANA PADANG 09000105000832
3 | SLBASIHPUTRA 6072856 7SLB ASIH PUTRA 09000105000740
4 | SLBAUTIS BIMA 103107345LB AUTIS BIMA 09000105000714
5 | SLBCAHYA KEMALA 69788571SLB CAHYA KEMALA 09000105000854
6 | SLBINSAN MANDIRI 103108805LB INSAN MANDIRI 09000105000725
7 | SLBMUTIARA BUNDA 103107365LB MUTIARA BUNDA 09000105000876
8 | SMASMUHAMMADIYAH PPANJANG éﬁ?ﬁ:&gsms MUHAMMADIYAH P 09000105000736
9 | SMKSKARYA PADANG PANJANG éﬁ?ﬁ:ﬁfws KARYA PADANG 09000105000891
10 | SMAN 1PADANG PANJANG 10303611SMAN 1 PADANG PANJANG 09000101003972
11 | SLBN1PADANGPANJANG 10303644SLBN 1 PADANG PANJANG 09000101005092
12 | SMAN 1 SUMATERA BARAT 10310903SMAN 1 SUMATERA BARAT 09000101005081
13 | SMAN 2 PADANG PANJANG 103036105MAN 2 PADANG PANJANG 09000101003913
14 | SMAN 3 PADANG PANJANG 10304698SMAN 3 PADANG PANJANG 09000101005136
15 | SMKN 1PADANG PANJANG 10303607SMKN 1 PADANG PANJANG 09000101003902
16 | SMKN 2 PADANG PANJANG 10303606SMKN 2 PADANG PANJANG 09000101003946
XIV | KOTA PARIAMAN
1 | SMAS MANUNGGAL BHAKTI 10307418SMAS MANUNGGAL BAKTI 05000105000660
2 | SMKSPLUSBNM PARIAMAN 10307438SMK PLUSBNM PARIAMAN 71040103000134
3 | SLBAUTIS BIMA PARIAMAN 1031087%LB AUTIS BIMA PARIAMAN 10070105000045
4 | SLBSABILUNA 10307435LB SABILUNA 05000105000424
5 | TERPADUSAHARAT CENDIKIA. | ISLAM TERPADUSAHABAT GENDIKIA | 0500010500284
6 | SMKSGlobalPariaman 69899616SMKS GLOBAL PARIAMAN 05000105000332
7 | SMKSKARYA PARIAMAN 10307436SMKSKARYA PARIAMAN 05000105000214
8 | SLBN1PARIAMAN 103106955LBN 1 PARIAMAN 05000101010321
9 | SLBN2 PARIAMAN 10307423SLBN 2 PARIAMAN 05000101010262
10 | SMAN 1PARIAMAN 10307308MAN 1 PARIAMAN 05000101010170
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11 | SMAN 2 PARIAMAN 1030731(MAN 2 PARIAMAN 05000101010203
12 | SMAN 3 PARIAMAN 10307311SMAN 3 PARIAMAN 0500010101011
13 | SMAN 4 PARIAMAN 103073125MAN 4 PARIAMAN 05000101010225
14 | SMAN 5PARIAMAN 10308546SMAN 5 PARIAMAN 05000101010306
15 | SMAN 6 PARIAMAN 103114055MAN 6 PARIAMAN 05000101010181
16 | SMKN 1PARIAMAN 1030742(8MKN 1 PARIAMAN 05000101010052
17 | SMKN 2 PARIAMAN 10307421SMKN 2 PARIAMAN 05000101010144
18 | SMKN 3 PARIAMAN 1030743%MKN 3 PARIAMAN 05000101010155
19 | SMKN 4 PARIAMAN 10308547SMKN 4 PARIAMAN 05000101010424

XV | KOTA PAYAKUMBUH
1 | SLBAUTISMA PERMATABUNDA éﬁ\?gkg“ SLB AUTISMA PERMATA 01000105001070
2 | SMAIT AL-FATH 6995926 5MA IT AL FATH 01000105001162
3 | SMAIT INSAN CENDEKIA 698319565MA IT INSAN CENDIKIA 01000105001210
4 | SMKSTAMAN SISWAPAYAKUMBUH | soo aeiats IAMANSISWA 0100005001022
5 | SLBAPAYAKUMBUH 698679235LB A PAYAKUMBUH 01000101007323
6 | SLBAUTIS JALINAN HATI 103107465LB AUTIS JALINAN HATI 01000105001044
7 | SLBB Payakumbuh 10303867SLB B PAYAKUMBUH 01000105001125
8 | SLBCPAYAKUMBUH 10303868SLB C PAYAKUMBUH 01000105001066
9 | SLBnsanMulia 6989538(LB INSAN MULIA 01000105000985
10 | SLBLUAK NAN BUNGSU 103038655LB LUAK NAN BUNGSU 01000105001136
11 | SLB PEDULIANAK BANGSA 607249535LB PEDULI ANAK BANGSA 0100010500100
12 | SLBSerasi 698932265LB SERASI 0100010500114
js | SMASISLAM BGARDING SCHOOL R | 10308345 WAS ISLAM BOARDING 1000105001164
14 | SMASMUCHTAR ISLAMIC 60724955MASMUCHTAR ISLAMIC 01010101000134
15 | SMASNUSANTARA PAYAKUMBUH | Hoa0000> SMAS NUSANTARA 01000105001103
16 | SMASPGRIPAYAKUMBUH 103038863MAS PGRIPAYAKUMBUH 01000105001195
17 | SMKS1KOSGOROPAYAKUMBUH B S 1 KOSCORO 01000105001254
18 | SMKS2KOSGOROPAYAKUMBUH ég?:ﬁg?\ﬂ%“ﬂﬁs 2 KOSGORO 01000105000974
19 | SMKSMITRA PAYAKUMBUH 10303911SMKSMITRA PAYAKUMBUH 01000105001140
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20 | SMKSWIRA BHAKTI PAYAKUMBUH | EooUo201 SKS WIRA BHAKTI 01000105001151
21 | SLBN1PAYAKUMBUH 103077955LBN 1 PAYAKUMBUH 01000101003996
22 | SMAN 1 PAYAKUMBUH 103039045MAN 1 PAYAKUMBUH 01000101003926
23 | SMAN 2 PAYAKUMBUH 103039055MAN 2 PAYAKUMBUH 01000101004232
24 | SMAN 3 PAYAKUMBUH 10303906SMAN 3 PAYAKUMBUH 01000101003812
25 | SMAN 4 PAYAKUMBUH 10310597SMAN 4 PAYAKUMBUH 01000101003893
26 | SMAN 5PAYAKUMBUH 6072495BMAN 5 PAYAKUMBUH 01000101003871
27 | SMKN 1 PAYAKUMBUH 103039125MKN 1 PAYAKUMBUH 01000101003941
28 | SMKN 2 PAYAKUMBUH 103039135MKN 2 PAYAKUMBUH 01010101000031
29 | SMKN 3 PAYAKUMBUH 103039145MKN 3 PAYAKUMBUH 01000101003801
30 | SMKN4PAYAKUMBUH 699470855MKN 4 PAYAKUMBUH 01010101000053

XVI | KOTA SAWAHLUNTO

1 | SLBAL KAUSAR 6997125658 ALKAUSAR 11000103007073
2 | s MUHEMMADIYAR 103036835MKS MUHAMMADIYAH 11000103007095
3 | SLBRUMAH TIA 69963607SLB RUMAH TIA 11000103006955
4 | SLB TUNAS HARAPAN 103055905LB TUNAS HARAPAN 11000103006966
5 | SLBYKB TALAWI 10310572SLB YKB TALAWI 11020103000101
6 | SMASSDISILUNGKANG 1030369(8MAS SDI SILUNGKANG 11000103006970
7 | SLBN1SAWAHLUNTO 10303703SLBN 1 SAWAHLUNTO 11000101004524
8 | SLBN2SAWAHLUNTO 103081525LBN 2 SAWAHLUNTO 1102010100075
9 | SMAN1SAWAHLUNTO 1030369ISMAN 1 SAWAHLUNTO 11000101004502
10 | SMAN 2 SAWAHLUNTO 103036925MAN 2 SAWAHLUNTO 1102010100086
11 | SMAN 3 SAWAHLUNTO 69815455MAN 3 SAWAHLUNTO 11000101004550
12 | SMKN 1 SAWAHLUNTO 10303684SMKN 1 SAWAHLUNTO 1102010100031
13 | SMKN 2 SAWAHLUNTO 10303674SMKN 2 SAWAHLUNTO 11000101004513
XVIl | KOTA SOLOK
1 | SMAISLAM AL MUMTAZ 69876146SMA ISLAM ALMUMTAZ 06000105001063
2 | SLBAUTISBIMA 10310703SLB AUTIS BIMA 0600010500111
3 | SLBAUTISME YPPASOLOK 1030781(5LB AUTISME YPPASOLOK 06000105001030
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4 | SLBSLENTERABUNDA 69759145LBSLENTERA BUNDA 06000105001085
5 | SMASMUHAMMADIYAH SOLOK 2303794 SMAS MUHAMMADIYAH 06000105001166
6 | SMKKESEHATANRAHMATUL AISY | [o007 12 SV KESERATAN 06000105001155
7 | SMKSKOSGOROL SOLOK 1030376 7SMKSKOSGOROL SOLOK 06000105001133
8 | SMKSMUHAMMADIYAH SOLOK L0803 772 SMKS MUHAMMADIYAH 06000105001015
9 | SLBN1SOLOK 10303751SLBN 1 SOLOK 06000101017750
10 | SMAN 1SOLOK 10303781SMAN 1 SOLOK 06000101017816
11 | SMAN2SOLOK 1030378(8MAN 2 SOLOK 06000101017536
12 | SMAN3SOLOK 10303779MAN 3 SOLOK 06000101017573
13 | SMAN 4SOLOK 10303766SMAN 4 SOLOK 06000101017525
14 | SMKN1SOLOK 10303768SMKN 1 SOLOK 06000101017610
15 | SMKN2 SOLOK 1030377G8MKN 2 SOLOK 06000101017551
16 | SMKN3KOTA SOLOK 10310768SMKN 3KOTA SOLOK 06000101017842

XVIIl | KAB. PASAMAN
1 | SLBYAPPATLUBUK SIKAPING reoss SLB YAPPAT LUBUK 08000101004770
2 | SLBHUSNIMURNI 699027145LB HUSNI MURNI 08000101005271
3 | SLBINDAH PERMATABUNDA Ooag 03 SLB INDAH PERMATA 08000101005186
4 | SMAS PGRIRAO SELATAN 10300834SMAS PGRIRAO SELATAN 22000101003952
5 | SMASYAPPASPASAMAN 103008335MAS YAPPASPASAMAN 22000101004000
6 | SMKSHARAPAN BANGSA PANTI 10300824 SMKS HARAPAN BANGSA 2000101004280
7 | SMKSKOSGOROLUBUK SIKAPING | o0o0002BMKSKOSGOROLUBUK 08000101005190
8 | SLBN1LUBUK SIKAPING 69786957SLBN 1 LUBUK SIKAPING 08000101001675
9 | SLBNLPANTI 103008565LBN 1 PANTI 22000101000183
10 | SMAN 1BONJOL 10300832SMAN 1 BONJOL 08000101001642
11 | SMAN 1DUA KOTO 10300831SMAN 1 DUA KOTO 22000101000102
12 | SMAN1LUBUK SIKAPING 103008305MAN 1LUBUK SIKAPING 08000101001620
13 | SMAN 1MAPAT TUNGGUL 69757492SMAN 1 MAPAT TUNGGUL 22000101000231
14 | SMAN 1PADANG GELUGUR 103041945MAN 1 PADANG GELUGUR 22000101000205
15 | SMAN 1PANTI 10300826MAN 1 PANTI 2200010100194
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16 | SMAN1RAO 10300828SMAN 1 RAO 22000101000135
17 | SMAN 1RAO UTARA 69774643SMAN 1 RAO UTARA 22000101000161
18 | SMAN 1TIGO NAGARI 10300827SMAN 1 TIGO NAGARI 08000101001686
19 | SMAN2LUBUK SIKAPING 10310598MAN 2 LUBUK SIKAPING 08000101001653
20 | SMANEGERI3 SUMATERABARAT | ooondo0 SWANEGERIS SUMATERA 08000101001616
21 | SMANMAPAT TUNGGUL SELATAN | o2 (MOIBSMANMAPAT TUNGGUL 08000101001712
22 | SMKN 1BONJOL 10300826SMKN 1 BONJOL 08000101001631
23 | SMKN1DUA KOTO 698965555MKN 1 DUA KOTO 22000101000113
24 | SMKN 1LUBUK SIKAPING 103008255MKN 1LUBUK SIKAPING 08000101001594
25 | SMKN 1PADANG GALUGUR 103041955MKN 1 PADANG GALUGUR 22000101000150
26 | SMKN 1RAO SELATAN 10307598SMKN 1 RAO SELATAN 22000101000275
27 | SMKN 1SIMPANGALAHAN MATI OO TD4SSBMKN 1 SIMPANGALAHAN 08000101001664

XIX | KAB. SOLOK SELATAN

1 | SLBFANREDHA 699317355LB FAN REDHA 13010101004095
2 | SMKSYTKA SOLOK SELATAN 309852 SMIKS YTKA SOLOK 14010105000091
3 | SLBN1SANGIR 1031046%5LBN 1 SANGIR 13000101003643
4 | SLBN1SUNGAIPAGU 10306838SLBN 1 SUNGAI PAGU 13000101003595
5 | SMANO08SOLOK SELATAN 10310873SMAN 08 SOLOK SELATAN 14030101003903
6 | SMAN11SOLOK SELATAN 699468605MAN 11 SOLOK SELATAN 13030101000221
7 | SMAN 1 SOLOK SELATAN 10303367SMAN 1 SOLOK SELATAN 13000101003665
8 | SMAN 2SOLOKSELATAN 10303366SMAN 2 SOLOK SELATAN 13030101000254
9 | SMAN 3SOLOKSELATAN 10306748SMAN 3 SOLOK SELATAN 13010101003734
10 | SMAN 4 SOLOK SELATAN 10303377SMAN 4 SOLOK SELATAN 1300010100606
11 | SMAN 5SOLOK SELATAN 10303364SMAN 5 SOLOK SELATAN 13000101003610
12 | SMAN 6 SOLOK SELATAN 10303376SMAN 6 SOLOK SELATAN 1301010100760
13 | SMAN 7 SOLOK SELATAN 10307562SMAN 7 SOLOK SELATAN 13030101000243
14 | SMAN 9 SOLOK SELATAN 6978656 7SMAN 9 SOLOK SELATAN 13000101003621
15 | SMANEGERI10SOLOK SELATAN g?z?_éf_?:gSMA NEGERI10 SOLOK 13010101003745
16 | SMKN 1 SOLOKSELATAN 10306966SMKN 1 SOLOK SELATAN 13000101003654
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NO NAMA SEKOLAH NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING
17 SMKN 2 SOLOKSELATAN 1030696 SMKN 2 SOLOK SELATAN 13030101000232
18 SMKN 3 SOLOKSELATAN 10306968SMKN 3 SOLOK SELATAN 13010101003756
19 SMKN 4 SOLOKSELATAN 10306969SMKN 4 SOLOK SELATAN 13000101003676
20 SMKN 5 SOLOKSELATAN 103081335MKN 5 SOLOK SELATAN 13000101003680

8) Tindak Lanjut PermasalahanRumah Dinas

a.

PermasalahanRumah Dinas Disnakertrans

Rumah dinas Disnakertrans yang beralamat di JI. Bawal No. 2B Ulak Karang Padang
yang dihuni pensiunan an. IrBujang Bismandan di Jl. Mandala No.58 Tunggul

Hitam Padang yang dihuni pensiunan an. M. Muslim telah diberikan surat peringatan
dan ultimatum terakhir keempat kali sesuai Surat Kepala Dinas Disnakertrans Nomor :
800/1412/Set/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan Nomor : 800/1413/Set/2020 tanggal 7
Oktober 2020 terhadap kedua pensiunan tersebut, jika tetap tidak mengindahkan akan
dilakukanpengosongan paksa.

Untuk Tahun 2022, kedua rumah dinas tersebut sudah dikembalikan ke Dinas Tenaga
Kerjadan TransmigragfrovinsiSumatera Barat.

. PermasalahanRumah Dinas Pertanian

Sehubungan dengan terdapatnya 39 (Tiga Puluh Sembilan) unit rumah dinas milik
Dinas Pertaniandi Lanbouw Kota Bukittinggi dihuni oleh yang tidak berhak dan
penghuninya bermohon untuk dapat melaksanakanproses sewa beli, dapat
disampaikarsebagaberikut:

1) Terkait proses Administrasi awal sewa beli untuk sewa beli rumah dinas tersebut
memang telah terlaksana, namun demikian proses tersebut tidak ditindaklanjuti
dengan sewa beli kepada pegawai sesuai ketentuan berlaku karena belum diajukan
permohonanpenjualanke Menteri Keuangan(selaku PengelolaBarang Milik
Negara), dan usulan sewa beli tersebut belum ada persetujuan tertulis dari Menteri
Keuangan, oleh karena itu persetujuan yang dimaksudkan dalam surat
permohonanersebubelum sah.

2) Tanah aset eks DepartemenPertanianyang berlokasi di komplek Pertanian
Bukittinggi, diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat sejak berlakunya otonomi
daerah, mekanisme pengelolaan asset telah diserahkan dari Kementerian kepada
PemerintahProvinsi SumateraBarat dan telah tercatat sebagaiBarang Milik
Daerahmengikutiketentuan peraturan perundamgdangan.

3) Atas pertimbangansangatterbatasnyaasset pemerintahterutamatanah, dan
tingginya kebutuhan terhadap lahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
PemerintahProvinsi SumateraBarat, sehinggapermohonanuntuk pembelian
rumahdinasdimaksudidak dapatlipenuhi.

4) SesuaiPeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sunizdesh
Pasald ayat2 (dua)menyebutkarRumahDinassebagabsetbarangmilik daerah
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dapat dipergunakanoleh PNS Daerah (aktif) untuk mendukungtugas dan
fungsinya dalam membantupenyelenggaraafPemerintahDaerah. Terkait hal
tersebut penghunian rumah dinas yang ditempati oleh ke 39 (tiga puluh Sembilan)
penghunisaatini adalahtidak sesuaidenganketentuanperaturanperundang
undangan.

5) Untuk permasalahardiatas akan dikoordinasikankembali dan ditindaklanjuti
sesuai aturan berlaku.

c. PermasalahanRumah DinasLinggarjati No.1 A Tabing Padang
1) Pada Dinas Koperasi UMKM terdapat 1 (satu) unit rumah dinas yang masih dihuni
oleh Pensiunan ASN atas nama Drs. Tasril Tasar yang berlokasi di JI. Linggarjati

No. 1 A Tabing Padang. Sehubungan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Koperasi UMKM Provinsi SumateraBarat tanggal 5 November 2017 terkait

Pengosongan Rumah Dinas di Linggarjati no 1 A Tabing Padang oleh Drs. Tasril

Tasardapatdisampaikan sebagherikut:

a) Drs. Tasril Tasar telah menghuni rumah dinas milik Dinas Koperasi UMKM
yang beralamat di Jl. Linggarjati No. 1 A Tabing Padang sejak tahun 2000,
sesuai instruksi Kanwil Departemen Koperasi dan PKM Sumatera Barat pada
saat itu. Yang bersangkutan telah pensiun sejak tahun 2015 namun keberatan
untuk menyerahkanrumah dinas tersebut dikarenakan adanya perjanjian
terdahulu bahwa jika yang bersangkutan karena kedinasan harus keluar dari
rumah tersebut, pemerintah akan membantu biaya pengosongan serta mengganti
semua biaya perawatanyang dikeluarkan selama menghuni rumah dinas
tersebut.

b) Pemprov Sumatera Barat melalui Kepala Dinas KopduddKM dan Biro
AP2BMD telah menyurati Drs. Tasril Tasar beberapakali terkait perintah
pengosongarumah dinas sebagheérikut:

(1) Suratnomor:030/833/SekrDiskop/Xl11/2016tanggall3 Desembef016

(2) Suratnomor:216/097/IX/BAP2BMD2017tanggalSeptembe017

(3) Suratnomor:030/678SekrtDiskop/XI/2017tanggall November2017

(4) Suratnomor: 030/507/BAP2BMDI/VI-2019tanggal?6 Juli 2019

(5) Keempat surat diatas dibalas oleh yang bersangkutan dengan persyaratan
yang sama, yaitu penggantian biaya pemeliharaan rumah dinas yang telah
dikeluarkanselaml14 tahunbeliaumenempatrumahdinastersebut.

¢) Terkait permasalahan rumah dinas Linggarjati yang di tempati Drs. Tasril Tasar
telah dilaksanakan rapat tanggal 20 November 2017 sesuai Surat Sekretaris
daerah nomor 030/832/SekDiskop/XI/2017 tanggal 17 November 2017
bertempat diruang rapat Asisten Administrasi Umum. Rapat dipimpin Drs. H.
Nasir Ahmad, M.Si, yang dihadiri Kepala Dinas Koperasi UMKM, Inspektorat,
Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Bakeuda, Biro AP2BMD dan
Satpol PAProv. Sumaterdarat. Padaapatini disepakatsebagai berikut:

(1) Dinas Koperasi melakukan pengamanarnterhadaprumah dinas pada
SKPD tersebut membuat surat kepada penghuni rumah dinas untuk
pengosongamumah dinas yang dihuni pihak yang tidak berhakrumah
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dinas hanya bisa ditempati oleh ASN aktif pada SKPD pengguna sebagai
penunjangupoksi.

(2) Penggantianatas biaya perbaikan rumah selama Drs. Tasril Tasar
menempati rumah dinas tidak dapat dilakukan karena tidak ada regulasi
yang memungkinkan untuk dilakukan penggantian, dan sudah menjadi
kewajiban penghuni untuk melakukan pemeliharaan rumah sesuai dengan
perjanjianyangada padd&ampiran SIP yanditerbitkan.

(3) Biro AP2BMD melakukan pengurusan penerbitan SIP tahun 2019 (Surat
Izin Penghunian) untuk rumah dinas Linggarjati diterbitkan atas nama Ir.
PritaWardani DHMTP, sekretariDinasKoperasiUMKM padasaatitu.

d) SesuaiPeraturanGubernur SumateraBarat Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pasal 9 ayat 2 (dua) menyebutkan Rumah Dinas sebagai aset barang milik
daerah dapat digunakan oleh PNS Daerah untuk mendukung tugas dan
fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian
pada pasal 11 ayat 2 (dua) menyebutkan penyerahan penghunian Rumah Dinas
setelah calon penghuni Rumah Dinas memperoleh Surat Izin Penghunian yang
diterbitkan oleh Pengelola Barang. Penghuni Rumah Dinas harus memenuhi
persyaratan penghunian berdasarkan jenis golongan rumah dinas dan memiliki
Surat Izin Penghunian (SIP) serta memiliki kewajtkawajiban yang harus
dipenuhi.

B. UMUM
DASAR HUKUM
Secara administrasi Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan thiidangg Nomor
61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undandang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
PembentukanDaerahDaerah SwantantraTingkat | SumateraBarat, Jambi dan Riau.

Selanjutnya pada tahun 2022 Undduhgdang tersebut telah dicabut dengan Undadndang
Nomor17 Tahun 2022entang ProvinsBumatera Barat.

DOMISILI

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51
Kota Padang.

VISI

Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJIJMD) Tahun 20212026, mempunyaiisi, yaitu:

A €rwujudnyaSumatera Barat Madani yaridgnggul dan Berkelanjutan
MISI

Berdasarkan VISI tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7
MISI, yaitu:

1. Meningkatkankualitassumberdayamanusiayangsehat,berpengetahuamerampildan
berdaya saing.
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2. Meningkatkantata kehidupansosialkemasyarakataberdasarkartralsafahAdaiak
Basandi Syara’', Syafdasandiitabullah.

3. Meningkatkannilai tambahdan produktifitas pertanian,perkebunanperternakarndan
perikanan.

4. Meningkatkanusahaperdagangauanindustri kecil/menengalsertaekonomiberbasis
digital.

5. Meningkatkarekonomikreatif dandayasaingkepariwisataan.

6. Meningkatkarpembangunamfrastrukturyangberkeadilardanberkelanjutan

7. Mewujudkantatakelola pemerintahdan pelayanarpublik yangbersih,akuntabelserta
berkualitas.

LETAK DAN LUAS WILAYAH

Wilayah ProvinsiSumaterdaratterletakantarad® 5 4LintangUtara(LU) sampaidengar®
3 OLintangSelatanLS) dan antar®8°3 6 6 s1®¥®Hp3Aad Buj @BTF). Ti mur

ProvinsiSumateraarat,secaradministratifoerbatasadengan
1 SebelalJtaradengarProvinsi Sumaterbltara

1 SebelalSelatan dengaArovinsiBengkulu

1 SebelaBaratdengan Samudetdindia

1 SebelahTimur dengarProvinsiRiaudanProvinsi Jambi

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah daraté®.297,30 K dan luas lautan
seluas+ 52.882,42 Km dengan panjang pantai wilayah darata875 Km dan ditambah
dengan panjang gargantai Kepulauan Mentawai 1.003 Km, sehingga total garis pantai
keseluruhannnya + 1.378 Km. Perairan laut mempunyai 185 putalau besar dan kecil
yangtersebar dbeberapdabupaten/Kota.

Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12
Kabupaten dan 7 Kota, dengan jumlah penduduk untuk tahun 2021 ini sebanyak 5.580.232
jiwa.

Dari 19 Kabupaten/Kotayang ada di Provinsi SumateraBarat, KabupatenKepulauan
Mentawai memiliki wilayah terluas yaitt 6,01 ribu Knt, sedangkan Kota Padang Panjang
memiliki luasdaerah yantgerkecilyaitu+ 23 Knv-

Tabel 6.3NamaKabupaten/Kota di SumateraBarat

z
o

Kabupaten/Kota

Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Agam

Kabupaten Pasaman

Kabupaten Solok

Kabupaten Limapuluh Kota

Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Sijunjung

© |0 |N|o g AW NI

Kabupaten Dhamasraya
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No Kabupaten/Kota

10 | Kabupaten Solok Selatan

11. | Kabupaten Pasaman Barat

12. | Kabupaten Kepulauan Mentawai

13. | Kota Padang

14. | Kota Bukittinggi

15. | Kota Padang Panjang

16. | Kota Payakumbuh

17. | Kota Sawahlunto

18. | Kota Solok

19. | Kota Pariaman

TOPOGRAFI

Ketinggian permukaanwilayah di Provinsi SumateraBarat sangatbervariasimulai dari
dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pergunungan)
dengan ketinggian >3.000 m dpl. Luas areal yang mempunyai ketinggian O sampai 100 m dpl
meliputi 1.286.793ha (30,41%),daerahdengarketinggian100 sampai500 m dpl mencapai
643.552ha (15,21%), antara500 sampail.000m dpl seluasl.357.045ha (32,07%),antara
1.000sampail.500m dpl terdapatseluas767.117ha (18,13%),daerahdenganketinggian
1.5002.000m dpl seluasl13.116,6ha(2,26%)dansisanyadaerahdengarketinggiandiatas
2.500m dpl.

Untuk dataranrendah (<500m dpl) tercatat45 %, dataranmenengah(500-1.000m dpl)

sebesar 32% dan sisanya 23% berupa dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan
gunung adalah rantai dari Pegunungan Bukit Barisan yang terbentang dari Utara hingga
Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan
kelerengan diatas 40% tercatal.017.000 ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bagian
Timur Sumatera Barat.

GEOLOGI

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan
(antiklinorium)dan struktur sesar dengan arah umum BaratiLd@inggara, yang mengikuti
regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat beaupat Sumatera Fauldi sepanjang

pesisir barat Pulau Sumateradan Mentawai Fault di KepulauanMentawai yang saling
mendesak sehingga terjadi gerakan di lempengan besaridanplate.Selain geologi dasar

laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Kab. Solok Selatan sampai
Kab. Pasaman.Kondisi ini menjadikan Provinsi SumateraBarat memiliki kerawanan
bencanagempabumiyangcukuptinggi.

HIDROLOGI

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang
terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebahagian besar bermuara ke
Samudera Hindia di Pantai Barat Sumatera dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau
Sumatera.
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Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai
(SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, N&atahan, Kampar, Batang Hari, Silaut,
Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di Provinsi Sumatera Barat berasal dari
pegunungandan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau
Singkarak). Danau Singkarak terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar yang mempunyai
luas 13.011 Km2, Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 9.950 Km2, sedangkan
Danau Diatas (3.150 Km2), Danau Dibawah (1.400°Kdan Danau Talang (1.02 Km
terdapat dKabupaten Solok dan Solok Selatan.

KLIMATOLOGI

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu
wilayahnya. Curah hujan tahunanberkisar antara1.980 sampai5.000 mm/tahurdengan
kecenderungan daerah bagian Barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian Timur.
Keadaan yang lebih basah dibagian Barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan
angin laut yang membentur bukit dan pegunungan sehingga hujan lebih banyak dan sering
turun di belahan Barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air cukup
banyak di bagian Barat provinsi ini, sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian
antardain untuktanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim topika basah. Adapun klasifikasi
iklim berdasarkan sisterBchmidtFergussondaerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim

yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas
wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang
merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong tipe B dengan
luas 265.700 ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupan 100.800 ha terdapat di lereng Timur
Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di kabapaten Tanah Datar dan selatan Gunung
Talang meliputi di KecamatanLembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu ratarata di
Sumatera Barat antara®1®4° C dengarsuhu ratarata lebih kurang 25°%. Perbedaan antara
temperatur siang dan malam antaferSC. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan
Oktober sampai bulan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus.
Pada umummya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4°6° C lebih rendah bila
dibandingkandengandaerahpesisir barat. Lebih rendahnyasuhu di daerahpegunungan
menjadikan kawasan ini sebagai sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah
agrowisata potensial terutama di pegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar,
Bukittinggi dan PadangPanjangserta pada kawasanKayu Aro sampai Pantai Cermin
KabupaterSolok. Kelembabarudaraantara79% - 87% dengarkecepataranginantaral,25

T 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan
Mentawai.

PEMERINTAHAN

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2022sebanyaki8.474 orang dengan rincian sebadgzikut.
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Tabel 6.4 Daftar PNS Pemerintah Provinsi SumateraBarat Tahun 2022

ESELON NON ESELON
GOLONGAN/RUANG | 0 v ,:ULEG’?SQAL STAF JUMLAH
Golongan IV/e 1 - - 2 - 3
Golonganv/d - | 25 - - 20 - 45
Golongan IV/c - 23| 9 - 107 1 140
GolonganiV/b - 5 | 161| 12 2.119 29 2.326
Golongan IV/a - - | 115]| 186 2.987 126 3.414
JUMLAH GOLONGAN IV 1 | 53| 285| 198 5.235 156 5.928
Golonganlli/d - - 34 | 476 2.779 555 3.844
Golonganlll/c - - - | 123 1.879 300 2.302
Golonganlli/b - - - 47 1.004 894 1.945
Golonganlll/a - - - - 375 1.388 1.763
P3K - - - - 3 861 864
JUMLAH GOLONGAN 111 - - 34 | 646 6.040 3.998 10.718
Golonganll/d - - - - 175 664 839
Golonganll/c - - - - 49 622 671
Golonganll/b - - - - 16 162 178
Golonganil/a - - - - - 46 46
P3K - - - - 7 15 22
JUMLAH GOLONGAN I - - - - 247 1.509 1.756
Golonganl/d - - - - - 48 48
Golonganl/c - - - - - 20 20
Golonganl/b - - - - - 4 4
Golonganl/a - - - - - - -
JUMLAH GOLONGAN | - - - - - 72 72
TOTAL 1 | 53| 319| 844 11522 5735 18.474

DPRD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintah daerah otonomi meliputi DPRD
sebagai lembaga legeslatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Sesuai dengan
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan
tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legeslatif dibentuk unsur pimpinan; komisi
komisi, panitia dan fraksi.
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DPRD ProvinsiSumatera Baraperiode 20191 2024 ditetapkarberdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16143785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun
20192024 memiliki anggota sebanyak 65 orang. Adapun struktur kedudukan DPRD Provinsi
SumaterdBarattahun 202dalah sebagaierikut:

Tabel 6.5Nama-NamaFraksi DPRD Provinsi SumateraBarat

No Uraian

Fraksi Partai Gerindra
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Fraksi Partai Demokrat

Fraksi Partai Amanat Nasional

Fraksi Partai Golongan Karya
Fraksi PPP-NASDEM
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB

~N | OB W N

Tabel 6.6 NamaNama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi
di DPRD Provinsi SumateraBarat

No Uraian Jml Kursi

1 Partai Gerindra 14 orang
2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 10 orang
3 Partai Demokrat 10 orang
4 Partai Amanat Nasional 10 orang
5 Partai Golongan Karya 8 orang
6. Partai Persatuan Pembangunan 4 orang
7. Partai Nasional Demokrat 3 orang
8. Partai PDI Perjuangan 3 orang
9. Partai Kebangkitan Bangsa 3 orang

Tabel 6.7 NamaNama Pimpinan
DPRD Provinsi SumateraBarat 20192024

No Nama Jabatan Partai

1 Supardi, SH Ketua Partai Gerindra

2 Ir. Irsyad Syafar,LC.M.Ed Wakil Ketua Partai Keadilan Sejahtera

3 H.Suwirpen Suib,S.Sos Wakil Ketua Partai Demokrat

4 H.Indra Dt.Rajo Lelo SH.MM Wakil Ketua Partai Amanat Nasional

Tabel 6.8 Nama-NamaKetua
Komisi DPRD Provinsi SumateraBarat 20192024

No Uraian Nama Ketua Fraksi

1 Komisi | Bidang Pemerintahan Sawal, SH F.PPP-NASDEM

2 Komisi Il Bidang Ekonomi H. Mochklasin, S.Si F.PKS
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No Uraian Nama Ketua Fraksi
3 Komisi Ill Bidang Keuangan H.Ali Tanjung, SH F.P Demokrat
4 Komisi IV Bidang Pembangunan Zukenedi Said, S.Sos, SH, M.Si F.P.Golkar
5 Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat H. Daswanto, SE F.PAN
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BUMD DAN LAINNYA
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 BUMD dan 3 Perusahaan dalam bentuk penyertaan modal yaitu:

CatatanDua BUMD saatini dalamprosedikuidasi sebagaimankami uraikandalampenjelasarpadahuruf Adiatas.

Tabel 6.10Daftar BUMD Milik Pemprov Sumbar

%

Jumlah Personalia

No Nama BUMD AIamat/No.TeIp/ Tat?uln Kepemilikan Bidang Usaha Nomor F’?rda Modal Dasar Ket
E-Mail Pendirian Pendirian Komisaris Direksi
Pemprov
1 | PT Bank Nagari Jin. Pemuda No 21 Padang 2006 32,29 Perbankan Perda No 3 Tahun 5 Triliun Komisari Utama - M. Irsyad (Direktur BUMD Pemrov
Telp 0751 ( 31577-31578- 2006 Benni Warlis Utama) dan Pemkab/
31581-31582 E-Mail : Komisaris Independen | - Sania Putra Kota Se
www.banknagari.co.id - Manar Fuadi (Direktur Keuangan) Sumbar
Komisaris
- Endrizanof
2 PT Asuransi Pusat Niaga Cempaka Mas 1989 16,71 Asuransi Akta Notaris 200 Milyar Ir. Suwirman (Komut) - Didiet S Penyertaan
Bangun Askrida M 1/36 JI. Letjen. Raharti Pamungkas Modal
Suprapto,Jakarta 10640 Sudjardjati, SH No - Arie Yulianti
(Kacab Padang Jin 9 tahun 1989
Pemuda) 0751- 34177
3 | PT Grafika Jaya Jin. Kis Mangun Sarkoro 2008 95.66 Percetakan, Perda No 14 30 Milyar - Muslim Harun Dasril BUMD
Sumbar Telp 0751- 21172,23263 suplier dan Tahun 2007
Fax 0751- 27141 E-Mail : leveransir

grafika_sumbar@yahoo.

com

peralatan Kantor
dan
perdagangan

umum
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%

Jumlah Personalia

No Nama BUMD AIamat/No‘TeIp/ Tat?uln Kepemilikan Bidang Usaha Nomor F’c.erda Modal Dasar Ket
E-Mail Pendirian Pendirian Komisaris Direksi
Pemprov
4 PT Dinamika Jin. Kampung Sebelah No 2007 96.56 Perdagangan Perda No 15 12 milyar Alizar Munir Dasril BUMD
Sumbar Jaya 25 Padang Telp 0751- umum, Jasa Tahun 2007 ('sedang
27493,32104 Fax 0751- Pengangkutan proses
34181 Darat, SPBU, likuidasi)
Perindustrian
dan
perbengkelan
5 | PT Andalas Tuah JI. Thamrin No 81 Padang 2007 98.60 Perdagangan Perda No 13 10 Milyar Alisar Munir Dasril BUMD
Sakato Telp 0751- 27678,27698 Umum,Usaha Tahun 2007 (sedang
Pertanian proses
likuidasi)
6 | PT Pembangunan Jin. Pemuda No 45 Padang 1972 35.52 Real Estate dan | Akta Notaris No 9 100 juta - Heri Nofiardi - - Ali Musri Penyertaan
Sumbar Telp 0751- 26111-25829 Jasa konstruksi tahun 1972 Asnel Modal
Fax: 0751- 22423
7 PT Andalas Jin. Kartini No 2 Padang 1995 50.00 Pembangunan Perda No 5 Tahun Ismail Gusman Dedy H Harun Penyertaan
Rekasindo Pratama | Telp (0751) 26204 dan 1995 Modal
pengusahaan
Kawasan
Industri
8 PT Balairung Jin. Matraman raya No 19 2011 79,72 Perhotelan, Perda Nomor 6 | 308.078.000.000 | - Hansastri Irsyal Ismail, Ak BUMD
Citrajaya Sumbar (Kantor penghubung restorant dan Tahun 2009 yang
Sumbar) Jakarta Fax 021- usaha jasa dirubah  dengan
85917216 wisata Perda No 14
tahun 2011
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% Jumlah Personalia
Alamat/No Telp/ Tahun » . Nomor Perda
No Nama BUMD . » Kepemilikan Bidang Usaha » Modal Dasar Ket
E-Mail Pendirian Pendirian Komisaris Direksi
Pemprov
9 PT Jamkrida Jin. Khatib Sulaiman No 25 2012 99.87 Penjaminan Perda No 12 100 milyar Komisaris Utama Direktur utama BUMD
Sumbar Padang Telp: 0751- 444102 Kredit tahun 2012 Jo - Ahmad Zakri - Ibnufadhi
Perda 13 Tahun Komisari Direktur
2015 - Yulman Hadi - Jhen Hen Ryco
- Yulman Hadi - Rishendri SE (Dirut
(Komisaris) Pemasaran &
Syariah)
- Ibnu Fadli (Dirut
Keuangan)
10 | PTSijunjung Jalan Mangunsarkoro 2019 51 SDA Migas Perda no.5 tahun 3.240.000.000 | Ir.H.Benny warlis, MM Hardiwan,SE BUMD
Sumbar Energy 2019
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